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aku ingin menutup waktu 
dan berada dalam ketiadaan 
tanpa batas... 


Kata Pengantar Penerbit 


“H aruskah kebaikan itu abadi agar laik untuk dihargai, apakah penting 
bagi kita untuk mencarinya sekalipun alam semesta ini nyata-nyata 


sedang bergerak menuju kematian?””—Bertrand Russell 


alam batas apa manusia disebut manusia? Manusia 

adalah animal historicum yang menyimpan sejarahnya 

sendiri. Pada aspek ideasional, kebudayaan jadi 
garis batas, sampai pada titik apa manusia disebut manusia 
(hlm. 17). Maka, di dalam kebudayaan terekam jejak sejarah 
bagaimana manusia berusaha membudikan kehidupan agar lebih 
manusiawi. Akhirnya, didapat kesimpulan berkebudayaan adalah 
berkemanusiaan. 

Namun, membincangkan kebudayaan sebagai sebuah 
konsep sangat sulit dicapai kata sepakat. Termasuk terma di 
atas. Banyaknya definisi kebudayaan menjadi salah satu pemicu 
perdebatan panjang. Apalagi kata kebudayaan mampu melintasi 
ilmu, teori, dan dimensi. Oleh sebab itu, kebudayaan jadi ranah 
tak bertuan yang terbuka bagi siapa pun yang ingin memasukinya. 
Seorang matematikawan, politikus, antropolog, atau manajer, 
bebas dan sah-sah saja berbicara tentang kebudayaan. 


Benarkah berkebudayaan adalah cara manusia memanusia- 
kan dirinya? Lalu, apakah yang dimaksud dengan pergeseran 
kebudayaan? Kita sering mengetahui banyak orang mengelu- 
elukan kebudayaan masa lampau sebagai sesuatu yang adiluhung 
yang harus dijaga kelestariannya. Ketika seseorang meninggalkan 
latar belakang kebudayaan masyarakat kolektif tempat ia berada, 
maka apakah ia dapat disebut sebagai “pengkhianat” kebudayaan? 
Apakah ini yang dimaksudkan dengan pergeseran kebudayaan? 

Satu hal mungkin yang harus ditekankan ketika 
membincangkan kebudayaan, yakni kebudayaan adalah sesuatu 
yang dinamis, yang akan terus-menerus mengalami perubahan. 
Kebudayaan bukan sesuatu yang baku, statis, dan sudah jadi. 
Lalu, bagaimana baiknya kebudayaan itu? Refilosofi kebudayaan 
akhirnya mengemuka. Apakah ini membicarakan kebudayaan 
dalam tataran filsafat? Bagaimanakah relevansinya dengan praktik 
kehidupan sehari-hari? 


Jogjakarta, Agustus 2010 
Redaksi 
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Suatu Catatan Pengantar 
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alau ada konsep yang paling polluted dalam ranah sosial 

k budaya, maka salah satunya adalah konsep kebudayaan. 
etapa tidak? Istilah kebudayaan ini digunakan oleh 

semua orang, semua disiplin ilmu pengetahuan —khususnya 
sosial budaya— untuk kepentingan yang beraneka ragam. 
Ahli filsafat menggunakan istilah ini untuk menggambarkan 
manusia sebagai makhluk yang berakal budi sehingga pembedaan 
antara yang benar dan salah menjadi absah dalam kehidupan, 
keanekaragaman manusia di muka bumi dibawa ke dalam ruang 
universalitas, yang mana aturan-aturan mengenai “sebagaimana 
adanya” diterjemahkan lebih luas menjadi “sebagaimana 
seharusnya”. Bentuk-bentuk kekuasaan otoriter yang absah 
dalam konteks keanekaragaman kebudayaan menurut sarjana 
antropologi mungkin menjadi korup menurut kacamata filsafat 
karena kekuasaan yang seharusnya adalah demokratis yang 
menyejahterakan manusia. Para seniman dan sastrawan tak kalah 


banyak menggunakan istilah kebudayaan ini. Bahkan, kerap kali 
kita menemukan istilah kebudayaan dianggap identik dengan seni 
dan sastra, seni dan budaya dianggap kata tunggal. Bagi mereka, 
karya seni dan sastra adalah puncak kebudayaan. Kebebasan 
manusia dalam berpikir dan bertindak menjadi gagasan 
primadona yang seyogianya tidak terkurung dalam batas-batas. 
Upaya mencari kebebasan kerap kali menjadi kegelisahan yang 
tak habis-habisnya. Selain itu, tak kurang para tokoh tertentu 
—meski keahliannya jauh kaitannya dari kebudayaan— dibaiat 
sebagai budayawan sehingga dianggap sahih untuk menyam- 
paikan pidato kebudayaan di forum terhormat di Bentara Budaya 
atau Taman Ismail Marzuki. 

Pembahasan kebudayaan yang bersumber dari ranah pikiran 
manusia sebagai individu meningkat di dunia sekitar dua atau 
tiga dekade terakhir, sedangkan di Indonesia mode ini meningkat 
setelah 1990-an. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya 
dibangun pusat-pusat kajian kebudayaan yang menamakan diri 
cultural studies. Analisis pemikiran individual ini membuahkan 
suatu tren wacana baru dalam memahami kebudayaan dan 
perubahan yang terjadi di lingkungan individu yang bersangkutan. 
Orang membahas pikiran-pikiran Ernest Hemmingway hingga 
Pramoedya Ananta Toer, misalnya, untuk memahami dinamika 
dan gejolak kebudayaan yang ada di lingkungan tokoh-tokoh 
tersebut. Kemudian, orang berteori tentang kebudayaan yang 
longgar, cair, lintas batas, yang bertumpu pada manusia sebagai 
subjek yang mampu berpikir, bertindak, memproduksi, dan 
memanipulasi lingkungannya. Tren wacana inilah yang kemudian 
kita kenal sebagai pemikiran konstruktivisme. 

Ranah lain yang membicarakan kebudayaan yang bersumber 
dari realitas empirik antara lain antropologi. Secara tradisional, 
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antropologi terikat pada dunia empirik sebagai sumber bagi 
konstruksi teori. Persoalan metodologi ini tidak hanya menjadikan 
antropologi sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang dilengkapi 
mulai dari paradigma hingga metode dan teknik membangun 
data di lapangan penelitian. Berbeda dari filsafat dan cultural 
studies yang tampaknya leluasa dalam memperlakukan data 
untuk membangun asumsi-asumsi budaya, karena tidak terlalu 
mengikatkan diri pada kaidah-kaidah metodologi yang ketat 
—karena mereka justru merelativisasi metodologi—, antropologi 
selalu berupaya konsisten dengan prinsip-prinsip ilmiah itu. 
Hingga saat ini, antropolog tetap berkutat dan berdebat mengenai 
validitas, reliabilitas, dan representativitas yang menjadi tulang 
punggung metodologi. Mungkin karena beban berat teori dan 
metodologi sekaligus yang mesti diusung antropologi, disiplin 
ini tampaknya lamban —antara lain sebagaimana dituduhkan 
oleh cultural studies— dalam menanggapi tren-tren lain yang 
lebih gesit dalam membahas kebudayaan karena tidak begitu 
melibatkan diri dalam persoalan-persoalan metodologi itu. 


e Konvergensi 


Baiklah saya menggeser konteks pembicaraan dari ketiga tren 
di atas ke konteks mode konsepsi kebudayaan secara lebih 
historis. Ketiga tren itu mengalami masa historisnya sendiri. 
Namun, menurut hemat saya, semua mode pemikiran itu 
pernah mengalami proses berpikir historis dari positivisme ke 
konstruktivisme, meski masing-masing tren mungkin memiliki 
proses internal yang bervariasi. Ketika filsafat mengalami dunia 
yang kini berubah cepat, tak dapat tidak, mode pemikiran filsafat 
juga mengalami perubahan yang memosisikan manusia ke sentral 
dunia yang ideal. 


11 


Pemikiran filsafat masa kini tampaknya tidak dapat 
menghindarkan diri dari semakin mendekat ke realitas empiris 
yang berakibat menjauhkan filsafat dari berbicara idealisme- 
generalisme masa lalu dan lebih mendekati gagasan variasi yang 
sejajar (commensurate), dengan cara berpikir antropologi yang 
secara tradisional menganut relativisme kebudayaan. Di pihak 
lain, perspektif antropologi sendiri mengalami pergeseran yang 
memosisikan manusia semakin ke sentral masalah penelitian. Hal 
yang saya maksud adalah manusia yang sebelumnya cenderung 
diposisikan sebagai objek-objek yang berfungsi menyangga 
dan memelihara struktur sosial, bergeser sebagai subjek yang 
dipandang aktif membangun struktur sosial yang dianggap sesuai 
bagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Pergeseran paradigma sosial budaya—khususnya antropologi, 
dalam hal ini—tampaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 
pemikiran Clifford Geertz, tokoh antropologi terkemuka Amerika 
Serikat, bermula dari tulisannya The Interpretation of Cultures 
(1973) yang antara lain berargumen tentang pentingnya prinsip 
emik dan etik dalam kajian antropologi, yang tidak lain berarti 
pergeseran posisi manusia menjadi subjek yang setara dengan 
peneliti (antropolog) itu sendiri. Peneliti (antropolog) bertugas 
to understand their understanding, to interpret their interpretation, 
katanya. Pernyataan ini tidak lain adalah penghargaan yang lebih 
besar kepada manusia sebagai subjek daripada sebelumnya. 

Kecenderungan subjektivikasi manusia juga terjadi dalam 
ranah kajian-kajian kebudayaan (cultural studies). Keinginan 
pengkaji kebudayaan dalam ranah ini untuk mencapai ketepatan 
analisis menuntut mereka untuk memerhatikan metodologi 
(terutama kualitatif) yang sebelumnya relatif kurang diperhatikan. 
Terlebih cultural studies sendiri sudah berkembang menjadi 
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program-program akademik yang memproduksi sarjana, magister, 
dan doktor, yang menuntut kajian kebudayaan diperlengkapi 
dengan syarat-syarat keilmiahan sebagaimana terkandung dalam 
metodologi. Kegelisahan pengkaji kebudayaan yang tergambar 
dalam tulisan-tulisan mereka mengenai metodologi cultural 
studies yang terbit satu dekade terakhir sebenarnya mencerminkan 
persoalan-persoalan internal yang mereka hadapi ketika 
metodologi menjadi tuntutan yang semakin besar. Kegelisahan 
itu mungkin tak terlalu kentara dalam antropologi sosial budaya 
yang sejak lama sudah memiliki basis positivisme yang kuat. 
Barulah sekitar dua dekade terakhir, antropologi turut dilanda 
kegelisahan metodologi, khususnya dalam konteks-konteks 
validitas, reliabilitas, dan representativitas, terlebih karena dunia 
ilmu pengetahuan yang semakin komunikatif sehingga isu dan 
persoalan metodologi yang dihadapi kajian-kajian kebudayaan 
memberikan inspirasi kuat kepada antropologi sosial budaya. 
Kalau kita menyaksikan wacana teoretis dan metodologis 
yang meningkat dalam satu atau dua dekade terakhir sehingga 
seolah-olah berbagai pendekatan itu tumpang-tindih satu 
sama lain, sebenarnya tak lain adalah kesejajaran-kesejajaran 
(commensurability) yang saling inspiratif —bukan melting 
pot— berbagai ranah kajian kebudayaan tersebut. Saya membaca 
konvergensi lebih dalam pengertian ini. 


# Kebudayaan Pascastruktural 


Kebudayaan pascastruktural adalah nama atau label yang diberikan 
kepada berbagai upaya orang untuk mendefinisikan, memberikan 
pengertian, dan mengoperasionalisasikan konsep tersebut dalam 
masa, ruang, dan waktu, dengan konotasi bahwa sebelumnya 
orang tentu menggunakan label kebudayaan struktural. Orang 
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mungkin berargumen bahwa konsep kebudayaan struktural 
itu hadir di dalam ranah pemikiran positivisme karena para 
ahli —demi kepentingan analisis sosial yang ilmiah— harus 
menghentikan sesaat gerak sosial yang niscaya selalu ada, seberapa 
pun lambatnya agar mereka dapat membuat potret sinkronik yang 
kemudian mereka klaim sebagai masyarakat dan kebudayaan. 
Dengan kata lain, konsep kebudayaan pascastruktural hadir dalam 
ranah pemikiran konstruktivisme yang justru mempertanyakan 
otoritas para ahli untuk menghentikan gerak sosial sesaat demi 
keilmiahan kajian. Hal yang dimungkinkan adalah melakukan 
kajian idiosinkrasi yang mendalam dan detail, membangun 
pemahaman dari pemahaman, membangun pola dari pola, 
membaca dunia sosial melalui simbol-simbol, yang antara lain 
diusung oleh Geertz sebagaimana dikemukakan di atas. 
Tulisan Saudara Syaiful Arif yang kini hadir di depan 
pembaca sangat penting kita cermati. Buku ini penting bagi 
kita untuk lebih memahami proses internal kebudayaan 
pascastruktural, wacana-wacana yang berkembang di seputarnya, 
kesuksesan narasi menuturkan realitas yang semakin dekat, tetapi 
juga kegelisahan yang semakin meningkat sebagai akibat narasi 
yang meluncur seolah tanpa henti, hanya dibatasi konteks-konteks 
yang longgar, dan peluang membangun teori-teori umum yang 
makin mengecil. Tulisan ini menyumbang bagi pemahaman kita 
mengenai dunia sosial budaya yang kini berubah begitu cepat. 
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Ucapan Terima Kasih 


ada awalnya adalah buku pertama penulis, bertajuk 
Ps Sosial Gus Dur. Buku itu, di mana penulis hanya 
merupakan rahim — tempat ia lahir— ternyata sekaligus 
menjelma rahim, tempat penulis lahir. Ya, kebudayaan Gus Dur 
telah melahirkan benih pemikiran kebudayaan yang tak bisa 
penulis tolak, karena ia bersemayam dalam rahim penulis. 
Selanjutnya adalah struktur. Kenapa struktur? Intuisi 
jawabnya. Karena tak beda jauh dengan melukis, menulis pun 
tak bisa lari dari tata semesta. Menulis nilai adalah menulis 
isi, dan tentu juga tata aturan dalam nilai itu. Maka penulisan 
struktur nilai yang merupa struktur kebudayaan, menjadi 
niscaya. Ini selayak kehendak melukis lintang. Karena kerlipnya 
berada di langit malam, maka pelukisan lintang akan digerak 
oleh keniscayaan malam, yang membuat sang pelukis akhirnya 
menggelar lintang cantik di langit malam. Demikian juga dengan 
struktur. Karena ia telah mendera kritik, maka penulisan pasca- 
strukturalisme tak terhindari. 
Inilah kerlip lintang itu, yang pada lanskap kosmik 
terengkuh dalam gelaran filsafat kebudayaan. Satu hal yang 
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penulis yakin, ia lahir dari intuisi kebudayaan, melampaui 
pergeseran ilmu sosial. Tak pelak, penulisan kebudayaan pasca- 
strukturalisme ini, tak hanya terhenti pada penulisan studi budaya 
ala cultural studies. Ia terlebih merupakan pintu pembuka bagi 
cita penulis untuk masuk dalam lambaran filsafat kebudayaan, 
yang memang terlihat moralis, dan penuh keyakinan esensialis. 
Tapi itulah habitus, karena seorang penulis tak akan terlepas dari 
rasa kesejarahannya, setiap ia menulis. Bagi penulis yang lahir 
dalam lekuk tradisi “kaum tradisionalis”, keberangkatan dari 
esensialisme nilai menjadi niscaya, karena ia merupakan lapisan 
kontinuitas (layer of continuity) yang membuat tradisi tetap hidup, 
meskipun budaya mengalami pergeseran. 

Akhirnya, terima kasih penulis kepada Mas Leo Katarsis, 
rahim pertama, tempat pengasahan rasa kebudayaan. Demikian 
juga Gus Dur. Bersama dengan penulisan kebudayaannya, 
penulis tetap merasakan aura Semar, yang setiap Sabtu pagi 
ndadar jalan kebijaksanaan, diri, agama, politik, dan kebudayaan, 
di pesantren yang sangat kultural: Pesantren Ciganjur. Gus 
Dur bagi penulis adalah kebudayaan, karena ia mendedahkan 
kekosongan, idfin wujuudaka fi ardhil khumuuli (pendamlah 
dirimu dalam bumi kekosongan). Hal sama pada teman-teman 
Sosiologi UI: A. Mughis Mudlafir dan Abdul Azid. Tanpa mereka 
berdua, penulis tak akan bisa nimbrung “kuliah di bangkunya” 
melalui peminjaman teks-teks ilmu sosial kontemporer. Berkat 
pertarungan pemikiran dengan merekalah, naskah ini bisa lahir 
mengaliri kegelisahan penulis. 

Selanjutnya adalah tiga sahabat tercinta, Mas Nur Yakin, Mas 
Ery, dan Bang Zekar. Merekalah yang dengan penuh cinta, tak 
hanya meyakinkan penulis akan ruang kebudayaan, tetapi terlebih 
menggelar sajadah kesunyian, tempat kami bercengkerama dalam 
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kebudayaan. Ya, dan tentu segenap warga Pesantren Ciganjur, 
teman-teman santri yang tetap bergulat dalam “ladang kosong 
nan subur”, tempat benih cita tertabur. Muhammad Najib, Budi 
Suhariyanto, Kang Ato', Kang Ali yang sering penulis repoti, Yai 
Maftuhan, Nang Asif, Ayatulloh Mahbib, Wawan Kurniawan, 
Bang Weni Syamsud Dluha, Yunus manajer dan Fuco Mustiko 
yang wara-wiri perjuangkan naskah ini, Saliem al-Hafidz, 
Saifullah Amin yang kini Haji, Anam Tamir yang mau sekolah 
lagi, Puji Online, Arif Cirebon, Mas Daun, dkk. 

Terima kasih jua kepada orangtua dan sesepuh, H. Karmono 
dan Hj. Sri Mulyati, Kiai Mustofa dan Ibu Lilik Umi Kulstum, 
Dr. Husnul Hakim dan Mbak Ela, Dr. Lutfi Zuhdi, Dr. Faris Pari, 
KH Lukman Hakim, Mas Khotibul Umam Wiranu, KH Asad 
Said Ali yang telah membantu kuliah penulis, Prof. Abdurrahman 
Mas ud yang gelari medan riset, Dr. Yudi Latif inspirasi opisisi, 
KH Hambali, Mas Aris Junaidi, Mas Ulil Abshar-Abdalla, Mas 
Donny Gahral Adian, Mas Binhad Nurrohmat, Mas Damhuri. 
Karibku Ciput dan Ibunda beliau yang peduli dengan naskah 
ini. 

Demikian, semoga penulisan sederhana ini, menuai manfaat 


dan teridhai. Amin. 
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Pendahuluan 


enulisan buku ini berangkat dari kebutuhan untuk 
Psi studi kebudayaan dengan analisis ilmu 

sosial. Bagi penulis, hal ini merupa niscaya sebab 
membincang kebudayaan adalah membincang pergulatan 
nilai, baik yang terjadi pada aras normatif, sosio-antropologis, 
hingga politik. Pendekatan studi kebudayaan perspektif ilmu 
sosial menjadi penting karena melaluinya, kita bisa menemukan 
kontestasi serta pergeseran diskursif atas perubahan dan 
sinambung kebudayaan. 

Keselarasan antara kebudayaan dan ilmu sosial memang 
masih menyisa tanya. Sosok seniman-ilmuwan sosial semacam 
Koentowijoyo, Umar Kayam, dan Goenawan Mohammad, 
masihlah langka, yang mana selain produksi studi saintifik 
tentang kebudayaan, mereka juga aktif berkarya seni. Hal ini 
bukannya tak bermasalah sebab pengkajian kebudayaan minus 
“rasa kebudayaan” hanya akan menjadikan kajian tersebut 
menempatkan kebudayaan tiada beda dengan ilmu sosial 
kebanyakan. Ia terhenti sebagai metodologi. Rasa kebudayaan 
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yang penulis maksud di sini adalah pemahaman akan nilai 
kebudayaan. Pemahaman ini kemudian melahirkan kesadaran 
akan watak dan peran kebudayaan, yang oleh Karl Jaspers disebut 
sebagai “merengkuh segenap napas dan gerak kehidupan”. 

Kesadaran kebudayaan penting bagi ilmuwan sosial 
agar adaptasi terhadap perkembangan studi ilmiah tentang 
kebudayaan, tidak tercerabut dari aras kebudayaan itu sendiri, 
yang pada satu titik berbeda dengan sains sosial. Kebudayaan 
mengacu pada kesenimanan, yang mana aktivitas utama adalah 
mencipta ulang karya budaya sebagai tanggung jawab atas krisis 
kebudayaan yang sedang dirasa. Sementara ilmu sosial merujuk 
pada penahbisan alat baca bagi gerak kebudayaan pada level 
epistemologis yang beragam. 

Tidak sinambungnya kedua hal ini, menurut penulis kini 
terjadi pada apa yang kita sebut cultural studies. Ya, sebagai cara 
baca, ia memang urgen dan lahir dari suatu perubahan medan 
pengetahuan yang merujuk pada pergeseran posmodernis, dari 
logos menuju linguistic turn. Pada domain /ogos, nilai masih ada dan 
memiliki dirinya sendiri karena ia murni lahir dari perenungan 
independen manusia. Kini, setelah era kemajuan manusia itu 
menyisa curiga, terkhusus atas kepentingan pengetahuan yang 
dibawa oleh modernitas, maka yang terjadi adalah decentering 
the subject: manusia tak dianggap sebagai pelahir kebenaran. 
Ini terjadi karena bahkan segenap nilai, makna, kebenaran, dan 
kebudayaan, ternyata dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh 
sistem tanda. Di sini bahasa menjelma struktur, yang mana 
manusia, sang kreator kebenaran, hanya menjelma boneka yang 
tak bisa keluar dari jejaring struktur tanda. Kebudayaan menjadi 
tak memiliki nilai sendiri karena ia murni bentukan diskursif, baik 
dari sistem perbedaan tanda, maupun gerak politik pengetahuan 
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yang tergelut dalam hasrat kekuasaan. Membaca kebudayaan, 
kemudian melulu membaca kekuasaan dan ini bermasalah. 
Kenapa? Disebabkan menurut penulis, letak kebudayaan 
bukan pada domain politik. Ta terlebih merupa gerak esoteris yang 
mengacu pada terang pencerahan. Hal ini bisa kita lihat dalam 
konsepsi Josef Pieper mengenai kebudayaan, yang ia tahbiskan 
pada kultus. Baginya, kebudayaan adalah kultus: suatu sikap 
melampaui “apa yang ada” guna dikembalikan pada akar dan 
muara filosofis. Watak filosofis menjadi esensi dari kebudayaan 
karena hanya di dalamnyalah segenap praktik kehidupan 
dikembalikan pada kedalaman nilai yang telah termaktub dalam 
hukum tata kehidupan. Jika mengetahui merupakan kodrat 
hidup, maka sistem pendidikan adalah kebudayaan sehingga ketika 
sistem tersebut menjauhkan manusia dari pengetahuan diri, krisis 
pendidikan secara sah menjadi krisis kebudayaan. Demikian tandas 
human social life, satu pijak kebudayaan Abdurrahman Wahid. 
Di sini, pencerahan bukan semata terbukanya hijab sufistik 
ala tasawuf, melainkan sebuah gerak kesadaran yang mampu 
mengembalikan segenap napas, derap hidup, penyimpangan laku 
sosial, dan kepalsuan pemikiran kepada hakikat aturan kehidupan, 
yang secara esensial telah ditentukan, baik oleh hukum kausalitas 
alam, maupun lompatan intuitif pada aras transendental. 
Membicarakan kebudayaan tak disebut kebudayaan, ketika 
pembicaraan tersebut tidak bisa mencerahkan pencerahan, baik 
pada level psikis maupun sosial. Di sinilah beda kebudayaan 
dengan politik. Orientasi pencerahan adalah orientasi spiritual 
yang tidak membutuhkan aparat, rekayasa, ideologi, dan sistem, 
selayak politik. Suatu gerak kebudayaan akan disebut berhasil, 
ketika ia mampu mengembalikan manusia dalam tatanan kosmos, 
sedangkan perubahan sosio-politik yang diakibatkannya, murni 
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merupa konsekuensi kausal dari gerak pencerahan tersebut, tetapi 
bukan tujuan utama. 

Memang, proses memanusiakan manusia membutuhkan 
pembongkaran struktur politik nan timpang, tetapi ia tak mesti 
tergerak dalam revolusi atau rekayasa sosial. Memanusiakan 
manusia —satu cita utama kebudayaan— terlebih merupakan 
gerak pengembalian manusia dalam posisi organik dari hukum 
gerak keseimbangan alam. Hal yang dibutuhkan bukanlah 
rekayasa perubahan dari luar, melainkan pemahaman atas gerak 
keseimbangan kehidupan, dan hidup dalam hukum gerak 
tersebut. Bahaya dan kegagalan dari “perubahan luar” ini bisa 
kita lihat pada cita material dari marxisme yang menahbiskan 
kebahagiaan pada kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, potensi 
kreatif manusia yang pada awal menjadi gelisah filosofis dari 
Marx, terberangus karena dendam kelas dan kesumat melarat, 
telah membendakan sesuatu yang sebenarnya bersifat spiritual. 

Hanya saja, tepat pada jantung makna, nilai dan kebenaran 
inilah, analisis terhadap kebudayaan menemu tanya. Apakah yang 
disebut makna? Bagaimana bentuknya, dibentuk oleh siapa, dan 
bagaimana operasinya? Satu titik, hal ini tentu merujuk pada 
ruang pemikiran, di mana aspek ideasional itu mengada. Dalam 
ruang ini, hal yang mengemuka adalah persoalan struktur karena 
sebagai bangunan, ia tentu terbentuk dan membentuk sebuah 
tatanan. Strukturalisme lahir, dan persoalan pembentukan makna 
telah tertemu dalam diferensialitas sistem tanda. Hal sama terjadi 
pada aras masyarakat karena struktur makna tersebut telah 
terejawantah dan melembaga dalam sistem sosial. Inilah yang 
menahbiskan fungsionalisme-struktural, yang mana struktur 
makna telah membentuk struktur politik. Persoalan kebudayaan 
tak semata soal simbol, mitos, nilai, seni, dan religiusitas. Akan 
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tetapi, ia telah melangkah pada tataran peradaban, di mana 
segenap unsur sofi-culture tersebut, menjelmakan “produk keras” 
berupa teknologi, sistem ekonomi, model politik, dan negara. 
Dari sini, antropologi tidak lagi memadai karena tiba-tiba saja 
kebudayaan telah tertelikung oleh kekuasaan. Pascastrukturalisme 
muncul dan mengarahkan analisis politik terhadap cara beroperasi 
kekuasaan yang memanfaatkan segenap struktur kebudayaan. 

Pada titik inilah, kebudayaan pascastruktural menemu 
ruang, yakni dalam suatu pergeseran diskursif dari struktur 
kepada pascastruktur kebudayaan. Hal ini berangkat dari satu 
kesadaran posmodernis bahwa segenap nilai yang menjadi esensi 
kebudayaan, telah tertelikung oleh politisasi sehingga melahirkan 
simulacra: nilai dibentuk dalam suatu realitas artifisial sehingga 
menciptakan kenyataan semu. Berbicara soal nilai, tidaklah 
murni berbicara kebudayaan karena struktur makna telah lama 
tergerak dalam politisasi tanda. Pergeseran inilah yang menjadi 
konsen dari bab strukturalisme, fungsionalisme-struktural, 
pascastrukturalisme, hingga domain studi kontemporer, cultural 
studies. 

Dalam setiap lekuk pengkajian tersebut, akan terlihat bahwa 
kebudayaan tidak lagi melulu soal artistik, sastra, teater, atau 
mitologi suku eksotik. Kebudayaan pada aras ini lebih kepada 
penubuhan nilai dalam struktur sosial melalui pembentukan 
epistemologis dalam struktur pemikiran, yang pada tataran 
struktural kemudian tertahbis sebagai struktur politik. Inilah 
pergeseran epistemik dari study of culture kepada cultural studies. 
Pada aras ini, kebudayaan tidak memiliki ruang otonom selayak 
dalam simbol mistis, ia telah menyebar, menubuhi segenap praktik 
everyday life manusia, dan menggerakkannya dalam pertarungan 
makna. Jika study of culture menempatkan kebudayaan sebagai 


25 


satu domain yang secara bebas nilai, dikaji. Maka, cultural studies 
menempatkan sang pengkaji budaya dan teori budaya sebagai 
subjek aktif petarung pemaknaan dalam suatu sites of contested 
representation and resistance. 

Sementara itu, situasi agak beda terjadi pada domain 
antropologi. Sebagai studi awal tentang kebudayaan, antropologi 
menyedia lambaran dasar bagaimana manusia berbudaya. Dari 
sinilah penulis kemudian menekankan pergulatan antara sifat 
adaptif dan ideasional dari kebudayaan. Pada yang pertama, 
kebudayaan tergelut dalam evolusionisme-material, manusia 
berbudaya sebagai usaha adaptasi dengan alam sehingga ia 
dapat memenuhi kebutuhan ekonomis. Sementara itu, pada 
yang kedua, kebudayaan tertahbis dalam sifat simbolik dari 
interpretivisme, manusia menempatkan apa yang paling 
bermakna sebagai standar, kenapa mereka berbudaya. Pada aspek 
adaptif, manusia menjadi hewan ekonomis dan kebudayaan 
menjadi alat pemenuhan kebutuhan sub-sisten. Ini yang nanti 
akan membentuk struktural-fungsional, yang mana kebudayaan 
termanfaat sebagai penjaga nilai bagi aktivitas ekonomi-politik 
yang menjadi cita utama kebudayaan. Hal berbeda dengan aspek 
ideasional yang memosisikan manusia sebagai hewan idealis 
sehingga menempatkan kebudayaan sebagai garis batas, sampai 
pada titik apa, manusia bisa disebut manusia? 

Tepat di jantung permasalahan inilah, otosentrisitas 
menemu gerak, yakni dalam sebuah penelusupan filosofis atas 
kebudayaan. Inilah yang penulis sebut sebagai kebudayaan itu, 
yang terbedakan dengan analisis ilmu sosial tentang kebudayaan. 
Kebudayaan terlebih menemu pada ruang filosofis. Persoalan 
utama tidak terletak pada bagaimana ia tergulat dalam realitas 
sosio-politik, tetapi pada apa yang membuatnya bermakna 
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dalam terang filosofis. Pembedaan antara aras filsafat dengan 
ilmu sosial pascastruktural menjadi urgen karena melampaui 
praktik manipulatif pada aras masyarakat. Kebudayaan adalah 
soal bagaimana nilai mampu memberikan alternatif solutif atas 
manipulasi politik. 

Dari sini, gerak yang mesti dilakukan adalah refilosofi 
kebudayaan, yang penulis gali dalam lembar pamungkas. Gerak 
refilosofi ini menemu ruang dalam setiap lekuk persoalan 
kebudayaan, baik pada level kritik modernitas, politisasi negara, 
krisis kesenian, maupun ketegangan antara kebudayaan dan 
agama (Islam). Ya, di sini, kebudayaan Islam juga penulis gali 
dalam domain strukturalisme, pascastrukturalisme. Hal ini 
penulis lakukan berdasarkan kesadaran bahwa dalam budaya 
masyarakat kita, strukturalisme Islam masih menjadi struktur 
kebudayaan utama dalam lanskap mainstream pergulatan 
masyarakat. Di negeri ini, terkhusus pasca-developmentalisme 
Orde Baru, Islam menjadi salah satu pemantik konflik. 
Disebabkan sebagai lambaran kebudayaan masyarakat, ia tengah 
mengalami kebangkitan kembali (revivalisme), setelah lama 
terkubur oleh sistem politik Soeharto yang cenderung sekuler. 
Di sini, kebudayaan Islam kemudian memberikan satu model 
dari refilosofi kebudayaan karena agama memang menyediakan 
ruang otentik kebudayaan, yakni spiritualitas. 

Tentu, ruang batas dari studi ini adalah filsafat kebudayaan. 
Artinya, penulis telah menggali kebudayaan pada aras filosofis, 
merangkai argumentasi dan bangunan logikanya sehingga 
kebudayaan bisa kita pahami sebagai usaha memanusiakan 
manusia. Meskipun dalam perjalanannya, penulis juga merangkum 
berbagai perspektif, seperti antropologi, sosiologi, dan cultural 
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studies, tetapi perspektif beragam tersebut tetap penulis gerakkan 
pada kesadaran akan filsafat kebudayaan. 

Studi ini memang refleksi. Melalui refleksi, penulis telah 
“menengok ke akar” kebudayaan. Demi kebutuhan refleksi 
ini, penulis melakukan kritik atas bangunan kebudayaan, baik 
level ilmu sosial maupun praktik kebudayaan, terkhusus di 
ranah politik. Jadi, pada satu titik, studi ini adalah kritik atas 
positivisme kebudayaan yang tertahbis dalam perspektif adaptif 
atas kebudayaan. Positivisme yang melihat “yang empirik” 
akhirnya menempatkan kebudayaan sebagai alat pemenuhan 
biologis manusia. Inilah yang membuat penulis berkebutuhan 
untuk mengkritik bangunan fungsional dari kebudayaan, baik 
fungsionalisme antropologi maupun fungsionalisme struktural. 
Sudah pasti, ketika penulis mengkritik positivisme, maka 
idealisme yang penulis tahbiskan sebagai cara pandang yang valid 
dalam melihat kebudayaan. Idealisme inilah yang menempatkan 
kebudayaan secara ideasional, usaha manusia untuk mengarahkan 
hidup agar sesuai dengan idealitas kemanusiaan. 

Studi ini juga refleksi atas praktik kebudayaan yang penulis 
lihat dari kacamata fungsionalisme struktural. Dalam kaitan ini, 
politisasi era Orde Baru atas kebudayaan menjadi satu misal dari 
pendekatan fungsional atas kebudayaan. Artinya, Orde Baru 
telah menempatkan kebudayaan selayak Parson menahbsikan 
nilai sebagai latensi (nilai perekat). Pada kasus Orde Baru, latensi 
perekat stabilitas pembangunan. Dari sinilah lahir kebutuhan 
penulis untuk menerapkan analisis filsafat kebudayaan dalam 
konteks keindonesiaan yang ternyata problematik. Artinya, di 
negeri ini, kebudayaan cenderung tercerabut dari akar filosofisnya 
karena posisi politik kenegaraan yang lebih dominan. 
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Demikianlah, memang masih banyak cacat di sana-sini. 
Keinginan penulis hanya satu: menemukan makna dalam suatu 
perjalanan ilmiah, menulis kebudayaan. Pada level teoretis, 
pascastrukturalisme sudah terkritik dan produk utamanya, 
yakni cultural studies telah menempatkan kita dalam situasi 
kebudayaan nan absurd. Hanya perjalanan kebudayaan itu sendiri 
yang akan membuktikan, apakah realitas yang dibongkar oleh 
studi kontemporer dari ilmu-ilmu sosial tersebut, mampu tetap 
menempatkan kebudayaan sebagai cita ideasionalnya. Satu hal 
yang menjadi keyakinan penulis, bahwa kebudayaan, makna, 
nilai, dan kebenaran, akan tetap memiliki tempat tidak hanya 
di relung sunyi kemanusiaan, tetapi terlebih dalam tata aturan 
kehidupan, yang memiliki “tangan sendiri” untuk memperbaiki 
realitas kebudayaan nan timpang. 
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BAB I £ 


Filsafat Kebudayaan 


erdebatan tentang kebudayaan sering tidak mendudukkan 
P-— ini dalam ruang asalinya. Ia hanya dijadikan pintu 

masuk bagi pembicaraan lain, entah kemanusiaan, politik, 
masyarakat, entah seni. Cara baca ini tentu menyisa masalah, 
tidak hanya dalam ruang saintivisme kebudayaan, tetapi terlebih 
tempat kebudayaan sebagai bidang otonom yang terbeda dari 
struktur politik yang melingkupinya. 

Leslie White dalam karya klasik, The Science of Culture, 
menemukan hal ini. Yakni, reduksi saintifik yang dilakukan 
oleh pendekatan psikologi atas fenomena budaya. Kebudayaan 
dalam aras ini hanya dilihat sebagai bias kausal dari pergulatan 
individu sehingga hanya dengan mengetahui apa yang terjadi 
dalam diri manusia, maka aras kebudayaan bisa terumuskan. Dari 
sini ia kemudian menggagas suatu disiplin studi kebudayaan, 
yang ia tahbiskan dalam kulturologi (culturology). Disiplin ini 
berangkat dari postulat bahwa kebudayaan merupa suatu tata 


31 


dunia tersendiri (distinct order) yang terbentuk berdasar prinsip 
dan sub-sistemnya, yang membangun kebudayaan sebagai suatu 
sistem khas, terbeda dari sistem sosial lain.' 

Hal inilah yang akhirnya menempatkan kebudayaan dalam 
ruang otonomi relatif. Ia tidak hanya terjelma dalam langit 
supra-struktur Marx, yang mana kebudayaan ada dan manut- 
nunut kepada bentuk dasar struktur masyarakat. Kebudayaan 
yang dilekatkan pada aspek mental masyarakat, ideologi, politik, 
agama, seni, dan kesadaran, tidak memiliki “dirinya sendiri” 
karena keberadaan yang tergantung dengan basis ekonomi.” 
Tentu penempatan ini terkritisi, dan terbukti kebudayaanlah 
yang menggugurkan ramalan Marx akan keruntuhan kapitalisme. 
Marx akhirnya kecele karena kapitalisme lanjut ternyata lahir dan 
memanfaatkan aspek mental sejarah, demi reproduksi sistem 
ekonomi, dari produksi materi kepada “perdagangan hasrat”. 
Persis melalui cara dagang mental inilah, kebudayaan menjadi 
ruang dan media efektif untuk melanggengkan kapitalisme, 
bukan hanya dalam kebutuhan sub-sisten, melainkan terlebih 
dalam hasrat dan citra akan diri. 

Dalam perkembangannya, aras otonom ini kemudian 
tergerus oleh orientasi politik dalam penempatan kebudayaan. 
Artinya, kebudayaan tidak lagi ditempatkan sebagai “lingkaran 
besar” di mana gerak politik menjelma “lingkaran kecil” 
dan berada di dalamnya. Ini yang membuat kebudayaan 


1. Leslie A. White, The Science of Culture, A Study of Man and Civilization, 
(New York: Grove Press Inc. 1949), hlm. 122—366. 

2. Jeffrey C. Alexander, Analytic Debates: Understanding the Relative 
Autonomy of Culture, dalam JC Alexander, Steven Seidman (Ed), 
Culture and Society, Contemporary Debates, (Cambridge University 
Press, t.t.), hlm, 15. 
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kehilangan cengkeraman moral sehingga ia menjadi alat bagi 
praktik kekuasaan. Hal ini terjadi dalam dua hal. Pertama, 
kepentingan fungsional. Kepentingan ini merupakan pergeseran 
dari membincang apa itu kebudayaan kepada bagaimana 
memanfaatkan kebudayaan. Orang sering menyebutnya sebagai 
strategi kebudayaan. Sayangnya, strategi ini tidak digerakkan 
melalui “kuasa dalam” kebudayaan, tetapi sering oleh rekayasa 
sosial gua negara. Pada titik ini strategi bukan gerak masyarakat 
dalam transformasi diri, melainkan policy yang lahir dari otoritas 
negara, tentu dengan segenap kepentingan politiknya. 

Di sini, kebudayaan kemudian menjadi sub-sistem dari 
sistem politik secara keseluruhan. Ia menjelma penjaga nilai 
(latency) yang berfungsi untuk merekatkan integrasi sosial. 
Integrasi ini dibutuhkan agar proses adaptasi ekonomis berjalan 
lancar sehingga gerak pencapaian tujuan terselamatkan. Ini 
terjadi misalnya dengan klaim kelancaran pembangunan 
ekonomi, negara kemudian memantapkan stabilitas politik 
dengan mensyaratkan tiadanya konflik. Dari sini, klaim budaya 
pun terpakai, sebagai bangsa Timur yang menjunjung harmoni, 
konflik tentu merupa penyimpang moral. Logika fungsional 
bermasalah karena ia menempatkan kebudayaan hanya sebagai 
alat adaptif bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Satu hal yang 
bertentangan dengan aras filosofis, yang mana kebudayaan 
menjelma capai ideasional, tempat praktik kehidupan kembali 
pada akar kemanusiaan. 

Kedua, politik representasional. Ini terjadi ketika studi 
budaya kontemporer (cultural studies), memasukkan kebudayaan 
pada ranah bahasa. Di sini pergeseran terjadi, dari domain 
kebudayaan sebagai nilai kepada pembongkaran diskursif atas 
pembentukan nilai. Persoalan yang mengemuka bukanlah 
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budaya Jawa adalah mistis misalnya, melainkan siapa dan untuk 
apa mistisisme dibentuk sebagai esensi budaya Jawa. Hal ini 
tergerak karena pemikiran pascamodern tidak lagi merujuk pada 
kebenaran akal (/ogos), tetapi kepada diferensialitas sistem tanda 
(inguistic turn). Risikonya, tidak ada lagi pusat kebenaran karena 
ketika Jawa identik dengan mistik, maka terma mistik itu sendiri 
tidak memiliki makna stabil. 

Dari sini kebudayaan tergulat dalam representasi. Ia 
(hanya) bentukan diskursif dari rezim pengetahuan. Inilah yang 
kemudian menempatkan kebudayaan dalam domain kekuasaan, 
yang mana penguasa wacana (doxa) berusaha menegakkan 
dominasi kebenarannya. Kebudayaan menjelma kekerasan 
simbolik (symbolic violence) karena doxa telah menundukkan 
kognisi masyarakat untuk patuh di tengah ketidaksetujuan 
(misrecognized). Hal ini terjadi terutama pada para pengkaji 
budaya yang melihat kebudayaan sebagai reproduksi diskursif 
ilmu sosial. Satu hal yang kemudian terbalut oleh kritisisme politis 
karena kedatangan teori-teori budaya (antropologi) sering hadir 
bersama dengan kolonialisme, developmentalisme, dan segenap 
interes negara. 

Pada titik inilah, pendudukan kembali kebudayaan 
pada aras asalinya menjadi urgen. Jadi, persoalannya terletak 
bukan pada penolakan atas fungsionalisme dan cultural studies. 
Sebagai metodologi, ia bisa saja menjelma alat “bebas nilai” 
yang tergunakan bagi analisis kebudayaan. Hanya saja, metode 
pengkajian budaya tidak harus meminggirkan paradigma 
kebudayaan itu sendiri, yang mana kebudayaan terlebih memiliki 
ruang (ideal) yang tidak melulu tergantung dengan variabel 
politik. Sekali lagi, inilah pemilahan antara aras kebudayaan 
yang terbedakan dengan politik, serta metode analisis budaya 
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yang sering menggelutkan kebudayaan dalam politik. Pada yang 
pertama, kebudayaan menjelma entitas tersendiri, sedangkan 
politik berada di seberang entitas tersebut. Pada yang kedua, 
kebudayaan lebih merupa praktik budaya yang sudah menubuh 
dalam pergulatan sosial, agama, ideologi, dan politik. Segenap 
studi, sejak dari antropologi, sosiologi, dan cultural studies merasuk 
dalam praksis kebudayaan pada ranah kehidupan ini. Maka, 
wajar ketika kebudayaan kemudian sering terdegradasi, selayak 
pergeseran posisional dari simbolisme tradisional dalam mitos 
kepada kekerasan simbolik yang telah melumerkan mitos dalam 
politik pengetahuan. Ini yang kemudian menghilangkan entitas 
kebudayaan itu karena kekerasan simbolik menempatkan “yang 
budaya”, sebanding dengan politik pengetahuan. Satu yang beda 
dengan penempatan budaya pada aras simbol mitos, yang masih 
memberi tempat otentik bagi terma kebudayaan. Artinya, segenap 
cara baca saintifik dalam menangkap pergeseran gerak kebudayaan 
tetap terbutuhkan karena ia mampu mengawal pergulatan budaya 
pada ranah praksis. Hanya saja, pergeseran metodologis itu 
tidak kemudian meniadakan paradigma kebudayaan, di mana 
ia menjadi batasan sikap manusia untuk mengarahkan kembali 
praktik budaya pada aras idealitas kebudayaan. Tepat di sinilah 
pendekatan filosofis atas kebudayaan menemu ruang. 

Seperti kita tahu, filsafat menempatkan kebudayaan pada 
aras metafisis yang merujuk pada penempatan nilai sebagai aspek 
formal intrinsik. Ia tidak bicara tentang bagaimana kebudayaan 
menjadi norma bagi tingkah laku (learned behaviour) sehingga 
membentuk way of life (satu hal yang menjadi objek studi 
sosio-antropologi), atau bagaimana kebudayaan dibentuk oleh 
representasi kuasa pengetahuan (satu hal yang menjadi objek 
cultural studies). Filsafat kebudayaan lebih berhasrat untuk 
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menggali kebudayaan secara ontologis sehingga menemu inti, 
jiwa, atau hakikat kebudayaan, yang kemudian dibedakan 
dengan praktik di masyarakat. Dari sini, pendekatan filosofis 
berkepentingan untuk mengarahkan kembali praktik kebudayaan 
kepada hakikat tersebut yang mengarah pada totalitas kehidupan 
manusiawi. 

Perspektif ini bertolak dari alas pikir yang mengakui alam 
dalam arti seluasnya sebagai ruang pelengkap untuk semakin 
memanusiakan diri. Man humanizes himself in humanizing the 
world around him. Inilah inti kebudayaan itu. Dalam hal ini, 
alam kodrat dilihat sebagai causa materialis kebudayaan dan daya 
cipta budi sebagai causa formalis sehingga membentuk kesatuan 
antara kebudayaan subjektif (budi manusia) dengan ruh objektif, 
kebudayaan menyejarah. Hal ini ditegaskan dalam tugas manusia 
yang hanya dapat merealisasikan dirinya melalui eksteriorisasi: 
pelaksanaan daya budi sehingga melahirkan karya budaya yang 
terpisah dari dirinya. Sebagai zat jasmani-ruhani, manusia 
membina kesempurnaan dirinya dalam proses perwujudan 
budi secara sosial dan fisikal. Manusia mendapatkan tertib budi 
dalam usahanya menertibkan alam: sapientis est ordinare. Bukan 
merencanakan tata tertib lalu mengusahakannya pada bidang 
tertentu, melainkan mengusut tanda-tanda tata tertib yang ada, 
lalu mengeksplisitkannya. Dengan demikian, tercapai tata alam 
ontologis sebagai pelengkap manusia menuju tujuan tata tertib 
tersebut. Nihil potest ordinari in aliguem finem, nisi prae-exist 
in ipso guaedam proportio ad finem: tak ada sesuatu yang dapat 
diarahkan pada satu tujuan kalau di dalam dirinya tidak terdapat 
suatu keselarasan dengan tujuan tersebut, demikian de Veritare, 
tandaskan. 


36 


Dari sini, aspek formal kebudayaan terletak dalam karya 
budi yang mentransformasikan data, fakta, situasi, dan kejadian 
alam, menjadi sebuah nilai bagi manusia. Inilah aras filosofis dari 
kebudayaan, yang mana kebudayaan dimaknai sebagai proses 
penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani. Penilaian 
atau valorisasi ini termanifestasi dalam keyakinan dan pengertian 
yang menampak pada seni, arsitektur, pengobatan, negara, 
demokrasi, keadilan, dan sebagainya. Martabat kebudayaan 
ditentukan oleh nilai-nilainya karena tanpa nilai, maka berbagai 
praktik kehidupan akan menyeleweng dari aras dan arah 
kehidupan itu sendiri. Posisi nilai dalam kebudayaan sangat 
vital dan diakui oleh segenap definisi, Kluckholn dan Kroeber 
menetapkan, The essential core of culture consist of traditional (i.e. 
historically derived and selected) ideas and specially their attached 
values, Matthew Arnold menulis, Culture ought to be the study 
of perfection, consisting in an inward condition of the mind and 
spirit, not an outward set of circumstances, atau de la Briere yang 
menyatakan kebudayaan sebagai, 4 set of material, intellectual and 
moral values and conditions which make it possible and even easy 
Jor the human community to expand and develop harmoniously. 
Di sinilah relevansi rumusan Dewan Perancang Negara (1961) 
yang merujuk pada terma kebudayaan sebagai penyempurnaan 
rasa-karsa-cipta-karya manusia. 

Oleh karenanya, potensi manusia yang paling tinggi, yang 
memberikan corak khusus kepadanya adalah budi sehingga budi 
menjelma dasar dalam kesempurnaan kebudayaan. Budi di sini 
bukan merujuk pada rasionalitas an sich, melainkan pemikiran 
yang tergabung erat dengan kenyataan dan ketajamannya 
dihaluskan oleh rasa halus. Budi (entendement, Vernunft) 
merupakan keutuhan manusia, dan memuat kekayaan yang tak 
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dapat digali seumur hidup, yang dengan tak berkeputusan dapat 
terus disempurnakan. 

Konsepsi ini searah dengan uraian S.T. Alisjahbana yang 
menyatakan, We thus arrive at the very simple general definition 
of culture as realization of values, as an evaluating process. Secara 
konsisten, definisi ini kemudian diaplikasikan dalam ruang 
praksis: 


Economic goods realize the economic values which 
is usually called utility, Theoretical goods realize the 
theoretical value. Solidarity goods manifest the solidarity 
value in various forms of social relations. They are 
characterized by realization of empathy, love, and 
responsibility between individuals and groups. Aesthetic 
good realize the aesthetic value, which is called beauty 
Religious goods realize religious value. Their characteristic 
is that they serve to bring both individuals and social 
groups into relation with the mysterious and powerful 
totality which surrounds them." 


Pendekatan nilai ini menarik karena ia masuk melalui 
ruang etimologis. Kebudayaan gua kebudayaan, kemudian 
diberangkatkan dari lafal Sanskerta, yakni Abhyudaya. Setelah 
mengalami aphaeresis (penghilangan huruf awal) dan syncope (I- 
sisipan menghilang), maka ia menjadi Budhaya, yang artinya hasil 
baik, kemakmuran serba-lengkap, kebahagiaan dan kesejahteraan 
moral ruhani, yang sering dipakai dalam kitab Dharmasutra 
dan kitab Buddha. Maka, kebudayaan jika mengacu pada hal 
ini dimaknai sebagai kesempurnaan tata hidup, di mana “yang 


3. S.T. Alisjahbana, Values as Integrating Forces in Personality Society 
and Culture, (Kuala Lumpur, 1966), hlm. 170—174, dikutip dari 
J“W.M. Bakker SJ, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1984), hlm. 20. 
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ruhani” menjelma basis dan supra-struktur, atas infra-struktur 
“yang materi”. Kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai 
kecukupan ekonomi, tetapi terlebih kelimpahan spiritual. Titik 
pijak inilah yang kemudian menggeret kebudayaan sebagai sistem 
nilai, yang oleh antropologi harus didekati melalui pemaknaan 
(interpretivisme) simbolik. 

Hal sama terjadi pada semantik makna kebudayaan di 
beberapa peradaban. Di Yunani, kebudayaan terungkap melalui 
kata paideia, yang berarti “pendidikan”. Kata ini mulanya dipakai 
untuk usaha mendidik pemuda, kemudian dipakai untuk “isi 
pendidikan” beserta cita hidup yang diwariskan antar-generasi. 
Dari sini, terma paideia kemudian bergeser kepada politeuma 
(politik), yang menunjukkan intisari kehidupan Yunani yang 
merujuk pada pendidikan demi kenegaraan. Di Romawi, 
pangkal kebudayaan terletak pada cultura: mencurahkan 
perhatian atau penggemar sehingga orang Romawi sering 
berbicara tentang cultura Dei (kebaktian kepada Tuhan), dan 
agri-cultura (memelihara tanaman). Dari sini, Maharaja Augustus 
membangun Negara Romawi berdasar atas dwi-sila, ibadat (pietas) 
dan ketekunan tani. Hal lain terletak dalam lafal Latin yang 
dipakai orang Romawi, di mana kebudayaan dirujukkan pada 
kekayaan batin dan budi bahasa: humanitas yang mengacu pada 
peri-kemanusiaan. 

Demikianlah, di India terdapat berbagai istilah yang 
menunjuk pada kebudayaan, sarvodaya bermakna keseluruhan 
hasil usaha manusia untuk mencapai perkembangan integral dan 
seimbang, samskara merujuk pada adat dan pergaulan tradisional 
dalam sebuah ritual, parishad berarti kebudayaan dilihat dari 
kesatuan jamaah berbakti, serta jati, yakni keseluruhan peraturan, 
etika, dan derajat dalam masyarakat. Tentu, di sini kita mengenal 
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Satyagraha dari Mahatma Gandhi. Olehnya, Satyagraha termaknai 
sebagai kekuatan jiwa: satu gerak pembuktian kebenaran dengan 
kerelaan mengalami penderitaan diri. Kebudayaan di sini betul- 
betul menghunjam hingga ke titik fundamental manusia, yakni 
pengorbanan diri demi tergeraknya nilai luhur tiada kompromi 
yang ada dalam diri manusia. Pada titik ini, menarik kiranya ketika 
JWM Bakker kemudian menyatakan bahwa definisi kebudayaan 
tidak bisa diserahkan pada istilah, tetapi harus diserahkan pada 
kesepakatan kultural, masing-masing masyarakat yang berbeda. 
Hal ini nyata karena misalnya, terma culture (Prancis) ternyata 
semakna dengan terma Bildung Jerman dan civilta Italia, yang 
artinya “pendidikan kepribadian”. Sementara kata Jerman kultur, 
harus diterjemahkan dengan kata civilization dalam bahasa Inggris 
dan Prancis yang bermakna rangkaian lembaga yang dimiliki 
suatu bangsa pada waktu tertentu. 

Dari idealitas nilai ini, maka filsafat kebudayaan kemudian 
melakukan kritik atas segenap unsurnya, yakni ilmu pengetahuan, 
teknologi, praktik sosial, ekonomi, kesenian, dan agama. Hal 
ini berangkat dari pemilahan antara kebudayaan subjektif yang 
mengacu pada aspek batin (stricto sensu) dengan kebudayaan 
objektif (sivilisasi). Yang pertama merujuk pada culture, aspek 
imanen manusia yang terejawantah dalam ranah kedua, yakni 
civilization sebagai hasil objektivikasi nilai-nilai tersebut. Dalam 
kaitan ini, pendekatan filsafat lebih mengedepankan aspek batin 
untuk mengarah dan mengkritik penyimpangan yang terjadi pada 
objektivikasi kebudayaan. Satu hal yang tidak bersifat dikotomis, 
tetapi korelatif, saling mensyaratkan, karena aspek batin 
membutuhkan pemeradaban, dan peradaban membutuhkan 
refleksi diri untuk tetap konsisten dengan nilai asasi kebudayaan. 
Poin ini urgen sebab objek kebudayaan ternyata merujuk kepada, 
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shared significance embodied in form. Significance refers to the 
objects incorporation of one or more symbols, which suggest a set of 
denotations and connotations, emotions and memories. “ 

Dari definisi kebudayaan objektif sebagai perumusan makna 
dalam simbol inilah yang membuat produk peradaban tidak 
bersifat kaku, bisa selalu diperbarui, dan kembali pada nilai awal 
kebudayaan. Hal ini misalnya terjadi pada ilmu pengetahuan. 
Dalam awal perjalanan, pengetahuan bertujuan untuk menggali 
sebab akibat sehingga tertemu hukum umum kausalitas alam. 
Dengan cara ini, manusia menemukan tertib kosmos yang 
predictable: kejadian yang akan datang dapat dihitung, dibimbing, 
dipergunakan, dan karenanya dihalang-halangi menurut 
keperluan. Inilah yang menjelmakan knowledge is power Baconian, 
yang akhirnya melencengkan pengetahuan pada teknokrasi: 
penggunaan hukum alam demi kepentingan teknis industri. 

Pada titik ini, filsafat kebudayaan kemudian menyatakan, 
jika ilmu yang mengikuti dinamikanya sendiri, sudah terlepas 
dari kesadaran akan kebutuhan masyarakat atau terlepas dari 
moral, maka ia sudah tercerabut dari kebudayaan. Nilai ilmu 
pengetahuan, baik science maupun humanities, ditentukan bukan 
oleh mutu masing-masing, melainkan oleh kedudukannya dalam 
seluruh pola kebudayaan. Satu hal yang menjadi postulat filsafat 
kebudayaan karena baginya, kemajuan kebudayaan bukan dalam 
kualitas-kuantitas unsur-unsurnya, melainkan dalam konfigurasi 
keseluruhan struktur yang menuju satu arah dari jiwa atau fokus 
kebudayaan. Satu arah yang kini terpinggirkan oleh spesialisasi 
pengetahuan sebagai ganti dari totalitas kebijaksanaan: Albertus 


4. John R. Hall, Mary Neitz, Culture, Sociological Perspectives, (New Jersey: 
Prentice Hall, 1993), hlm. 5. 
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Magnus (W. 1198) dan Ibn Rusyd (W. 1280) adalah filsuf, sophis, 
alim, saleh, yang menguasai pengetahuan sezaman, ilmu alam, 
medis, filsafat, dan agama. Dari sini muncullah Wissenschaft als 
Widersacher der Weisheit itu, di mana ilmu pengetahuan menjelma 
lawan kebijaksanaan. 

Hal sama terjadi pada teknologi. Penerapan dari hukum 
alam dapat menghasilkan teknik melalui prasyarat yang harus 
dipenuhi, yakni creative vision. Creative berarti kekuasaan 
konstruktif sementara vision menunjukkan sikap ruhani dalam 
perealisasian agar kemanusiaan yang lebih mulia semakin merata. 
Maka, ketika sistem perbudakan menjadi kebiasaan, pencaharian 
tenaga budak bukan persoalan. Namun, setelah amanat Kristus 
tentang martabat manusia dan cinta kasih yang merata, maka 
metode untuk menerapkan pengetahuan alam guna menghemat 
tenaga manusia mulai diutamakan. Selayak Bergson, la mystigue 
appelle la technigue: mistik menyerukan teknik. Namun, 


5. JWM Bakker, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1984), hlm. 32—41. Menarik di sini karena beliau 
membedakan antara pendekatan filsafat dengan ilmu budaya. Filsafat 
merujuk pada penekanan aspek normatif, kaidah kebudayaan, dan 
pembinaan nilai serta realisasi idealitas kultural. Sosiologi menekankan 
kebudayaan sebagai kecakapany adat, seni, sains, dan sebagainya yang 
dimiliki manusia sebagai subjek masyarakat. Sejarah menekankan 
pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikannya sebagai warisan 
kultural atau tradisi. Antropologi memaknai kebudayaan sebagai tata 
hidup, way of life, dari perilaku. Serta psikologi yang menekankan 
inkulturasi: bagaimana individu beradaptasi dan luruh dalam 
kebudayaan. Bakker juga membedakan agama dengan kebudayaan 
karena agama tidak murni dari manusia, tetapi dari Tuhan. Meskipun 
pada level objektif, agama memanifestasi dalam bentuk budaya. 
Hanya saja, hal ini menuai kritik dari perspektif antropologi. Bagi 
cara pandang ini, klaim bahwa hakikat kebudayaan hanya milik filsafat 
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semenjak asas-asas mistis ini terabai, teknik kemudian menjadi 
destruktif dan materialis, seiring dengan pemisahan antara creative 
dan vision, menuju penurunan martabat kemanusiaan. 

Dari kebudayaan pada domain filosofis inilah, kita mengenal 
konsep waktu senggang dari Josef Pieper. Konsep ini merujuk pada 
conditio sine gua non bagi praksis filosofis yang pada level intrinsik 
merupakan aspek formal dari kebudayaan. Jadi, jika filsafat 
kebudayaan Bakker mengacu pada “apa hakikat nilai”, maka 
konsepsi waktu senggang Pieper hendak mempraksiskan nilai 
tersebut dalam gelutan ruang-waktu sehingga bagi Pieper tanya 
yang urgen adalah “bagaimana caranya agar kita bernilai?” Pada 
titik ini, waktu senggang kemudian menjadi usaha pembebasan 
manusia dari mesinisasi kebudayaan yang memberangus daya 


kreatif ke dalam mesin besar bernama industri. 


sementara ruang antropologis adalah ranah pembuyaran hakikat 

tersebut pada level realitas, kurang tepat. Hal ini nyata misalnya sejak 

AL Kroeber, Beals dan Hoijer, Cassirer, hingga Leslie White yang 

telah menemukan hakikat kebudayaan dalam posisi manusia sebagai 

“hewan simbolik”. Dalam posisi ini, manusia berbeda dengan binatang 

karena ia mampu mereproduksi alam dan realitas, dan reproduksi ini 

terjadi karena manusia memiliki serta mencipta simbol. Simbolisme 

inilah yang melahirkan kebudayaan. Satu hal yang tak senada ketika 

tinjauan filosofis menekankan aspek gerak dalam kebudayaan karena 

kebudayaan terdefinisi sebagai pengolahan nilai-nilai insani. Hal yang 

berbeda dengan definisi statis dari sebagian antropolog yang memaknai 

kebudayaan sebagai sesuatu yang historically created design for living, 

which exists at any given time as potential guides for the behaviour of' 
men. Kebudayaan dalam kerangka ini dimaknai sebagai “yang terberi 

dan membatin dalam struktur pola pikir”, dan manusia hanya tinggal 

bergerak laku dalam struktur statis tersebut. Heddy Shri Ahimsa Putra, 

“Suatu Refleksi Antropologis,” dalam epilog JYWM Bakker, Filsafat 
Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 

134—142. 
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Pada langgam inilah, kebudayaan terjelma dalam kultus. 
Yakni sebuah gerak “ke arah sesuatu yang lebih” dalam kehidupan 
manusia, yang pada satu titik, membetot dan menubuh dalam 
Spiritualitas. Dalam sikap kultus ini, termuat embrio kebebasan 
kreatif manusia untuk memanusiakan diri. Inilah yang membuat 
Pieper memaknai kebudayaan sebagai: the guintessence of all the 
natural goods of the world and of those gifis and gualities which while 
belonging to man, lie beyond the immediate sphere of his needs and 
want. Kemampuan untuk melampaui kebutuhan pragmatis ini 
yang membuat Pieper mendaulat filsafat sebagai inti kebaikan 
natural yang merupakan jantung kebudayaan. Di sini, filsafat 
mesti dikembalikan sebagai puncak peradaban karena dalam 
dirinya, manusia terbebas dari orientasi hidup utilitarian untuk 
hanya mengabdikan diri pada sejati kebenaran. 

Gambaran ini searah dengan beberapa definisi, selayak 
Matthew Arnold yang merumuskan kebudayaan sebagai tubuh 
pengetahuan (4 body of knowledge) demi proses penyempurnaan 
(study of perfection). Ta merupa usaha untuk menjadikan sesuatu 
tidak sekadar sebagai sesuatu, tetapi lebih mengacu pada 
peningkatan kualitas spiritual. Ini yang membuat “kebudayaan 
mencari kebudayaan” (culture seeking culture) yang menggerakkan 
cultivated inaction. Yakni, kemampuan untuk mengetahui yang 
terbaik, apa itu yang terbaik, aplikasi mental dan spiritual dari 
apa yang terbaik, dan buah dari apa yang terbaik. Satu hal yang 
sejalan dengan cultura animi dari Cicero yang menahbiskan 
kebudayaan sebagai pembudidayaan serta pengembangan hidup 
batin, terkhusus lewat studi filsafat. 

Hal senada dengan Immanuel Kant yang menempatkan 
kebudayaan sebagai proses pendewasaan persepsi nilai dan makna, 
berdasarkan prinsip yang semakin universal. Dari Kant inilah, 
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kebudayaan bergeser dari naratif tekstual kepada fungsi evaluatif 
berdasarkan standar nilai. Hal sama terjadi pada F. Schiller yang 
meletakkan kebudayaan pada domain kreatif baik dalam seni, 
filsafat, maupun agama, yang menggerakkan masyarakat dari 
pola mimesis-prareflektif kepada tahap reflektif-kreatif-otonom.S 
Selayak Nietzsche, hal ini yang kemudian mencipta pembenturan 
antara peradaban dengan kebudayaan. Peradaban lebih merupa 
modernitas teknis-massal yang bahkan melakukan denaturalisasi 
manusia. Sementara kebudayaan merupa insting natural ke arah 
pemekaran diri optimal yang tidak semata berasal dari imaji 
kreatif, tetapi terlebih daya hidup nan menggelegak.' 


6. Fransiskus Simon, Kebudayaan dan Waktu Senggang, (Yogyakarta: 
Jalasutra, 2008), hlm.17—21 dan 63. 

7. Nietzsche dalam hal ini membagi kebudayaan dalam tiga corak. Pertama, 
kebudayaan bar-bar yang mengacu pada cara hidup kebinatangan, 
yang mana manusia tak mampu mengatasi diri. Selayaknya, model 
kebudayaan ini teralamat pada peradaban modern yang telah 
menghilangkan kesempatan reflektif sehingga manusia bahkan 
menjadi mesin dari teknologi yang ia ciptakan. Kedua, kebudayaan 
normal, yang mana manusia mencari kebahagiaan. Kualitas hidup 
bahagia ini disebut normal karena ia memiliki kualitas biasa-biasa saja, 
yang olehnya terbedakan dengan bentuk ketiga, yakni kebudayaan 
asketik. Dalam corak ini, manusia menjadi manusia karena ia mampu 
melewati aras kebinatangan guna menjelma Ubermansh, manusia 
yang mampu menggerakkan kehendak untuk berkuasa. Ubermansch 
dikatakan asketik karena ia mengacu pada kemampuan manusia untuk 
mengatasi hambatan baik dari dalam maupun luar diri. Hidup adalah 
kehendak untuk menguasai ketakutan, keraguan, dan juga keyakinan 
serta kebenaran yang dipaksakan dari luar diri: otoritas agama, moral, 
pengetahuan, dan negara. Kebudayaan asketik mengacu pada gerak ini, 
yang mana manusia bisa disebut manusia ketika ia berani mengarungi 
samudra nihilisme tak berbatas, menggali mutiara kebenaran dari dan 
oleh diri, melalui pembongkaran terhadap penyuntikan kebenaran 
dari luar diri. Pada titik inilah peradaban modern menjadi keadaan 
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Pada titik inilah konsep waktu senggang menemu dalam tiga 
ruang. Pertama, dalam ruang harfiah yang termaktub sebagai saat 
jeda dari rutinitas keseharian, santai, piknik, berlibur. Ini makna 
harfiah yang dipertentangkan dengan rutinitas kerja. Kedua, 
secara etimologis, ia lahir dari kata Yunani, skole yang dalam 
bahasa Latin tersebut sebagai scola, berarti “luang”, “rileks”. Ia 
juga bermakna diperkenankan (lesiour/Prancis), diizinkan (Jicense/ 
Inggris). Dari akar kata ini, maka waktu senggang menggambarkan 
proses terizinnya manusia untuk memiliki waktu bagi dirinya 
sendiri. 

Ketiga, makna waktu senggang yang tidak sebatas sikap 
(attitude) atau tindakan (act) yang terjadi karena pengaruh dari 
luar: semisal cuti liburan kantor. Waktu senggang dalam poin 
ini bukan waktu senggang karena ia masih menjadi bagian dari 
sistem kerja sehingga libur karyawan tentu demi kelangsungan 
rutinitas itu sendiri. Hal ini yang bahkan disebut Pieper sebagai 
kemalasan (laziness, idleness, sloth), yakni suatu kemandulan sikap 
dalam menghadapi waktu senggang: sebuah keputusasaan akibat 
kelemahan (despair from weakness) serta penolakan putus asa 
untuk menjadi diri sendiri (despairing refusal tobe oneself). Oleh 
karenanya, waktu senggang mesti dipahami sebagai cara mengada 
(mode of Being). Sebuah sikap mental-spiritual yang “menerima”, 
kontemplatif, tidak hanya membiarkan peristiwa berlalu begitu 
saja, tetapi sebuah kemampuan merogoh kedalaman makna 


bar-bar non-manusiawi karena ia telah menjelma “tuhan-tuhan” baru 
atas nama rasionalisme dan konsumerisme. Satu hal yang kontradiktif 
sebab bahkan sejak dalam iman, kesadaran, dan agama, Tuhan yang 
menjadi pusat kenyamanan diri telah mati, dibunuh oleh manusia 
itu sendiri. St. Sunardi, Nierzsche, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 
51—156. 
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di balik segenap ciptaan dan peristiwa. Waktu senggang adalah 
ranah yang membiarkan segala kesubtilan dan keganjilan 
realitas, menerangi imajinasi, atau membiarkan imaji bertualang, 
mengumpulkan ide, merumuskan penalaran, mengasah abstraksi, 
dan menajamkan intuisi. 

Pada titik inilah waktu senggang termakna sebagai perayaan, 
yakni sebuah perpaduan antara ketenteraman (transguility), 
kontemplasi (contemplation), dan kesungguhan hidup (intensity 
of life). Ta merujuk pada ketiadaan upaya (effortless) dan motif 
kegunaan utilitarian guna membiarkan sang Maha-ada (Being) 
merasuki diri. Pieper melihat perayaan sebagai esensi dari waktu 
senggang karena ia memuat kebaktian ilahiah (divine worship) 
yang berangkat dari pengalaman hidup nan melampaui penalaran 
dunia manusia serta mengacu pada realitas di luar realitas 
manusia. Hal ini terlihat misalnya dari ketertarikan antropologi 
untuk memotret pesta-pesta rakyat yang di dalamnya termakna 
ritualitas sakral. Pieper kemudian mengacukan proses ini dalam 
simbolisme pemujaan di kuil atau candi (temple). Candi dalam 
pengertian dasarnya merupakan ruang dasar yang dirancang 
khusus dan tak digunakan untuk pertanian atau tempat tinggal. 
Ia terjelmakan sebagai ruang suci untuk pemujaan dewa. Pieper 
melihat kesamaan antara pengkhususan sebidang tanah yang 
dijadikan kuil dengan penyediaan waktu senggang dalam domain 
pemujaan. Tentu, makna perayaan dalam domain ini berbeda 
dengan segenap pesta materialis yang oleh Pieper terlihat sebagai 
degradasi perasaan akibat Aufklarung. 

Dari sinilah kita sampai pada jantung konsepsi kebudayaan 
Pieper, yang mengacu pada kontemplasi. Ya, kontemplasi 
adalah “persepsi sunyi tentang realitas”. Sebuah pengetahuan 
yang menyertakan ketakjuban akan sesuatu. Ketakjuban di 
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sini termakna sebagai embrio filsafat yang menelurkan hasrat 
untuk bertanya serta meragu sehingga melahirkan pengetahuan. 
Di sini kontemplasi terpijak dari kata latin cotemplatio dan 
contemplari, yang berkaitan dengan kata theoria atau theorein 
dalam Yunani. Theoria adalah sikap menerima dan menyatu 
dengan realitas, sikap yang bebas dari tujuan praktis utilitarian 
untuk menerima kehadiran dalam realitas semesta nan lebih 
luas. Inilah yang membuat kontemplasi berbeda dengan 
rasionalisme. Yang pertama merujuk pada intelectus, yakni sebuah 
aktivitas jiwa nan sunyi yang membuka diri untuk menerima 
penyingkapan Realitas kepada subjek. Ini berbeda dengan ratio 
yang bekerja secara diskursif, representasi, definisi, penyimpulan, 
dan akhirnya menguasai realitas. Hal ini yang membuahkan 
redefinisi kebudayaan karena kontemplasi mampu menyatukan 
antara peluang menafsir ulang (hermeneutik) dengan penemuan 
kemungkinan baru (heuristik). 

Dari sini menarik kiranya ketika mengkaji pembedaan 
antara filsafat kebudayaan dengan ilmu budaya. Bila seseorang 
mendefinisikan kebudayaan (mufrad) pada dirinya sendiri, 
maka ia sedang masuk dalam filsafat. Sementara itu, bila 
seseorang menerangkan fenomena kebudayaan (jama) menurut 
ruang-waktu, maka ia masuk dalam ilmu budaya. Ini terlihat 
dari masing-masing kerja studi kebudayaan. Ahli sosiologi 
mengartikan budaya sebagai keseluruhan kecakapan dan praktik 
keseharian manusia. Satu hal yang melahirkan cultural studies, 
yang menahbiskan cultural turn, perluasan domain praktik 
keseharian sebagai “semua adalah kebudayaan” (everything is 
culture). 


8. Op.cit. hlm. 66—87. 
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Sosiologi menggerakkan hal ini karena ruang studinya yang 
mengacu pada fakta sosial berupa struktur dan interaksi sosial. 
“Yang sosial” di sini merujuk pada domain praksis dari nilai (aras 
filosofis), yang mana nilai tersebut dipraktikkan dalam perilaku 
keseharian, yang tergelut dalam struktur masyarakat, baik berupa 
lembaga, hierarki status-peran, maupun pola kebiasaan. Domain 
sosial ini yang berbeda dengan ruang antropologis, yang satu 
titik, tergerak melalui simbol. Jika sosiologi menemukan nilai 
dalam praktik sosial, maka antropologi memasuki kebudayaan 
melalui simbol kultural, baik berupa seni, totem, ritual, mitos, 
maupun pergelutannya dalam keseluruhan sistem hidup. Ini 
yang menggerakkan antropologi sebagai studi yang menahbiskan 
kebudayaan sebagai 4 way of life. Pada titik inilah terbedakan 
antara domain filsafat kebudayaan dengan disiplin ilmu budaya, 
selayak tesis Bakker: 


Dengan menegaskan nilai sebagai sifat formal intrinsik 
dalam kebudayaan, maka ditolak pendekatan atas 
kebudayaan sebagai 4 way of life. Ahli ilmu sosial 
biasanya memakai kata kebudayaan untuk gaya dan 
seluruh cara hidup, baik keadaan adab maupun biadab, 
baik tindakan mulia maupun perbuatan bengis. Puncak 
dari perkembangan bangsa serta dekadensinya, malahan 
kebiasaan mengacau sekalipun, disebut sebagai unsur 
kebudayaan. Bagi ahli-ahli yang tidak mengakui 
nilai-nilai mutlak, semuanya disamaratakan dalam 
relativisme tanpa prinsip. Bagi mereka, kebudayaan 
bukan merupakan wujud yang baik, melainkan peristiwa 
belaka. Bagi ahli-ahli yang berpandangan dunia ruhani, 
inventarisasi itu hanya bersifat sementara, satu taraf 
dalam penelitian dan pertimbangan. ” 


9. J.W.M. Bakker SJ, Fikafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1984), hlm. 20—21. 
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Penolakan Bakker ini bisa dipahami dalam kerangka 
kritisisme seorang filsuf atas kerja ilmu-ilmu sosial yang 
menempatkan pengkajian kebudayaan murni persoalan 
metodologis. Satu hal yang kemudian memosisikan kebudayaan 
(sebatas) sebagai peristiwa. Artinya, kerja ilmu budaya terlebih 
konsen pada pembaruan cara pandang dan cara baca (metodologi), 
agar suatu analisis dapat setepat mungkin menemukan pergeseran, 
perubahan, dan sekaligus kesinambungan dari praktik budaya. Hal 
yang berbeda dengan kerja filsafat yang hendak mengembalikan 
segenap praktik budaya kepada idealitas kebudayaan. Yang 
pertama ingin menganalisis perubahan nilai ketika ia berbenturan 
dengan realitas, yang kedua hendak mengembalikan pelencengan 
realitas kepada nilai asal. 

Kritik ini terjadi karena ruang filsafat memang masuk 
pada aras ontologis guna menggali hakikat dari sesuatu. Hal ini 
berbeda dengan kerja sains —terkhusus yang positivistik— yang 
hanya berkehendak menggali dan merumuskan hukum sebab 
akibat dalam suatu hal, apa adanya (objektif). Bagi Bakker, 
filsafat kebudayaan lebih mengacu pada “isi esoteris” dari cita 
kehidupan sehingga ketika isi tersebut kemudian termaterialkan 
dalam bentuk peradaban, teknologi, negara, sistem ekonomi, 
atau sistem pendidikan, maka bentuk material tersebut haruslah 
mencerminkan, menggerakkan, dan menjaga isi kebudayaan. 
Ini yang kemudian dibedakan dengan domain sains yang 
tentunya masih memiliki bias paradigma ilmu alam sehingga 
objek studinya selalu berangkat pada hal-hal fisik-empiris. Alam 
bagi sains terlebih merupa alam fisika, bukan alam-kehidupan 
(dife-world) yang meniscayakan kebersatuan antara fisik dengan 
metafisik. Yang melampaui fisik inilah yang menjadi konsen dari 
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filsafat karena di dalamnya terletak idealisme: satu kesempurnaan 
dan kebaikan yang menjadi tujuan awal gerak kebudayaan. 

Hanya saja pada satu titik, filsafat kebudayaan kemudian 
terkritik, khususnya setelah kehadiran cultural studies. Ini terjadi 
karena domain pemikiran sudah tidak lagi merujuk pada logos, 
yang mana manusia terdaulat sebagai penggali makna. Satu 
makna yang secara ontologis sudah ada di aras transenden 
bahkan sebelum lahirnya manusia. Makna di sini tertahbis dalam 
Spiritualitas, hukum kodrat, moral, karma, ruh, esensi bahkan 
Tuhan. Inilah tindak lanjut dari penolakan eksistensialisme 
atas tesis esensi mendahului eksistensi, yang secara diskursif 
kemudian dikembangkan oleh kaum strukturalis pada level 
“eksistensialisme bahasa”. Artinya, subjek eksistensialisme yang 
masih mendaulat manusia sebagai pencipta kebenaran, kini telah 
diubah menjadi satu tesis bahwa pencetak kebenaran bukanlah 
manusia, melainkan bahasa (sistem pemikiran). Pada titik ini, 
esensi yang menjadi “isi filsafat” kemudian ditiadakan oleh dua 
subjek sekaliguss manusia eksistensialis dan bahasa strukturalis. 
Satu hal yang menjadi konsen buku ini, melalui kritik atas anti- 
esensialisme dalam pascastrukturalisme kebudayaan. 

Dari sini filsafat kebudayaan tengah tergerak ke arah 
pascastrukturalisme. Artinya, nilai yang dalam filsafat menjadi 
aspek formal intrinsik dari kebudayaan, telah diletakkan, murni 
dalam logika dan sistem bahasa. Inilah strukturalisme yang 
menahbiskan makna bukan sebagai isi, melainkan suatu bentuk 
dari sistem bahasa. Segenap kebenaran, nilai luhur, ajaran moral, 
dan esensi spiritual hanya ada setelah adanya sistem bahasa 
yang merujuk pada sistem pembedaan penanda dan tinanda. 
Makna baik misalnya baru ada ketika ia disandingkan dengan 
oposannya, yakni buruk. Kebaikan adalah yang bukan keburukan, 
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demikian sebaliknya. Secara logika hal ini memang niscaya karena 
menghadirkan prinsip ketepatan berpikir. Hanya secara maknawi, 
penahbisan makna, murni dalam domain bahasa, telah melupakan 
aspek apa hakikat makna tersebut, dan bagaimana membuat 
kehidupan menjadi bermakna? Memang kritik ini seakan tidak 
relevan karena strukturalisme mengacu pada persoalan bahasa, 
sedangkan diskursus filsafat kebudayaan mengacu pada hakikat 
kehidupan. Namun, bukankah dengan mengotakkan nilai dan 
makna, hanya dalam domain “bentuk bahasa” berarti telah 
mencerabut nilai-makna dari aras serta praksis kehidupan? 

Pada level struktural, hal ini kemudian digerakkan oleh 
pascastrukturalisme dengan tidak lagi menelusup ke dalam 
ruang internal filsafat, tempat ontologi dan kosmologi digali. 
Pascastrukturalisme terkhusus Foucault dan Althusser, lebih 
mempermasalahkan ranah material dari filsafat. Pertanyaaan 
filosofis akan apa itu hakikat, telah dibuyarkan menjadi apa 
kepentingan material (sosio-ekonomi-politik) yang melingkupi, 
dan karenanya membentuk hakikat tersebut? Risiko jelas, yakni 
bergesernya terma nilai yang berada dalam ranah metafisis kepada 
ideologi yang berada dalam domain politik. Kebudayaan, tentu 
bukan lagi tanya akan bagaimana manusia seharusnya bersikap, 
melainkan soal apa kepentingan politik yang tersembunyi dalam 
sikap manusia? Bagi kaum pos-strukturalis ini, pembicaraan nilai 
pada level metafisik, ranah spiritual, ontologi (hakikat sesuatu), 
dan etika, menjadi hambar karena meniadakan praktik politik 
yang melingkupi segenap idealisme tersebut. 

Hal ini memang wajar, mengingat kecenderungan 
terhentinya filsafat kebudayaan Bakkerian pada domain normatif. 
Orang kemudian melihat nilai dan etika sebagai himbauan yang 
sering tak mampu mencengkeramkan kuasa normatifnya pada 
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praktik realitas yang melenceng. Satu hal yang sebenarnya kurang 
beralasan sebab apa yang disebut nilai, norma, etika, dan terlebih 
Spiritualitas, bukan hanya resep atau panduan hidup tanpa laku 
praksis. Segenap kebajikan tersebut terlebih lahir dari spiritualitas 
sehingga ia tidak hanya bicara apa yang seharusnya, tetapi sekaligus 
memberikan peta dan cara-laku yang bisa menciptakan tindakan 
benar-benar baru dari tindakan melenceng yang telah terjadi. 

Misal terbaik dalam hal ini adalah apa yang sering kita 
sebut sebagai filsafat Timur, yang ternyata juga diyakini sebagai 
agama: Buddhisme, Brahmanisme, dan Tao. Segenap kebajikan 
ini adalah filsafat sebab melalui intelectus, ia menggali hakikat 
kebenaran dan merumuskannya secara sistematis dalam sistem 
pemikiran nan komprehensif. Karakter filsafat adalah radikal, 
sistematis, dan komprehensif, dan ini terdapat dalam segenap 
kebajikan Timur tersebut. Tetapi, ia tidak sekadar terhenti pada 
rasionalisme karena kebajikan bisa disebut kebajikan ketika ia 
disertai dengan tindakan untuk mencapai kebajikan (tertinggi). 
Konsep Buddha tentang nirwana (kehampaan tanpa batas), 
Brahmanisme tentang moksha (kebebasan manusia dari ikatan 
duniawi), serta Tao tentang wu wei (prinsip tindakan, sebatas 
mematuhi hukum alam), merupakan resep praksis yang lahir dari 
suatu praktik. Naiknya filsafat kepada spiritualitas dalam filsafat 
Timur terjadi karena ia tidak hanya mengejar kebenaran rasional 
pada hakikat alam-kehidupan-manusiawi, tetapi melampaui itu, 
ia menggerakkan kesungguhan mencapai Yang Tak Terbatas, yang 
merupakan hakikat dari Ada, Semesta, Jiwa, dan kehidupan itu 
sendiri.! 


10. Bagus Takwin, Filsafat Timur, Sebuah Pengantar ke Pemikiran- 
Pemikiran Timur, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 11—61. 
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Dari sini terlihat bahwa apa yang kita sebut nilai, bukanlah 
teori normatif yang sering gagap ketika dihadapkan dengan 
realitas yang cenderung menyimpang. Nilai yang menjadi aspek 
formal intrinsik dari (filsafat) kebudayaan ternyata berangkat 
dari praktik sehingga ketika nilai itu dilaksanakan, maka secara 
niscaya ia bersifat praksis. Ini terjadi karena kebudayaan bisa 
disebut kebudayaan ketika ia mampu mengkritik kebudayaan 
itu sendiri, selayak tandas Hegel. Sebab nilai merupakan pijak 
Spiritual atas pengejaran totalitas kesempurnaan (4 pursuit of total 
perfection), maka ia pasti akan melakukan kritik ketika gerak hidup 
melenceng dari pengejaran kesempurnaan. Kesempurnaan selalu 
mengkritik ketidaksempurnaan, inilah logika nilai. Pelencengan 
realitas dari nilai atau impotennya nilai di realitas merupakan 
indikasi bahwa telah terjadi ketidakpahaman atau pemahaman 
“sebatas kulit” dari nilai tersebut. Ini terjadi karena segenap nilai 
esoteris selalu memiliki wadah material yang sering menutupi 
nilai itu sendiri. 

Hal ini terjadi dengan agama yang bahkan menjadi tembok 
hijab dari spiritualitas yang dibawanya. Umat akhirnya tidak bisa 
hidup dalam dan melalui nilai agama karena apa yang dianggap 
agama, ternyata lebih merupa aspek hukum, formalisme ritual, 
dan dogmatisme kelembagaan, yang membuat umat tidak 
mampu menembus ke dalam kedalaman spiritual. Hal sama 
terjadi pada modernitas selayak demokrasi yang berangkat dari 
nilai persamaan hak dan keadilan. Disebabkan masyarakat 
politik saat ini telah terjebak dalam lembaga (perwakilanisme) 
dan prosedur (pemilu), maka nilai hakiki demokrasi, yakni hak 
untuk memiliki hak politik, lintas kepemilikan modal, darah 
biru, ataupun kepemilikan kekuasaan, tak mampu tergali dan 
tergerak. Jika sejak awal, suatu masyarakat berangkat dari pijak 


54 


nilai secara benar, maka nilai tersebut pastilah akan membongkar 
kemungkinan penyelewengan dari nilai, yang sering dilakukan 
oleh aspek turunan praksis dari nilai, seperti prosedur dan 
lembaga tadi. 

Pada titik ini terlihat bahwa meskipun secara epistemologis 
persoalan nilai telah beranjak dari apa itu nilai (ontologi) kepada 
bagaimana proses pembentukan nilai (strukturalisme), nilai itu 
sendiri tetap ada. Strukturalisme dan pascastrukturalisme yang 
bergerak pada domain sistem dan politik bahasa, tidak dengan 
sendirinya berarti meniadakan nilai yang secara epistemik tidak 
bebas nilai karena tergelut oleh kepentingan pembentuknya. 
Persoalan inilah yang akan digali di lembaran-lembaran buku 


INI. 
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BAB II AS 


Otosentrisitas 


ada perkembangannya, pendekatan filosofis atas 
Pesesioan terkritik untuk digerakkan oleh perspektif 
fungsional yang kemudian tergeret dalam diskursus 
strategi kebudayaan. Kritik ini mengemuka pada pergeseran 
dari “apa” kebudayaan, menjadi “bagaimana” kebudayaan 
memberikan manfaat bagi masa depan manusia, terkhusus dalam 
kerangka lestarinya kebudayaan itu sendiri. Apa yang disebut 
strategi di sini bukan keterjebakan fungsionalisme antropologi 
yang memaksa kebudayaan bermanfaat bagi struktur sosial, 
melainkan lebih kepada pemahaman atas cara manusia dalam 
membudayakan lingkungannya. Satu cara yang menjelma pola 
umum kemanusiaan dan kebudayaan di setiap lini masyarakat, 
entah primitif, entah modern. 
Prof. van Peursen-lah yang menggerakkan diskursus ini, 
melalui apa yang beliau sebut sebagai “pengelolaan konsep 
kebudayaan” atau “peralatan konsep kebudayaan”. Maksud 
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dari konsepsi ini adalah filsafat kebudayaan bukan lagi ada 
untuk tujuan sendiri, melainkan sebuah alat atau sarana: 
merenungkan kebudayaan pertama-tama bukan sebagai usaha 
teoretis, melainkan penyediaan sarana yang dapat membantu kita, 
memaparkan suatu strategi kebudayaan untuk hari depan. Inilah 
yang dimaksud dengan kebijakan (policy) kebudayaan itu, yang 
mana manusia modern harus dijadikan sadar akan kebudayaannya 
sehingga secara aktif dapat turut memikirkan dan merencanakan 
arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan manusiawi. Di sini 
terlihat bahwa van Peursen tidak sepenuhnya meninggalkan 
filsafat. Hal yang ia hindari adalah penggalian kebudayaan pada 
taraf hakikat normatif, guna concern pada bagaimana melihat 
segenap masyarakat secara antropologis, memaknai dan mengolah 
kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang oleh pendekatan 
filsafat disebut sebagai hakikat kebudayaan tersebut. 
Pengelolaan atau peralatan ini dapat diamati melalui dua 
pergeseran kebudayaan. Dahulu, kebudayaan selalu didefinisikan 
sebagai manifestasi dari kehidupan luhur dan bersifat ruhani, 
seperti agama, seni, ilmu pengetahuan, tata negara, dan 
sebagainya. Akhirnya muncul cultural bias, ketika bangsa-bangsa 
yang belum sepenuhnya memiliki budaya adiluhung dianggap 
tidak memiliki kebudayaan, satu hal yang berbeda dengan 
negara-negara maju yang civilized. Kini, pendapat tersebut 
sudah ditinggalkan sehingga kebudayaan lebih dipahami sebagai 
manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok —yang 
dibedakan dengan binatang— karena setiap manusia selalu 
mengolah alam menjadi lebih manusiawi. Kebudayaan kemudian 
meliputi segenap perbuatan manusia, cara menghayati kematian 
dan kelahiran serta upacara untuk menyambut peristiwa itu, 


cara berburu, sopan santun waktu makan, pertanian, seksualitas, 
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pakaian, cara menghias rumah dan badan. Justru dalam masyarakat 
primitiflah, menjadi kentara betapa pertanian, kesuburan, erotik, 
ekspresi kesenian dan mitos religius memainkan peranan dalam 
pengelolaan alam secara berbudaya. 

Pergeseran kedua terjadi pada konsep kebudayaan yang 
semula merupakan kata benda menjadi kata kerja. Kebudayaan 
bukanlah produk pemikiran, estetika, dan institusi sosial yang 
sudah jadi dan kaku. Kebudayaan lebih dimaknai sebagai 
kegiatan manusia dalam mengolah hidup dan karenanya 
membuat peralatan yang menggerakkan hidup agar lebih maju. 
Dalam kaitan ini, tradisi sebagai proses dan hasil dari pewarisan 
budaya tidak dimaknai sebagai benda yang harus dielus-elus, 
tetapi sebuah proses penerimaan, penolakan serta perubahan 
sesuai dengan kondisi kekini-disinian (nowness hereness). Dari 
sini manusia dapat berjarak dengan tradisi, sekaligus berangkat 
darinya untuk melakukan rekonstruksi terhadap masa lalu untuk 
masa kini sehingga kebudayaan terutama adalah epos tentang 
pola-pola perubahan sebagai usaha untuk membentuk wujud 
baru bagi kehidupan yang lebih baik." 


11. Inilah yang disebut sebagai postradisionalisme, yakni suatu gerak 
pembaruan kebudayaan, yang berangkat dari tradisi. Keberangkatan 
ini meniscayakan satu kritik atas tradisi yang lebih dekat sebagai usaha 
bagi pengembalian hakikat nilai kepada akar tradisi yang lebih awal. 
Ini terjadi dalam sebagian besar gerak pembaruan atau kebangkitan 
kebudayaan yang menuai hasil. Kehadiran Islam misalnya, telah 
melakukan kritik atas tradisi yang lebih dekat, yakni pola keimanan 
berhala kafir Ouraisy. Satu pola keimanan yang dianggap melenceng 
dari tauhid. Dari sini, secara radikal, Islam kemudian kembali pada 
tradisi awal agama Ibrahim yang mengacu pada tradisi tauhid. Melalui 
dua langkah ini, Islam kemudian melakukan rekonstruksi kebudayaan, 
dengan Islam sebagai nilai baru yang berpijak pada akar agama 
Ibrahim. Hal sama terjadi pada Renaisans Eropa. Apa yang disebut 
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Pada titik ini, pertanyaan yang urgen adalah sudah benarkah 
“paspor kebudayaan” kita? Pertanyaan ini merupakan evaluasi 
atas kesesuaian antara norma budaya dengan praktik kebudayaan 
di lapangan. Kebudayaan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai 
cerita yang sudah tamat, tetapi sebuah capaian yang belum selesai, 
sebuah proses yang mana manusia memaknai keberadaannya 
sebagai petugas kebudayaan untuk mengarah kepada kehidupan 
lebih baik. Proses evaluasi menjadi vital karena dalam kebudayaan, 
manusia tidak hanya bertanya bagaimana sifat sesuatu, tetapi 
terlebih bagaimana sesuatu seharusnya bersifat? Dengan 
demikian, gerak kebudayaan selalu berlangsung dalam suatu 
ketegangan. Manusia tidak bertopang dagu, tetapi ia menerobos 
cengkeraman fakta-fakta alam dengan mengadakan evaluasi dan 
mengangkatnya ke dalam policy: sebuah batu dapat menjadi 
tantangan bagi pemahat, musim banjir mendorong masyarakat 
untuk mengadakan aksi bantuan, iklim dingin mengharuskan 
manusia membuat baju hangat. Norma-norma mengenai apa 
yang dianggap indah, berguna, atau wajib dari sudut moral 
menggerakkan manusia. Ketegangan ini, yakni antara lingkaran 
fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alamiah di 
satu pihak dan keterbukaan yang dicapai oleh penilaian kritis 
(evaluasi) di lain pihak, dinamakan ketegangan antara “imanensi” 


sebagai Pencerahan adalah langkah kritis atas tradisi yang lebih dekat, 
yakni dogmatisme Gereja yang memberangus akal, untuk secara radikal 
kembali kepada tradisi awal filsafat Yunani Kuno. Dengan kembali 
pada akar tradisi ini, Eropa melakukan rekonstruksi kebudayaan, 
melalui pengembalian supremasi rasio di atas dogmatisme lembaga 
agama untuk digerakkan pada peradaban tekno-industrialis. 
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(serbaterkurung) dengan “transendensi”: yang mengatasi, 
melampaui, dan berdiri di luar sesuatu. " 

Pada titik ini, apa yang disebut sebagai strategi 
kebudayaan adalah model usaha dari setiap kebudayaan untuk 
mentransformasikan dunia sesuai dengan nilainya. Proses ini 
berjalan melalui suatu “pola umum” kebudayaan, yang meskipun 
berbeda modus operandi, sama dalam arah. Hal ini menandaskan 
bahwa tidak ada kebudayaan tinggi versus kebudayaan rendah, 
di mana yang satu super-ordinatif atas yang lain. Postulat inilah 
yang membuat van Peursen memilah tiga macam kebudayaan, 
mitis, ontologis, dan fungsional. Tiga bentuk ini ternyata 
bukan merupa tahapan evolusionis selayak metafisik, teologis, 
dan positivisme Comte, melainkan sebuah cara makna dan 
mekanisme strategis yang ada di setiap bentuk kebudayaan 
tersebut. Logika mitis misalnya, ternyata ada dalam masyarakat 
modern, yang mana mitos sihir pada suku primitif diganti oleh 
mitos iklan industri yang membuai kaum urban. Demikian 
logika fungsional juga dilakukan oleh masyarakat tradisional 
ketika mereka menggunakan ritual sebagai alat untuk mengusir 
ruh jahat atau sekadar adaptasi psikologis atas situasi chaos. Dari 
sini ada baiknya kita lebih menggali ketiga bentuk kebudayaan 
ini, beserta segenap pergulatan internal dan dampak relasional 
masing-masing atas signifikansi kebudayaan secara luas. 

Bentuk awal dari kebudayaan Peursenian adalah mitis. 
Inti sikap ini merujuk pada kepercayaan bahwa hidup itu ada, 
ajaib, berkuasa, dan penuh daya kekuatan. Bersama dengan 
kesadaran tersebut, muncullah mitos beserta perbuatan yang 


12. C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), 
hlm. 9—15. 
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menjamin kehidupan manusia dan kebertalian sukunya, bahkan 
kepemimpinan dan kerukunan dalam suku itu baru mungkin 
terjadi atas dasar mitos. Dalam kaitan ini, mitos memang memiliki 
beberapa fungsi. Pertama, menyadarkan manusia bahwa ada 
kekuatan-kekuatan ajaib. Mitos ini tidak memberikan informasi 
mengenai kekuatan tersebut, tetapi membantu manusia agar bisa 
menghayati daya ini sebagai kekuatan yang memengaruhi dan 
menguasai alam serta kehidupan sukunya. Ini yang membuahkan 
jembatan epistemik antara dunia profan dengan dunia gaib nan 
sakral. Dengan demikian, meskipun ada pemilahan di antara 
keduanya, yang profan selalu dipengaruhi yang sakral. Hal ini 
terjadi karena manusia masih menjadi subjek terbuka, belum utuh 
sebagai pribadi sehingga dunia sekitar juga belum dapat disebut 
sebagai objek utuh. Subjek dan objek, manusia dan alam saling 
meluluh, belum memiliki batas pemisah yang jelas. 

Fungsi kedua dari mitos bertalian dengan fungsi pertama: 
mitos memberikan jaminan bagi masa kini. Hal ini dilakukan 
melalui ritual, dongeng, dan tari yang mengembalikan lagi 
kehidupan masa lampau, semisal tarian yang menceritakan 
bagaimana pada zaman purbakala, para dewa juga menggarap 
sawah dengan panen melimpah. Dari sini diharapkan, praktik 
pertanian masyarakat akan mengulang keberhasilan para dewa 
tersebut. Inilah fungsi yang menggeret mitos dalam ranah 
fungsional karena simbol kemudian digerakkan demi tercapainya 
adaptasi manusia dengan lingkungan yang mengarah pada 
pemenuhan kebutuhan sosio-ekonomi. Gerak ini yang kemudian 
melahirkan fungsi ketiga yang ternyata searah dengan fungsi ilmu 
pengetahuan, yakni sebagai “pengetahuan tentang dunia”. Hanya 
pengetahuan ini tidak dalam artian modern, tetapi lebih kepada 
keterangan tentang terjadinya dunia, hubungan antara dewa- 
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dewa, dan asal mula kejahatan. Di sini terdapat “kosmogoni”: 
cerita mengenai terjadinya langit dan bumi, serta “theogoni”: 
dongeng mengenai terjadinya dewa-dewa. 

Pada level kolektif, hal ini kemudian melahirkan subjek 
dalam ranah “sosio-mistis”, yakni lingkup daya kekuatan yang 
meliputi manusia dan yang ditentukan oleh pertalian dengan suku 
(sosio) dan oleh sikapnya yang (mitis). Ini yang menyebabkan 
seorang manusia hanya memiliki identitas ketika ia berada 
dalam ruang sosio-mitis tersebut. Ketiadaan identitas subjektif 
ini disebabkan oleh ketiadaan rasa memiliki jiwa, sebagai milik 
sendiri, sebuah identitas manusia yang berpribadi. Orang primitif 
bahkan mampu menemukan “jiwa” tersebut dalam patung 
leluhur, batu, pepohonan, tombak, yang kemudian menjelmakan 
animisme dalam logika religiusnya. Dari perilaku mitis ini, maka 
lahirlah magi sebagai penyelewengan epistemik, yang mengacu 
pada perubahan mitos sebagai refleksi religi kepada kehendak 
menguasai melalui kepandaian sihir yang mampu melampaui 
kodrat alam. 

Bentuk yang selanjutnya adalah ontologis, di mana manusia 
tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, tetapi secara 
bebas meneliti segala sesuatu. Manusia mengambil jarak terhadap 
segenap hal dan mulai menyusun suatu rumusan mengenai 
hakikat Ada (ontologi) yang pada level partikular diturunkan 
dalam detail ilmu pengetahuan. Bentuk kebudayaan ini terdapat 
pada peradaban filsafat yang telah mengganti mitologi dewa 
dengan metafisika, mitologi kejadian alam dengan fisika, dan 
pembersihan batin melalui ritual tragis-katarsis dengan filsafat 
etika. Ontologi yang berasal dari kata “logos”, makna atau 
arti, termaksud sebagai pembebasan dari penerimaan takdir. 
Di sini ia memiliki aspek fungsional karena memahami berarti 
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membebaskan diri dari kepungan Ada yang begitu saja terjadi 
dan menimpa manusia. Orang-orang Yunani merasakan tragik: 
epos tragedi besar takdir yang ditentukan dewa pada manusia 
sebagai sebuah katarsis. Hanya saja, hal ini bahkan tidak 
membebaskan karena manusia tidak mengerti apa yang terjadi 
pada dirinya, pada alam, dan pada kehidupan. Penyelewengan 
pada tahap ini mengacu pada substansialisme: memasukkan 
substansi pada sesuatu sehingga ia terpisah dengan sesuatu yang 
lain. Substansialisme kemudian menjelma pengotakan esensialis 
karena masing-masing hal memiliki substansi keadaan yang 
berbeda dengan substansi lain. 

Bentuk terakhir dari diskursus ini adalah fungsional. Ia 
merupakan sikap masyarakat modern yang tidak lagi terpesona 
oleh lingkungannya (mistis), atau dengan kepala dingin 
mengambil jarak terhadap objek penelitian (ontologis). Ia lebih 
merupakan sikap yang mengadakan relasi-relasi baru, suatu 
kebertautan baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. 
Sikap ini merupakan usaha pembebasan dari substansialisme 
yang telah mengasingkan satu hal dengan yang lain. Hal 
ini terjadi melalui pergeseran dari “yang substansi”, kepada 
eksistensialitas dari sesuatu, di mana makna satu hal tidak 
terletak pada isi yang terpisah, tetapi pada kebertautan dengan 
yang lain, dalam satu keseluruhan. Eksistensialisme mendahului 
substansi karena manfaat manusia terletak dalam fungsionalitas 
manusia tersebut atas sesuatu yang lain untuk memperkuat 
sistem secara keseluruhan. Dampak negatif dari hal ini adalah 
operasionalisme, yang mana entitas, benda, alam, manusia, 


dan budaya, hanya menjelma alat bagi penguatan mesin secara 
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keseluruhan. Satu hal yang menjadi titik kritik modernitas, yang 
telah menjadikan kemanusiaan sebagai mesin, padahal sejak awal 
ia ingin membebaskan manusia tersebut melalui penggantian 
tenaga oleh teknik. 

Pada titik ini, strategi kebudayaan sebenarnya lebih luas 
dari penyusunan policy tertentu atas kebudayaan, baik yang 
disusun pemerintah maupun kalangan seniman dan cendekiawan. 
Ia mampu menjangkau ranah lebih luas yang terkait dengan 
kemanusiaan dan kehidupan, bagaimana manusia mendapatkan 
jawaban bagi tanya mendasar yang menyangkut tujuan 
hidupnya, makna kehidupan, norma yang mengatur kontak 
antar-manusia, serta arah dan perkembangan yang tepat dari 
suatu masyarakat. Dalam kaitan inilah, tiga bagan kebudayaan: 
mistis, ontologis, dan fungsional menyediakan penyadaran atas 
situasi dan oleh karenanya, sumber daya kebudayaan sehingga 
setiap masyarakat dalam bagan tersebut mampu berangkat serta 
mengolah kebudayaannya melalui logika, mekanisme serta 
strategi kebudayaan nan tepat. Satu hal yang untuk kesekian 
kali menandaskan tidak adanya superioritas dan inferioritas 
kebudayaan tertentu atas yang lain: fungsional lebih beradab 
dari ontologis, ontologis lebih rasional dari mistis. Semua 
kebudayaan memiliki logika sendiri yang bahkan menganut suatu 
“pola umum”. Satu pola yang oleh banyak pihak disebut sebagai 
kebudayaan itu sendiri, yakni satu usaha universal manusia untuk 
menanggapi alam, melampaui struktur imanen dari kehidupan 
tersebut guna menggerakkan transendensi: satu langkah dari 
keadaan yang buruk kepada yang baik, dari baik kepada yang 
lebih baik. 


13. Ibid., hlm. 34—109. 
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Dari persoalan strategi, kebudayaan kemudian tergerak pada 
level praksis, yang mana ia sudah tergulat dalam kritik kebudayaan 
secara menyeluruh, yakni pada level politik. Lahirlah konsep 
otosentrisitas (gutocentricity), di mana kebudayaan ditempatkan 
pada lingkaran lebih besar dan politik masuk dalam lingkaran 
tersebut. Satu postulat yang pasti bahwa segenap gerak dan situasi 
kebudayaan haruslah menguntungkan dirinya sendiri, satu kondisi 
ketika praktik kehidupan tergerak dari titik pijak kebudayaan 
untuk kemudian mengarah dan melahirkan kembali kebudayaan. 
Di sini lahir satu konsekuensi bahwa praktik politik, haruslah 
mengacu dan mengembalikan kemanfaatan kepada kebudayaan, 
yang merupakan standar nilai, acuan normatif, batasan moral, 
serta capaian keseimbangan menyeluruh, yang secara langsung 
terkait dengan kemanusiaan dan kehidupan. 

Otosentrisitas menempatkan kebudayaan bukan sebagai 
pembentuk kekuasaan, bukan pula terbentuk oleh kekuasaan. 
Ia bukan hegemoni: legitimasi politik bagi penundukan moral- 
intelektual atas terkuasa oleh penguasa, pun ia tidak merupa 
industri budaya yang membanjirkan produk kapitalisme melalui 
politik citra. Kebudayaan dalam otosentrisitas memiliki ruang 
yang otonom serta melampaui segala praktik sosio-ekonomi- 
politik, dan bahkan praktik kebudayaan itu sendiri.“ Hal ini 


14. Pada titik ini, sebagian pihak melihat bahwa otosentrisitas kebudayaan 
kita telah diacak-acak sejak kolonialisme Belanda. Pemerintahan 
Kompeni tersebut telah menerapkan politik otosentris yang hanya 
menguntungkan kolonialisme sendiri. Yang terjadi kemudian adalah 
suatu keadaan ekonomi-politik dan bahkan di atas semua itu, suatu 
situasi kebudayaan yang tak pernah menguntungkan dirinya sendiri. 
Pergulatan ekonomi-politik antar-bangsa di masa lampau bersifat 
zero-sum. Semakin otosentris dinamika ekonomi-politik Belanda 
di negeri kita, semakin tak menguntungkan dinamika bangsa kita. 
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berpijak pada satu postulat bahwa kebudayaan merupakan 
nilai asali, satu titik di mana praktik kehidupan berpijak dan 
seharusnya mengarah. Satu hal yang ketika ia tak terjadi, maka 
segenap praktik kehidupan ini akan melenceng dari sandaran 
moral, dan proporsionalitas hak asasi manusia yang sudah 
terjamin oleh kodrat kehidupan. 


Setelah segenap otosentrisitas politik kita dikiblatkan pada kepentingan 
Belanda, maka kebudayaan kita melorot drastis, kecuali pada kantong- 
kantong istana lokal yang memang sengaja dipelihara Pemerintah 
Kolonial demi kepentingan eksploitatifnya. Dari sini kebudayaan 
kita mengalami distorsi: yang berkembang hanya budaya artistik, 
minus bidang kebudayaan produktif dan eksploratif yang berpotensi 
mentransformasikan cara produksi dan praksis politik. Kebudayaan 
artistik itu pun sengaja dibuat mengasing dan menjarak dari kehidupan 
rakyat sehingga mengeraskan penjenjangan sosial antara rakyat dengan 
pemimpin tradisional mereka. Mochtar Pabottinggi, “Kebudayaan dan 
Otosentrisitas,” dalam Jurnal Ulumul Guran, Nomor 4/VH/1997, 
hlm. 63—65. Dalam kaitan ini, penulis juga menggunakan terma 
otosentrisitas sebagai medium untuk meletakkan kembali kebudayaan, 
pada otonomi relatif serta fungsi kritik atas krisis politik. Hal ini 
urgen sebab cultural studies telah menempatkan kebudayaan hanya 
sebatas representasi dari kekuasaan diskursif sehingga ia tidak ada 
nilai objektifnya. Sifat representasional terjadi karena kebudayaan 
dimasukkan dalam ruang bahasa sehingga yang terjadi adalah 
pemelencengan makna. Kebudayaan tidak memiliki makna sendiri 
akhirnya, padahal ia mempunyai otosentrisitas: kebudayaan adalah 
lingkaran besar yang menampung segenap praktik kehidupan. Kritik 
metodologis ini mengemuka, terkhusus pada pergeseran kebudayaan 
dari negara-sentrisme Orde Baru kepada gerak mikro-politik pasca- 
Reformasi 1998. Kebudayaan di sini tidak hanya bisa ditempatkan 
sebagai hegemoni, tetapi terlebih governmentality. Ia tidak hanya 
menggumpal dalam negara yang tunggal, tetapi telah memikro-politik 
dalam teknologi pengetahuan yang melegitimasi kekuasaan. Syaiful 
Arif, “Otosentrisitas Kebudayaan,” dalam Koran Sindo, 20 April 
2008. 
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Pada aras inilah, kebudayaan menjelma super-sektor. 
Mengamini Karl Jaspers, ia merupa das Umgreifende, yakni 
nilai yang didukung oleh organisasi sosial di atas landasan 
material yang sesuai sehingga membentuk konfigurasi, suatu 
kerangka besar yang mana sub-sektor ekonomi, politik, sosial, 
pendidikan, agama, dan seni mendapatkan bentuk dan arah. 
Kebudayaan adalah Gestalt yang memberikan makna pada elemen 
pembentuknya, suatu Geist yang mencipta kesatuan pada pikiran 
dan perasaan. 

Kebudayaan pada tahap ini menjelma sumber pertama 
bagi pandangan dunia (Weltanschauung) yang memungkinkan 
manusia menangkap dunia ke dalam persepsi (ontologi), tidak 
sebagai sesuatu yang kacau, tetapi beraturan dan bermakna 
(kosmologi). Jika ontologi membuat kebudayaan menjadi realitas, 
maka kosmologi menahbiskan kebudayaan menjadi sistem 
realitas (system of reality) dan sistem makna (system of meaning). 
Di sinilah kebudayaan menjelma menjadi pengetahuan kolektif 
(shared knowledge), yang mana manusia mendapatkan sistem 
keyakinan dan pengetahuan sebagai pedoman serta orientasi bagi 
gerak hidupnya. 

Selanjutnya, jika pandangan dunia ini diterjemahkan 
menjadi aturan tingkah laku, maka ia menjelmakan pandangan 
hidup (Lebensanschauung) yang tidak hanya memungkinkan 
manusia mengetahui dan memahami, tetapi juga mengambil 
sikap terhadap apa yang diketahui atau dipahaminya. Dunianya 
tak ditanggapi hanya sebagai suatu yang ada (ontologi) atau 
suatu yang teratur dan bermakna (kosmologi), tetapi terlebih 
sebagai sesuatu yang mengandung nilai dan peraturan mengenai 
nilai itu (norma). Pada titik ini, kebudayaan sebagai sistem 
makna berubah menjadi kebudayaan sebagai sistem nilai (value 
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system) sekaligus sebagai sistem dari peraturan nilai tersebut 
(normative system). Pada sistem nilai inilah, kebudayaan sebagai 
sistem pengetahuan dan makna, dapat menjelma sebagai sistem 
tingkah laku, perbuatan, dan tindakan. Dari sini, etika dan 
moral kemudian menjadi titik kritis nan menentukan, apakah 
suatu sistem budaya (cultural system) yang terdiri dari perangkat 
makna dan perangkat nilai dapat diterjemahkan menjadi sistem 
sosial (social system) berupa perangkat tindakan, perbuatan, dan 
tingkah laku. Kalau hal ini terjadi, maka suatu sistem budaya 
dapat dikatakan benar-benar berfungsi, yakni dalam fungsinya 
sebagai landasan kognitif dan normatif bagi sistem sosial. Selayak 
drama, sistem budaya menentukan skenario, sedangkan sistem 
sosial merupa performance di atas pentas." 


15. Jika landasan material kebudayaan telah berubah, dan karenanya 
memengaruhi perubahan sistem sosial, maka disfungsionalitas 
kebudayaan tergerak dalam dua kemungkinan. Pertama, muncul 
entropi kebudayaan, yang mana sistem nilai tidak mati, tetapi 
kehilangan daya untuk memotivasi dan mengontrol sistem sosial. 
Kedua, bisa jadi kekuatan kebudayaan sebagai sistem kognitif dan 
normatif telah berakhir dan hanya menjelma embel-embel yang 
berfungsi sebagai hias lahiriah (paraphernalia) yang tidak fungsional 
terhadap cara pikir dan cara tingkah laku, tetapi masih menentukan 
bagaimana manusia memperlihatkan diri. Selaik drama, kebudayaan 
tidak lagi berfungsi sebagai skenario, tetapi hanya sebagai decor thetral, 
atau setting panggung yang diperlukan hanya untuk mencipta suasana, 
sering bersifat politis-komoditis. Pada titik ini kebudayaan berhenti 
sebagai pandangan hidup dan hanya berperan sebagai gaya hidup. 
Perubahan budaya yang tergerak berdasarkan perubahan material 
kebudayaan ini terjadi, semisal dalam modernisasi. Dalam proses ini, 
perubahan landas material terjadi dalam mobilitas fisik (urbanisasi) 
sehingga mencipta mobilitas sosial (melek huruf dan partisipasi 
media), untuk menuju mobilitas psikologis (kesadaran publik dan 
partisipasi politik). Jadi, ia menjelma runutan, perubahan landasan 
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Dalam kaitan inilah kita bertemu dengan konsepsi 
kebudayaan Abdurrahman Wahid yang merujuk pada human 
social life: kehidupan sosial manusiawi. Pada ranah ini, 
kebudayaan telah dimaknai sebagai kesatuan hidup yang selalu 
mengembalikan segenap praktik ekonomi, politik, pendidikan, 
dan seni kepada kebudayaan, demi terkontrolnya berbagai 
praktik tersebut sehingga tidak menyimpang dari kultur sosial 
manusiawi. Konsep kebudayaan yang bersifat praksis-sosiologis 
ini merupakan sintesisnya atas definisi kebudayaan yang tidak 
sebatas warisan (heritage) untuk diwariskan (heirloom) kepada 
generasi mendatang karena warisan mengacu pada suatu benda 
mati, sedangkan kebudayaan hanya menjadi kebudayaan ketika ia 
hidup dan mengacu pada kehidupan. Pada titik ini, kebudayaan 
diposisikan sebagai seni hidup itu sendiri (the art of living) yang 
mengatur kelangsungan hidup serta menghasilkan pilar-pilar 
untuk menjaga tata sosial. Hanya dalam arti ini, tradisi dan adat 
istiadat menjadi nilai yang pantas untuk dipertahankan. Secara 
sistematis, human social life terumus, sebagai berikut: 


Kalau makan adalah kebutuhan alami, maka seluruh 
jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusiawi 
itu dan sistem sosial yang lahir daripadanya adalah 
kebudayaan. Dengan demikian, seluruh perangkat 
ekonomi adalah kebudayaan. Bila kelestarian alam yang 
memungkinkan pencapaian tujuan di atas mengalami 


material, menimbulkan perubahan basis sosial, yang pada akhirnya 
melahirkan perubahan basis mental dan kognitif dalam kebudayaan 
mereka. Atau jika terumus sederhana, perubahan cara kerja (dari 
pertanian ke industri), menimbulkan perubahan cara hidup (dari buta 
huruf ke literasi), yang selanjutnya melahirkan perubahan cara pikir 
(dari apolitis menjadi politis). Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik 
Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 237—240. 
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distorsi, maka keutuhan suatu kebudayaan berada 
dalam suatu krisis yang sungguh-sungguh, karena itu, 
pendidikan lingkungan hidup adalah sesuatu yang sah 
berurusan dengan kebudayaan. 


Kalau pengetahuan adalah sesuatu yang alami, maka 
seluruh teknik produksi dan jaringan distribusi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar akan pengetahuan- seperti 
lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi- adalah 
kebudayaan. Sebab itu, seluruh pranata dan institusi 
yang memungkinkan pengembangan dan peningkatan 
pengetahuan adalah bagian sah dari kebudayaan. Suatu 
kajian mendasar terhadap apa yang sedang terjadi dalam 
dunia pendidikan, menjadi kebutuhan (kebudayaan) 
yang tidak bisa ditunda.'$ 


Oleh karena itu, yang menjadi soal dalam diskusi kebudayaan 
adalah sebuah aksi rasional yang sambung-menyambung 
dalam suatu keterpaduan untuk memahami, mengubah, 
mempertahankan kebudayaan tersebut sambil memberinya 
kemungkinan untuk diubah lagi demi kehidupan yang 
berkelanjutan menuju kehidupan sosial yang manusiawi. Dalam 
kerangka ini, maka suatu aksi sosial akan salah kaprah seandainya 
ia tidak berusaha mengenal apa yang terjadi di berbagai bidang 
dengan inti-inti kebudayaannya. Pada titik ini, ruang human 
social life terletak dalam tiga ranah: ekonomi, politik, dan negara. 
Jika sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan dasar tidak 
dimasukkan ke dalam kultur, maka seluruh kegiatan dan pranata 
kelembagaan yang berhubungan dengan proses menghasilkan 
dan mendistribusikan ketiga kebutuhan dasar tersebut, sunguh- 
sungguh mengalami krisis kebudayaan. 


16. Abdurrahman Wahid, “Negara dan Kebudayaan,” dalam Makalah 
Kongres Kebudayaan, (Jakarta, 3 November 1991), hlm. 4. 
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Hal ini kemudian berdampak pada munculnya berbagai 
ekses diskriminatif terhadap kehidupan manusia semisal 
konsentrasi pemilikan alat produksi di luar kontrol masyarakat 
yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam 
tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan, padahal ia 
merupakan sumber daya alam bagi kebutuhan manusiawi. Dari 
sini menjadi jelas bahwa ekonomisme: program pembangunan 
demi pemercepatan ekonomi tingkat tinggi adalah kebijakan a- 
kultural yang merusak inti kehidupan itu sendiri. Demikian juga 
otoritarianisme politik yang bukan merupa warisan kultur atau 
buah kepribadian bangsa, melainkan akibat dari pranata sosial 
yang bekerja di luar kontrol (kebudayaan) masyarakat. Terkikisnya 
kesadaran bahwa hal tersebut merupakan penyimpangan dari 
suatu kultur manusiawi, yakni hak kemerdekaan warga negara, 
menunjukkan adanya cacat yang perlu dipersoalkan dalam sebuah 
kultur bangsa. Suatu aksi kultural dan pendidikan politik tidak 
akan memenuhi sasarannya bila kemerdekaan tidak dianut sebagai 
asas paling mendasar bagi pengembangan kebudayaan. 

Pada titik inilah Wahid melakukan kritik atas birokratisasi 
kebudayaan yang telah melahirkan pembekuan daya kreatif 
manusia, yang mana berbagai proses kebudayaan tidak 
menciptakan pencerahan (enlightenment), tetapi proses “stulkifikasi 
massa”. Dalam proses ini, manusia Indonesia tidak dididik 
di dalam kepenuhan kepribadiannya, tetapi dididik menjadi 
robot-robot yang a-kultural, terkikis dari dasar-dasar untuk 
menjadi pribadi yang berkultur. Birokratisasi ini misalnya terjadi 
dalam dunia pendidikan, di mana semua lembaga pendidikan 
diturunkan derajatnya menjadi bagian dari depertemen 
pendidikan “partikular”, yang semata-mata memosisikan 
proses pendidikan sebagai mesin kebijakan negara. Dibuatlah 
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penyeragaman (pakaian seragam) untuk menciptakan jarak fisik 
(physical distance), yang kemudian menjadi jarak pengetahuan 
(knowledge distance), dan akhirnya berakhir pada jarak politik 
(political distance) yang menciptakan hierarki akademis, yang 
mana hubungan warga akademik terjalin bukan berdasarkan 
distribusi pengetahuan, melainkan distribusi kekuasaan. 

Birokratisasi ini juga terjadi pada penyempitan terma 
kebudayaan ke dalam political gimmick seorang menteri yang 
membonsai kebudayaan sebatas kesenian dan kesusastraan 
sehingga orientasi estetika sebagai “katarsis politik”: pembersihan 
nurani masyarakat, dan dengan demikian menjadi media 
bagi “perubahan kultural”, tidak terjadi. “Ketika bahasa, yang 
merupakan alat berpikir diposisikan sebatas technically oleh 
para penentu “policy bahasa”, maka ia merupakan birokratisasi 
alat berpikir, dan pada akhirnya birokratisasi proses berpikir 
itu sendiri. Proses berbudaya seperti ini adalah a-kultural yang 
tidak mengarahkan manusia kepada pencerahan, tetapi proses 
stultifikasi massa, di mana manusia Indonesia tidak dididik 
dalam kepenuhan pribadinya, tetapi dicetak menjadi robot-robot 
akultural, terkikis dari dasar-dasar untuk menjadi pribadi yang 
berkultur.” Demikian tandasnya. " 


17. Dalam kaitan ini, penulis mengelaborasi hubungan negara dan 
kebudayaan yang memang harus dipisahkan. Kenapa? Sebab, setiap 
pembahasan kebudayaan yang state centered, ia akan menyisakan 
politisasi. Hal ini nyata dan terjadi dalam diskursus strategi kebudayaan 
di negeri kita yang terkonstruk praktik Orde Baru. Pada era itu, strategi 
kebudayaan merupakan usaha negara untuk mengolah, membentuk, 
mengontrol, dan menggerakkan “kebudayaan pembangunan”, melalui 
birokratisasi. Bahkan, pada era Orde Lama pun begitu, di mana 
komunisme menjelmakan diktatoriat realisme sosialis melalui Lekra 
yang termaktub dalam Kongres Kebudayaan 1954. Satu hal yang juga 
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Dari sini kita akan menemukan bidikan struktural seperti 


termaktub di atas, yang kesemuanya akan bermuara pada kritik 


beliau atas kecenderungan birokratisasi kebudayaan sebagai 


penjelmaan kebijakan Orde Baru. Secara radikal, Wahid 


menggerakkan bidikan ini melalui wacana “pemisahan” kebudayaan 


dari negara. Ujarnya, dalam Negara dan Kebudayaan: 


Jarang atau hampir tidak pernah terjadi suatu kebudayaan 
dikatakan sebagai kebudayaan negara karena negara tidak 
pernah ada dan seharusnya tidak berurusan dengan 
kebudayaan... Di dalam cara melihat yang membedakan 
atau mempertentangkan antara negara dan masyarakat, 
maka kultur adalah sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab suatu masyarakat dan seharusnya tidak menjadi 
wewenang negara sebagaimana sekarang diletakkan di 
atas pundak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
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dilakukan Orde Baru pada Kongres Kebudayaan IV (1991), melalui 
gerak birokratisasi kebudayaan. Pada Orla, strategi tersebut berbentuk 
ideologisasi kesenian, demi legitimitas Manipol-Usdek. Satu hal yang 
berbeda pada Orba, yang menggerakkan deideologisasi kebudayaan. 
Keduanya memang antitesis sebab kubu seniman yang berjaya di 
era Soeharto adalah kubu Manifes Kebudayaan yang diberangus 
Soekarno. Hal yang kemudian dialami seniman Lekra pada era Orde 
Baru, melalui berbagai larangan karya-karya Marxian. Pasca-Reformasi 
1998, tubuh gemuk negara atas kebudayaan tergulat dalam berbagai 
regulasi hukum atas pola kebebasan kultural di masyarakat. Dalam 
agama misalnya, subordinasi negara atas kebudayaan terjadi pada klaim 
potensi konflik umat beragama sehingga harus diluruskan. Berbagai 
regulasi semisal RUU Kerukunan Umat Beragama (2003), SKB Dua 
Menteri (1969) R-KUHP Pasal 346—348 tentang penodaan agama, 
serta pengharaman MUI atas liberalisme-sekuler (2005), merupakan 
bukti. Inilah yang membuat studi kebudayaan musti terkait dengan 
kekuasaan, dengan satu target: pembebasan kebudayaan dari negara. 
Syaiful Arif, “Negara dan Kebudayaan,” dalam Koran Sindo, 19 
Agustus 2007. 


Cara melihat semacam ini tidak bisa tidak harus dianut 
karena adanya perbedaan mendasar dalam daya perekat 
masyarakat dan negara. Pandangan bahwa lembaga 
masyarakat adalah mitra lembaga negara, mengelabuhi 
dasar-dasar yang secara hakiki membedakan keduanya. 
Masyarakat mengambil kultur sebagai daya perekatnya, 
sedangkan negara mengambil kekuasaan sebagai daya 
perekatnya, dan dengan kekuasaan pula ia mengikat 
semua yang lain. Dalam hubungan itu, kebudayaan 
terlalu besar, terlalu penting, dan terlalu hakiki milik 
masyarakat untuk diberikan penyelesaiannya dan 
diberikan beban tanggung jawab untuk hanya dipikul 
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kultur 
seharusnya menjadi tugas utama masyarakat untuk 
memperkuat masyarakat secara keseluruhan dan tidak 
untuk memperkuat negara." 


Deskripsi ini semakin menandaskan otosentrisitas yang 
jika sampai pada titik radikal, harus melakukan pemisahan 
antara negara dan kebudayaan. Kenapa? Sebab, kebudayaan 
merupakan faktor esensial yang tersimpan dalam sisi esoteris 
dari kemanusiaan. Di dalamnya terdapat potensi kreatif yang 
digerakkan manusia demi pengolahan kehidupan menjadi 
semakin manusiawi. Gerak kreatif inilah yang lebih masuk dalam 
ranah kultur karena ia memberikan ruang tanpa dominasi bagi 
kebebasan alamiah. Dalam kultur, manusia mampu menjelma 
menjadi individu sekaligus “yang sosial”. Dua kutub ini yang 
diberangus oleh negara karena ia bergerak dalam otoritas dan 
terbentuk oleh kekuasaan. Otoritas meniscayakan impersonalitas 
karena ia sudah terstruktur dalam birokratisasi yang menempatkan 
individu dalam jejalan administratif sehingga abai terhadap 
pergulatan psikologis. 


18. Op.cit., hlm. 3—8. 
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Hal sama terjadi pada solidaritas sosial yang hilang karena 
negara lebih mengarahkan diri pada gerak vertikal, yang mana 
penanganan dan kemanfaatan negara, terbatas dalam elitisme 
politik. Sebuah penyimpangan yang terjadi akibat pelembagaan 
filsafat politik dalam institusionalisme sehingga segenap cita-cita 
tentang hak mendasar manusia, terkotakkan dalam “dinding 
beton” trias politica dan sistem perwakilan, yang semakin 
menjauhkan rakyat dari proses kontrak sosial.'? Pemisahan 
antara negara dan kebudayaan memberikan penyadaran bahwa 
kebijakan budaya oleh negara, sebenarnya merupakan proses 
politisasi, di mana “yang politik” memanfaatkan “yang kultura?” 
demi stabilitas kekuasaan. Inilah yang terjadi, tidak hanya dalam 
domain kebijakan kesenian, tetapi semua agenda negara karena 
dalam kehidupan modern, hanya ada dua entitas: kebudayaan 
dan negara,” dan keduanya saling berhadapan. Jika kebudayaan 


19. Jens Bartelson, The Critigue of the State, (UK: Cambridge University 
Press, 2001), hlm. 114116. 

20. Hal berbeda dengan Habermas. Menurutnya dalam masyarakat 
kontemporer, dikotomi negara-masyarakat di mana yang pertama 
mengangkangi yang kedua telah mengalami pergeseran. Satu gerak 
yang terbarengi oleh keharusan penggantian paradigma Hegelian 
yang menempatkan negara sebagai Ruh Objektif (objektiver Geist), 
realisasi ide kesusilaan (Sittlichkeit) atau penahbisan negara Platonis 
yang mengacu pada “manusia besar” (macro anthropos). Paradigma 
yang memosisikan negara sebagai pusat, tempat segenap masyarakat 
harus menundukkan totalitas loyalnya, harus diakhiri. Disebabkan 
saat ini, masyarakat global telah tergulat dalam tiga elemen besar: 
negara, pasar, dan masyarakat. Pada langgam ini, negara tidak lagi 
mampu mendiktekan hegemoninya karena pasar terbukti memiliki 
otoritas ekonomi lintas negara. Satu hal yang juga terjadi di masyarakat 
melalui suatu pluralitas nilai dan orientasi politik beragam, dengan 
keragaman struktur sosial yang mampu otonom dari negara, misalnya 
hubungan publik dalam dunia virtual. Ini yang membuat Habermas 
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lebih memaknai masyarakat kontemporer sebagai jaringan tindakan- 
tindakan sosial. Di sini, negara dan pasar adalah sub-sistem dari sistem 
sosial yang merupa reduksi atas kompleksitas tindakan-tindakan 
strategis dalam masyarakat luas, sedangkan masyarakat luas itu sendiri 
merupakan Lebenswelt (dunia-kehidupan atau kebudayaan) yang 
terdiri dari tindakan-tindakan komunikatif yang menjadi elemen 
solidaritas sosial. Sebagai jaringan tindakan sosial, ketiga elemen ini 
harus terjalin melalui rasionalitas komunikatif. Satu hal yang oleh 
Habermas ditahbiskan pada hukum. Artinya, hukum dilihat mampu 
menjadi engsel yang menghubungkan antara system dengan Lebenswelt. 
Hal ini berangkat dari posisi mendua dari hukum, satu sisi ia membuka 
ruang bagi tindakan strategis sehingga ia bisa dijadikan alat pemaksa 
oleh negara, tetapi sisi lain ia juga membuka diri bagi konsensus 
rasional, yang tentunya membuka ruang bagi rasionalitas komunikatif 
gua masyarakat. Inilah yang menahbiskan demokrasi deliberatif itu, 
yang mana praktik politik tidak melulu mengacu pada pemercayaan 
atas institusionalisme negara. Praktik politik harus turun dari menara 
angkuh negara kepada legitimitas diskursif pada aras ruang publik. 
Hanya melalui pengujian diskursiflah, segenap kebijakan publik 
yang sentralistik mampu dikembalikan lagi kepada rakyat, melalui 
perumusan partisipatif, dengan satu target, yakni penaubatan konsensus 
rasional sebagai konsensus kontraktual yang legitim (hukum). Inilah 
satu usaha Habermas untuk menanggulangi suatu tragedi kebudayaan. 
Di sini, kebudayaan tertahbis dalam Lebenswelt atau life-world, yakni 
suatu dunia-kehidupan, di mana manusia hidup dalam rengkuhan nilai 
dan makna yang mendasari segenap tindakannya. Nilai inilah yang 
melembaga dalam kultur sehingga seorang individu akan tetap tergerak 
dalam lingkaran nilai-nilai kulturalnya. Sementara itu, lawannya adalah 
sistem, yang oleh Habermas tahbiskan dalam dominasi rasionalitas 
instrumental dan tata administratif dari negara birokratik. Hal 
yang bermasalah bukanlah sistem itu sendiri karena bagi Habermas, 
rasionalitas merupa produk kebudayaan Pencerahan tetap dibutuhkan 
masyarakat untuk menata Lebenswelt. Suatu tragedi kebudayaan 
baru terjadi ketika Lebenswelt terkolonialisasi oleh dua macam sistem 
modern tersebut. Jadi, sistem administratif dalam lembaga pendidikan 


tidaklah jelek dengan sendirinya. Ia menjadi buruk, hanya ketika tidak 
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tidak mampu menggerakkan otosentrisitas, maka negaralah yang 
memanfaatkannya demi hegemoni politik, yang secara ontologis 
tidak akan hilang, meskipun proses globalisasi konon telah 
menghilangkan batas negara. 

Ini yang membuat anarkisme ada, yakni dalam sebuah 
kegelisahan akan terberangusnya potensi otentik manusia: energi 
kreatif, oleh otoritas politik. Otoritas telah menjelma “yang 
politikal” atas “yang spiritual”, yang mana idealisme: kesadaran 
sebagai penentu realitas, telah diberangus bukan hanya oleh 
realisme, melainkan pemaksaan realis melalui represi politik dan 
hegemoni moral. Ini yang membuat anarkisme melakukan kritik 
atas marxisme, selayak ketegangan antara Mikhail Bakunin dan 
Marx di Sidang Internasionale Pertama 1872 Den Haag, guna 
memperdebatkan posisi negara dalam revolusi proletar. Bagi 
Marx, negara tetap dibutuhkan sebagai “mesin transisi” dari masa 
sosialis kepada masyarakat tanpa kelas. Ketika komunisme lahir, 
secara otomatis, negara akan lenyap dengan sendirinya karena 


mampu terkomunikasi dengan kebutuhan maknawi yang berada pada 
ranah kebudayaan. Ketika sistem pendidikan malah menjauhkan 
pelajar dari kebutuhan untuk mengetahui jati diri dan tata kehidupan, 
maka saat itulah terjadi kolonialisasi sistem atas kebudayaan. Pada aras 
politik, penempatan hukum sebagai legitimitas diskursif merupakan 
satu solusi dari kolonialisasi negara atas ruang publik yang secara 
hakiki merupakan ruang kebudayaan dari politik itu sendiri. Maka 
tak ayal, proses politik harus menjelmakan rasionalitas komunikatif 
antara sistem negara dengan praksis kebudayaan pada masyarakat 
sipil dan hukum dalam suatu ruang publik komunikatif, merupakan 
jembatan untuk menghubungkan dua entitas yang berbeda, tetapi 
saling membutuhkan itu. F Budi Hardiman, “Demokrasi Deliberatif: 
Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto”, dan A. Sudiarja, “Tanpa 
Kemampuan Komunikatif, Masyarakat Hancur,” dalam Majalah Basis, 
(No. 11—12, Tahun Ke-53, 2004), hlm. 16—18 dan 40—47. 
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negara hanya representasi dari kelas yang telah terlenyapkan. 
Ini yang dikhawatirkan Bakunin yang akhirnya terjadi, ketika 
marxisme-leninisme meledakkan Revolusi Bolsyewik (1917), dan 
Partai Komunis kemudian menjelma Diktator Proletariat dalam 
sebuah birokrasi partai nan sentralistis. Bagi Bakunin dan kaum 
anarkis, kelahiran Negara Komunis inilah yang menodai cita-cita 
Marx karena eksploitasi baru atas nama kelas buruh, terjadi. ?' 
Dari sini, terlihat bahwa anarkisme sebagai sebuah filsafat 
politik yang anti terhadap otoritarianisme otoritas, dengan 
marxisme sebagai filsafat sosial yang anti terhadap penindasan 
kapitalisme, memiliki akar pijak sama. Keduanya sama-sama 
memprihatinkan masa depan “yang otentik” dari manusia: 
energi kreatif yang membuat manusia bisa berkembang dan 
mengembangkan kehidupan sesuai dengan energi tersebut. 
Otentisitas inilah yang oleh kapitalisme terasingkan oleh 
mekanisme kerja alienatif, tidak berangkat dari kreativitas pekerja, 
dan tidak memberikan hasil kerja tersebut sesuai dengan tenaga 
yang terberi. Oleh anarkisme, keterasingan ini juga terjadi ketika 
otoritas politik begitu hegemonik dan tidak menyisakan pilihan 
bebas bagi individu untuk bergerak sesuai dengan kreativitasnya.” 
Ini dilakukan melalui dua sisi: hegemoni produktif berbentuk 
pengarahan moralitas melalui pendidikan, regulasi sosial, regulasi 
agama, dan regulasi kebudayaan, serta penindasan represif sejak 
kesewenangan hukum dan undang-undang dalam mendefinisikan 
kriminalitas, plus hukuman penjara hingga pembunuhan rakyat 


oleh militer atas nama kesucian negara. 


21. Sean M. Sheehan, Anarkisme, Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan, 
(Tangerang: Marjin Kiri, 2006), hlm. 63—70. 

22. Daniel Guerin, Anarchism, From Theory to Practice, (New York: 
Monthly Review Press, 1970), hlm. 39—42. 
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Representasi negara oleh kaum anarkis selalu merujuk 
beberapa aktor ini: tentara, polisi, hakim, dan politisi (partai). 
Tentara-polisi sebagai agen represif yang memiliki wewenang 
untuk membunuh, memukul, dan menyiksa rakyat, hakim 
sebagai penentu sewenang-wenang, mana yang kriminal dan 
mana yang tidak, serta politisi yang membuncahkan retorika 
manipulatif atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi sebenarnya 
hanya mengejar praktik koruptif. Negara tak ada baiknya karena 
di balik ketiga macam aparatur tadi, negara memiliki jiwa sendiri, 
yakni hukum besi oligarki?, yang akan menelan semua idealisme 
dan aktivisme politik ke dalam mesin birokrasi, serta tangan 


23. Hukum besi oligarki merujuk pada pemberangusan filsafat politik oleh 
birokrasi. Ini merupakan suatu keniscayaan, di mana demokrasi tidak 
bisa hidup tanpa organisasi. Satu hal yang justru membunuh esensi 
demokrasi itu sendiri, yang lahir dari kedalaman filosofis atas hak 
warga masyarakat. Pemberangusan filsafat politik terjadi, karena dalam 
birokrasi, penentuan kebenaran bukan oleh dan untuk kebenaran itu 
sendiri. Ia lebih terjalin dalam relasi otoritas hierarki, di mana kebenaran 
mutlak berada di tangan Ketua Umum, bukan dalam UU. Inilah yang 
melahirkan pergeseran ke arah personifikasi kebenaran, kebenaran 
adalah sang ketua. Gerak ini kemudian terbarengi oleh kebutuhan 
birokrasi sebagai sebuah sistem, yakni stabilisasi struktur internal. 
Tujuan politik dalam hal ini tidak lagi mewujudkan cita filosofis, tetapi 
bahkan mesin politik, baik partai, parlemen, departemen pemerintah, 
dan negara, sudah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Tentu selayak 
partai, kebutuhan utama tidak lagi mengacu pada gerak filosofis dari 
ideologi politik, tetapi bagaimana melakukan peraupan suara sebesar 
mungkin. Pelunakan ideologi terjadi melalui apa yang sering kita sebut 
sebagai pragmatisme politik. Inilah yang menenggelamkan subjek 
dalam kuasa struktur tak terubah sehingga selaik peribahasa Prancis: 
homme elu, homme foutu (siapa terpilih, ia kalah), atau Si cambia il 
maestro di capella, ma la musica e sempre guella (dirigen boleh berganti, 
musik tetap sama), presiden boleh berganti, negara tetap sama. Robert 


Michels, “Hukum Besi Oligarki,” dalam Ichlasul Amal (Ed.), Teori- 
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represif-manipulatif dari hak kesewenangan yang ada dalam apa 
yang disebut kekuasaan. 

Negara, bahkan menurut Marx bersifat sakral karena 
ia berada di “sebalik realitas”. Dalam posisi ini, negara telah 
menjelma realitas di balik realitas, yang tak terjangkau oleh rakyat. 
Ia mencipta distansiasi begitu panjang, sejak dari proseduralisme 
politik: parlementarisme, institusionalisasi hukum, dan kewahan 
eksekutif sehingga segenap aspirasi kemanusiaan telah tertumbuk 
oleh tembok baja bernama departemen sosial, kementerian 
hukum dan HAM, serta pengadilan tinggi. Satu hal yang menjadi 
penyakit utama demokrasi, karena dengan serampangan telah 
mewakilkan hak tak terhindarkan (inalienable rights) kepada 
lembaga politik. Hukum besi oligarki kemudian menjelma, 
ketika aspirasi kemanusiaan yang bersifat esoteris, perasaan, 
jiwa, keadilan, dan nyawa itu harus tertelan secara otomatis oleh 
hierarki birokrasi yang mengasingkan individu dalam jejaring 
aturan, angka administrasi, dan feodalisme modern. Birokrasi 
bukan hanya menjelma kerajaan pejabat (officialdom), melainkan 
terlebih pembunuhan “realisme politik”, atas hak subjektif 
manusia yang lahir bahkan dari kediktatoran politik tersebut. 


Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 
35—40. 
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BAB III AS 


Study of Culture, 
Cultural Studies 


ari aras filosofis, yakni nilai, maka kebudayaan 
D kemudian terbumikan pada praksis kehidupan. Inilah 

yang menggeret persoalan budaya pada domain 
antropologiss satu domain yang menahbiskan suatu pengkajian 
atas budaya (study of culture). Dalam model ini, kebudayaan 
menjadi objek, yang mana sang peneliti menjadi subjek pengkaji. 
Satu hal yang berbeda dengan cultural studies, yang mana bahkan 
studi budaya telah dilihat sebagai cara penguasaan epistemik atas 
masyarakat. 

Di sini, kekhawatiran filsafat akan nont-filosofisnya ilmu 
budaya, tak sepenuhnya terjadi. Kenapa? Disebabkan dalam 
berbagai studi tersebut, terdapat kegelisahan normatif yang 
mempertanyakan apa nilai kebudayaan? Ini yang berusaha 
diklarifikasi oleh Ahimsa Putra atas tesis Bakker yang menambatkan 
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nilai kebudayaan, hanya dalam ruang filsafat. Menurut Ahimsa, 
domain lain selayak antropologi juga memiliki konsen akan nilai. 
Ini terjadi karena bagi antropologi, kebudayaan juga tertahbis 
sebagai makna pembeda dari kemanusiaan, yang dibedakan 
dengan binatang. Antropologi sebagai metode pengkajian 
budaya (study of culture) memiliki ragam usaha, bagaimana 
merumuskan cara-kaji sehingga pengkaji mampu menemukan 
apa makna hakiki dan bagaimana proses kebudayaan tergerak 
di masyarakat? 

Pada titik ini, antropologi mengalami pembelahan, pihak 
yang menjadikan kebudayaan sebagai alat adaptif agar manusia 
mampu memenuhi kebutuhan ekonomis dan pihak yang 
melihat kebudayaan sebagai makna ideal dari kemanusiaan, 
yang hanya bisa ditemukan melalui cara baca interpretatif. Yang 
pertama mengacu pada metodologi yang menahbiskan suatu 
materialisme kebudayaan, yang kedua merujuk pada simbolisme 
kebudayaan. 

Pertarungan ini menjadi penting karena paradigma 
materialis kemudian melahirkan fungsionalisme kebudayaan: 
suatu politisasi kebudayaan oleh struktur politik, yang menjadi 
titik tembak dari kritik buku ini. Sementara yang kedua, yakni 
simbolisme merupakan langkah awal dalam kehendak memahami 
kebudayaan dalam ruang otentiknya (nilai), meskipun dalam 
antropologi simbolik, kesadaran akan politisasi nilai yang 
menahbiskan suatu kekerasan simbolik, belum terwujud. Hanya, 
tergeraknya simbolisme kebudayaan telah memberikan gambaran 
bahwa ruang kebudayaan, terlebih berada di ruang simbolik: 
satu ruang yang menampung idealitas nilai —di mana filosofi 
kebudayaan berada— dan tergerak berdasar energi asalinya. 
Praktik politisasi dari materialisme kebudayaan dan kekosongan 
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analisis politisasi simbolik dari simbolisme antropologi inilah 
yang akhirnya mencipta pergeseran dari study of culture kepada 
cultural studies. Satu hal yang akan terjelaskan di lekuk akhir 
lambaran ini. 

Seperti diketahui, dalam antropologi, kebudayaan menjelma 
titik vital. Ia menjadi ranah garap, paradigma, sekaligus cara 
baca, jika seorang pembaca hendak melihat seberapa canggih 
seorang antropolog memecah persoalan budaya. Memang, seakan 
para antropolog hanya melihat kebudayaan pada praktik di 
masyarakat, melalui etnografi. Tetapi tidak, sebab dalam proses 
penulisan itu, antropologi sering masuk dalam detail struktur 
logika yang tersembunyi dalam simbol, entah ritual, totem, seni, 
hingga kekerabatan. Pembahasan kebudayaan melalui antropologi 
menjadi penting karena dengan segenap dialektika, perspektif ini 
telah melakukan penelaahan serta perumusan, atas makna dan 
nilai manusia serta pergelutannya dengan struktur sosial, baik 
dengan tujuan pemanfaatan kebudayaan, maupun pembebasan 
kebudayaan dari pemanfaatan tersebut. 

Titik sentral kebudayaan dalam antropologi terletak pada 
posisinya sebagai medium bagi manusia untuk berinteraksi 
dengan kehidupan. Antropologi terlepas dari perbedaan setiap 
paradigma, memosisikan manusia sebagai “hewan maknawi”, 
yang berinteraksi dengan alam melalui simbol. Aspek “peniruan 
manusia” (human artifice) menjadi penting karena merujuk 
Hannah Arendt, “Manusia meniru cara dunia memisahkan 
keberadaannya dari lingkungan hewan semata, tetapi kehidupan 
itu sendiri berada di luar dari dunia tiruan ini, dan melalui 
kehidupan, manusia tetap berhubungan dengan semua organisme 
yang lain.” Aspek artifisialitas dari kehidupan manusia inilah yang 
oleh antropologi disebut sebagai kebudayaan karena kebudayaan 
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(simbolisme kognitif) menyediakan jembatan kreatif bagi 
manusia untuk mengolah ulang alam sesuai dengan kemanusiaan. 
Misal sederhana terletak pada pembedaan insting dan nilai, yang 
membuat manusia tidak hanya berdasar hasrat seksual ketika 
berhadapan dengan lawan jenis, tetapi ia terbatasi oleh nilai 
(agama dan norma sosial) yang mengerem serta mengarahkan. 

Pada titik ini, konsep manusia sebagai makhluk simbolik 
(animal symbolicum) menjadi penting. Konsep ini menentang 
konsepsi manusia yang dideterminasi oleh daya atau stimulan 
eksternal, yang mana naturalisme telah menahbiskan adanya 
realitas material-eksternal yang berjalan secara deterministik, 
independen dari subjek. Di sini, manusia tidak berhadapan 
dengan dunia fisik selayak hewan. Ia mampu mengambil jarak 
dengan realitas karena memiliki suatu substratum simbolik di 
benaknya, yang membuat ia mampu melakukan refleksi atas 
stimulan eksternal. Ia tidak merepresentasikan realitas seperti 
adanya, tetapi memiliki kapasitas untuk mengolah realitas itu 
menjadi simbol kultural, seperti bahasa, agama, seni, dan ilmu 
pengetahuan.” Realitas tidak sama dengan sensasi indrawi 
karena ia tidak pernah terberi (given), melainkan merupa rajutan 
simbolik kreativitas. Selayak maktub Jenks, yang merumuskan 
wilayah kebudayaan bagi antropologi, yang merujuk pada 
kekhasan manusia sebagai makhluk simbolik: 


In its most general and pervasive sense anthropologists 
directs us to a consideration of all that which is symbolic: 
the learned, ideational aspects of human society. To speak 
of the cultural was to reaffirm a philosophical commitment 
to the difference and particularity that is humankind: 


24. Ernst Cassirer, Manusia dan Kebudayaan, Sebuah Esai tentang Manusia, 
Penerj. Alois A. Nugroho, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 36—41. 
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Animals, even the chattering dolphins, do' nature, while 
human beings inevitably transform their world into, 
and by way of, a series of symbolic representations. We 
now meet with the natural and, indeed, experience it 
as preformed, through our vocabulary of symbols which 
are primarily linguistic but increasingly elaborate out 
into other forms like custom, convention, habit and even 
artifact. 


The symbolic representations that constitute human 
knowing are, in their various groupings, classifications 
and manifestations, the cultural. The very idea of culture 
therefore generates a concept which, at one level, provides 
4 principle of unification for the peoples of the world. 
Culture then, was the common domain of the human, 
it distinguished our behavior from that other creatures 
and it provides a conceptual break with the dominant 
explanatory resource of biological and, latterly, genetic 
determinism. 


Dari sini, terlihat bahwa kebudayaanlah yang membedakan 
manusia dengan binatang. Aspek representasi simbolik menjadi 
pembeda karena dengan hal tersebut, manusia memiliki filter 
untuk menyaring dunia sekaligus mengendalikan apsek instingtif 
yang menyamakannya dengan binatang. Representasi ini 
kemudian melahirkan kebudayaan, yang jika meminjam definisi 
kebudayaan “sapu bersih” EB Taylor disebut sebagai totalitas 
pengalaman manusia, meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, 
moral, hukum, adat istiadat, kapabilitas, dan kebiasaan normatif 
yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. 

Hal ini terjadi karena ruang kebudayaan menyediakan lahan 
garap bagi antropologi yang mengacu pada dua hal. Pertama, cara 


25. Chris Jenks, Culture, (London and New York: Routledge, 1993), hlm. 
9. 
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manusia mempertahankan kehidupannya. Ini yang melahirkan 
pendekatan kebudayaan sebagai sistem sosio-budaya, di mana 
kebudayaan dilihat sebagai cara adaptif dari manusia untuk 
menghadapi lingkungan eko-biologisnya. Tentu pendekatan 
ini lebih mengedepankan unsur etik, di mana kebudayaan 
terlebih dilihat dalam bentuk rutinitas perilaku budaya, pola 
interaksi dan institusi sosial yang didukung oleh rasionalisasi 
dan ditransmisikan oleh keyakinan bersama. Poin ini yang 
menjadi concern dari ekologi budaya, materialisme kebudayaan, 
dan fungsionalisme, yang memosisikan persoalan makna dalam 
bentukan struktur sosial, di mana letak vital dari makna tersebut 
terdapat pada fungsionalitasnya untuk memenuhi kebutuhan 
kondisional. 

Pada titik inilah pendekatan antropologi kemudian 
melahirkan konsepsi kebudayaan as 4 cultural system karena 
ia menghadirkan pergulatan makna dalam sebuah kurungan 
institusional, baik berupa struktur sosial, maupun struktur logis 
dari fungsionalitas makna. ? Sebagai sistem adaptif, kebudayaan 
kemudian terbelah antara material culture dengan non-material 
culture. Sering kedua bentuk ini tergulat dalam gerak perubahan 
budaya, dengan pensyaratan adaptasi budaya non-material 
untuk mengimbangi perubahan yang lebih dahulu terjadi pada 
budaya material. Kebudayaan adaptif kemudian tertahbis sebagai 
usaha adaptasi dari ruang kognisi masyarakat sebagai risiko 
dari perubahan material. Inilah yang kemudian menyisakan 


26. John Hutnyk, “Culture,” dalam Theory, Culture & Society, (SAGE 
Publications, 1006: 23), hlm. 353. 
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ketertinggalan kebudayaan karena perubahan sistem sosial tidak 
dibarengi dengan perubahan pemikiran.” 

Ranah kedua terletak pada cara manusia mempertahankan 
identitasnya. Ranah ini mengacu pada aktivitas yang fungsi 
primernya adalah mendefinisikan dan membatasi status manusia 
atau ekspresi yang hendak mewujudkan makna manusia 
melalui simbol. Aspek pertahanan identitas ini menjadi penting 
sebab ketika ranah mempertahankan kehidupan hanya melihat 
berfungsinya ritual untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka 
kerja mempertahankan identitas merujuk pada penggalian jawab, 
apa yang membuat ritual itu terjadi. Proses ini terjadi misalnya 
dalam covering Geertz atas budaya “sambung ayam” di Bali. Bagi 
Geertz, sasaran kajian dalam ritual ini bukanlah bagaimana orang 
Bali berjuang agar tetap hidup dalam dunia sosial, melainkan 
bagaimana mereka mempersepsikan dan mengekspresikan diri 
dalam dunia sosial yang dibangun pada ranah publik yang 
dimiliki bersama melalui simbol. Dari sini, pemaknaan simbolis 
menambatkan kesimpulan teoretis bahwa imposisi makna 
terhadap kehidupan adalah tujuan akhir dan kondisi primer 
eksistensi manusia, yang oleh orang Bali, sebagian didapatkan 
melalui medium simbolik “adu ayam”. 8 

Pada titik ini lahir kebudayaan sebagai sistem simbolik, 
yang mengacu pada perangkat makna yang dipelajari, dimiliki 
bersama, berpola, memberikan kemampuan bagi manusia untuk 
mempersepsi, menginterpretasi, dan mengevaluasi kehidupan, 


27. Soerjono Soekanto, WE Ogburn, Ketertinggalan Kebudayaan, (Jakarta: 
CV. Rajawali, 1986), hlm. 31—39. 

28. Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar 
Kritis Mengenai Paradigma, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 
76—88. 
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yang secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam keyakinan 
dan perilaku. Pendekatan ini tentu mengedepankan kajian emik, 
menukik ke dalam struktur logis dari sistem kognisi, interpretasi 
terhadap makna simbol, serta penekanan terhadap supra-struktur, 
sebagaimana dikerjakan oleh strukturalisme dan interpretivisme 
simbolik. Memang, terkesan pendekatan ini akan terjebak dalam 
determinisme kebudayaan karena seorang antropolog kemudian 
menempatkan kebudayaan sebagai pembentuk pikiran dan 
perilaku. Hanya saja, dualisme sistem sosio-budaya dan simbolik 
tersebut sebenarnya hanya bersifat semantik karena dalam cara 
kerjanya, kebudayaan selalu bersifat terstruktur-menstruktur 
(structurizing structure), di mana emik membentuk etik sementara 
etik melahirkan emik baru. Hanya memang, pergulatan antara 
perspektif adaptif versus simbolik menjadi relevan, terkhusus 
ketika merujuk pada kelahiran interpretivisme sebagai kritik 
atas determinisme sosial dari fungsionalisme. Pergulatan ini 
hendak menyatakan bahwa kebudayaan memang memiliki 
otonomi sendiri, yakni dalam simbol sehingga ia bukan bentukan 
dari struktur sosial, oleh karenanya tidak bisa dipaksa untuk 
memberikan upeti bagi stabilitas sistem politik. 

Dalam gelaran ini, antropologi kemudian memberikan 
gambaran kontras antara positivisme yang hendak mendekati 
kebudayaan melalui penjelasan (eksplanasi) dengan interpretivisme 
(penafsiran) yang lebih menekankan perogohan makna. Kritik 
terhadap positivisme jelas karena ia dianggap menyamakan 
fenomena budaya dengan alam, di mana kegiatan ilmiah selalu 
dirujukkan pada perumusan kausalitas hukum-hukum sosial, 
yang terkonstruk dalam konsepsi sistem. Menurut interpretivisme, 
hal ini irrelevant karena dinamika budaya bersifat unik dan 
menggambarkan diferensiasi kualitatif, satu hal yang tentu tak 
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bisa dikotak-bagikan dalam pemilahan matematis. Kontras 
metodologis ini kemudian tergeret dalam kontras paradigmatis, 
antara pihak yang hanya menjadikan kebudayaan sebagai sub- 
ordinasi dari sistem sosial versus penempat kebudayaan sebagai 
wilayah otonom yang terdapat dalam simbol, teks, dan tradisi. 
Segenap paradigma antropologi yang akan terbahas merujuk 
pada pembelahan besar ini, yang mana fungsionalisme struktural, 
materialisme kebudayaan, dan evolusionisme, berangkat dari 
pengandaian organisme biologis atas kebudayaan sehingga 
“yang kultural” harus memperkuat “yang sosial”. Satu hal yang 
membedakan dengan strukturalisme, antropologi kognitif, dan 
interpretivisme simbolik yang membingkai kebudayaan sebagai 
unsur ideasional, pembentuk infrastruktur sosial, di mana segala 
sistem masyarakat akan berpijak dan mengacu pada “yang ideal” 
tersebut. 

Pada titik ini, evolusionisme kemudian menjelma rahim dari 
segenap paradigma antropologi. Ia mengacu pada pemaknaan 
kebudayaan sebagai proses perubahan lambat nan teratur 
(evolusi) yang diadaptasi dari proses evolutif kehidupan biologis. 
darwinisme terlihat, di mana kebudayaan terkena hukum seleksi 
alam: survival of the fittes” Dalam perspektif ini, kebudayaan 


29. Menarik di sini ketika ternyata marxisme berangkat dari darwinisme 
sosial yang mengandaikan gerak sejarah masyarakat sebagai proses 
evolusi. Meskipun pada satu titik, Marx tetap membedakan evolusi 
masyarakat dengan biologi dan menetapkan bahwa yang pertama 
tidak berangkat dari yang kedua. Engels dalam pemakaman Marx 
pun menyatakan, bahwa sebagaimana Darwin menemukan hukum 
evolusi dalam alam organik, begitu pula Marx telah menemukan 
hukum evolusi sejarah manusia. Klaim ini tak disesali karena 
Marx pun begitu kagum dengan Darwin, dan konon, Kapital-nya 
dipersembahkan untuk mpu evolusionisme itu. Bagi Marx, Darwin 
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telah mengembangkan penjelasan materialis terhadap evolusi manusia 
sehingga ia menggunakannya untuk menelusuri evolusi proses produksi 
dan reproduksi masyarakat. Evolusionisme mampu menjelaskan 
mekanisme apa yang menghasilkan gagasan, prinsip, dan proses yang 
menata masyarakat dalam babak sejarahnya hingga mencapai tatanan 
kapitalisme. 

Tentu, ini merupakan kesadaran Marx, yang semula hanya berangkat 
dari trinitas suci pemikiran Eropa, sosialisme radikal Prancis, 
filsafat spekulatif Jerman, dan ekonomi politik Inggris. Marx pada 
awalnya juga abai terhadap fakta antropologis dan hanya mengamini 
tesis masyarakat Eropa saat itu, bahwa kebudayaan non-Eropa 
merupakan pinggiran: peradaban primitif yang tak memiliki &lan 
revolusi. Kesalahan Marx ini direvisi ketika ia mulai menyadari 
bahwa tesis Hegelian muda yang menambatkan tembakan revolusi 
pada pembenahan negara, salah, karena yang harus dirombak adalah 
“masyarakat”. Ini yang membuat Marx mau tak mau harus menengok 
antropologi karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang proses 
terbentuknya masyarakat, ditambah dengan penemuan teori nilai-lebih 
dan penciptaan laba yang memacu keingintahuan Marx atas sejarah 
kemunculan kapitalisme. Pada titik ini, ada dua model Marx bergelut 
dalam antropologi, terkhusus evolusionisme. Pertama, historis, di mana 
Marx tertarik pada kebudayaan primitif karena ia ingin membangun 
teori umum tentang sebab-musabab kemunculan kapitalisme. Kedua, 
retoris, karena Marx membutuhkan contoh kasus untuk menunjukkan 
bahwa lembaga-lembaga kapitalisme secara historis adalah khas, dan 
oleh sebab itu bisa berubah. Pemanfaatan retoris ini digerakkan untuk 
menunjukkan kesejarahan lembaga masyarakat sehingga mereka perlu 
mengajukan lembaga-lembaga yang berbeda dengan kapitalisme. 
Misal, termasyhur untuk model historis adalah studi Lewis Henry 
Morgan tentang Ancient Society yang diterbitkan tahun 1877 dan 
dibaca Marx pada 1880. Karya ini Marx anggap sebagai mata air di 
padang tandus dukungan ilmiah atas materialisme historis. Marx 
membaca dan mengomentari melalui Conspectus on Lewis Morgans 
Ancient Society. Dalam studinya, Morgan memilah tahapan manusia 
yang bertumpu pada landasan material seperti penggunaan api, 
busur dan panah, perkakas keramik, hewan jinakan, dan tulisan. Di 


dimaknai sebagai pola atau variasi perubahan kebudayaan 
universal, yang pasti terjadi di setiap lekuk masyarakat. 
Kebudayaan adalah evolusi dari primitive culture kepada modern 


sini, Morgan menemukan fakta bahwa lembaga pokok yang menjadi 
buhul masyarakat borjuis seperti keluarga, kepemilikan pribadi, dan 
negara, terbukti tidak pernah ada dalam masyarakat pra-sejarah. 
Lembaga-lembaga tersebut berkembang seiring dengan perubahan 
pola produksi material secara evolusioner. Teori evolusi Morgan 
menandaskan materialisme Marx yang meyakini bahwa lembaga 
sosial bukan sesuatu yang baku, melainkan dihasilkan oleh kondisi 
sosial-ekonomi. Satu hal yang membuat segenap pergulatan perang, 
kelas sosial, kemiskinan, agama, parlemen, dan seni, dapat dijelaskan 
melalui penelaahan landasan teknologi, ekonomi, dan segala kondisi 
material yang melingkupi masyarakat. 

Ini yang membuat Marx merevisi evolusi masyarakat yang semula 
meliputis 1) komunitas kesukuan yang dikaitkan dengan bentuk 
ekonomi primitif (berburu, meramu, penggembalaan, dan awal 
pertanian sederhana), 2) masyarakat negara model Yunani-Romawi, 
3) masyarakat feodal, dan 4) masyarakat borjuis. Setelah memperluas 
kajiannya pada ranah antropologi, Marx kemudian menambahkan 
“ragam produksi Asiatik”, yakni sistem produksi Tiongkok, India, 
dan Peru yang tergelut dalam struktur politik despotik, ke dalam satu 
tahap evolusi sistem produksinya. 

Evolusionisme Marx ini kemudian menyisakan sifat “kepalsuan 
realitas” kebudayaan. Ini terjadi karena perkembangan basis-struktur, 
yakni mode produksi ekonomi telah membiaskan supra-struktur nan 
menipu. Inilah fetisisme itu, yang tidak hanya menjadikan “yang 
material” sebagai realisasi “yang abstrak”, tetapi justru materi itulah 
yang menggerakkan segenap cita moral, politik, kesadaran, dan 
kebudayaan, sesuai dan mengekor pada materi tersebut. Materialisme 
dialektis menyatakan hal ini, di mana bukan kesadaran yang 
membentuk realitas, melainkan kepungan realitas ekonomislah yang 
menentukan bentuk kesadaran. Tentu, kesadaran dan kebudayaan 
tidak lagi memiliki otonomi karena kehadirannya tergantung oleh 
eksistensi “yang materi”. Tepat pada titik inilah, realitas menjadi palsu 
karena ia hanya bias dari rekayasa kepentingan produksi kapitalisme. 
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culture. Ada sebuah keniscayaan sejarah, yang membuat masa kini 
lebih baik dari masa lampau serta peradaban maju lebih sempurna 
dari kebudayaan terbelakang. 

Yang dicari kemudian adalah budaya apa saja yang lebih 
cepat bisa berubah dan sebaliknya. Ini merupakan derivasi dari 
pemetaan hierarkis kebudayaan oleh Kluckhon yang memilah 
kebudayaan menjadi tujuh universalitas (cultural universals) 
sistem ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, agama, 
pengetahuan, dan seni. Bagi perspektif ini, pemetaan kebudayaan 
selalu berada dalam tiga ruang: kebudayaan sebagai konsep (ideas), 
interaksi sosial (activity), serta produk budaya (artifacts) yang 
merupa material culture. Dari sini, penelitian budaya mengacu 
pada dua metode: diakronis untuk melihat perubahan budaya 
pada satu masyarakat dengan perbedaan jangka waktu antara 
dahulu dan kini, serta sinkronik yang merujuk pada komparasi 
dua sub-budaya dalam satu masyarakat sehingga diketahui mana 
budaya tertutup dan mana yang terbuka. 

Pendekatan ini memang sering menciptakan cultural 
bias karena terpaku pada budaya sebagai produk, melalui satu 
determinisme Eurosentis yang meniscayakan modernitas sebagai 
evolusi tertinggi. Sontak, cara pandang seperti ini dikritik, 
khususnya ketika ia senyata datang bersama dengan kolonialisme. 
Memang, cara pandang ini merupakan evolusi antropologi 
(budaya) paling primitif karena ia berangkat dari studi fosil, sisa 
manusia terkuno yang menjadi concern pertama antropologi 
biologis. Pada titik ini, studi tentang agama menjadi menu favorit 
para evoluisonis awal, selayak Frazer yang memetakan tahapan 
peradaban pemikiran manusia kepada sihir (magic), agama, dan 
ilmu. Satu fase selayak Comte yang menambatkan positivisme 
sebagai peradaban tertinggi, melampaui magi dan agama. 
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Dalam evolusionisme, cara pandang seleksi alam 
mengakibatkan gerak pemilahan, mana budaya yang berhasil 
lolos, mana yang tidak. Selayak konsepsi Taylor tentang evolusi 
kebudayaan sebagai suatu survival. Konsep ini merujuk pada 
asumsi bahwa kebudayaan masa kini, masih mempertahankan 
unsur-unsur lama yang meskipun pada saat ini hilang fungsinya, 
keberadaannya merupakan kesaksian dari arti penting unsur 
budaya tersebut pada waktu lampau. Dalam konteks agama 
misalnya, terlihat bahwa ritus dan keyakinan agama tetap 
bertahan dalam waktu yang lama, meskipun makna aslinya 
terlupakan. Hal ini dibarengi dengan masih terdapatnya unsur- 
unsur agama lama dalam corak pemikiran instingtif dan primitif 
dari manusia beradab. 

Dalam hal ini bekerjanya seleksi alam membutuhkan 
tiga syarat. Pertama, seleksi alam memerlukan variasi agar bisa 
bekerja. Kedua, harus ada reproduksi diferensial. Ketiga, harus 
ada mekanisme untuk menduplikasi unsur-unsur adaptif. Dari 
sini muncul tanya, bagaimana kebudayaan mengalami evolusi 
selayak evolusi biologi? Dalam biologi, variabilitas berasal dari 
rekombinasi genetik dan mutasi. Dalam evolusi kebudayaan, 
variabilitas datang dari rekombinasi perilaku yang dipelajari dan 
dari penemuan (invention). Kebudayaan tidaklah tertutup atau 
terisolasi secara reproduktif seperti halnya spesies. Suatu spesies 
tidak bisa menjamin unsur-unsur genetik dari spesies lain, 
sedangkan kebudayaan bisa meminjam hal baru dari budaya lain. 
Hal sama terjadi pada syarat reproduksi diferensial. Inkonsistensi 
perilaku akan menjurus pada kepunahan, sama dengan defisiensi 
suatu organ vital. Dengan demikian, meskipun evolusi biologi 
dan evolusi kebudayaan tidak sama, cukup beralasan untuk 
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berasumsi bahwa seleksi alam secara umum bisa bekerja pada gen 
maupun perilaku budaya. 

Hal ini menandaskan bahwa evolusi biologi dan evolusi 
kebudayaan tidak sepenuhnya merupakan proses terpisah. 
Analoginya: sebagian ciri biologi yang paling penting dari 
manusia adalah berjalan dengan dua kaki dan memiliki otak 
yang relatif besar. Bipedal dan otak besar disukai oleh alam dalam 
proses seleksi alam karena nenek moyang manusia membuat alat 
(ciri budaya). Sebaliknya, ciri budaya dari pendidikan formal 
dan informal disukai seleksi alam karena manusia mengalami 
masa ketidakmatangan yang lama (ciri biologi). Hanya memang, 
pada satu titik, evolusi budaya tetap berbeda dengan evolusi 
biologi. Kendati evolusi budaya dan alamiah memiliki kesamaan, 
seperti variasi, adaptasi, reproduksi, dan arah, yang merupakan 
kesamaan prosesual, tetapi keduanya berbeda dalam isi. Evolusi 
budaya terjadi melalui proses belajar yang disadari ataupun 
tidak disadari, yang berbasis pada bahasa dan peradaban (yang 
dicapai). Sementara evolusi biologi lebih bersifat genetik dan 
tanpa disadari. Perbedaan inilah yang membuat identitas manusia 
mengada, melampaui determinisme alam. 

Pada titik ini, evolusionisme tergerak melalui tiga macam 
perspektif, unilinier, universal, dan multilinier. Evolusionisme 
unilinier mengacu pada asumsi bahwa ada satu garis dominan 
dalam evolusi, yang mana semua masyarakat berubah melalui 
tahapan sama. Disebabkan masyarakat akan mengalami 
kemajuan dengan kecepatan berbeda, maka masyarakat yang 
kecepatannya lebih rendah akan tetap berada pada tingkat 
kemajuan lebih rendah. Di sini perkembangan maju (progress) 
atau evolusi terjadi pada berbagai hal, kebudayaan materi, cara 
subsintensi, organisasi kekerabatan, dan agama. Dalam kaitan 
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ini, perubahan subsistensi (ekonomi) kemudian dilihat telah 
mendorong perubahan evolusioner dalam organisasi kekerabatan 
dan keyakinan keagamaan. 

Kedua, evolusionisme universal yang mengkritik kekakuan 
pendekatan linier karena mengandaikan adanya perubahan dan 
sebab sama di seluruh dunia. Pendekatan ini kemudian mengacu 
pada pola perubahan universal, dimulai dari savagery barbarism, 
hingga civilization. Dalam kaitan ini, kebudayaan dimaknai 
sebagai sistem integratif, dinamik, dan simbolik, di mana 
komponen utama terletak dalam teknologi sehingga selayak Leslie 
White, kajian kebudayaan kemudian disebut sebagai kulturologi. 
Terma ini mengacu pada usaha White untuk merumuskan 
perspektif otentik dari kebudayaan yang ia kontraskan dengan 
pendekatan psikologi. Ini terjadi karena sebagai spesies, manusia 
terbentuk dalam dua ranah, organisme biologis dengan sistem 
tubuh nan baku, serta ranah extra-somatic yang merujuk pada aras 
supra-biologi. Tentu, ranah ini menunjuk pada ruang budaya, 
yang mana manusia sebagai organisme lahir. Maka, ketika extra- 
somatic menjelma penanda utama bagi manusia, penjelasan atas 
perilakunya tidak melulu bisa didekati hanya melalui perspektif 
psikologis atau bahkan rasis. Penjelasan perilaku manusia yang 
juga berarti penjelasan atas budaya, harus melalui perspektif 
kultur, sebuah kulturologi. 

Ini terjadi karena kebudayaan merupa satu tatanan 
fenomena tersendiri sehingga ia memiliki prinsip dan hukum, 
yang membedakannya dengan ranah psikis, sosial, ekonomi, 
dan politik. Sebagai tatanan yang jelas, ia terdiri dari sub-sistem 
yang membentuk sistem budaya secara keseluruhan. Oleh White, 
sub-sistem ini mengacu pada tiga ranah, teknologis, sosiologis, 
dan ideologis. Dalam sub-sistem teknologis, kebudayaan berarti 
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cara manusia untuk beradaptasi dengan alam. Ia mengacu pada 
aspek material, mekanikal, dan instrumental yang terkait dengan 
teknik adaptasi. Dalam domain ini tercakup, cara produksi, 
mekanisme sub-sistensi, perlindungan material, dan instrumen 
bertahan sekaligus menyerang. Pada ranah sosiologis, kebudayaan 
merujuk pada relasi interpersonal yang terwujud dalam pola 
perilaku, kolektif maupun individu. Ia mencakup, relasi sosial, 
keluarga, ekonomi, etika, politik, militer, kependetaan, jabatan, 
dan profesionalitas. Sementara pada ranah sistem ideologis, 
kebudayaan tertahbis sebagai pengaturan sistem keyakinan, ide, 
pengetahuan, yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolik. 
Mitologi, teologi, legenda, literatur, filosofi, sains, kearifan lokal, 
dan common sense masuk dalam kategori ini. 

Dalam geraknya, ketiga komponen ini tidak terelasi secara 
setara. Ini terjadi karena pijak konsepsi White berangkat dari 
posisi manusia sebagai satu spesies hewan biologis (animal 
species). Hal ini membawa konsekuensi pada watak material 
dari kehidupan karena ia terkait dengan cara manusia untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia butuh makan, 
maka yang harus dilakukan adalah penciptaan cara (teknologi) 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang mendaulat 
teknologi sebagai basis dari kebudayaan, yang mana sistem sosial 
menjalankan fungsi pengaturan organik dan aspek filosofis 
menjelma bias abstraktif dari materialitas teknologi dan stuktur 


sosial. Maktub White: 


The technological system is basic and primary. Social 
systems are functions of technologies: and philosophies 
express technological forces and reflect social systems. The 
technological factor is therefore the determinant of a 
cultural system as a whole. It determines the form of social 
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systems, and technology and society together determine the 
content and orientation of philosophy” 


Seperti termaktub di atas, gerak materialitas budaya tergulat 
dalam domain energi. Di sini, energi termaknai sebagai sistem 
dinamis yang tergelut dalam hubungan antara manusia, kosmos, 
dan kebudayaan. A human being is a material body: the species, 
a material system. The planet earth is a material body: the cosmos, 
4 material system. Pada titik ini, energi kemudian menjelma 
mekanisme kunci dari evolusi kebudayaan. Pada fase awal, 
energi ini terdapat dalam bentuk tubuh manusia itu sendiri 
hingga manusia menemukan sumber energi lain: api, air, angin, 
dan sebagainya. Kemajuan dalam pembuatan peralatan, dalam 
domestikasi hewan dan tetumbuhan, serta dalam intensifikasi 
pertanian, telah meningkatkan efisiensi dan menggerakkan 
evolusi kebudayaan. Di sini, peran teknologi kemudian tertahbis 
sebagai mekanisme instrumental untuk mengartikulasikan 
dua macam sistem material, manusia dan kosmos. Inilah yang 
akhirnya melahirkan energi. Hanya saja, energi tidak berarti pada 
dirinya sendiri. Agar berperan secara signifikan dalam sistem 
budaya, energi harus termanfaatkan, diatur, dan terkontrol. 
Inilah yang melahirkan pra-syarat kedua, yakni efisiensi teknologi 
dalam pemanfaatan energi. Ini yang membuat White mencipta 
rumusan formulatif dari pembangunan budaya, yakni ExT - C. 
E mengacu pada jumlah energi yang tergunakan: T merupakan 
kualitas atau efisiensi dari teknologi dalam pemanfaatan energi, 
dan C menjadi hasil dari derajat pembangunan budaya.” 


30. Leslie A. White, The Science of Culture, A Study of Man and Civilization, 
(New York: Grove Press Inc.), hlm. 363—465. 

31. Leslie A. White, The Science of Culture, A Study of Man and Civilization, 
(New York: Grove Press Inc, 1949), hlm. 368. 
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Pendekatan ketiga dari evolusionisme adalah evolusi 
multiliner yang digerakkan oleh Julian Steward. Multilinier 
merujuk pada pengkajian atas garis-garis spesifik perkembangan 
dalam masyarakat yang memiliki bersama, apa yang disebut “inti 
kebudayaan”. Inti kebudayaan ini adalah konstelasi ciri-ciri yang 
paling terikat dengan kegiatan subsistensi dan tatanan ekonomi. 
Inti tersebut meliputi pola-pola sosial, politik, dan agama yang 
secara empiris ditentukan dan berhubungan erat dalam tatanan 
ini. Atas dasar ini, Steward berpendapat bahwa kebudayaan yang 
berevolusi di Lembah Indus, Tigris-Eufrat, atau Nil, memiliki 
inti kebudayaan sama. Ia menunjukkan adanya unsur-unsur 
seperti pertanian irigasi, negara-kota, dan sistem agama yang 
berpusat pada tempat pemujaan. Analisis ini diharapkan mampu 
mengobati penyakit dari generalisasi liniearitas dan universalisme 
evolutif. Ketika evolusionisme menaubatkan teknologi sebagai 
penggerak kebudayaan, maka multilinear kemudian melakukan 
penggalian terhadap pencetus teknologi (technological trajectories) 
dari evolusi yang tersebar di belahan dunia berbeda. Pencetus ini 
kemudian dibatasi oleh keadaan ekologi, yakni oleh determinasi 
historis dari teknologi dan faktor pembatas lebih jauh yang 
sangat penting dari lingkungan alam.” Inilah yang dalam 
perkembangannya melahirkan ekologi kebudayaan, selayak 
tesis Agricultural Involution (1963) milik Clifford Geertz, yang 
menahbiskan determinasi ekosistem dalam menentukan praktik 
budaya pertanian di Indonesia. 

Arah ekologis dari evolusionisme ini pada satu titik kemudian 
digerakkan oleh materialisme kebudayaan. Marvin Harris-lah 


32. AF Saifuddin Ph. D, Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar 
Kritis Mengenai Paradigma, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 
99105. 
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yang menahbiskannya melalui postulat arkeologis bahwa 
wujud evolusionis kebudayaan sering terungkap dalam artefak. 
Aspek artefak (materi) menjadi penting karena Harris hendak 
mengarahkan penelitian kebudayaan sebagai sesuatu yang ilmiah 
dan valid secara positivis. Perbedaannya, jika evolusionisme hanya 
melihat perkembangan kebudayaan dari ruang internal struktur 
budaya, maka materialisme mengikutsertakan pembentukan 
struktur eksternal yang membuat kebudayaan tergerak. Mengacu 
pada Marx, Harris juga membuat pemilahan antara basis (base) 
dan supra-struktur (superstructure). Hanya saja, mengoreksi 
Marx, ia kemudian menambahkan kategori antara (intermediate 
category), yakni struktur (structure). Penempatan struktur menjadi 
penting untuk menghilangkan determinisme dialektis dari 
marxisme4, yang sudah meniscayakan akhir tujuan teleologis, 


33. Dalam kaitan ini, menarik kritik yang dilakukan Muhammad 
Bagir al-Shadr terhadap materialisme Marx. Baginya, materialisme 
bermasalah karena menempatkan pengetahuan hanya sebagai bentukan 
kondisi ekonomi. Hal ini problematik sebab jika pengetahuan hanya 
merupakan bias tak langsung dari kondisi ekonomi, maka tak akan 
ada nilai objektif dari pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini 
tidak memiliki “nilai untuk dirinya sendiri” sebab manusia dalam 
berpengetahuan tidak digerakkan oleh sebuah nilai, tetapi tuntutan 
ekonomis. Manusia kemudian menjadi “binatang ekonomis”, bukan 
makhluk rasional yang dapat berpikir, dan oleh karenanya mampu 
mengolah segenap situasi materialnya berdasarkan nilai pengetahuan 
tersebut. 

Kritik selanjutnya tertuju pada sifat empirikal dari materialisme. 
Dalam hal ini Bagir al-Shadr menggambarkan materialisme sebagai 
proses terbentuknya ide oleh alam sehingga segenap gerak pikiran 
telah terbatasi oleh hukum alam sekaligus merealisasikan hukum 
tersebut. Ini yang dikritik Bagir al-Shadr karena empirisisme kemudian 
meniadakan otonomi ide yang ada dalam filsafat. Dalam kaitan ini, 


Bagir al-Shadr telah membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. 
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Hal yang pertama merujuk pada aktivitas ide, yang sebenarnya tidak 
terkait dengan pengalaman empiris karena ia sudah tergerak dalam 
premis logika yang memiliki hukum rasionalitas dialektis tersendiri. 
Inilah rasionalisme Platonis itu, yang memasukkan idea dalam ruang 
struktur internal pemikiran. 

Satu hal yang beda dengan ilmu pengetahuan (science), yang tercipta 
dari pengangkatan hukum kausalitas dari pengalaman inderawi ke 
ranah rumus abstrak. Empirisisme kemudian menempatkan sesuatu 
yang inderawi sebagai objek utama pengetahuan sehingga hal yang 
tak terinderawi, tak bisa dimasukkan dalam studi ilmiah. Menurut 
Bagir al-Shadr, hal ini salah kaprah. Kenapa? Sebab, antara filsafat 
dan ilmu pengetahuan memiliki relasionalitas yang kuat. Ilmu 
pengetahuan memberikan fakta empirik pada filsafat sehingga filsafat 
dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam realitas sehingga mampu 
melahirkan prinsip filsafat baru. Sementara filsafat juga membantu 
metode empirik dengan hukum dan prinsip rasional yang digunakan 
ilmuwan untuk melangkah dari satu pengalaman ke pengalaman 
lain. 

Pada titik ini, sifat empirikal dari marxisme tidak hanya mereduksi 
filsafat dalam determinisme inderawi, tetapi juga dalam pemaksaan 
perubahan oleh faktor luar. Inilah materialisme dialektis itu, yang 
meniscayakan hukum kontradiktif sehingga sejarah kemudian 
bergerak dan berubah. Oleh Marx, dialektika ini merujuk pada 
perubahan evolusionis dari proses produksi ekonomi: primitif, budak, 
kapitalisme, dan komunisme. Semua perubahan tersebut dapat 
bergerak karena dalam masing fase sejarah, terdapat “kontradiksi 
internal”, yang akhirnya membenturkan dua macam kelas sosial 
dan akhirnya melahirkan perubahan. Bagir al-Shadr mengkritik 
determinisme kontradiktif ini sebab baginya tidak semua hal bersifat 
kontradiktif. Ini yang menyebabkan adanya “kepastian hukum” atau 
“kebenaran yang pasti”. Satu hal yang tidak terjadi pada “dialektika 
kontradiktif”, sebab segala sesuatu selalu berubah, dan perubahan 
tersebut dipaksa oleh kondisi material yang ada di luar kebenaran. 
Hal ini terjadi sebab Bagir al-Shadr tetap meyakini adanya “otonomi 
pengetahuan”, oleh karenanya kebenaran yang tidak berubah, seperti 
proposisi “keseluruhan lebih besar dari bagian”, atau “242-4”. Satu hal 


yang oleh materialisme dialektis diharuskan untuk berubah sehingga 
sebuah kebenaran selalu akan berubah dan berkembang mengikuti 
perkembangan faktor eksternal, yakni kondisi produksi ekonomi. 
Premis ini tentu bermasalah karena Bagir al-Shadr tetap berpijak pada 
asumsi adanya prinsip non-kontradiksi. Jadi baginya, gerak dialektika 
yang membuat sesuatu bisa berkembang, tidak harus dikontraskan 
dengan prinsip non-kontradiksi. Ini terjadi misalnya dalam rumus 
fisika: daya positif ditambah negatif akan menciptakan energi. Keduanya 
bukan tergerak dalam penetapan dan penafian, tetapi murni merupa 
istilah fisikal teknis. Muatan positif adalah muatan yang dihasilkan oleh 
batangan kaca yang digosok pada sepotong sutra, sedangkan muatan 
negatif merupakan muatan yang dihasilkan oleh ion yang digosok pada 
kulit kucing. Di sini terlihat bahwa keduanya merupakan satu jenis 
tertentu muatan listrik, adanya sesuatu bukan menafikan yang lain. 
Ini terjadi karena Bagir al-Shadr lebih merumuskan dialektika melalui 
gerak antara potensialitas dan aktualitas, bukan kontradiksi. Gerak 
adalah penetapan dalam aktualitas dan penafian dalam potensialitas. 
Jadi, evolusi makhluk hidup ketika berkembang dalam telur misalnya, 
sampai menjadi anak ayam dan dewasa, maka perkembangan ini 
tidak berarti bahwa telur itu pada periode awalnya bukan telur dalam 
aktualitas. Tetapi, ia adalah telur dalam aktualitas dan ayam dalam 
potensialitas, yakni ia berkemungkinan menjadi ayam dewasa. Oleh 
sebab itu, kemungkinan untuk menjadi ayam dewasa dan sifat telur, 
bukan sifat telur dan sifat ayam dewasa, bersatu dalam esensi telur. 
Ini yang membuat gerak perkembangan bahkan tidak bisa dipahami 
selain dengan prinsip non-kontradiksi. 

Dari sini, Bagir al-Shadr kemudian melakukan kritik atas basis 
ideologis dari materialisme dialektis. Baginya, prinsip ini ternyata 
lebih merupakan justifikasi politis daripada konsistensi filosofis. Ini 
dilihatnya melalui skeptisisme atas pernyataan Marx bahwa, “Filsuf 
hanya menerangkan dunia, padahal yang harus dilakukan adalah 
mengubahnya.” Satu kritik yang menusuk jantung paradigma praksis 
dari teori Marx, yang tidak mengarahkan pemikiran bagi pemikiran, 
tetapi berpikir untuk bergerak. Sayang, gerak ini telah dibatasi Marx 
dalam gerak dialektika kontradiktif sehingga marxisme kemudian 
disebut sebagai teori konflik, satu prinsip yang menyatakan, bahwa 
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perkembangan masyarakat bisa berjalan, justru melalui konflik. 
Konflik inilah yang terjadi dalam setiap tahap perkembangan (evolusi) 
masyarakat. Tanpa konflik yang muncul dari “hukum besi” kontradiksi 
ini, maka masyarakat tidak akan berkembang ke arah yang lebih 
baik. 

Dari segenap gelaran di atas, maka satu hal yang dikehendaki Bagir 
al-Shadr adalah kesadaran aspek teologis dalam filsafat, sebagai 
penyempurna atas materialisme. Menarik karena Bagir al-Shadr tidak 
mempertentangkan antara teologi dengan filsafat, tetapi bahkan teologi 
merupakan usaha “melampaui filsafat” untuk memahami, baik materi 
alam maupun non-materi. Hal ini ia lakukan melalui pemilahan 
tiga aspek, pertama, realisme-materialis, yang menyatakan bahwa 
sesuatu terbentuk dari “materi sesuatu” itu (materi kursi adalah kayu, 
materi baju adalah kain). Cara pandang ini kemudian menempatkan 
kesadaran (ide) sebagai “yang terbentuk” oleh materi tersebut. 
Materialisme Marx masuk dalam wilayah ini. Kedua, idealisme, di 
mana materi terbentuk oleh spirit atau ide. Premis ini berakibat tidak 
adanya realitas, selain realitas yang ada dalam pemikiran atau kondisi 
mental. Ketiga, realisme-teologis. Konsep inilah yang diutamakan oleh 
Bagir al-Shadr, di mana ada sebab primer di luar materi dan ide, yang 
melingkupi baik materialisme maupun idealisme. 

Dari sini terlihat bahwa realisme ternyata tidak terbatas pada 
materialisme, sedangkan idealisme bukanlah satu-satunya penentang 
dari materialisme. Ada “yang teologis”, yang melingkupi “yang materi” 
dan “yang spirit” sekaligus sehingga teologi tidak bisa dipertentangkan 
dengan materi karena ia telah memberi ruang luas kepada akal untuk 
menemukan materi tersebut. Hanya ranah teologi yang merupakan 
ranah Ketuhanan tidak terbatas pada materi sebagai pembentuk materi, 
tetapi ia keluar dari materi menuju sebab primer atau yang oleh Bagir 
al-Shadr disebut sebagai “sumber efisien”. 

Analogi teologis ini sederhana. Jika materialisme pasti menyatakan 
bahwa pembuat kursi adalah kayu (materi). Padahal, kayu tak bisa 
membuat kursi karena keberadaannya bersifat mumkin (jawaz) 
bukan wajib (niscaya). Artinya, kayu sebagai materi bisa memiliki 
kemungkinan untuk tidak hanya menjadi kursi, tetapi juga meja, 
tempat tidur, kerajinan, atau bahkan kayu bakar. Ini membuktikan 


dengan pengesampingan fakta empiris. Materialisme kebudayaan 
menekankan pada struktur, yang secara probalititas berdampak 
terhadap gerak infra dan supra-struktur. 

Selayak fungsionalisme Mallinowski, materialisme 
kebudayaan juga merujukkan titik tolak tindakan manusia, dari 
kebutuhan alamiah (psiko-biologis) yakni energi, protein, dan 
ekonomi, serta dari pembedaan antara etik dan emik. Secara 
sistematis, proses tersebut tergerak dalam beberapa tahap. 
Pertama, setiap masyarakat harus mendapatkan persyaratan 
minimal subsistensi, dan oleh karenanya, harus ada mode perilaku 
etik produksi. Kedua, setiap masyarakat harus menghadapi masalah 
reproduksi, menghindari peningkatan atau pengurangan jumlah 
ukuran penduduk yang mengganggu proses produksi: maka 
harus pula terdapat mode perilaku etik reproduksi. Ketiga, setiap 
masyarakat harus menghadapi perlunya memelihara hubungan 
perilaku teratur dan aman. Dari sinilah diperlukan pengaturan 
atas perilaku etik ekonomi domestik (eric behavioural domestic 
economies) dan perilaku etik ekonomi politik (eric behavioural 
political economies). Keempat, suprastruktur perilaku (behavioural 
superstructure) yang merupakan bias dari etik produksi yang 
tercipta melalui bahasa dan proses simbolik. 


bahwa eksistensi kayu bukanlah esensial, melainkan aksidental, 
sementara dan mumkinat. Maka tak ayal, pembentuk kursi bukan 
kayu, melainkan manusia perajin. Satu entitas di luar materi. Dalam 
konteks alam: Tuhan. Keistimewaan pendekatan Bagir al-Shadr 
terletak pada ketersambungan antara materialisme ilmiah dari sains 
(fisika) dan ranah ontologi filosofis, dengan ranah teologi. Ketiganya 
bukan kontradiksi, tetapi kesinambungan, yang membuat filsafat tidak 
terpecah, tetapi bersifat menyeluruh, holistik. Muhammad Bagir al- 
Shadr, Falsafatuna, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 61—80. 
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Dalam kaitan ini, Harris telah memetakan segenap 
komponen universal dari materialisme kebudayaan: mode produksi 
yang merujuk pada teknologi dan praktik sosial yang digunakan 
untuk memperluas atau membatasi produksi subsistensi 
dasar, semisal hambatan dan kesempatan yang timbul karena 
interaksi teknologi atas habitat tertentu. Unsur mode produksi 
ini berupa teknologi subsistensi, hubungan tekno-lingkungan, 
ekosistem, dan pola kerja. Sementara mode reproduksi mengacu 
pada penerapan teknologi guna memperluas, membatasi, dan 
mempertahankan populasi, yakni demografi, pola perkawinan, 
pengasuhan anak, pengendalian medis atas pola demografi, 
kontrasepsi, aborsi, dan infantisida. Oleh Harris, kedua mode ini 
dimasukkan dalam ruang infra-struktur, yang dalam perjalanan 
budaya bersifat menentukan. 

Adapun untuk ekonomi domestik, Harris merujukkannya 
pada pengorganisasian reproduksi dan produksi dasar, tukar- 
menukar, dan konsumsi dalam rumah tangga, meliputi struktur 
keluarga, pembagian kerja domestik, pendidikan, enkulturasi, 
peranan usia dan jenis kelamin, disiplin domestik, hierarki, dan 
1 


sanksi.” Hal ini berjalin kelindan dengan ekonomi politik yang 


merupakan pengorganisasian produksi, reproduksi, pertukaran, 


34. Dalam kaitan ini, pendekatan teknologis atas kebudayaan bisa 
dimasukkan dalam terma tekno-ekonomi. Terma ini berangkat dari 
kesadaran bahwa aspek teknologi hanyalah alat, yang memang secara 
epistem-saintis terbentuk oleh pengetahuan. Ini yang melahirkan 
ekonomi, karena dalam praktiknya, alat teknologis tersebut digerakkan 
dalam suatu organisasi sosial, yang membuat teknologi bermanfaat 
bagi produksi ekonomis. Secara sederhana, teknologi merujuk 
pada kesempatan (opportunity), sementara ekonomi mengacu pada 
pemberlakuan kesempatan itu dalam masyarakat. Merujuk Marx, 
aspek tekno sejajar dengan sarana produksi, dan ekonomi merupa cara 
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dan konsumsi pada tingkat masyarakat dan negara. Proses ini 
meliputi pembagian kerja, korporasi, pajak, sosialisasi politik, 
organisasi politik, dan kontrol polisi. Kedua hal ini yang disebut 
Harris sebagai struktur, perantara atas infrastruktur dan supra- 
struktur etik, seni, musik, sastra, iklan, ritual, olahraga, hobi, 
dan ilmu pengetahuan. 

Pada titik inilah, pembedaan antara etik dan emik menjadi 
penting. Dari segenap gelaran mode produksi di atas, aras 
kulturalnya masih bersifat etik, yakni aspek perilaku yang bisa 
ditangkap oleh peneliti secara objektif. Hal ini berbeda dengan 
emik yang merupakan tujuan kognitif, kategori, aturan, rencana, 
nilai, filosofi, dan keyakinan mengenai perilaku baik, yang disadari 
ataupun tak tersadari, yang diungkapkan oleh warga tineliti, 
sebagai usaha untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya. 
Ini yang membuat Harris memilah supra-struktur mental dan 
emik, berupa simbol, mite, estetika, epistemologi, ideologi, ilmu 
gaib, agama, dan tabu. Masing struktur memilki komponen 
mental dan emik tersendiri, meskipun aspek emik hanya menjadi 
analisis terakhir, setelah perilaku etik dapat tertangkap. 

Dari sini terlihat bahwa materialisme kebudayaan tunduk 
pada determinisme infrastruktur. Hal ini terjadi karena bagi 
perspektif ini, manusia tunduk pada aturan-aturan alam yang 
tidak dapat dilawan (immutable natural laws) yang mengatur 
perolehan energi (acguaisition) demi keberlangsungan hidup. Ini 
yang membuat ia dekat dengan antropologi ekologi, di mana faktor 
materi, kondisi lingkungan, dan teknik pemenuhan kebutuhan 
subsisten (kebutuhan sehari-hari), bersifat menentukan aspek 


produksi. David Kaplan, Albert A. Manners, Teori Budaya, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126—130. 
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simbolik dari kebudayaan. Hal sama terjadi pada pengedepanan 
aspek etik di atas emik, di mana perilaku yang diamati secara logis 
dan kronologis, datang lebih dahulu sebelum aspek budaya. Jadi, 
unsur kognitif dan ideologi dari kebudayaan, menempati tempat 
kedua setelah teknologi. Prinsip determinisme infrastruktur ini 
semata ditujukan untuk menyediakan perangkat prioritas strategis 
guna menemukan faktor penyebab. Dengan menemukan sebab 
sosial, maka kausalitas sistem sosial budaya bisa ditemukan. Satu 
sistem yang terkait langsung dengan keberlangsungan proses 
produksi dan reproduksi materi. 

Dari gelaran ini, maka wajar kiranya jika beberapa 
kalangan menyebut pendekatan ini sebagai “materialisme 
vulgar” karena berbeda dengan materialisme dialektis Marx yang 
masih menyatukan antara basis dan supra-struktur, materialis 
kebudayaan hanya mengedepankan infrastruktur, dengan 
kausalitas yang bersifat fungsional layaknya fungsionalisme 
struktural. Apa yang dikritik Harris, yakni keterjebakan Marx 
dalam “hasil yang tak terhindarkan” (inevitable outcomes), 
ternyata dialami juga olehnya. Jika materialisme dialektis terjebak 
pada determinisme “akhir sejarah kelas” yang abai terhadap 
dialektika empiris pada level struktur reproduksi ekonomi, maka 
materialisme kebudayaan terjebak dalam “determinisme empiris” 
sehingga mengabaikan kontribusi supra-struktur ideologi yang 
juga menentukan gerak kebudayaan. Satu hal yang lucu ketika 
Harris memaknai pantangan memakan hewan sapi di masyarakat 
Hindu, ternyata hanya bermotifkan ekonomi. Bagi warga India, 
sapi hanya memberikan sedikit susu, tetapi kontribusi utama 
terletak pada pemberi bahan bakar dan pupuk yang datang 
dari kotoran sapi tersebut. Penjelasan ini sangat ekonomis dan 
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tak mampu membedah aspek kognitif dan nilai dalam tradisi 
tersebut. 


e Sistem Simbolik 


Dari berbagai kelemahan inilah, lahir pendekatan ideasional 
yang menempatkan kebudayaan, bukan sebagai sistem adaptif, 
melainkan sistem simbolik. Jika yang pertama lebih merupa 
determinisme ekonomi atas kebudayaan, maka yang kedua merupa 
determinisme kebudayaan atas praktik sosial. Hal ini terjadi 
sebab kebudayaan bukanlah alat teknologis demi pemenuhan 
kebutuhan ekonomis. Melampaui hal itu, kebudayaan terlebih 
adalah persoalan manusia mempertanyakan kelayakan nilai yang 
merupakan identitas otentik dirinya. 

Inilah yang akhirnya melahirkan aliran kognisi dalam 
antropologi. Alasannya sederhana. Jika aspek formal intrinsik 
kebudayaan adalah nilai, maka di manakah letak nilai tersebut? 
Tentu dalam ruang emik, mental, kognisi, dan makna. Maka, 
pendekatan ekologis-materialis pun terbantah karena dengan 
hanya mengapresiasi dampak faktor teknologis dari kemajuan 
budaya, ia sebenarnya telah memungkiri kebudayaan itu sendiri. 
Ini terjadi karena nilai memiliki ruang otonomi relatif yang tidak 
seharusnya tereduksi oleh konstruk sosio-ekonomisnya. Nilai 
berada dalam tanya: bagaimana seharusnya manusia bersikap? Hal 
ini tentu lebih tergulat dalam ruang emik manusia, bukan semata 
etik yang tergerak demi kepentingan produksi material. 

Dalam kaitan ini, antropologi kognitif kemudian melihat 
kebudayaan dari pelaku budaya itu sendiri. Kenapa? Disebabkan 
ia lebih melihat kebudayaan, bukan sebagai perilaku, melainkan 
pemikiran. Inilah yang dilahirkan oleh new etnography yang 
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mendefiniskan kebudayaan sebagai aktivitas mental. Pada aras ini, 
pemilik kebudayaan hanyalah individu karena ia mengacu pada 
aktivitas mental. Cara pandang ini merupakan sumbangsih dari 
perspektif culture and personality yang mengaitkan antropologi 
dan psikologi. Dampaknya, ia bisa dijadikan alat untuk menggali 
berbagai konsep, misalnya tentang etika, kuasa, makna hidup, dan 
sebagainya dari sebuah person masyarakat, selayak studi tentang 
konsep etika orang Jawa. Hal ini yang kemudian disempurnakan 
oleh strukturalisme melalui penggunaan bahasa guna merumuskan 
struktur logis pemikiran manusia. Di sini, kebudayaan termaknai 
sebagai human mind sehingga tugas peneliti adalah merumuskan 
struktur umum dari struktur berpikir tersebut melalui struktur 
bahasa. 

Pada titik inilah antropologi interpretatif menemu ruang. 
Ia digerakkan oleh Clifford Geertz, dengan penekanan terma 
kebudayaan sebagai sistem simbolik, yang mana manusia mampu 
melakukan interpretasi atas makna dari kehidupannya. Perspektif 
ini merupakan kritik atas pendekatan sebelumnya, terhadap 
strukturalisme yang mengandaikan kesadaran manusia (hanya) 
bentukan dari sistem bahasa, fungsionalisme yang memaksa 
kebudayaan harus bermanfaat bagi penguatan struktur sosial, dan 
evolusionis yang memetakan kebudayaan melalui produk budaya 
tanpa proses pemaknaan. Bagi Geertz, perbedaan kebudayaan 
dan sistem sosial cukup jelas. 

Dalam budaya, yang terjadi adalah integrasi “logis-bermakna” 
sementara dalam sistem sosial yang terjadi lebih kepada integrasi 
“kausal-fungsional” melalui analogi organik. Hal ini memberi 
tandas bahwa penglihatan terhadap kebudayaan bukan bersifat 
“eksplanasi kausalitas”, melainkan sebuah “pencarian makna”, 
yang menjadikan posisi simbol begitu urgen, bukan terhadap 
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simbol secara abstrak, melainkan symbol in their natural habitat, 
the common world in which human look, name, listen, and make.” 
Konteks sosial di mana masyarakat menjadikan makna dalam 
sistem simbol, yang kemudian membentuk praktik kehidupan 
inilah yang oleh Geertz disebut sebagai kebudayaan. Di sinilah 
Geertz memaknai budaya sebagai persoalan semiotik sehingga 
mengkaji budaya adalah mengkaji makna. 

Dari sini Geertz kemudian mendefinisikan kebudayaan 
sebagai (1) sistem keteraturan dari makna dan simbol, yang 
dengan makna dan simbol tersebut, individu mendefinisikan 
dunia, mengekspresikan perasaan, dan membuat penilaian, 
(2) suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis yang 
terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik, yang melalui bentuk 
simbolik tersebut, manusia berkomunikasi, memantapkan, 
dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan 
bersikap terhadap kehidupan, (3) suatu peralatan simbolik 
untuk mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dari 
informasi, dan (4) karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, 
maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, serta 
diinterpretasi. 

Dalam melihat budaya sebagai persoalan makna ini, Geertz 
kemudian memilah antara sistem nilai yang menjadi model for 
(model bagi) tindakan, dengan sistem kognitif yang menjadi 
model of (model dari) tindakan. Sistem nilai menyediakan basis, 
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motivasi, dan legitimasi atas tindakan sementara sistem kognisi 
menjelma satu produk kebudayaan, bersamaan dengan praktik 
kebudayaan. Pertanyaannya, bagaimana manusia menghubungkan 
kaitan antara nilai dan kognisi? Geertz melihatnya dalam simbol. 
Simbollah yang menyediakan ruang agar manusia merumuskan 
nilai ke dalam formula kognitif serta mengukuhkan sistem kognisi 
ke dalam sistem nilai. Hal ini misalnya dapat dilihat dari konsep 
Geertz tentang religion as a cultural system. Agama bagi Geertz 
adalah sistem simbol (bisa dilihat dari sistem ritual), di mana 
simbol tersebut mampu mengukuhkan kedalaman nilai pada 
motivasi manusia untuk kemudian diformulasikan ke dalam 
kaidah pemikiran dan formula sosial yang ideal tentang tata 
dunia. Kesatuan antara pengukuhan nilai dengan rasionalitas 
duniawi ini kemudian dikonkretkan dalam satu kondisi simbolik, 
yang membuat ia menyata. 

Pada titik ini, Geertz kemudian membedakan perspektif 
agama dengan perspektif lain, yakni common sense, ilmiah, dan 
estetika. Jika common sense merupakan bentuk realisme naif 
pra-ilmiah, ilmu sebagai pemahaman yang didasarkan pada 
observasi yang bebas nilai melalui konsepsi formal, estetika 
sebagai bentuk penundaan realisme naif dan kepentingan 
praktis melalui kontemplasi perasaan, maka perspektif agama 
“bergerak melampaui realitas keseharian” guna mengoreksi dan 
menyempurnakannya. Ia bukan sesuatu yang tanpa kepentingan, 
melainkan semboyannya lebih kepada komitmen, ia bukan suatu 
analisis, melainkan lebih merupakan suatu pertemuan (melalui 
simbolisme ritual) antara dunia sebagaimana dibayangkan (as 
imagined) dengan dunia sebagaimana dialami (as lived). Uniknya, 
Geertz memaknai agama bukan sebagai ideologi, melainkan 
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bahkan menegaskannya sebagai suatu konsepsi ideologi non- 
evaluatif yang genuine. 

Dari pemetaan kebudayaan sebagai sistem makna, maka 
perspektif simbolik-interpretatif hendak mengembangkan 
penelitian kebudayaan yang bersifat emik (verstehen) melalui 
pembacaan kebudayaan dari sudut pandang pelaku (form native 
points of view). Inilah yang kemudian melahirkan diskripsi tebal 
(thick description) itu, di mana pengkajian kebudayaan harus 
mampu terlibat dalam aktivitas masyarakat dan melakukan 
pencatatan detail mendalam, bukan berangkat dari generalisasi 
besar untuk dipaksakan pada konteks partikular.” 

Pada titik inilah, interpretivisme simbolik berbeda 
dengan strukturalisme. Interpretivisme berangkat dari asumsi 
antropologis bahwa manusia adalah “hewan pertama pencari 
makna yang menggunakan simbol”. Dari sini, ia kemudian 
mengemukakan dua tanya, apa signifikansi makna bagi identitas 
manusia dan bagi bekerjanya sistem sosial? Tanya pertama, 
membuat interpretivisme lebih mengedepankan pendekatan 
emik, di mana posisi simbol, baik dalam karya seni maupun ritus, 
menjadi pintu masuk untuk menemukan dimensi batin manusia. 
Hal ini berpijak dari postulat bahwa dalam menghadapi hidup, 
manusia selalu memiliki penyaring simbolis sehingga, baik cara 
menanggapi ataupun hasil tanggapan tersebut, tidak bisa keluar 
dari simbol. Hanya saja, posisi makna dalam interpretivisme tidak 
bersifat individualis, tetapi publik. Inilah yang membuat Geertz 
mendefinisikan kebudayaan sebagai fenomena sosial atau sistem 
simbol dan makna antar-subjek yang dimiliki bersama. 
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Arah ini yang membuat interpretivisme berdampingan 
dengan materialisme kebudayaan, yakni dalam penolakan 
terhadap privacy theories atas makna. Kognitivisme menjadi titik 
kritik karena selayak strukturalisme, ia mengandaikan strategi 
penemuan dan perumusan makna dalam program mental, yang 
secara langsung terkait dengan perilaku etik. Jika strukturalisme 
bertujuan menemukan proses kognitif universal, di mana manusia 
memberikan makna dan menghasilkan makna dari pengalaman, 
maka interpretivisme berupaya menemukan proses budaya 
universal, di mana manusia berbuat dalam “kejadian simbolis”. 
Bagi Geertz, kode tidaklah menentukan perilaku sehingga ia 
menolak asumsi bahwa kebudayaan semata terdiri dari aturan 
kognitif yang dibutuhkan orang untuk diketahui agar bisa 
berperilaku sebagai native. Kebudayaan bukanlah kausalitas 
rasional, melainkan ia lebih merupakan konteks di mana simbol 
memberikan akses empiris. 

Memang, terdapat kritik atas pendekatan simbolik dalam 
antropologi, khususnya ketika ia dihadapkan dengan kosongnya 
basis material yang berada pada konteks sosio-politik. Hal ini 
dicetuskan oleh Talad Asad yang mengkritik interpretivisme 
Geertz dalam beberapa hal. Pertama, ketika menegaskan bahwa 
simbolisme memengaruhi watak psikologis tertentu. Geertz telah 
mengabaikan institusi sosial dan ekonomi, di mana simbolisme 
tersebut terbentuk. Kecenderungan ini kemudian berat sebelah 
karena penyamaan dua level wacana: simbol yang memengaruhi 
watak dan simbol yang menempatkan watak tersebut dalam 
suatu kosmik. Gerak ini dilihat hanya terkonsentrasi pada pijakan 
teologis, tanpa pembacaan proses diskursif yang membentuk 
makna tersebut. Kedua, konsepsi Geertz yang selalu berangkat 
dari struktur simbolik sui generis dan sebagian terpisah dari 
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proses sosio-ekonomi dan kekuasaan, telah menyisakan “ruang 
kosong” antara sistem budaya dan realitas sosial. Kritik tersebut 
mengena pada level bagaimana budaya direproduksi oleh landasan 
materialnya. Tetapi, Geertz sendiri telah menandaskan bahwa 
pendekatan interpretatif tidak hendak mengabaikan materialitas 
dari kenyataan, tetapi berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial 
dapat dipahami dengan baik, melalui pemahaman atas interpretasi 
masyarakat tersebut terhadap realitas materialnya. 

Kritik serupa terjadi pada aras metodologi, yakni pada 
kecenderungan Geertz untuk memenangkan bidang humanitas 
(hermeneutika) daripada ilmu alam (matematis). Satu hal yang 
mencipta keraguan atas validitas dari metode interpretif jika ditilik 
dari keabsahan sains karena ia mengedepankan penafsiran, bukan 
kepastian hukum ilmiah. Satu kritik yang sebenarnya kurang 
tepat sebab interpretivisme lebih merupakan metode “induktif- 
statistik” yang hendak melakukan covering law secara induktif. 
Ini yang oleh sebagian pihak terlihat menjebak interpretivisme ke 
dalam archinductivis: sebuah tugas rangkap yang mengharuskan 
antropologi simbolik untuk menganalisis unsur simbolik dari 
ranah semantik emik: mengangkatnya pada level prinsip analitis 
guna menjelaskan proses etik kebudayaan. 

Artinya, antropologi interpretif sebenarnya juga mengacu 
pada penemuan hukum-hukum sosial pada ranah etik, selayak 
metode ilmu alam, tetapi ia menggunakan semiotika atas simbol 
emik sebagai pintu masuk. Hal ini terjadi karena Geertz anti 
terhadap “ekonomisme”, yakni satu metode antropologi yang 
hendak melakukan “Te-eksternalisasi kebudayaan”: pemisahan 
dan penghadapan antara kebudayaan-sebagai-kendala versus 
kebudayaan-sebagai-pendorong. Metode ini berangkat dari 
pengandaian bahwa persoalan kebudayaan adalah persoalan 
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usaha manusia memenuhi kebutuhan material yang terkait 
dengan kendala-kendala normatif. Dari sini tugas kebudayaan 
kemudian dimaknai sebagai pengondisian nilai demi lancarnya 
pemenuhan ekonomisme tersebut. Pendekatan “induktif- 
statistik” menyempurnakan kekurangan ekonomisme karena 
ia lebih mengacu pada “re-kontekstualisasi kebudayaan” yang 
menempatkan konteks nilai spesifik sebagai penjelas bagi “yang 
ekonomis”, bukan penerapan teori besar ekonomisme atas 
konteks lokal dari nilai yang tentunya tidak selalu universal dan 


modernis. 


e Pascamodernitas 


Dari segenap lanskap di atas, maka tanya yang muncul adalah 
bagaimana gerak studi kebudayaan pada era kontemporer ini? 
Tanya ini menjadi urgen karena persoalan kebudayaan tidak 
hanya tergulat dalam simbolisme ritual, praktik magi suku 
primitif, atau struktur nalar totem. Kebudayaan pascaglobalisasi 
telah menyebar, tergelut dalam hibriditas budaya baik peleburan 
identitas, tiadanya ketunggalan kuasa, hilangnya klaim otentisitas 
budaya sehingga pada satu titik, kebudayaan bukan lagi 
representasi bersama dari sebuah jiwa masyarakat, melainkan 
bentukan diskursif dari jejaring (kepentingan) pengetahuan. 

Di sinilah antropologi menghadapi posmodernitas. Sebuah 
situasi yang meniscayakan tiadanya narasi besar, strukturalisme, 
fungsionalisme, marxisme, bahkan demokrasi, menuju pada 
relativitas budaya yang semuanya bersifat temporal dan 
representasional. Pembuyaran klaim atas otoritas tunggal dari 
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pengetahuan ini disebabkan oleh kemampuan tiap kebudayaan 
untuk melepaskan diri dari representasi yang liyan (the others) 
untuk merumuskan diri, tidak secara sektarian, tetapi tergelut 
dalam politik pembedaan diri secara global: perjuangan gay, 
lesbian, feminisme, kulit hitam, budaya marginal, penolakan 
klaim kegilaan, dan sebagainya.” Semua identitas, semua diri, kini 
tengah mencari otonomi masing-masing dan menuntut kesamaan 
hidup dalam kebudayaan yang tiada lagi homogen. 

Dalam kaitan ini, pergeseran situasi posmodernitas, 
terkhusus dalam ilmu sosial bisa ditelusuri melalui kritik 
metodologis yang merujuk pada anti-positivisme. Kenapa? 
Disebabkan posmodernisme merupakan kritik atas berbagai 
standardisasi nilai yang oleh modernisme dilahirkan oleh adaptasi 
pengkajian sosial atas ilmu alam. Segenap narasi besar, semisal 
kepercayaan teleologis terhadap ide kemajuan (idea of progress) 
yang mengacu pada postulat bahwa dunia secara linier bisa 
melangkah ke depan, searah dengan kemajuan fisika, kimia, 
biologi, dan ekonomi yang telah melahirkan teknologi. Hegemoni 
saintifisme dalam mengarahkan gerak peradaban dikritik oleh 
posmodernisme yang lebih menekan ulang posisi makna, nilai, 
dan identitas yang tidak lagi tunggal, tetapi tersebar menurut 
episteme masing-masing. 

Seperti termaktub sebelumnya, ilmuwan alam telah menata 
data di bawah konsep generik yang mengindikasikan ciri umum 
objek alamiah. Fakta yang diamati dikerangkakan oleh konsep 
generik tersebut secara kuantitatif, selayak faktor yang dapat 
diukur seperti massa dan gerak. Berdasarkan ciri yang sama dari 
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sejumlah besar objek, unsur objek ini ditempatkan di bawah 
aturan-aturan universal yang menghubungkan ciri kuantitatif 
dalam konteks sebab-akibat. Lahirlah kausalitas generalisasi 
itu, yang mana tujuan ilmuwan alam kemudian menetapkan 
hukum sebab-akibat yang dapat dijadikan patokan besar untuk 
kasus lainnya. Di sini, aspek kualitatif dari fenomena alamiah 
yang diberikan oleh pengalaman biasa menjadi hilang dan tidak 
diakui secara ilmiah, selayak positivisme Durkheimian yang 
anti terhadap pemahaman subjektif dari common sense. Satu hal 
yang kemudian dibalik oleh interpretivisme yang menjadikan 
penafsiran orang biasa sebagai subjek utama penelitian budaya. 

Dari sinilah anti-positivisme Weber menemu ruang. 
Menolak determinisme sains sosial, Weber melihat ilmu sosial 
budaya lebih terkait dengan pembedaan satu fenomena sosial 
dari yang lain. Artinya, daripada membuat generalisasi atas yang 
partikular, ilmu sosial seharusnya lebih mengedepankan kesadaran 
akan keunikan realitas menuju suatu karakteristik kualitatif yang 
membedakan, melampaui generalisasi abstrak ilmu alam yang 
mereduksi perbedaan kualitatif dalam rumus matematis. Di sini 
yang ensensial bukanlah yang generik, melainkan pemilahan 
atas konfigurasi kualitatif sehingga memunculkan faktor-faktor 
substantif yang relatif kaya. Birokrasi rasional-legal misalnya, 
mengandung pemikiran rasional, tugas resmi, pemisahan yang 
pribadi dari yang umum, alienasi, efisiensi, dan sebagainya. Satu 
hal yang kompleks dan tidak bisa dikotakkan dalam pola umum 
minus perbedaan kualitatif. 

Pada titik inilah prinsip dari peneliti budaya lebih mengacu 
pada nilai-relevan, yakni suatu seleksi fakta yang relevan dengan 
nilai peneliti. Diasumsikan bahwa nilai ini dimiliki bersama oleh 
masyarakat dari satu kebudayaan, satu fakta yang menyeragamkan 
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minat ilmiah. Nilai bersama tersebut kemudian memberikan fakta 
yang relevan terhadap signifikansi kebudayaan. Ini yang membuat 
peneliti budaya tidak harus melakukan evaluasi negatif atas fakta 
sosial tertentu, tetapi yang penting adalah mencari signifikansi 
suatu fakta atas kebudayaan secara luas. Satu hal yang tidak akan 
terjadi pada generalisasi karena ia tidak peduli dengan sebab 
musabab dari fakta sosial karena positivisme hanya mencari 
hukum internal dalam aturan ekonomi misalnya, tetapi tidak 
menggali sebab-sebab kualitatif yang menggerakkannya. Satu 
hal yang telah dilakukan Weber dalam kontribusi Protestantisme 
atas etos kapitalisme. 

Pada level ini, nilai-relevan kemudian mesti dikaitkan 
dengan tipe-ideal yang oleh Weber dijadikan acuan logis dari 
hukum-hukum sosial. Satu tipe yang berbeda dengan generalisasi 
sebab ia tetap berangkat dari postulat bahwa realitas konkret 
kurang memiliki aturan logis dari aturan alamiah sehingga ia tidak 
bisa dijadikan premis umum bagi “hukum menjadi” layaknya 
hukum alam. Akan tetap ada penyimpangan realitas atas tipe-ideal 
tersebut, semisal tipe kapitalisme sebagai ekonomi tukar- 
menukar, kompetisi bebas, dan tindakan rasional. Secara faktual, 
belum pernah ada ekonomi kapitalis yang menggabungkan secara 
sempurna rasionalitas perilaku ekonomi. Ia hanya mendekat 
tipe-ideal tersebut. Hal ini yang membuat Weber menemukan 
satu fakta bahwa definisi tertentu, sebenarnya menampilkan cara 
berbeda tergantung pada kepentingan ilmiah sehingga setiap 
tipe menampilkan entitas dalam dirinya sendiri (self contained 
entity). Ini yang membuat tiada ensensi dari suatu fakta sosial 
yang terlepas dari kepentingan peneliti. Dari sinilah penelitian 
kemanusiaan menjadi lebih partikular, unik, dan interpretif, 


melampaui eksplanasi kausal yang saintifik. Hal ini terkait dengan 


119 


posisi epistemologis dari antropologi yang harus menjelma “jalan 
tengah” antara eksplanasi dengan interpretasi, antara ilmu alam 
dengan humanitas dan antara kebutuhan reflektif teori sosial 
dengan keniscayaan empiris dalam etnografi. Antropologi pada 
satu sisi tetap menjadi ruang epistemik dari akademisi, tetapi 
sekaligus ranah praksis dari makna masyarakat. 

Pada titik inilah, tema resistansi muncul, mengiringi 
bertemunya pendekatan interpretif Geertz dengan teori konflik 
marxisme. Pertemuan ini kemudian melahirkan mode etnografi 
baru dan paling berpengaruh pada dekade 1980, yang merujuk 
pada tema perlawanan terhadap ketidakadilan atau penindasan 
(oppression), baik dalam ranah kelas, gender, maupun etnisitas. 
Pertemuan ini sekaligus menyediakan “jalan tengah” jilid dua, 
yakni antara kritik ideologi pada level ekonomi-politik, dengan 
interpretasi simbolik yang kaya dengan sensitivitas budaya. 
Dari sini muncul kompleksitas kekuasaan, di mana dinamika 
kebudayaan global tidak sesederhana akomodasi kebudayaan 
yang semata terkait dengan dunia materi (material world) dan 
materi sebagai kekuatan pendorong (material trajectories) dari 
perubahan budaya, selayak pandangan materialisme kebudayaan. 
Melebihi itu, etnografi resistan mencoba memperhalus kekakuan 
materialisme historis melalui kepekaan simbolik dalam dunia 
makna. 

Ini yang kemudian memperluas lapangan dari Marxis 
kebudayaan (cultural Marxists): ketidaksetaraan (ineguality) 
yang dibangun dalam rentang historis, tidak semata ihwal 
hubungan ekonomi dan tak hanya ditemukan dalam tempat 
kerja. Penindasan tersebut ternyata bisa ditemukan di semua 
hubungan sosial dan secara simbolik terjadi dalam bentuk-bentuk 
khusus sehingga resistansi juga dapat ditemukan dalam ranah 
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yang samar, tersembunyi, di daerah kehidupan tak terduga." 
Pertemuan ini sekaligus menutupi kelemahan interpretivisme 
simbolik yang menyediakan ruang kosong pada basis ekonomi- 
politik sehingga mampu menggerakkan kajian klasik antropologi 
seperti shamanisme, ritual, dan magi dalam sebuah pergulatan 
kekuasaan, baik level negara maupun struktur asimetris dari 
globalisasi. 

Persoalan ini yang menggeser pergulatan kebudayaan dari 
ranah antropologi (study of culture) kepada cultural studies: satu hal 
yang menggeret analisis budaya dalam tanya bagaimana kekuasaan 
mereproduksi dirinya melalui kebudayaan? Satu titik kebudayaan 
tidak lagi tunggal, agung, dan memiliki esensi, karena ia dilihat 
hanya bentukan dari kuasa bahasa. Sementara sisi lain, kekuasaan 
juga tidak tunggal, selayak hegemoni negara yang memisahkan 
totalitas masyarakat vis a vis absolutisme politik. Kekuasaan pada 
ranah ini sudah bersifat cultural, yang mana titik bidiknya lebih 
kepada pembentukan kebijakan budaya nan produktif"! sehingga 
ia menjelma pendisiplinan (disciplinary), normalisasi, regulasi, 
dan segenap peraturan. Konon, demi kemanusiaan, kemajuan, 
serta kebudayaan itu sendiri, yang sebenarnya mendedahkan 
gerak strategi kuasa dalam bentuk mikro-politik. 

Di sini cultural studies kemudian menggeser lokus 
pembicaraan dari culture sebagai sistem budaya, di mana 
antropologi memaknainya sebagai sistem makna from within 
kepada cultural turn: sebuah kecenderungan “semua ke arah 
budaya”. Pada gerak ini, budaya tidak dilekatkan pada suku 


40. Op.cit. hlm. 387—397. 

41. Couze Venn, “Cultural Theory, Biopolitics, and the Guestion of 
Power,” dalam Theory Culture & Sociery SAGE Publications, (Vol. 
24(3)), hlm. 113. 
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tertentu, dengan tabiat tertentu, tetapi lebih kepada domain 
everything is cultures, dengan penekanan pada reproduksi 
kebudayaan oleh kekuasaan dalam domain keseharian. Budaya 
pada level ini memang teruang dalam pascamodernitas, di 
mana produksi ekonomi sudah melampaui kebutuhan sub- 
sisten dan tergerak pada pelampiasan hasrat (desire) melalui 
konstruk pencitraan media. Inilah yang membuat cultural studies 
menembakkan kritiknya pada budaya pop sebagai representasi 
utama dari pembentukan budaya oleh kuasa pengetahuan. 

Pada langgam ini, cultural studies telah menimba kritik 
budaya dari marxisme dalam dua ranah. Satu sisi, ia menggerakkan 
cara penafsiran tekstual yang menempatkan teks budaya tidak 
terpisah dari konteks sosial dan kepentingan historis produksi dan 
konsumsinya. Walaupun terbentuk oleh struktur sosial tertentu 
dengan kesejarahan tertentu, teks tidak dikaji sebagai refleksi 
dari struktur sejarah tersebut. Sejarah, konteks sosial, dan teks 
budaya bukanlah entitas terpisah. Dengan kata lain, teks budaya 
menciptakan sejarah sekaligus merupakan bagian tidak terpisah 
dari proses pembentukan dan praktik politiknya. Oleh karena itu, 
ia seharusnya dikaji karena pekerjaan ideologis yang dilakukan: 
bukan karena pekerjaan ilmiah yang direfleksikan yang senantiasa 
berlangsung di tempat lain. 

Dari cara penafsiran seperti ini, maka mode pemaknaan 
pun berubah. Sebuah teks, pengetahuan, dan kebenaran tidak 
secara otomatis memiliki referensi esensial dengan makna. 
Melampaui itu, ia sebenarnya lebih merupa ruang kontestasi 
di mana masing kelompok sub-ordinat berusaha menentang 


42. John Frow, Cultural Studies & Cultural Value, (Oxford: Clarendon 
Press, 1995), hlm. 130—138. 
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penimpaan definisi kebenaran atas dirinya. Hal ini berangkat dari 
fakta masyarakat industri yang terpecah dan tersekat secara tidak 
adil, baik menurut garis etnis, gender, keturunan, kepemilikan 
modal, maupun kelas. Cultural studies berpendapat, budaya 
merupakan satu wilayah prinsipiil, di mana penyekatan ini 
ditegakkan dan dipertandingkan. Dalam konteks inilah budaya 
bersifat ideologis. 

Pada titik ini, terma ideologi kemudian tergeser ke arah 
politik artikulasi. Gerak artikulasi menunjuk pada pertarungan 
ideologis, tempat manusia mengekspresikan dan berpartisipasi 
dalam praktik produksi (production in use) kebenaran. Di sini, 
proses pemaknaan harus terekspresikan, dalam konteks spesifik, 
wacana spesifik, dan momen historis spesifik. Ini yang membuat 
teks budaya bersifat “multi aksentual”, yakni teks dan praktik 
budaya bisa diartikulasikan dengan aksen yang berbeda, oleh 
orang yang berbeda, dalam konteks berbeda untuk tujuan politis 
berbeda. Makna, karenanya adalah sebuah produksi sosial dunia 
harus diberi makna. Sebuah teks atau peristiwa bukanlah sumur 
makna yang akan keluar dengan sendirinya, melainkan tempat 
di mana artikulasi makna nan beragam dan bertentangan, saling 
berkonflik. Hal ini yang membuat teks budaya memberikan ranah 
inkorporasi sekaligus resistansi, satu tempat di mana hegemoni 
dimenangkan atau kalah. 

Dari sini terlihat bahwa cultural studies memiliki beberapa 
ranah. Pertama, ia merupakan arena pos-disipliner, di mana 
segenap perspektif yang berlainan: antropologi, sosiologi, ilmu 
politik, sejarah, studi bahasa, teramu dalam jejaring analitis 


43. John Storey, Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, (Yogyakarta: 
Jalasutra, 2007), hlm. 3—6. 
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guna melakukan penelanjangan atas hubungan kebudayaan dan 
kekuasaan. Ini yang membuatnya bersifat political, satu hal yang 
membuat cultural studies bisa lebih diposisikan sebagai “teori 
politik” daripada “teori budaya”. Kedua, kulturalisme, di mana 
kebudayaan tidak lagi teruang dalam dikotomi high culture/mass 
culture, primitif/beradab, tradisi/modern, atau budaya rakyat/ 
adiluhung. Kebudayaan pada tahap ini sudah melingkupi segenap 
praktik, institusi, sistem nilai, keyakinan, rutinitas, dan bentuk 
kebiasaan semua masyarakat dalam everyday life-nya. 

Di sini, kulturalisme telah memberikan penekanan pada 
“kelaziman budaya” serta aspek aktif, kreatif, dan kapasitas 
setiap manusia untuk membangun praktik bermakna secara 
bersama-sama. Kerja empiris tergerak, di mana etnografi, 
sebagai pemahaman kualitatif atas aktivitas budaya dalam 
konteksnya, telah diperluas, dari ruang antropologi klasik kepada 
arena pertarungan makna, tempat semua individu melakukan 
pemelencengan tafsir atas naturalisasi kehidupan yang tercetak 
oleh kuasa budaya. Etnografi sebagai pencatatan “deskripsi 
mendalam” (thick description) atas multiplisitas struktur konseptual 
kompleks, telah menjadikan bahasa sebagai medan pertarungan 
budaya, di mana keseharian manusia berusaha mencipta 
ulang makna baru sebagai perlawanan atas konstruksi bahasa 
dominan. 

Ketiga, keragaman bentuk kekuasaan (identitas) semisal 
gender, ras, kelas, kolonialisme, yang merujuk pada politik 
artikulasi. Artikulasi di sini termaknai sebagai pembentukan 
kesatuan temporer antar-sejumlah elemen yang tidak harus saling 
beriringan. Jadi, representasi gender misalnya, dapat dilekatkan 
bersama-sama dengan representasi ras, dengan cara khas, serba 
tak menentu, dan tak dapat diprediksi sebelum fakta ditemukan. 
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Segenap identitas ini dimasukkan dalam domain kekuasaan 
karena ia bersifat konstruktif: identitas tidak ditemukan, tetapi 
dicipta oleh kuasa bahasa. Ini yang membuat cultural studies 
bersifat anti-esensialis. 

Kenapa? Disebabkan esensialisme yang mengasumsikan 
adanya acuan dan kategori sosial yang tetap: mencerminkan 
identitas esensial yang melekat dalam identitas tersebut ditolak. 
Hal ini terjadi sebab identitas hanyalah bentukan dari politik 
diskursif, di mana makna tidak terdapat dalam substansi yang 
diwakili, tetapi dalam struktur internal bahasa. Ini yang membuat 
artikulasi menggeret cultural studies pada gerak resistensi. 
Kaum marginal yang terbentuk oleh kuasa bahasa, berusaha 
membebaskan diri dari konstruksi tersebut. Satu pembebasan 
diskursif yang berdampak pada pembongkaran simpul ekonomi- 
politik, di mana “yang kultural” menjadi medium reproduktif 
bagi “yang struktural”. Watak perlawanan inilah yang membawa 
cultural studies keluar dari sekat akademik untuk menyatu dengan 
gerakan sosial yang menyuarakan sub-alternitas. 

Pada titik ini, bahasa kemudian menjadi domain utama 
bagi cultural studies. Ta bukanlah media netral bagi pembentukan 
makna atau pengetahuan tentang dunia independen yang ada 
di luar bahasa. Bahasa pada satu titik bahkan menjelma bagian 
utama dari makna dan pengetahuan itu sendiri. Artinya, bahasalah 
yang memberi makna pada objek material dan praktik sosial yang 
dibeberkan oleh bahasa kepada manusia dan membuat manusia 
bisa memikirkan objek tersebut dalam pembatasan bahasa. 
Proses produksi makna merupakan praktik pemaknaan sehingga 
memahami kebudayaan berarti mengeksplorasi, bagaimana 
makna dihasilkan secara simbolis dalam bahasa, sebagai suatu 
sistem pemaknaan. Ini yang menjadikan cultural studies konsen 
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dengan representasi, di mana bahasa telah membentuk perilaku, 
identitas, dan kode budaya, yang memiliki materialitas tertentu 
dalam konteks sosial tertentu. 

Determinisme bahasa ini sudah terjadi sejak strukturalisme. 
Ia berakar pada asumsi, “tak ada realitas di luar bahasa” dari 
linguistik struktural, di mana Saussure meletakkan makna, bukan 
di objek realitas yang diwakili bahasa, melainkan dalam jaring 
penanda (signifiers) yang disatukan dalam struktur keberbedaan 
(structure of differences). Ini yang membuat makna kata tercipta 
karena binaritas oposisionalnya dengan kata lain: hitam- 
putih, baik-jahat, universal-partikular. Binaritas ini kemudian 
semakin menjelmakan bahasa sebagai entitas sui generis karena 
otentisitasnya terletak bukan di parole: konteks pengucapan 
bahasa (speech), melainkan di langue: struktur internal dari sistem 
tanda yang mendasari parole. Inilah yang membuat bahasa bersifat 
otonom karena ia direproduksi bukan oleh konteks material yang 
melingkupi, melainkan oleh struktur internal penandaan yang 
tercipta melalui sistem pembedaan. 

Pada aras politik, hal ini kemudian melahirkan semiologi: 
ilmu penandaan (signifying) atas penetapan makna dalam 
bahasa. Semiotika Roland Barthes menemu ruang, yang mana 
tanda budaya bukanlah sesuatu yang murni (innocent). Namun 
sebaliknya, ia justru memiliki kaitan yang kompleks dengan 
reproduksi ideologis. Barthes kemudian menggeret studi 
tanda ini untuk menghubungkan praktik penandaan budaya 
dengan fungsi ekonomi-politik demi kelancaran reproduksi 
kapitalisme. Dari sinilah pemujaan komoditas (commodity 
Jetishism) menjelma mitos modern, yang mana mythologist: 
tanda budaya borjuis, telah “memakan” massa konsumen (myth 
consumer). Hal ini menandaskan satu fakta bahwa kode budaya 
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tertentu telah membentuk preferensi konsumen sehingga dengan 
demikian memengaruhi bentuk produksi ekonomi. Ini berarti 
kebudayaanlah yang menentukan bentuk kehidupan ekonomi, 
bukan sebaliknya selayak materialisme Marx. 

Proses ini terjadi melalui pembentukan tatanan budaya 
(cultural order) yang diwujudnyatakan dalam tatanan benda (order 
of good), yang mana produksi ekonomi merupakan reproduksi 
kebudayaan dalam sistem benda (system of object). Dengan kata 
lain, barang yang dikonsumsi sebenarnya merupakan penanda 
(signifters) dalam sistem kultural, dan sistem ekonomi kemudian 
merespons kode tersebut dengan memproduksi signifiers lain lagi 
yang bersifat cultural.“ Misal sederhana, terjadi pada penandaan 
produk rokok sebagai simbol kejantanan dan pemutih kulit 
sebagai prasyarat utama kecantikan. 

Masyarakat pascamodern memang merujuk pada proses ini, 
yakni pemanfaatan industri budaya demi reproduksi kekuasaan. 
Pergulatannya terletak pada bagaimana penciptaan karya kultural 
terbarengi oleh kuasa modal dan kuasa pengetahuan, yang 
membuat satu pihak bisa mengeruk keuntungan baik kultural 
maupun ekonomis. Tutur John R. Hall dan Mary Jo Neitz: 


To understand power in relation to culture reguires asking 
whether and how specific individuals and groups derive 
benefit from their disproportionate abilities to produce 
and distribute culture. Once we acknowledge that it 
takes resources to disseminate music, paint, publish or 
show films, and these resources are not egually distributed 
in any society, then it becomes possible to investigate 
the political economy of culture: How the production 


44. Gui do Carmo da Silva, “Strukturalisme dan Analisis Semiotik atas 
Kebudayaan”, dalam Mudji Sutrisno (Ed.), Teori-Teori Kebudayaan, 
(Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 113—123. 
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and distribution of culture are economically supported, 
and how these activities are connected to the structure 
of political interests and power in a society, The later 
approach explores how the form and content of cultural 
objects may be shaped by the economic and political 
control of cultural production. 


Pada skala makro, gerak ini telah terkondisikan oleh pasar 
global yang menggabungkan dunia hiburan dan periklanan, 
ke dalam komoditas budaya yang tercitrakan melalui media. 
Risikonya, lahir satu tendensi bahwa komoditas selalu identik 
dengan citranya dalam media, “yang riil” tidak dibedakan dengan 
“yang tidak riil”. Pada titik ini, berlangsung suatu pergeseran ke 
arah budaya ekonomis dan ekonomi berbasis budaya (the becoming 
cultural economic, and the becoming economic of culture). Apa yang 
disebut sebagai reproduksi budaya entah dalam bentuk hiburan: 
film, artis, musik, dan lifestyle dalam bentuk gaya makan global, 
tentu dilihat sebagai reproduksi kekuasaan yang menguntungkan 
kapitalisme. Era pascamodern seperti kita tahu mengamini proses 
ini. Yakni, sebuah pergeseran dari model ekonomi pemenuhan 
sub-sistensi, seperti sandang, pangan, papan kepada gerak 
ekonomi yang terkonstruk pada pemenuhan hasrat.“ Dalam 


45. John R. Hall, Mary Jo Neitz, Culture, Sociological Perspectives, (New 
Jersey: Prentice Hall, 1993), hlm. 141. 

46. Inilah yang menandai momen konsumerisme. Di sini ada beberapa 
konsepsi mengenai hal ini. Menurut marxisme, konsumsi merupakan 
dampak dari pergeseran feodalisme ke kapitalisme. Pergeseran ini 
mengamini sebuah perubahan mode ekonomi dari produksi yang 
digerakkan oleh kebutuhan kepada produksi yang digerakkan oleh 
keuntungan. Dalam situasi ini, buruh mengalami alienasi karena 
produk kerjanya tidak dimiliki. Tenaga kerja hanya dihargai oleh upah. 
Jika buruh hendak menemukan eksistensi (yang diberangus dalam 
proses kerja), maka ia harus masuk dalam transaksi konsumsi. Inilah 
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pemuasan hasrat inilah, “yang ekonomi” menjelma dalam “yang 


ideologi konsumerisme yang memberi sugesti bahwa makna hidup 
tidak ditemukan pada apa yang kita hasilkan melalui kerja, tetapi pada 
apa yang kita konsumsi. 

Sementara itu, Marcuse lebih melihat pada kemampuan konsumerisme 
dalam menciptakan kebutuhan palsu yang kemudian berfungsi sebagai 
kontrol sosial. Orang-orang menemukan diri mereka dalam komoditas: 
mereka menemukan jiwa mereka dalam mobil, perangkat hi-fi, rumah 
bertingkat, perlengkapan komunikasi. Dalam kaitan inilah iklan 
menjadi penting untuk menumbuhkan hasrat baru bagi pencitraan 
psikis yang sayangnya tertahbis dalam produk konsumsi. Proses 
pencarian citra inilah yang membuat psikoanalisis Lacanian melihat 
pencarian konsumsi selayak pencarian akan cinta. Cinta adalah solusi 
semua problem: cinta dapat membuat kita lengkap, penuh, utuh, 
demikian juga dengan konsumsi. 

Gerak ini terjadi karena manusia telah mengalami kehilangan dunia 
penuh “sang ibu”, dan akhirnya ia bergerak dari aras pencarian diri 
dalam ruang imajiner kepada dunia simbolik bahasa nan kosong. 
Momen kehilangan “yang penuh” inilah yang membuat kita terlibat 
dalam proses pencarian kepenuhan “yang imajiner”. Kita tergulat dalam 
pencarian tidak berujung, tetapi memulainya justru dengan benda- 
benda pengganti dengan berbagai strategi pengalihan. Konsumerisme 
adalah salah satu strategi pengalihan: pencarian diri tiada akhir, 
pergerakan hasrat metonimik yang tidak ada habisnya. Janji yang 
dibuat adalah bahwa (selayak cinta) konsumsi merupakan jawaban bagi 
semua problem manusia, konsumsi mampu memberikan keutuhan 
dan kelengkapan diris konsumsi akan mengembalikan manusia dalam 
kondisi imajiner yang diliputi oleh kebahagiaan. Hal berbeda dengan 
Bourdieu yang tidak melihat apa yang telah dilakukan konsumsi pada 
manusia, tetapi bagaimana manusia memanfaatkan konsumsi demi 
legitimasi kelas sosial. Ini terjadi karena gaya hidups kemampuan 
belanja di mal, makan siang di restoran mewah, membawa laptop 
dalam caf€, merupakan cara bagi suatu kelas sosial untuk melegitimasi 
perbedaan kelas. Inilah yang terjadi, di mana pembentukan pembedaan 
budaya, mampu mengamankan dan melegitimasi bentuk kekuasaan 
dan dominasi yang akhirnya berakar pada ketimpangan ekonomi. 
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kultura?”, karena produk kapitalisme telah beranjak dari karya 
material kepada karya budaya, tempat manusia mencitrakan diri 
sesuai dengan gambaran media. 

Hal ini yang kemudian mencipta perubahan pada basis 
material masyarakat. Dalam situasi ini, nilai yang sejak awal 
menjadi landas material dan capai tujuan, tidak berfungsi lagi 
karena landas material tersebut telah terganti oleh sistem produksi 
budaya yang pada aras objektif mengikis kedalaman makna 
dan para level subjektif menumbuhkan etos konsumerisme. 
Secara menyeluruh hal ini terjadi melalui pendangkalan makna 
yang disebabkan oleh pencitraan, di mana produk budaya 
hanya dibentuk oleh citra dangkal tanpa kedalaman makna. 
Ini tergerak semisal dalam budaya iklan di media massa. Setiap 
detik masyarakat disuguhi tontonan (spectacle) yang dibungkus 
dalam pencintraan media massa. Dalam konteks ini, “masyarakat 
tontonan” dibombardir oleh simulakra, yakni suatu kopian 
dari salinan realitas yang tidak memiliki referensi pada realitas 
sesungguhnya. Inilah yang menebarkan “kedangkalan makna” 
dan sekaligus melarutkan pikiran manusia untuk terus-menerus 
bertindak konsumtif tanpa mampu memaknai kehidupan itu 
sendiri. Pada ranah subjektif, hal ini akhirnya melahirkan kepura- 
puraan dan kelesuan emosi (the waning of affect). Ini terjadi karena 
otentisitas dan ekspresi estetis manusia sebagai individu otonom 


Hal ini membuktikan bahwa meskipun aturan kelas pada akhirnya 
bersifat ekonomi, bentuk yang diambil bersifat kultural, dan bahwa 
pembedaan kultural, pembentukan, penandaan, dan pemeliharaan 
perbedaan budaya adalah kunci untuk memahami hal ini. Dengan 
cara ini, produksi dan reproduksi ruang budaya, telah menghasilkan 
dan mereproduksi ruang sosial serta perbedaan kelas. John Storey, 
Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, (Bandung: Jalasutra, 2007), 
hlm. 144—147. 
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telah hilang. Subjek telah terfragmentasi, terbelah hingga relung 
kesadaran. Ada sebuah intensitas reduksionis yang membuat 
tubuh tersedot oleh simulakra teknologi sehingga manusia 
mengalami pembuyaran psikologis akibat pencitraan diri. Artis 
ketika di depan kamera, bukanlah diri mereka, melainkan satu 
figur tuntutan skenario yang abai terhadap gelisah jiwa. 

Hal sama terjadi pada ruang historis yang telah menimbulkan 
pastiche, imitasi atau peniruan tanpa rasionalitas makna atas 
masa lalu. Proses ini yang membuahkan hilangnya kesejarahan 
karena sejarah hanya menjadi komoditas untuk dicitrakan 
secara komersial. Secara psikis, proses ini kemudian mencipta 
schizophrenia, sebuah language disorder yang membuat manusia 
gagal memaknai tatanan simboliknya. Pada titik ini, manusia 
kehilangan temporalitasnya, karena ia tidak lagi mampu membuat 
masa kini, lampau, dan hari depan menjadi bermakna. Semua 
energi hidup telah tercurah demi “kekinian abadi” dalam gelegak 
hasrat konsumerisme. Ini yang akhirnya melahirkan hyperreality, 
yakni situasi di mana kedalaman (the depth) dan materialitas dunia 
real telah jatuh dalam kedangkalan selera, rayuan komoditas dan 
godaan simbol pencitraan yang mematikan kecerdasan reflektif. 

Pada titik inilah terjadi apa yang oleh Walter Benjamin 
sebut sebagai Erlebnis, yakni hilangnya pengalaman. Kegiatan 
dalam masyarakat industri modern tidak dapat tergerak berdasar 
pengetahuan dan keterampilan yang dibangun oleh aktivitas 
masa lampau. Masa kini tidak lagi dialami, ia hanya dilalui. Hal 
ini berbeda dengan Erfahrung yang merupakan karakteristik 
masyarakat pra-industrial, di mana aktivitas diukur dalam 
kesadaran tradisi warisan masa lalu. Di sini, pengalaman teralami 
karena ia terbentuk berdasarkan integrasi antara “yang dahulu” 
dengan “yang sekarang.” Ini yang kemudian mencengkeramkan 
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shock partikularitas, di mana manusia industri terus-menerus 
dikonfrontasi oleh pengulangan peristiwa yang sifatnya hanya 
partikular, yang tentunya meniadakan refleksi apalagi kontrol 
dan resistensi atas keterpecahan hidup. 

Aspek partikularitas hidup ini terjadi, salah satunya melalui 
pemujaan berlebihan terhadap pemotretan detail-detail objek 
keseharian yang tercetak oleh teknologi seni. Ini terjadi misalnya 
dalam reproduksi seni pop baik fotografi, televisi, dan media 
massa, yang secara sporadis memberikan ruang pada detail-detail 
peristiwa keseharian, memolesnya dengan begitu cantik-canggih, 
tanpa daya kreatif untuk merangkainya dalam suatu holisme 
kebudayaan. Dengan pemujaan atas “yang detail” ini, manusia 
industri tidak mampu menemukan posisi dirinya dalam jaringan 
totalitas kehidupan. 

Hal inilah yang kemudian menambatkan manusia industri 
pada dua macam memori yang sama-sama tidak mampu 
menanggulangi dampak dari shock partikularitas tersebut. Memori 
ini mengacu pada pertama, memoire involontaire (kenangan 
spontan tidak tersadari). Model memori ini merujuk pada kapasitas 
untuk melakukan asosiasi bebas, tetapi tidak dikendalikan oleh 
kepentingan sosial praktis. Tindakan model ini meliputi peristiwa 
partikular melalui asosiasi murni personal. Ia merupakan usaha 
untuk membangkitkan kenangan guna menemukan kembali 
diri yang terasing. Sayang, cara penanganan ini secara struktural 
tidak efektif. Dengan menempatkan kesan partikular ke dalam 
dunia nan indah dan unik, memoire involontaire mengalihkan 
keterpecahan hidup dalam kesan keindahan yang juga partikular, 
individual, dan temporal. 

Hal agak beda terjadi pada memoire volontaire (kenangan 
yang hadir tersadari). Memori ini memiliki aktivitas yang lebih 
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abstrak dan terkontrol serta miskin dalam kualitas konkret, bila 
dibandingkan dengan memoire involontaire. Memori ini mengalir 
mengikuti daya pikir dan merupakan kenangan akan masa 
lampau secara sadar, demi kepentingan praktis masa kini. Dengan 
menempatkan peristiwa partikular dalam suatu rangkaian, 
memotre volontaire berkehendak untuk meminimalisasi krisis yang 
berlangsung sekarang ini. Ini yang melahirkan penghayatan atas 
“yang partikular kini” dengan menggunakan integrasi jaringan- 
rangkaian. Hanya model kenangan ini tetap tidak mencukupi 
untuk menanggulangi shock partikularitas karena ia tidak mampu 
merasuk pada “keutuhan isi” dari peristiwa partikular. Secara 
sederhana, aktivitas dua memori ini bisa kita lihat pada kegiatan 
liburan untuk memoire involontaire, dan kerja para pekerja 
tidak terampil untuk memoire volontaire. Pada liburan, kita 
menemukan masyarakat yang tengah meninggalkan pikuk kerja 
industri untuk menyegarkan diri. Akan tetapi sayang, aktivitas 
penyegaran ini bersifat individual dan tentu tidak menyentuh 
persoalan struktural yang menyebabkan mereka terasing dalam 
mesin industri. Hal sama terjadi pada aktivitas kerja tak terampil, 
yang meskipun secara sadar mampu menemukan dirinya 
dalam rangkaian program terkontrol, ketidakterampilan telah 
mencerabut mereka dari “keutuhan isi” industrialisme yang tetap 
membuat mereka terasing. 

Dari sini, situasi posmodernis dari kebudayaan adalah 
hilangnya aura dalam seni. Tesis ini ditangkap Benjamin sebagai 
penglihatan atas penghancuran “yang sakral” dari kesenian oleh 
teknologi. Di sini, aura tertahbis sebagai asosiasi yang dalam 
konteks memoire involontaire cenderung mengumpul di sekitar 
objek persepsi. Aura ditandai dengan perasaan reflektif, unik, 
dan pengalaman akan keabadian dari satu karya seni. Jadi, seni 
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menjadi media kontemplasi yang diletakkan dalam wilayah sakral 
keindahan. Pengalaman ini secara esensial terbentuk melalui gerak 
ritual yang terpancar dari seni otentik. 

Teknik fotografi-lah yang menjadi salah satu penghancur 
dari aura ini. Ia telah melakukan pemotongan keunikan aura, 
persis dengan digerakkannya teknik reproduksi. Dari sini, dunia 
menyaksikan betapa mekanisme reproduksi telah membebaskan 
kreasi seni dari ritual dan kerumitan proses. Hal ini dibarengi 
dengan pemberian ruang yang begitu besar terhadap detail 
penggambaran kehidupan, melalui pemisahan detail tersebut 
dari totalitas kebudayaan.” Pada titik inilah, karya seni menjadi 
impersonal melalui proses penikmatan yang bersifat massal, tentu 
minus refleksifitas individual. Seni non-auratik mengamini suatu 
proses evolusi budaya yang secara kronologis merupakan tahapan 
dari totalitas sosial kapitalis (capitalist social totality) melalui 
pemisahan wilayah estetika dari konteks sosial masyarakat. 
Pemisahan inilah yang mengesankan terbebasnya seni dari 
ketimpangan sosial, satu hal yang sering terlihat dari doktrin 
seni untuk seni.48 Inilah culture industry atau mass culture itu, 
yang secara politis menampakkan karakteristik ketidaksadaran 
budaya dari massa, sebagai hasil dari reproduksi formasi sosial 
kapitalisme. 

Pada satu titik, gerak reproduktif budaya ini kemudian 
menciptakan kematian realitas (pos-reality). Yakni, suatu realitas 
melampaui (hyper-reality) yang terbentuk oleh teknologi 


47. Greg Sutomo, Krisis Seni Krisis Kesadaran, (Yogyakarta: Kanisius, 
2003), hlm. 85—93. 

48. Scott Lash, “Critical Theory and Postmodernist Culture: The Eclipse 
of Aura,” dalam Sociology of Postmodernism, (London and New York: 
Routledge, 1990), hlm. 154—159. 
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pencitraan sehingga antara realitas dan non-realitas mengalami 
tumpang-tindih dan peleburan. Inilah yang disebut oleh 
Baudrillard sebagai simulasi (simulation). Konsep ini mengacu 
pada keadaan cengkeraman simulakra (simulacra), sesuatu yang 
tampak atau dibuat seperti sesuatu yang lain, bisa berbentuk 
counterfeit maupun reproduction. Proses ini kemudian tergerak 
hingga terputusnya kopian dengan realitas yang disalin. 
Dengan kata lain, simulasi terjadi ketika proses simulakra telah 
menghancurkan representasi sehingga citra, copy, atau salinan 
yang pada awalnya mengacu pada ikon di realitas, telah menjadi 
realitas itu sendiri. Secara sederhana, simulasi hendak menjelaskan 
penciptaan kondisi tertentu, wahana teknologi, media, sosial, 
politik, dan budaya, secara artifisial, dengan menggunakan 
teknologi pencitraan sehingga benar-benar dapat dilihat dan 
dialami sebagai fakta nyata, padahal ia tak lebih merupa hasil 
manipulasi teknologis. 

Hiperealitas sebagai hasil dari simulasi juga bisa dilihat 
dari sudut pandang semiotika. Proses ini mengacu pada anti- 
signifikasi. Yakni, ketika penandaan (signification) tidak lagi 
menghubungkan penanda, petanda, dan ikon realitas yang 
terepresentasi. Hal ini terjadi karena tanda yang pada awalnya 
berfungsi menggambarkan atau mewakili kebenaran realitas, 
telah berbalik menjadi kebenaran dan menentukan kebenaran 
atas realitas. Meminjam Heidegger, tanda yang semula menjelma 
potret dunia (world picture), tempat manusia merepresentasikan 
pandangan dunia (world view), telah mengalami pembalikan ke 
arah ontologi citra. Inilah tragedi modernitas, di mana dunia telah 
dijajah oleh citraan yang diproduksi lewat sains dan teknologi 
sehingga citra tersebut kemudian membentuk pandangan dunia 
dan oleh karenanya membentuk realitas. Artinya, telah terjadi 
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pemangsaan terhadap ada (being) sehingga ada di dunia, kini 
telah dijajah oleh ada dalam wujud citraan. Risikonya, segala 
sesuatu kini tampil dalam bentuk representasinya dan di dalam 
dunia yang terdominasi oleh ontologi citra, hanya representasi itu 
yang dianggap sebagai nyata (real). Ketika citra memerangkap 
manusia dalam simulasi tanpa batas, maka manusia tidak saja 
terputus dari realitas sebenarnya, tetapi juga terputus dari diri 
(self) dan eksistensinya yang otentik. 

Pada aras struktural, hal inilah yang kemudian digerakkan 
oleh neo-marxisme di Sekolah Frankfurt, yang menembakkan 
represi kesadaran psikoanalisis kepada kritik struktural atas 
pemalsuan kesadaran dalam industri budaya kapitalisme. Lahirlah 
konsep reifikasi kesadaran yang tercetak dari proses objektivikasi 
manusia. Reifikasi merujuk pada pembonsaian subjek sebagai 
objek, di mana kapitalisme telah mampu membuat manusia, 
bahkan melihat dan mengafirmasi dirinya sebagai objek: sekrup 
dari mesin raksasa industri. Ini yang membuat kebudayaan tidak 
lagi layak disebut kebudayaan karena ia kehilangan kritisisme 
reflektif. Artinya, Sekolah Frankfurt melihat kebudayaan pada 
aras kesadaran kolektif yang mensyaratkan dialektika internal 
dalam diri kebudayaan tersebut. Dari sini, esensi kebudayaan 
dirujukkan pada sikap reflektif untuk mengkritik kebudayaan itu 
sendiri sehingga ia tidak terjebak dalam reifikasi kebudayaan. Jadi, 
tesis utamanya mengacu pada satu postulat bahwa kebudayaan 
bisa disebut kebudayaan, jika ia kritis atas dirinya sendiri sehingga 
kesadaran atas krisis kebudayaan merupakan unsur formal 
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intrinsik, selayak filsafat menahbiskan nilai sebagai “jiwa” dari 
kebudayaan. 

Pada level seni, krisis kebudayaan ini mengacu pada dua 
ekstrem: abstraksionisme dan ultra-realisme. Ekstrem pertama 
pararel dengan abstraksi Heidegger yang mengakarkan konsep 
estetikanya dalam abstraksi penuh, terasing dari dunia riil. Seakan 
keindahan seni memperoleh status independen dan hadir dalam 
ruang vacuum. Dari sini lahirlah ide art for arts sake itu, yang 
mencerabut dan mengasingkan karya seni dari konteks sosio- 
historisnya. Sementara ekstrem kedua merujuk pada positivisme 
yang hanya mengafirmasi dunia, tanpa melakukan abstraksi dan 
isolasi.” Inilah yang terjadi dan menghancurkan raison d'etre 
kebudayaan, di mana kesenian, menurut Hegel seharusnya 
menggerakkan kritisisme terhadap dunia untuk menciptakan 
rasa rindu akan keindahan, demi pembongkaran buruk realitas 
politik. 

Di sinilah konsep realisme sosialis lahir dari rahim seorang 
neo-Marxis: Goerg Lukacs. Lukacs adalah eksponen penggerak 
marxisme pada ranah kritik ideologi, memang tak luput dari 
satu kecaman, bahwa pergeseran kaum Marxian ke ranah budaya 
merupakan dampak dari kegagalan revolusi proletar, serta 
kecanggihan kapitalisme yang membuyarkan ramalan kontradiksi 
internal dari Marx. Senyata, meskipun marxisme gagal dalam 
mengarahkan hukum teleologis “akhir sejarah” (komunisme), 
kerja kritis atas kritik terhadap kesadaran, membuat neo-marxisme 
tidak kehilangan ruang garap. Disebabkan dari mandeknya 
analisis ekonomisme, Sekolah Frankfurt kemudian bergeser ke 
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arah pembentukan kapitalisme budaya pada ranah keseharian 
kultural. Ini merupakan dampak positif dari pengambilan “Marx 
muda”, di mana humanisme atau kebebasan dan kesadaran 
manusiawi, menjadi cita utama, ketika kritik terhadap kapitalisme 
diluncurkan. Pada titik inilah, tujuan utama sosialisme bukan 
terletak pada kesetaraan ekonomi semata, melainkan lebih kepada 
pembebasan nilai otentik manusia yang telah dijadikan mesin 
industri. Dari sini juga muncul klarifikasi bahwa kebudayaan di 
tangan marxisme, tidak semata cerminan pasif dari infra-struktur 
ekonomi, tetapi juga sebaliknya: kebudayaan terlebih merupa 
basis-struktur karena ia lahir dari kesadaran untuk melakukan 
pembongkaran atas pemalsuan kesadaran yang dilahirkan 
fetisisme komoditas. 

Pada titik inilah, realisme kemudian menembakkan titik 
bidik pada terpecah dan terpisahnya karya seni dari realitas. 
Dalam kaitan ini, Lukacs berangkat dari teori refleksi Lenin, 
yang menyatakan bahwa realitas keseharian, sebenarnya “kodrat 
kedua” (second nature) dari realitas otentik yang tersembunyi 
dan terkubur oleh realitas permukaan tersebut. Oleh karena itu, 
pencerahan kesadaran tidak bisa ditempatkan pada pengalaman 
langsung, tetapi harus melalui konfrontasi antara refleksi 
penyingkapan realitas otentik, dengan kekeliruan kesadaran 
massa. Sebuah konfrontasi antara esensi dan penampakan (essence 
and appearance) untuk mengelupas pemalsuan kesadaran.”' 
Dalam hal ini, Lukacs memang mengacu pada otentisitas 
manusia, yakni sesuatu yang alami, pra-mekanisasi, selayak 
konsepsi Marx tentang nilai kerja. Bagi perspektif ini, nilai kerja 
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adalah “objektivikasi kemanusiaan”, di mana manusia bekerja 
dalam kebebasan kreatif untuk mengolah alam secara manusiawi, 
menuju kepenuhan kemanusiaan. Oleh kapitalisme, otentisitas ini 
telah diberangus melalui “kemanusiaan fungsional”, di mana nilai 
kerja hanya dihargai oleh uang dengan orientasi instrumental: 
untuk memperbesar modal dan memperbanyak produksi. 

Konsep kerja Marx juga mengacu pada gerak pembentukan 
sosialitas kerja, di mana hasil kerja individu akan melahirkan 
penghargaan sosial. Oleh karenanya memperkuat masyarakat 
dalam situasi saling membutuhkan dan menghargai. Satu hal yang 
terjadi pada karya seni dan telah melahirkan fetisisme komoditi: 
sebuah mitos komoditas, di mana hubungan antara kreator dan 
penikmat, bukan merupakan hubungan nilai, melainkan interaksi 
pasar dengan logika jual beli. Seniman dalam hal ini tak ada 
bedanya dengan para pedagang, juga gerak kesenian tidak ada 
bedanya dengan gerak pasar. Hal sama terjadi pada teknologisasi 
seni, di mana karya seni telah kehilangan aura dan “yang sakral” 
(the sacred) karena kesulitan fisik yang membuahkan proses 
ritual telah diganti oleh mesin. Benjamin melihat hal ini, sebagai 
penggambaran abad “reproduksi mekanikal”, di mana kebutuhan 
Spiritual dalam seni telah hilang. Bahkan, ketika manusia mampu 
mereproduksi karya seni secara cepat dan massal. 

Dari sini, realisme mengarahkan geraknya pada totalitas 
dialektis dari kehidupan Hegelian. Merujuk Hegel, Lukacs 
meyakini bahwa gerak revolusi merupakan suatu niscaya, suatu 
gerak organik dari perkembangan evolusi sejarah. Manusia dalam 
hal ini merupakan produk sekaligus isi dari sejarah, di mana 
akal budi telah disatukan dengan realitas oleh “ruh universal”. 
Ruh absolut ini, yang menurut Hegel terletak dalam kesadaran 
manusia merupakan motor penggerak sejarah yang pada titik 
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akhir akan terhenti pada pengejawantahan idealisme universal 
tersebut. Gerak ini terjadi secara dialektis: tesis-antitesis-sintesis, 
di mana unsur-unsur yang kontradiktif akan saling menegasi 
sekaligus memediasi, menuju wujud paling sempurna. 

Arah inilah yang diambil oleh realisme, di mana Lukacs 
menambatkan kesenian sebagai mediasi bagi sang seniman untuk 
memberikan makna baru atas realitas, dengan “mengangkat 
kembali” (re-experience) pengalamannya. Seni memang memiliki 
kemampuan ini karena ilmu pengetahuan dan filsafat hanya 
mampu mengumpulkan data serta menggali kausalitas terdalam, 
tetapi tidak mampu mengangkat kembali realitas tersebut dan 
membangunnya secara utuh. Keutuhan menjadi sentral dalam 
realisme karena dalam seni, individu mampu menyatukan 
antara yang partikular dengan yang universal, yang oleh realitas 
keseharian, berusaha dipisah secara fragmentaris.?? Melalui seni 
realis, masyarakat diharapkan mampu mengangkat pengalaman 
Juru'iyah keseharian, kepada keprihatinan ushuliyah, baik pada 
level struktural maupun spiritual. Terpecahnya realitas dalam 
karya seni borjuis modernlah yang telah menutupi keterpecahan 
realitas masyarakat modern sehingga penikmat seni tidak mampu 
menembus selubung realitas palsu. 

Pada titik ini, seni realis memberikan tembakan pada proses 
pembagian kerja masyarakat kapitalis yang telah menghilangkan 
esensi manusia. Memang, di satu pihak, pembagian kerja 
merupakan instrumen objektif untuk mengembangkan 
kemampuan manusia dalam jangkauan aktivitas masyarakat. 
Namun pada saat sama, ia juga membawa penyempitan 
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kemampuan individu serta hilangnya sifat esensial manusia. 
Di sini, Lukacs sekali lagi merujuk Marx yang menempatkan 
esensi manusia sebagai “binatang historis”. Ia merujuk pada 
proses transformasi dan perkembangan yang menandai sejarah 
manusia. Ini yang menyebabkan sejarah dimaknai sebagai proses 
transformasi diri, pengembangan dan penyingkapan terus- 
menerus kapasitas kemanusiaan. Oleh pembagian kerja, hal ini 
diberangus. Manusia tidak lagi menerima warisan kemampuan 
yang bisa dikembangkan secara keseluruhan dalam sejarah. 
Dari sini, Lukacs meyakini bahwa spesialisasi kemampuan 
individu itulah yang menjelmakan ideologi “satu dimensi” (one 
dimentionality) yang menempatkan manusia sebagai sekrup dalam 
mesin besar kapitalisme. 

Demikianlah, pada era pascamodern ini, kebudayaan tidak 
lagi bebas nilai. Satu hal yang masih diandaikan oleh ranah 
antropologis sehingga kebudayaan bisa dikaji, dirumuskan, 
dan diarahkan. Inilah yang menjadi karakter dari pengkajian 
kebudayaan (study of culture). Ini terjadi karena kebudayaan 
dilihat sebagai objek kajian, di mana peneliti budaya berhak 
menggali, merumuskan, mengarahkan, dan memberi nama bagi 
suatu pola kebudayaan. Pengkaji budaya kemudian menjelma 
otoritas kebenaran yang berhak menentukan apa itu budaya dan 
harus ke manakah arah nasibnya. Hasilnya, pengkajian budaya 
lalu melahirkan produk budaya atau menahbiskan kebudayaan 
sebagai produk sehingga secara pragmatis, kebudayaan bisa 
dimanfaatkan, dimanipulasi, atau dikembangkan sesuai dengan 
cetak-biru dari konsepsi kajian budaya. Hal ini terlihat ketika 
evolusionisme hendak menggerakkan perubahan budaya menurut 
pola universal: bar-bar, primitif, beradab. Dalam domain ini, 


persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana mensejajarkan 
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kebutuhan akan perubahan bentuk dan arah material kebudayaan, 
dengan isi dan cara-pikir kebudayaan. Sering cara baca ini 
menjadi bias kepentingan karena ia digerakkan oleh pihak luar 
kebudayaan, yakni relasi kuasa antara peneliti budaya, teknokrat, 
industri, dan negara. 

Hal sama terjadi pada materialisme ekologis yang memosisikan 
kebudayaan sebagai objek rekayasa sosial, demi lancarnya tujuan 
pembangunan ekonomi. Disebabkan materialisme berangkat 
dari logika basis material, maka ekonomilah yang ditahbiskan 
sebagai dasar kebudayaan. Logika ini kemudian dilambari oleh 
paradigma adaptif, di mana persoalan budaya, melulu persoalan 
bagaimana manusia beradaptasi dengan alam, demi pemenuhan 
kebutuhan ekonomis. Sempurnalah nasib kebudayaan sebagai 
objek rekayasa ekonomi, ia ada dan dijaga, selama ia bermanfaat 
demi pembangunanisme. Satu hal yang juga dilakukan oleh 
fungsionalisme struktural, yang menahbiskan suatu sistem 
kebudayaan. Dengan menambatkan kebudayaan sebagai sistem, 
maka fungsionalisme hendak memosisikan nilai dan kultur, 
sebagai perekat struktur sosial yang akhirnya bermanfaat bagi 
kerekatan sistem ekonomi-politik. 

Hal agak beda dengan interpretivisme simbolik, meskipun 
pada satu titik, ia masih menempatkan kebudayaan sebagai 
objek, satu karakter dari genre study of culture. Disebabkan 
berpandangan bahwa makna kebudayaan ada di ruang simbolik, 
maka interpretivisme meniscayakan suatu penafsiran demi 
memahami, bukan penjelasan demi penguraian. Kebudayaan 
bukan fenomena fisik sehingga bisa didekati dengan metode 
sains alam. Melampaui itu, kebudayaan terlebih soal apa yang 
baik dan apa yang buruk bagi manusia. Ia partikular, unik, 
dan abstrak sehingga tidak dapat dikotakkan dalam tipologi 
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generalisasi. Ini terjadi karena kebudayaan lebih dimaknai 
sebagai tradisi, satu pola penjagaan nilai melalui simbol, yang 
tentunya memuat berbagai makna, yang hanya pelaku tradisi 
yang mengetahui makna tersebut. Persoalan pengkajian budaya 
tidak lagi hendak mengarahkan, membedah, dan merekayasa 
nilai demi kepentingan di luar kebudayaan, yakni kepentingan 
ekonomi-politik. Pengkajian kebudayaan semestinyalah mengacu 
pada kebutuhan untuk memahami makna dari simbol dan 
pelaku budaya sehingga metode yang tepat adalah penafsiran atas 
penafsiran (interpretation of interpretation). 

Hanya saja, penempatan nilai sebagai objek yang terpisah 
dari sang peneliti budaya, kemudian meniadakan kritisisme atas 
pembentukan (representasi) kebudayaan oleh pengetahuan. Di 
sini, pengetahuan, teori, dan metode, dilihat sebagai tidak bebas 
nilai, ia memiliki kepentingan yang lahir dari keberpihakan 
paradigmatik atas suatu model kebenaran. Dari sinilah kajian 
budaya kemudian tidak lagi dapat menempatkan kebudayaan 
sebagai objek bagi subjek teori budaya. Melampaui itu, tengah 
terjadi suatu hubungan reproduktif antara teori budaya dan 
fenomena serta kebenaran budaya yang dihasilkan oleh teori 
tersebut, yang membuat kebudayaan ternyata tergerak dalam 
kekuasaan. Inilah cultural studies itu, yang tidak lagi sibuk 
mengkaji budaya, tetapi lebih kepada mengkaji kajian budaya. 
Pengkajian ini urgen sebab suatu teori budaya ternyata lahir dari 
satu kondisi sosio-historis dan politik tertentu, yang membuat 
teori kebudayaan memiliki kepentingan. Ya, bukan hanya karena 
pengkaji budaya adalah manusia yang tidak mungkin lepas 
dari kepentingan, melainkan teori itu sendiri memiliki logika 
kepentingan di dalam dirinya. 
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Satu misal ketika kita mengacu pada pemilahan Habermas 
atas tiga kepentingan pengetahuan, yakni kepentingan praktis 
dari ilmu alam, kepentingan memahami dari ilmu hermeneutis, 
dan kepentingan transformasi dari ilmu sosial kritis.” Pada 
domain pertama, tentu kita bisa sematkan pada kepentingan 
teori evolusi, materialisme-ekologis, dan fungsionalisme 
yang berangkat dari paradigma ilmu alam sehingga memiliki 
kepentingan praktis. Dalam hal ini, kepentingan praktis 
merujuk pada kehendak segenap teori budaya adaptif tersebut 
dalam memosisikan kebudayaan sebagai alat pengolah alam, 
pembentuk struktur masyarakat, atau pengondusifan cara pikir 
demi lancarnya pembangunan, yang kesemuanya terarah pada 
terpenuhinya kebutuhan ekonomis. Pada titik ini, tanya penting 
bagi kebudayaan adalah bagaimana memanfaatkan kebudayaan 
demi kehidupan manusia yang lebih sejahtera? 

Sementara itu, pada domain kedua, yakni kepentingan 
untuk memahami nilai budaya, bisa kita sematkan pada 
interpretivisme simbolik. Bagi teori ini, persoalan kebudayaan 
bukanlah pengarahan nilai demi tercapainya tujuan ekonomi- 
politik. Satu hal yang akan memberangus nilai tersebut karena 
domain ekonomi-politik lebih merupakan aspek material dari 
kebudayaan. Padahal, substansi kebudayaan, yakni nilai, lebih 
mengacu pada makna atau berartinya pegangan hidup bagi seorang 
individu atau satu komunitas. Dari sini persoalan kebudayaan 
lebih merujuk pada kebutuhan untuk memahami apa makna 
suatu nilai dari kacamata pelaku nilai. Hal ini meniscayakan 
ketiadaan pengarahan budaya karena gerak pengarahan —selayak 


53. Thomas McCarthy, Teori Kritis Jurgen Habermas, (Yogyakarta: Kreasi 
Wacana, 2006), hlm. 78—95. 
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teori evolusionisme— pastinya akan menggerakkan rekayasa 
budaya dari pihak luar, bukan dari masyarakat budaya itu sendiri. 
Pada titik inilah interpretivisme kemudian berkepentingan untuk 
memahami kenapa suatu masyarakat bisa hidup dengan satu cara 
yang berbeda dengan cara hidup masyarakat lain? Bunuh diri 
(Harakiri) yang dilakukan seorang Samurai Jepang tentu tidak 
bisa dipahami oleh serdadu Barat karena ia tidak memahami 
bahwa makna Samurai adalah “untuk mengabdi”, dan mati dalam 
pengabdian merupakan jalan spiritual. Hal beda dengan motif 
perang dari tentara Inggris misalnya, yang sejak awal berangkat 
dari niatan kolonialisme. Bagi mereka, ritual bunuh diri ketika 
kalah perang merupakan hal bodoh yang tentunya tak produktif 
bagi politik kemajuan. 

Domain ketiga bisa kita lihat pada teori kebudayaan 
mazhab Frankfurt yang hendak melakukan transformasi. Gerak 
ini merupakan usaha untuk mengelupas kesadaran palsu atas 
politisasi makna. Jadi, ketika materialisme-ekologis hendak 
memanfaatkan nilai demi pembangunan ekonomi, maka teori 
kebudayaan transformatif bahkan melakukan pembongkaran 
relasi kuasa antara teori tersebut dengan jaringan ekonomi- 
politik sehingga nyata terlihat bahwa materialisme antropologi 
sebenarnya merupa alat bagi praktik kekuasaan ekonomi. 
Di sinilah transformasi diartikan sebagai kepentingan untuk 
membebaskan potensi otentik manusia (energi kreatif) yang oleh 
kapitalisme dan industri budaya —yang dilegitimasi oleh teori 
budaya positivistik— diberangus, bukan hanya dalam praktik 
industri, melainkan terlebih dalam pembentukan kebenaran 
yang akhirnya memenjara manusia dalam kesadaran palsu. 
Terma kesadaran palsu menjadi penting karena model teori ini 
meyakini adanya dua lapis realitas: permukaan realitas yang semu, 
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ilusif, dan manipulatif serta esensi realitas yang tertutupi oleh 
realitas permukaan tersebut. Dari sini, teori transformatif semisal 
kritik ideologi dari Marcuse, Marx, Benjamin, dan Lukacs, 
kemudian hendak mengelupas realitas permukaan tersebut guna 
memunculkan kembali realitas esensial karena dalam esensi itulah 
potensi otentik manusia berada dan bisa tergerak.” 

Pada titik ini, teori budaya interpretivis hanya cukup 
untuk melakukan penggalian atas makna otentik dari realitas 
esensial, tetapi tidak mampu melakukan pembongkaran atas 
realitas permukaan yang menutupi esensi. Kenapa? Disebabkan 
bagi interpretivisme, kebudayaan masih terposisi sebagai objek 
dari metodologi, bukan relasi kuasa yang dibentuk oleh suatu 
politik metodologi. Mazhab Frankfurt dan segenap teori budaya 
cultural studies sudah melangkah dari penempatan kebudayaan 
sebagai objek kajian, kepada pengkajian atas kajian kebudayaan. 
Disebabkan tepat di jantung kajian itu, tergelut sebuah politik 
pengetahuan yang membuat kebudayaan tidak murni lagi 
—dan tentunya tidak bisa objektif (ada apa adanya)— sebab 
ia sebenarnya merupakan produk dari bentukan politik 
pengetahuan, politik kajian kebudayaan. 


54. Syaiful Arif, “Tiga Kepentingan Kebudayaan,” dalam Harian Seputar- 
Indonesia, 19 Juli 2009. 
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BAB IV £ 


Sistem Kebudayaan: 
Fungsionalisme Struktural 


etika kita mendengar istilah sistem budaya, sering kita 
k menganggapnya sebagai kebenaran awam (common sense) 
ak tertanyakan. Ia menjelma menjadi keniscayaan publik 
bahwa selayak sub-sektor sosial, maka kebudayaan pun mesti 
tertata dalam sebuah sistem. Dari sini, kebudayaan kehilangan 
rem moral dan orientasi pengejaran totalitas kesempurnaan (4 
pursuit of total perfection) karena ia ditempatkan hanya sebagai 
ruang partikular dari sistem politik. Dalam posisi ini, kebudayaan 
menjadi bidang fungsional yang ditangani secara teknokratis, 
bongkar-pasang, sesuai dengan kebutuhan sistem politik secara 
keseluruhan. Seperti kita tahu, fungsionalisme struktural yang 
menggerakkan situasi ini, di mana pergulatan kebudayaan sudah 
bergeser dari apa hakikat nilai kepada bagaimana memanfaatkan 
nilai? 
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Memang, ketika van Peursen menggerakkan strategi 
kebudayaan fungsional, ia berangkat dari kebutuhan untuk 
tidak hanya mencari hakikat kebudayaan, tetapi bagaimana 
memanfaatkannya demi kemashlahatan manusia. Inilah 
perspektif fungsional itu, yang tidak berkutat dalam ke-apa-an 
kebudayaan, apa itu budaya, apa unsur-unsurnya, apa nilai yang 
paling utama? Pembicaraan atas whatness dari kebudayaan akan 
berkutat pada perang penafsiran atas nilai sehingga melupakan 
hal terpenting, yakni bagaimana memanfaatkan kebudayaan 
demi kemanusiaan. 

Hanya saja, berbeda dengan strategi fungsional van 
Peursen, fungsionalisme struktural bahkan telah menjadi ke- 
apa-an itu sendiri. Ia tidak hanya menjadi teknik pemanfaatan 
kebudayaan, tetapi telah menjelma ontologi, di mana nilai yang 
terpenting adalah kemanfaatan dan teknik memanfaatkan. 
Dari sini muncul dua risiko. Pertama, budaya yang baik adalah 
budaya yang memiliki kemanfaatan bagi proses sosial-politik. 
Ini yang melahirkan dikotomi tradisi versus modern dengan 
pemihakan atas modernitas sebagai budaya yang kondusif bagi 
pembangunan politik. Satu hal yang konon dihambat oleh tradisi 
karena unsur-unsurnya tidak memberi kontribusi positif bagi 
pembangunan ekonomi. Kedua, kebudayaan diposisikan sebagai 
teknik sehingga nilai yang terbaik adalah teknokrasi. Seperti 
kita tahu, teknokrasi adalah satu paradigma yang menyatakan 
bahwa pengetahuan yang terbaik adalah pengetahuan yang sudah 
menjelma teknik. Ia menjadi alat bagi kebutuhan masyarakat 
modern untuk mengolah alam, tidak hanya alam biologis, tetapi 
terlebih alam-sosial. Kebudayaan tak ubahnya hutan rimbun yang 
ada untuk dieksploitasi, kayu-kayunya dirampas demi lancarnya 


industrialisasi. 
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Pada praktiknya, cara pandang ini lahir dari positivisme, 
yakni penggunaan standar ilmu alam bagi studi kemanusiaan. Hal 
inilah yang bermasalah. Kenapa? Disebabkan melalui positivisme, 
kebudayaan kemudian terposisi sebagai benda fisikal yang 
akhirnya tergelut dalam logika pemanfaatan utilitarian. Melihat 
kebudayaan tidak ubahnya melihat mesin, yang bisa digunakan 
untuk mengolah alam. Inilah “maksud politik” dari terma culture 
sebagai cultivation, pengolahan tanah, selayak mesin traktor yang 
menggantikan tenaga kerbau tak beradab menjadi teknologi yang 
membuat suatu budaya dibilang lebih beradab. 

Seperti termaktub di atas, perspektif ini berangkat dari 
nalar positivis yang hendak menemukan hukum sebab-akibat 
dari proses sosial, melalui analogi ilmu pasti: biologi, fisika, 
dan matematika. Dengan analogi ini, ilmuwan sosial berharap 
mampu merekayasa kehidupan masyarakat, selayak ilmuwan alam 
bereksperimen dalam laboratorium. Positivisme berangkat dari 
pengandaian bahwa dengan menemukan sebab dari peristiwa, 
maka akibat dan hasil dari peristiwa tersebut bisa diprediksi dan 
direkayasa. Logika ini lahir dari pesimisme Comte atas kurang 
positifnya ilmu sosial. Menurutnya, sebuah pengetahuan baru bisa 
meraih klaim hukum universal, ketika ia sudah positivistik, selayak 
evolusi nalar, teologis, metafisis, dan potitivisme sebagai puncak 
peradaban cara pikir. Dalam rangka ini, maka positivisme baru 
tercapai ketika ia mampu menemukan hukum statis (keteraturan) 
dan dinamik (kemajuan) dari masyarakat. Hukum statis merujuk 
pada keteraturan masyarakat, sedangkan hukum dinamik 
mengacu pada gerak perubahan guna mereformasi keteraturan 
yang sudah membaku. Dua hukum yang menjadi gerak dinamika 
masyarakat ini, sayangnya digerakkan melalui kontrol oleh “yang 
statis”. Artinya, daripada berhasrat untuk mengubah kebakuan 
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masyarakat, positivisme lebih berkehendak untuk membakukan 
masyarakat dalam suatu keteraturan sosial. 

Dalam kerangka positivisme inilah, kebudayaan dapat 
analog dengan biologi. Gen pada DNA memberikan arah pada 
sel, sementara simbol budaya seperti ajaran agama, memberikan 
pedoman bagi sistem sosial. Hal sama terjadi pada hukum 
kelembamam (laws of'inertia) pada fisika, yang membeku karena 
kelaziman dan pada tingkat sosial melahirkan sistem politik status 
guo. Pengandaian biologis ini kemudian digerakkan melalui 
logika fisika, di mana sebuah sistem budaya merupakan entitas 
yang otonom dari manusia. Lahirlah fakta sosial Durkheimian 
yang memosisikan fenomena sosial, sekonkret fenomena fisik. 
“Yang sosial” bagi perspektif ini bersifat resisten: membentuk 
individu dan terbentuk di luar kesadaran individu.” Ini terjadi 
pada dogma dan hukum, di mana individu tidak bisa menolaknya 


55. Dalam hal inilah konsep Durkheim tentang “yang sakral” (the sacred) 
menyata. Yakni dalam satu postulat bahwa struktur masyarakat 
lahir dan diperkuat oleh pusat “yang sakral”. Sakralitas ini tidak 
hanya merujuk pada agama formal, tetapi segenap sistem religius 
dan keyakinan yang menjadi pedoman masyarakat. The sacred 
merupakan paradigma kolektif yang koersif (karena normatif) untuk 
menafsirkan fenomena dan menentukan tindakan. Dari sini kemudian 
lahir klasifikasi sosial antara the sacred versus the profane, di mana 
yang terakhir merupakan pembeda atas yang pertama. Oleh karena 
itu, menjadi patokan bagi, apa yang disebut Kai Erikson sebagai 
boundary maintenance (penjagaan batas). Artinya, “yang profan” telah 
menjelma identifikasi biner, apakah seorang anggota masyarakat taat 
atau melanggar the sacred. Inilah “solidaritas terluka” itu, yang oleh 
Durkheim dijadikan penanda bagi terkoyaknya “rasa budaya”, ketika 
struktur “yang sakral” ternoda. Johannes Supriyono, “Paradigma 
Kultural Masyarakat Durkheimian,” dalam Mudji Sutrisno dan Hendar 
Putranto (Fd.), Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 
hlm. 98—499. 
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karena kedua produk tersebut telah mengada (being), sebelum 
individu lahir. 

Pada titik ini, Durkheim kemudian mendefinisikan fakta 
sosial melalui perumusan differentia spesifica: induksi unsur 
khusus, yang diperluas kepada unsur-unsur lain yang belum 
terobservasi sehingga membentuk tipologi umum (genus 
proximum). Satu misal dalam hal ini adalah definisi kejahatan. 
Oleh Durkheim, kejahatan didefinisikan sebagai semua tindakan 
yang mengakibatkan hukuman. Jadi, jika sebuah tindakan tidak 
berdampak pada hukuman, maka ia tidak masuk dalam definisi 
kejahatan. Dari sini, Durkheim menolak pluralitas sebab sosial, 
karena sifatnya yang menghancurkan hukum proporsionalitas. 
Sebuah hukum yang menyatakan suatu sebab harus proporsional 
dengan akibat sehingga untuk menemukan akibat yang satu, 
maka harus diberangkatkan dari sebab yang satu. Pada level ini, 
Durkheim kemudian memetakan fenomena sosial dari perspektif 
fungsional dan historis. Yang pertama merujuk pada pemetaan, 
kenapa item sosial tertentu memiliki konsekuensi tertentu 
terhadap operasi keseluruhan sistem sosial, sedangkan yang kedua 
menelaah asal usul historis kenapa item sosial tertentu itu yang 
memiliki konsekuensi, tidak yang lain. 

Positivisme sosial juga berangkat dari konsep realisme analitis 
dari Parsons. Realisme menunjukkan eksistensi dunia objektif 
yang bersifat eksternal dan menguasai individu, sementara 
analitis menunjuk pada tipe konsepsi yang apabila diformulasikan 
dengan tepat, bisa merepresentasikan realisme tersebut. Dari 
sini terlihat bahwa keteraturan dalam realisme bersifat searah 
dengan keteraturan logika dalam sistem analitis. Dari konsepsi 
ini, maka pengetahuan ilmiah berkembang menuju struktur 
logika dari suatu empiris-teoretis. Yakni, satu hukum analitis 
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yang menyatakan hubungan kuantitatif di antara elemen analitis 
yang memungkinkan prediksi tepat. Prediksi ini mensyaratkan 
elemen yang relevan, dapat diidentifikasi, dan hukum-hukum 
penghubung yang bekerja. Jika tercapai saling ketergantungan 
logis antara hukum tersebut, maka deduksi logis dari prediksi 
kejadian empiris akan tercapai.” Pada titik inilah, Parsons 
memprediksikan bahwa tindakan sosial manusia cenderung 
mengacu pada peningkatan rasionalitas Weberian. Artinya, 
manusia modern lebih cenderung menerapkan hukum analitis, 
di mana penekanan tindakan tidak lagi ditujukan kepada finalitas 
tujuan, tetapi seberapa efektif dan efisien cara yang ditempuh 


untuk mencapai tujuan tersebut.” Inilah rasionalitas cara (means 


56. AF Saifuddin, Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai 
Paradigma, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141—152. 

57. Pada level gerakan sosial, rasionalitas cara ini telah melahirkan 
resource mobilization paradigm (paradigma mobilisasi sumber daya). 
Artinya, yang terpenting bagi gerakan ini bukanlah tujuan, melainkan 
modernisasi sumber daya yang merujuk pada profesionalitas organisasi, 
keteraturan administrasi, kecanggihan teknologi, dan kecerdasan dalam 
melihat political opportunity. “Modernisasi cara” ini berangkat dari teori 
sistem yang menempatkan stabilitas dan keefektifan struktur secara 
umum, sebagai pijak dan bidik utama gerakan. Satu hal yang berbeda 
dengan paradigma ketegangan struktural (structural strain), yang 
menjadikan perubahan struktur politik sebagai tembakan ideologis, 
atau framing culture (pembingkaian budaya), yang menempatkan 
“ketersinggungan identitas” sebagai penyebab perlawanan budaya. 
Rasionalitas cara ini terjadi misalnya dalam modernisasi neo- 
fundamentalisme Islam, yang tidak hanya berbekal pada ideologi, 
tetapi terlebih modernisasi gerakan, melalui peminjaman teknologi, 
dan pencitraan modernitas. Satu hal yang dilakukan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), dengan menggantikan terma Piagam Jakarta kepada 
Piagam Madinah. PKS dalam hal ini telah melunakkan sekat ideologis 
dan mengambil political opportunity dalam budaya politik Indonesia, 
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rationality) itu, yang pada level sosial telah melahirkan teknologi 
dan administrasi. 

Dari postivisme sosial ini, maka suatu kebudayaan bisa 
menjadi sistem ketika ia analog dengan sistem dalam organisme 
biologis. Kenapa? Sebab, organisme biologis memang mengacu 
pada suatu tatanan sistemik yang dibentuk oleh elemen-elemen 
terstruktur. Maka tak ayal, kebudayaan pun terlihat sebagai jalinan 
antar-elemen kultural yang memperkuat struktur kehidupan secara 
umum, selayak sistem tubuh. Pada titik ini terdapat tiga kondisi 
situasi budaya atau sistem yang hidup yang teranalogi dengan 
biologi. Pertama, sistem terdiri dari bagian-bagian diferensiatif, 
yang membedakannya dari lingkungan. Bagian tersebut secara 
seragam saling tergantung satu sama lain, menunjuk sebuah 
konstanta. Kedua, sistem yang hidup mengatur diri sendiri, 
mempertahankan strukturnya dalam menghadapi perubahan 
lingkungan. Ketiga, sistem yang hidup menggunakan substansi 
seperti makanan dan oksigen, memproses, dan mengembalikan 


di mana Piagam Madinah lebih merepresentasikan kulimatun sawa' 
(Pancasila). Paradigma cara ini kemudian mensyaratkan modernisasi 
lembaga dan teknologisasi perjuangan, yang berbeda dengan wajah 
lamanya (Partai Keadilan) yang ideologis atau tubuh Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), yang sudah adem ayem dengan modal kultural, minus 
kesadaran modernisasi organisasi. Hanya saja, rasionalitas cara ini 
tetap memperlihatkan ambigu. Di tangan organisasi modern, semisal 
modernisasi pembangunan Orde Baru, cara telah mengalahkan tujuan, 
di mana kemanusiaan tersubordinasi atas libido ekonomi. Sementara 
itu, di tangan gerakan sosial fundamentalis, rasionalitas ini sering hanya 
dijadikan muslihat untuk beradaptasi dengan sistem politik yang ada, 
dengan tetap penyimpanan agenda laten yang mengancam modernitas 
tersebut. Untuk gerakan sosial, lihat Enrigue Larana (Ed), New Social 
Movements, From Ideology to Identity, (Philadelphia: Temple University 
Press, 1994), hlm. 36—40. 
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ke lingkungan sebagai karbon dioksida. Ini yang menyebabkan, 
elemen budaya akan mampu menciptakan reproduksi internal 
guna mendukung siklus stabilitas dari ekosistem sosial. 

Secara garis besar, hal ini menandai pergeseran konsepsi 
sistem, yakni dari orientasi metafisik kepada fungsional. Dalam 
metafisika, pengertian lama tentang sistem berintikan suatu 
substansi tetap dan tidak berubah. Sistem adalah keseluruhan 
organisasi untuk menjaga substansi tersebut. Ini yang kemudian 
melahirkan model permasalahan yang bersifat sementara, tidak 
stabil, dan akan menghilang. Misalnya, dalam metafisika, apa 
yang disebut sebagai masalah adalah sesuatu yang terujuk pada 
tiap hal yang mengancam seing/being. Jika ada perilaku yang 
menyimpang dari kode moral tertentu, maka di sanalah lahir 
masalah. Ia akan selesai ketika penyimpangan itu dikembalikan 
kepada jalan yang benar yang merupakan pusat kode moral. 

Sementara itu, dalam orientasi fungsional, sistem tidak 
dilihat sebagai substansi yang menjadi dasar rasional dan batas 
penyempurnaan. Ia lebih terkait pada definisi masalah yang 
bersifat permanen, yakni kebutuhan abadi untuk melakukan 
stabilisasi atau restrukturisasi, setiap kali sistem terancam oleh 
disfungsionalitas. Inilah problem utama sistem yang merujuk 
pada ketahanan sistem dalam suatu hubungan tukar-menukar 
(Wauscheistungen) antara sistem dengan lingkungan. Dalam hal 
ini, ketahanan sistem (system maintenance) adalah suatu yang 
besar sehingga perlu diterjemahkan dalam pengertian yang 
sederhana, yakni tujuan. Dari sinilah logika sistem lahir, ia adalah 
sebuah pengaturan ke dalam yang bertujuan untuk menstabilkan 
diri karena masalah permanennya mengacu pada antisipasi 
(ketahanan) atas gangguan yang terjadi akibat hubungan 
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kontradiktif antara sistem dan lingkungan.” Jadi, di sini terlihat 
jelas bahwa persoalan utama dalam sistem modern adalah 
bagaimana mengatur stabilitas sistem internal dan menjaganya 
dari perusakan yang akan dilakukan oleh faktor di luar sistem 
tersebut. Stabilisasi diri dan strategi penaklukan lingkungan demi 
terjaganya tata aturan sistem menjadi logika serta gerak utama 
dari suatu sistem. 

Pada titik inilah kita mengenal konsep autopoietic dari Niklas 
Luhmann, seorang teoretikus sistem asal Jerman. Luhmann 
menjelaskan perihal sistem melalui pembedaannya dengan 
lingkungan sistem tersebut yang merujuk pada perbedaan 
pada aras kompleksitas (complexity). Suatu sistem selalu kurang 
kompleks ketimbang lingkungannya. Akan tetapi, kompleksitas 
ini kemudian terepresentasi dalam bentuk yang lebih sederhana 
di dalam sistem. 

Pada level internal, sistem kemudian mengembangkan sub- 
sistem baru dan membangun hubungan antara sub-sistem tersebut 
untuk menangani lingkungan. Jika tidak, sistem akan dikuasai 
oleh kompleksitas lingkungan. Representasi atau penyederhanaan 
kompleksitas yang berarti proses pereduksian kompleksitas 
menjadi penting karena sistem hendak mengembangkan 
geraknya secara efektif. Hal ini misalnya terjadi dalam birokrasi, 
di mana kompleksitas manusia: kepada anggota birokrasi 
direpresentasikan dalam jabatan-jabatan administratif yang sudah 
pasti. Sementara kepada manusia di luar birokrasi diposisikan 
sebagai objek pelayanan yang telah diatur secara efisien. 
Kompleksitas kemanusiaan seperti emosi, jiwa, perbedaan cara 


58. Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 
1988), hlm. 37—40. 
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pandang, benturan motivasi, dan keragaman keahlian, telah 
direduksi dalam jajaran status dan peran instrumental, manajer, 
sekretaris, kuli, divisi pemasaran dan sebagainya, dan hubungan 
kemanusiaan telah dibatasi serta dilembagakan oleh hubungan 
fungsional status sosial tersebut. Pereduksian ini vital, mengingat 
suatu sistem berkepentingan untuk menjaga stabilitas geraknya 
yang telah terpola sehingga yang terpenting adalah menjaga pola 
tersebut. 

Di sini, autopoietic dipakai Luhmann untuk menggambarkan 
keragaman sistem dari sel biologis hingga “sel organik” 
keseluruhan masyarakat. Berkenaan dengan karakter autopoietic 
merujuk pada empat hal. Pertama, sistem menghasilkan elemen 
dasar yang menyusun sistem itu sendiri. Semisal uang yang 
menjadi elemen dasar sistem ekonomi. Uang menjadi elemen 
dasar karena segenap benda ternilai melalui uang. Akan tetapi, 
nilai uang tidak dalam dirinya sendiri. Ia bernilai karena berada 
dalam lalu lintas sistem ekonomi. Nilai uang ada ketika sistem 
ekonomi modern lahir. Uang dan sistem ekonomi menjadi suatu 
hubungan sistemik yang saling memperkuat menuju kesatuan 
sistem nan integral. Kedua, sistem menstabilkan diri melalui 
pengorganisasian diri (self-organizing). Proses ini dilakukan baik 
melalui penciptaan batas: mana yang termasuk bagian dari sistem 
dan mana yang “luar sistem”. Gerak ini kemudian ditambah 
dengan pengorganisasian struktur internal yang memperkuat 
ke-diri-an sistem tersebut. Misalnya, sistem ekonomi menghargai 
benda yang langka. Kelangkaan menjadi pelipatan harga sehingga 
benda itu ditetapkan sebagai bagian dari sistem ekonomi. 
Sementara udara, karena persediaannya yang melimpah, maka 
ia tak dihargai secara ekonomis. Apa yang ada di dalam dan di 
luar sistem, ditentukan oleh pengorganisasian struktur internal, 
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bukan oleh keniscayaan fungsional ala struktural-fungsional, 
seperti yang akan terjelaskan nanti. 

Ketiga, sistem memiliki self-referential (referensi diri). Ia 
memiliki simbol, mekanisme, atau organ, sebagai cara untuk 
mengacu pada dirinya sendiri. Simbol ini unik dan spesifik, 
tempat sistem tersebut mendefinisikan diri. Sistem hukum 
memiliki legalitas untuk mengacu diri, demokrasi memiliki 
pemilu untuk membedakan dirinya dengan Islamisme, atau 
Islamisme memiliki hakimiyah (kedaulatan syariat) untuk 
membedakan diri dengan demokrasi. Keempat, sistem bersifat 
tertutup sehingga berhubungan dengan lingkungan secara 
representatif. 

Semisal sistem ekonomi yang menyediakan pemenuhan 
kebutuhan. Akan tetapi, suatu kebutuhan bisa memengaruhi 
ekonomi, sejauh ia terepresentasi melalui terma uang. Akibatnya, 
sistem ekonomi hanya merujuk pada kelas beruang, minus 
kepedulian terhadap kaum pinggiran. Segenap pengorganisasian 
struktur internal, serta penciptaan batas, mana yang sistem dan 
mana yang bukan sistem merupakan hasil dari adanya kontigensi 
(contingency), yakni kewaspadaan akan terjadinya kemungkinan 
lain yang mengganggu sistem tersebut.” Hal ini yang membuat 
sistem begitu tertutup, kaku, dan hanya mengacu pada dirinya 
sendiri melalui hubungan reduksionis dengan lingkungan 
kemanusiaan dan tentunya, kebudayaan. Hal ini pula yang 
menyebabkan sistem selalu berkehendak untuk menguasai 
lingkungan di luar sistem, demi tergeraknya sistem. 


59. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 
(Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 242—246. 
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Dari positivisme dan teori sistem inilah fungsionalisme 
antropologi lahir, tergerak oleh Radcliffe Brown dan Branislaw 
Mallinowski. Hanya, titik tekan teoretisnya berbeda. Jika Brown 
merujuk pada fungsionalisme-struktural, yang mana kemanfaatan 
budaya harus memperkuat struktur sosial, sedangkan Mallinowski 
lebih menggambarkan fungsionalitas budaya terhadap kebutuhan 
psikobiologis manusia. 

Bagi Brown, peneliti sosial tidak akan mampu menemukan 
“hubungan sosial”, “norm2”, “masyarakat”, dan “budaya”. Hal yang 
bisa ditemukan hanyalah perilaku manusia. Dari perilaku inilah, 
peneliti harus melakukan abstraksi guna menemukan “sisi dalam” 
kebudayaan tersebut. Persoalannya, bagaimana menghubungkan 
konsep dan kenyataan dalam abstraksi? Jawabnya ada pada model 
yang oleh Brown dirujukkan pada organisme tubuh manusia. 
Di sini terjawab, bahwa fungsionalisme Brown berangkat dari 
pengandaiannya terhadap struktur fungsionalitas tubuh manusia. 
Ini yang membuat Brown memasukkan antropologi sosial dalam 
Ilmu Alam (science), dengan pendekatan comparative sociology 
yang akhirnya menambat pada arah nomothetic: penciptaan 
generalisasi dan hukum ketentuan umum. 

Dalam kaitan ini, struktur organisme tubuh yang dijadikan 
model oleh Brown terdiri dari sekumpulan sel dan cairan yang 
tersusun dalam suatu jaring-hubungan sehingga membentuk 
keseluruhan hidup yang terintegrasi. Susunan hubungan antar- 
unit dalam organisme tersebut atau sistem hubungan yang 
mengikat keseluruhan unit, disebut struktur dari organisme. 
Sepanjang hidupnya, struktur ini selalu membentuk keselarasan, 
yang membuat organisme tidak berubah, rusak, dan disintegrasi 
karena masing-masing unit selalu berfungsi untuk memperkuat 


struktur. 
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Dari model inilah, Brown kemudian menggambarkan 
masyarakat sebagai jaringan unit sosial yang saling memperkuat, 
baik pada ranah internal struktur masyarakat, maupun level institusi 
politik yang membuat segenap sistem kehidupan terintegrasi. 
Maka, tidak heran jika Brown kemudian memetakan tiga 
perangkat sosial dalam analisis fungsionalnya, yakni perkembangan 
struktur sosial, di mana analisis budaya menembakkan bidiknya 
pada asal usul sebuah struktur sosial: morfologi sosial yang 
menekankan variasi dari bentuk struktur sosial masing-masing 
masyarakat, serta fisiologi sosial yang merupakan fungsi sosial dari 
item budaya, pemerkuat struktur masyarakat. Ini yang membuat 
Brown memaknai budaya sebagai common denominator, sebuah 
“sebutan bersama” sehingga tindak individu mampu dipahami 
oleh suatu masyarakat. Risikonya jelas, jika tindakan individu 
tersebut tidak sesuai dengan “sebutan bersama”, maka ia telah 
keluar dari struktur masyarakat. 

Sementara itu, Mallinowski lebih mengacu pada budaya 
sebagai alat bagi pemenuhan kebutuhan psikobiologis manusia. 
Hal ini berangkat dari postulat bahwa dalam hidup, manusia 
harus memenuhi tujuh kebutuhan minimum, yakni nutrition, 
reproduction, bodily comforts, safety, relaxation, movement, dan 
growth. Semua kebutuhan ini yang kemudian menciptakan sistem 
budaya, yang mana segenap sistem ekonomi, politik, agama, 
dan pendidikan, telah mencipta “penentuan kebudayaan” bagi 
individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Semisal keamanan 
(safety) yang kemudian membutuhkan simbol integratif, di 
mana instrumen intelektual, emosional, dan kontrol sosial telah 
mendaulat magis religi sebagai item budaya yang berfungsi sebagai 
ruang sekaligus batas pemenuhan. Agama pada titik ini telah 
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memberikan rasa aman, ketika akal tidak mampu lagi memecah 
problem hidup yang chaos. 

Ini terjadi karena Mallinowski melihat budaya bersifat 
conditioning: memberikan batasan terhadap kegiatan manusia 
sehingga tingkah laku budaya (cultural behavior) merupakan 
produk dari pelaksanaan, penyesuaian, dan penerapan aturan 
organ sosial, nilai, adat, ide, kepercayaan, dan tradisi. Di sinilah 
ia kemudian melihat bahwa budaya bukanlah warisan biologis 
selayak determinisme rasial. Budaya melebihi itu, yakni sebuah 
warisan sosial yang membentuk cara berpikir dan perilaku 
manusia. Ini yang membuat budaya bersifat imperatives: hal yang 
mahapenting dalam hidup karena ia merupakan conditions which 
must be fulfilled if the community is to survive. 

Sekilas, Mallinowski selayak Brown, yakni mengandaikan 
kemanfaatan item budaya terhadap struktur sosial. Hanya, 
jika yang pertama concern pada culture, maka yang kedua 
mengacu pada struktur sosial. Kecenderungan fungsionalisme 
Mallinowski terhadap kemanfaatan struktural, terlihat dalam 
konsepnya mengenai the functioning whole: sebuah fungsionalitas 
unsur budaya sebagai keseluruhan terintegrasi. Bentuk ini ia 
lihat dalam mikrokosmos masyarakat tribe, isolated, illiterate, 
small scale, dan primitif, di mana masing-masing item budaya 
membentuk struktur tradisional yang integrated. Hal ini 
terjadi karena pelopor etnografi (penelitian lapangan) ini 
berangkat dari keniscayaan sosial yang menempatkan institusi 
sebagai charter, aturan bagi tingkah laku budaya. Di sini konsep 
institusi Mallinowski tidak merujuk pada organisasi birokratis, 
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tetapi sebuah hukum sosial yang mengatur perilaku masyarakat, 
semisal knowledge, beliefs, dan material culture. Maka, tak heran 
jika secara garis besar, fungsionalisme kemudian terumus sebagai 
sistem struktural yang melingkupi sub-struktur, di mana individu 
menggerakkan struktur tersebut melalui peranan dari status 
mereka. Posisi manusia dalam sistem adalah jaringan status yang 
memiliki fungsi sosial untuk memperutuh gerak struktur sosial 
secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, nilai dan simbol menjadi 
kode acuan dari individu sehingga ia bersifat kultural: melingkupi 
sekaligus membentuk struktur tersebut, di mana nilai kultural itu 
telah difungsionalkan ke dalam institusi Mallinowskian. 

Pada titik inilah, lahir kritik atas pendekatan organisme 
kebudayaan yang merupakan kritisisme atas gerak penempatan 
kebudayaan dalam bingkai sistem. Pertama, keterjebakan 
terhadap keharusan fungsional dari nilai sehingga konsepsi sistem 
menjadi tertutup. Ini yang membuat kaum fungsionalis melihat 
keberadaan masyarakat secara baik dan ideal. Implikasinya adalah 
setiap perubahan dalam tatanan yang sudah tetap, kemudian 
dicap sebagai disfungsional karena stabilitas fungsional dari 
sistem budaya yang ada merasa terganggu. Apa yang disebut 
sebagai sistem hanyalah apa yang ada dan mendukung sistem 
tersebut, sedangkan hal-hal yang di luar artinya hanya di luar 
sistem dan bukan melawan sistem, dianggap sebagai bukan 
sistem. Di sinilah kebudayaan kemudian menjelma legitimasi 
bagi tata sosial sehingga keberadaannya bermanfaat selama ia 
mampu melakukan pengondisian kultural bagi agenda sistem 
sosio-ekonomi. Deskripsi Jenks: 


Functionalism provides a role for culture in legitimating 
social order and thus provides for its separate existence 
and yet integration with social structure. Whereas the 
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economy drives the system and causes it to adapt to 
its environment, the family preserves and sustans the 
units or the personalities within the system through 
socialization and care. The cultural system is charged 
with the prereguisites of goal attainment and integration. 
Essenrially this means that culture has a central role in 
ensuring the eguilibrium and internal homeostasis of the 
overall system. 


Kedua, keterjebakan terhadap teleologi fungsional, di mana 
fungsionalisme melihat struktur dan nilai budaya yang baik adalah 
yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
keseluruhan. Ini memang merupakan karakteristik penjelasan 
fungsional, ia hendak menjelaskan satu segi dari masyarakat dalam 
kerangka konsekuensi kemanfaatan (beneficial conseguences) atas 
sistem secara keseluruhan. Sayangnya, satu segi fungsional ini 
sering tergerak dalam suatu kebutuhan prosesual akan perubahan 
terkontrol (controlled change) atau dinamika keseimbangan 
(dynamic eguilibrium). Risiko nyata, sesuatu akan bermakna 
hanya ketika ia memberikan kemanfaatan bagi sistem sosial secara 
keseluruhan, tentu melalui pengaturan dari aras sistem tersebut, 
kemanfaatan satu segi kemasyarakatan tidak boleh terlepas dari 
aturan yang telah ditetapkan oleh sang sistem.” 

Hal ini akhirnya meniadakan satu fakta subtil, apakah fungsi 
tersebut benar-benar bermanfaat ataukah sebaliknya? Ini terjadi 
misalnya dengan pembentukan aparat represif untuk menindas 
kejahatan. Senyata, dalam struktur politik otoritarian, represivitas 
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aparat malah merupa kejahatan kemanusiaan karena definisi 
“yang jahat” terlebih dirujukkan pada kekuatan demokratis 
yang hendak menggoyang stabilitas sistem tiran. Kebutuhan 
fungsional ini yang akhirnya melahirkan keharusan untuk 
mencipta ketertiban sosial demi terjaganya stabilitas politik. 
Artinya, apa yang disebut sebagai organisme sosial yang sistemik 
ternyata dibentuk oleh rekayasa sosial, di mana kaum fungsionalis 
bersama dengan kekuasaan, membentuk pengetahuan hegemonik 
untuk memperkuat basis kontrol sosial yang sah dan diterima 
secara umum. Dari kelemahan inilah, maka tak ayal marxisme 
menolak mentah-mentah fungsionalisme dengan mengajukan 
teori kontradiksi, di mana sub-unsur dalam struktur tidak selalu 
integratif, tetapi bersifat dialektis konfliktual. Sayang, dialektika 
Marx ternyata juga terjebak dalam fungsionalisme karena ia tetap 
meniscayakan kebermanfaatan konflik kelas guna mencapai akhir 
sejarah: masyarakat tanpa kelas. 


e Nilai Fungsional 


Pada titik ini, keharusan fungsional atas kebutuhan struktural 
menjadi niscaya karena perspektif ini mengacu pada konsepsi 
sistem seperti termaktub, sistem selalu memiliki kebutuhan untuk 
menstabilkan diri. Ini terjadi karena masyarakat dipilah ke dalam 
tiga ranah, kebudayaan, sistem sosial, dan sistem kepribadian. 
Kebudayaan menjelma perekat norma sosial yang menjadi acuan 
kepribadian untuk mengatur motivasi diri. Sistem sosial menjadi 
batas institusionalisasi sekaligus kontrol berupa sanksi sosial, demi 
terjaganya integrasi masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai 
kultural. Sementara sistem kepribadian mengacu pada diversitas 
motivasi diri yang merupakan hasil dari sosialisasi nilai budaya: 
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sebuah horizon tempat individu merasuk dalam stabilitas sistem 

sosial yang sudah terpola. 

Inilah fungsionalisme struktural Parsonian itu. Di sini, 
kebudayaan tertahbis sebagai sistem simbol terpola, teratur, yang 
menjadi sasaran bagi orientasi aktor, aspek-aspek kepribadian 
yang terinternalisasi, serta pola-pola yang terlembaga dalam 
sistem sosial. Kebudayaan kemudian menjelma kekuatan utama 
yang mengikat sistem tindakan: ia mewujud dalam sistem sosial 
sebagai norma dan merasuk dalam kepribadian sebagai nilai 
yang terinternalisasi. Namun, kebudayaan tidak hanya menjadi 
bagian dari sistem sosial karena ia tetap memiliki otonomi di 
dalam simbol, berupa pengetahuan dan ide. Watak simbolik 
ini yang membuat kebudayaan bisa dipindah dari satu sistem 
sosial ke sistem sosial lain —melalui difusi— dan dari individu 
ke individu lain melalui sosialisasi. Ini yang membuat Parsons 
menyebut dirinya sebagai determinis kultur karena ia memosisikan 
kebudayaan sebagai pembentuk struktur tindakan sosial. 

Bagaimana cara kebudayaan mengikat sistem sosial? Tanya 
inilah yang akan mengantar kita pada konsepsi kebutuhan 
fungsional Parsons yang mengacu pada Adaprtation (A), Goal 
attainment (G), Integration (1), dan Lantency (L). Masing-masing 
sub-sistem ini terjelaskan sebagai berikut: 

1. Adaptation (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi 
situasi eksternal yang sering mengancam. Di sini sistem 
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan lingkungan 
menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Proses ini 
dilakukan oleh sistem ekonomi, yang mana masyarakat 
berusaha beradaptasi, memanfaatkan, dan mereproduksi 
lingkungan demi pemenuhan kebutuhan material. Tanpa 
keberhasilan adaptasi dengan lingkungan, maka manusia 
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tidak akan memiliki basis material yang berguna sebagai 
penopang tujuan politik serta integrasi sosial. Kebutuhan ini 
digerakkan oleh organisme perilaku. 

2. Goal attainment (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus 
mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Pendefinisian 
tujuan berguna untuk menentukan inti dari sistem tersebut 
serta menetapkan skala prioritas dari orientasi utama. Proses 
ini digerakkan oleh sistem politik dan kepribadian yang 
mendefinisikan tujuan serta memobilisasi sumber daya untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

3. Integration (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar- 
hubungan sub-sistem yang menjadi komponennya, yakni 
sub-sistem A, G, L. Integrasi struktur internal ini ditujukan 
untuk melakukan penyeimbangan ulang (reeguilibrating) 
ketika terjadi paradoks atau kontradiksi di antara sub- 
sistem yang mengancam stabilitas struktur internal. Dari 
integrasi internal AGIL, maka diharapkan tercipta integrasi 
sosial keseluruhan yang merupakan suatu fungsionalisme 
kemasyarakatan. Proses ini dilakukan oleh sistem sosial semisal 
hukum beserta segenap reward dan sanksinya. 

4. Latency (pola pemeliharaan): sebuah sistem harus memiliki 
pola pemeliharaan laten (latent pattern maintenance) yang 
digerakkan oleh nilai dalam suatu kerangka sistem budaya. 
Pola pemeliharaan ini berfungsi sebagai landasan nilai dan 
tujuan normatif yang akhirnya menjaga stabilitas integrasi 
sistem secara keseluruhan. Proses ini dilaksanakan oleh sistem 
Jiduciary (misal sekolah dan keluarga). 


Segenap konsepsi di atas merupakan usaha Parsons untuk 
menempatkan sistem kebudayaan dalam integrasi struktur sosial. 
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Penempatan ini menjadi ranah diskursif bagi aplikasi analisis 
sistem sosial yang ia pilah menjadi tiga hal. Pertama, integrasi 
normatif (normative integration), yakni sebuah konsepsi yang 
membuat Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai rangkaian 
interaksi sosial yang meliputi kesalingtergantungan makna antar- 
tindakan dari berbagai unit. Integrasi normatif menunjukkan 
posisi nilai atau makna (Latency) yang vital dalam merekatkan 
sistem sosial, satu hal yang merujuk pada sifat determinis kultur 
dalam membentuk struktur sosial, seperti termaktub di atas. 

Kedua, diferensiasi fungsional (functional differentiation). 
Hal ini mengacu pada proses diferensiasi atau menyebar 
dan terpisahnya berbagai unit sosial yang terstruktur dalam 
AGIL. Diferensiasi ini terjadi karena masing-masing unit 
masyarakat tidak lagi integral, layaknya masyarakat tradisional. 
Dalam situasi ini, masyarakat tidak lagi menjelma paguyuban 
(gemeinschaft) ala Ferdinand Tonnies, di mana segenap unsur 
sosial masih menyatu. Masyarakat Parsonian lebih merujuk 
pada patembayan (gesselsschaft) yang telah mengalami pemilahan 
kerja dan institusionalisasi nilai serta unit sosial, otoritas agama, 
lembaga adat, institusi hukum, pemerintah, industri, dan 
sebagainya. Diferensiasi struktural, pemilahan institusional atas 
diferensiasi kultural, di mana kesatuan nilai dibuyarkan menjadi 
keragaman nilai fungsional inilah yang kemudian mencipta dan 
membutuhkan AGIL. Artinya, AGIL telah melakukan pemilahan 
antara nilai, orientasi politik, strategi ekonomi, dan pelembagaan 
sosial sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam lindungan nilai 
nan tunggal, selayak kemampuan mistisisme dalam merengkuh 
totalitas hidup umat beragama. 

Ketiga, hubungan pertukaran (interchange relations) yang 
terjadi di antara berbagai sub-sistem AGIL sehingga masing- 
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masing sub-sistem saling memperkuat dan membentuk kesatuan 
sistem secara keseluruhan. Gerak ini Parsons ambil dari teori 
cybernetics yang menggambarkan suatu umpan balik sebagai proses 
yang menghasilkan penampilan, yang kemudian melahirkan 
modifikasi untuk menentukan penampilan selanjutnya. Gerak 
ini yang memerlukan kontrol agar proses umpan balik tersebut 
tetap mengarah pada pencapaian tujuan. Ini berarti, masing- 
masing unit AGIL menjelma imperatif fungsional yang tidak 
bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri (self sufficient), tetapi 
hidup dari hubungan antara input yang dibutuhkannya, yang 
datang dari unit lain, serta output yang diproduksinya untuk 
sub-sistem lain. 

Hal ini terjadi dalam lingkaran cybernetics dari AGIL. Imperatif 
fungsi pertama sistem sosial adalah untuk mempertahankan 
integrasi sistem nilai (L) yang melandasinya. Disebabkan sistem 
nilai itulah yang membuat sebuah sistem bisa dipahami dan 
bergerak secara keseluruhan. Tanpa ada nilai yang dianut bersama, 
agen tidak mungkin terdorong untuk terlibat dalam praktik sosial, 
terlebih bisa melakukan hal-hal yang diharapkan oleh sistem. 
Imperatif kedua adalah untuk mempertahankan integrasi sosial 
(I) sesuai dengan sistem nilai yang dianut bersama. Integrasi 
membatasi muatan dari harapan sosial dan mendorong agen 
untuk mematuhinya dengan serangkaian sanksi hukum. Ketiga, 
pencapaian tujuan (G) yang menentukan inti dari praktik sosial, 
memberikan arah serta pengertian pada sistem secara keseluruhan. 
Tanpa adanya pernyataan tujuan secara khusus, praktik sistem 
tidak akan memiliki manfaat yang determinan. Terakhir, adaptasi 
(A) yang menuntut sistem supaya responsif terhadap perubahan 
yang terjadi di luar sistem sehingga kesuksesan yang dicapai dalam 
mempertahankan sistem nilai dan reproduksi capaian tujuan, bisa 
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dijauhkan dari dampak “luar sistem” yang mengganggu. Misal, 
bagi proses hubungan pertukaran tersebut bisa dilihat dalam 
bagan 1 pola pemeliharaan sistem8 berikut: 


A G 
Adaptif Pencapaian tujuan 


Kerja 


L I 


Bagan 1. Pola Pemeliharaan Sistem. 


Legitimasi 


Solidaritas 


Bagan ini memperlihatkan proses hubungan pertukaran 
yang lahir dari output pola pemeliharaan. Di sini pola pemeliharaan 
(nilai) telah memberikan banyak input pada sub-sistem lain: kepada 
pencapaian tujuan memberikan legitimasi yang membenarkan 
tindakan politik, kepada sistem integrasi memberikan kerekatan 
kultural yang memperkuat solidaritas, dan kepada adaptasi 
memberikan motivasi kerja yang memungkinkan gerak ekonomis 
tetap berjalan.“ Hal sama terjadi pada fungsi legitimatif dari 
nilai atas tindak politik, semisal ketika pemerintah (pencapaian 
tujuan) menjadikan adaptasi (ekonomi) sebagai legitimasi (pola 
pemeliharaan) sehingga mampu merekatkan integrasi sosial. 
Ini terjadi pada rezim developmentalisme (Orde Baru) yang 


63. Disadur dari Joseph Heath, “Konsep Krisis dalam Karya Terbaru Jurgen 
Habermas,” pengantar Jurgen Habermas, dalam Krisis Legitimasi, 
(Yogyakarta: Galam, 2004), hlm. 5. 

64. Ibid,, hlm. 5s—11. 
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menjadikan janji pembangunan ekonomi sebagai legitimator 
utama stabilitas politiknya. Satu janji yang dikontraskan dengan 
rezim ideologis-revolusioner (Orde Lama) yang tidak menjadikan 
pembangunan ekonomi sebagai prioritas negara. 

Pada level psikis, proses pertukaran sistemik tersebut terjadi 
dalam pergeseran variabel pola yang menjadi pluralitas pijak 
motivasional individu. Pola ini mengacu pada (1) afektivitas 
atau netralitas afektif, sebuah tindakan berpijak pada empati atau 
“dingin empati”: (2) orientasi diri atau kolektif: (3) universalisme 
atau partikularisme, sebuah hubungan terbentuk oleh norma 
universal atau partikular, (4) askripsi atau prestasi, sebuah 
penghargaan diberikan atas nama keturunan atau prestasi, dan 
(5) kekhasan atau sifat menyebar, sebuah hubungan dalam peran 
mengacu pada kewajiban khusus atau dia berada dalam hubungan 
sosial yang lebih luas. Di sini pergeseran variabel pola dari orientasi 
diri ke kolektif misalnya, mengiringi pergeseran dari masyarakat 
paguyuban ke patembayan yang pada satu titik, dibentuk oleh 
struktur AGIL. 

Ini terjadi sehingga keharmonisan masyarakat akan 
tercipta, ketika variabel pola individu selaras dengan hubungan 
pertukaran dari AGIL. Proses ini mengacu pada kecocokan antara 
kebudayaan (pola pemeliharaan nilai), pola kepribadian, dan 
sistem sosial secara normatif dan struktural. Misalnya, afektivitas 
politik mengambil bentuk kesetiaan mutlak kepada pemimpin 
negara karena ia pemimpin karismatik. Maka, kesetiaan politik 
menjadi pusat emosional kehidupan sehingga orientasi kolektif 
meminggirkan kebutuhan individu. Pergeseran variabel pola ke 


65. David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: LP3ES, 1985), 
hlm. 392—396. 
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arah afekrivitas dan kolekrivitas politik menjadi pola pemeliharaan 
dan integrasi sosial yang dibutuhkan unit pencapaian tujuan 
untuk menstabilkan kepentingannya dan memantapkan proses 
adaptasi ekonomis. 

Sayangnya, kebutuhan untuk mencipta keseimbangan 
fungsional ini sering tergerak melalui rekayasa, baik sosial maupun 
intelektual. Inilah yang terjadi di negeri kita terkhusus era Orde 
Baru, di mana pembangunanisme telah menjelma contoh 
tercerlang (the shinning example) bagi penerapan fungsionalisme- 
struktural. Dari sinilah teknokrasi lahir menjadi pembedah 
epistemik bagi proyek rekayasa sosial secara keseluruhan. 

Secara umum, teknokrasi bagaimana pun tetap suatu krasi, 
penguasaan atau pemerintahan. Ia merupa pergeseran paradigmatik 
pengetahuan, dari orientasi sebab akhir (final causes) kepada 
kausalitas (efficient causes). Daripada mempertanyakan tujuan 
akhir dari kebenaran, maka teknokrasi lebih mengarahkan diri 
pada technical know how, bagaimana melihat sesuatu secara teknis 
guna termanfaat secara pragmatis. Weber menyebutnya sebagai 
rasionalitas tujuan (Zweckrationalitaet), yakni rasionalitas yang 
menjadikan tujuan sebagai kebenaran akhir. Model rasionalitas 
ini bertentangan dengan rasionalitas nilai (Wertrationalitaet) yang 
menjadikan nilai sebagai pijak dan rem bagi pencapaian tujuan. 
Ini terjadi karena rasionalitas tujuan tidak menjadikan pedoman 
normatif sebagai pijak nalar. Ia lebih menjadikan tujuan, yakni 
pemanfaatan alam demi tujuan pragmatis sebagai rasionalitas itu 
sendiri. Di sini nilai bahkan tergeret oleh kepentingan tersebut 
sehingga posisinya bukan sebagai rem normatif, melainkan hanya 
aturan rasional tentang akibat dan dampak dari suatu variabel. 


170 


Proses ini tergerak karena teknokrasi menjadikan cara 
sebagai tujuan. Jadi, tujuan di sini bukan cita normatif yang 
dilahirkan oleh pemilihan cara (antara cara baik dan buruk) 
selayak rasionalitas nilai. Tujuan dalam teknokrasi ternyata lahir 
dari keberhasilan sains dalam mencipta teknik. Disebabkan ilmu 
dan teknik saling melahirkan, maka penciptaan teknik baru 
kemudian memacu keharusan untuk menerapkan teknik tersebut, 
ilmu melahirkan teknik dan teknik merangsang pembaruan sains 
yang akan mewujud dalam teknik baru. Lingkaran fungsional 
ini kemudian menemu ruang pragmatisnya dalam industrialisasi 
yang membutuhkan teknik baru bagi kemajuan industri. Inilah 
yang memisahkan proses produksi dari kebutuhan masyarakat 
karena industri telah memiliki otonomi produksi akibat lingkaran 
penciptaan ilmu-teknik yang tiada henti. 

Pada langgam masyarakat, hal ini kemudian melahirkan 
rekayasa sosial, yakni sebuah restrukturisasi sosial demi 
pertumbuhan ekonomi. Proses ini terjadi melalui pemosisian 
aspek budaya, sosial, dan psikis, hanya sebagai engine, sebuah 
jaringan komponen yang bisa dibongkar-pasang sesuai dengan 
kebutuhan struktur secara keseluruhan. Inilah engineering 
mentality itu, yang merupa khas mental teknisi. Gerak ini 
merupakan keberhasilan ilmu alam dalam menciptakan teknik 
dan dari sana ia digerakkan pada level sosial. Risiko nyata, 
segenap aspek budaya terposisi sebagai komponen teknis, selayak 
elemen material dalam suatu mesin. Ini terjadi dan menempatkan 
engineering sebagai “yang dominan”, melebihi “yang sosial”. 
Artinya, gaya kognitif komponensial ini hanya menjadikan aspek 
manusia sebagai sekrup, besi, baterai, dan segenap komponen 
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teknis demi terbangunnya struktur sosial yang sesuai dengan 
agenda pragmatis dari pemilik kebijakan politik. 

Hal ini terjadi pada Orde Baru, di mana segenap elemen 
budaya, ideologi, partai, pendidikan, agama, dan seni terposisi 
sebagai komponen perekat pembangunanisme. Proses ini terjadi 
melalui birokratisasi yang merupa deideologisasi kebudayaan. 
Dalam politik, marxisme dan Islamisme diberangus. Pada level 
partai, hanya boleh ada asas Pancasila yang telah mengalami de- 
filosofi karena Pancasila ala Orde Baru adalah Pancasila legitimitas 
pembangunan. Asas program menjadi gerak reduksi atas politik 
partai karena partai tidak boleh berasas ideologi, tetapi mesti 
berasas kekaryaan (selaik Golkar) yang menjadi self-organizing 
dari ekonomisme pembangunan. Agama juga tidak terlepas 
dari proses ini, melalui penekanan aspek integratif (integrative 
aspect) dengan mengeliminasi transformative aspect. Gerak ini 
dilakukan negara dalam dua kutub: deideologisasi gerakan 
Islam serta penanganan sekularis terhadap agama, baik melalui 
pemberian dana bagi kegiatan formal ibadah maupun perekrutan 
agamawan sebagai birokrat pemerintah. Hal sama terjadi pada 
kesenian. Ta mendedahkan birokratisasi seni yang tertahbis sejak 
Kongres Kebudayaan (IV) 1991, yang mana makna kebudayaan 
terbonsai dalam jeruji Departemen P&K. Kebudayaan hanya 
termakna sebagai sosialisasi ideologi negara, baik melalui 
Penataran P4 maupun pendidikan formal, sedangkan kesenian 
hanya termakna sebagai komoditas jualan pariwisata. Segenap 
hal ini merupakan usaha negara untuk menggerakkan rekayasa 
sosial: restrukturisasi lembaga sosio-politik hingga reorientasi 


66. Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 
1988), hlm. 24—105. 
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nilai budaya. Tujuannya jelas, demi stabilitas sistem politik yang 
merujuk pada developmentalisme. “ 

Memang, pada satu lekuk, di mana modernitas menjadi 
keniscayaan sejarah, maka pendekatan fungsional atas kebudayaan 
tak terelakkan. Ini terjadi bukan semata berangkat dari kebutuhan 
pemanfaatan nilai demi agenda modernisasi, melainkan 
terlebih pada gerak kesatuan antara kemajuan esoteris dengan 
pembangunan eksoterik. Tanpa rasionalitas, maka modernitas, 
pembangunan, dan demokrasi, sulit terjadi. Di sinilah peran 
fungsionalisme bahkan menjadi keniscayaan gerak kebudayaan 
karena melaluinya, manusia mampu memanfaatkan segenap 
sumber daya kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai- 
nilai keadaban semisal pengutamaan kepentingan bersama, 
hanya akan tercipta ketika satu kelompok tidak lagi berkutat 
dalam esensialisme kebudayaannya. Hal ini tentu membutuhkan 
penjarakan rasional sehingga masyarakat yang bernilai tidak 
malah terjebak dalam kekakuan identitas. Satu hal yang akan 


67. Untuk gerak developmentalisme gua ilmu sosial Orde Baru, lihat 
Syaiful Arif, Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, Sebuah Biografi 
Intelektual, (Depok: Koekoesan, 2009). Dalam karya ini, Abdurrahman 
Wahid, Ketum PBNU saat itu, terposisi sebagai oposisi atas pendekatan 
fungsionalisme-struktural dari Orde Baru melalui penggunaan kritik 
struktural dari gerakan Islam. Wahid mampu melakukan itu karena 
ia lahir dari sub-kultur tradisi Islam yang telah menjelmakan Islam 
as a cultural system. Bagi model ini, tradisi tidak bisa terposisi sebagai 
fungsi laten penjaga stabilitas, tetapi sebaliknya: penggerak perubahan 
sosial berlandas nilai dan kerangka kognitif masyarakat. Ini yang 
menahbiskan NU sebagai oposisi kultural atas negara dalam bentuk 
non-revolusioner karena ia mampu bermain pada level perang simbolik 
pada langgam perebutan tafsir atas ideologi negara. Wahid kemudian 
mengembangkan pendekatan konstitusi sebagai emansipasi rakyat dari 
model konstitusi negara yang menindas. 
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menutup kemungkinan terbukanya dialog lintas-budaya dalam 
suatu ruang publik demokratis. 

Hal sama terjadi pada level epistemologis, selayak van 
Peursen yang mengingatkan bahaya substansialisme. Seperti kita 
tahu, substansialisme merupakan “penjebakan ketertutupan” 
dari cara berpikir ontologis yang cenderung berhasrat untuk 
menemukan ke-apa-an sesuatu. Dengan hanya mengacu pada apa 
(whatness), manusia akan terjebak pada klaim kebenaran sehingga 
dikhawatirkan menolak kebenaran /iyan. Di sini sikap fungsional 
menjadi gerak maju karena manusia sudah mampu berpikir 
bagaimana memanfaatkan ke-apa-an tersebut demi hidup nan 
lebih baik. Modernitas berangkat dari sini, melalui penemuan 
hukum, baik alam maupun sosial sehingga secara meyakinkan, 
proses kehidupan bisa dikendalikan dan dicipta ulang. Manusia 
tidak lagi terkepung oleh alam, tetapi menguasainya untuk hajat 
hidup orang banyak. 

Hanya saja karena berangkat dari positivisme dan analogi 
hukum alam, maka fungsionalisme kemudian terjebak dalam 
dirinya sendiri, yakni dalam apa yang sering disebut sebagai 
sistem. Ya, logika sistem menunjukkan suatu kecenderungan 
mekanik Newtonian, alam tertahbis sebagai mesin besar, tempat 
sub-mesin terangkai dalam suatu jaringan sistemik, layaknya 
organ biologis dan mesin fisika. Hal ini bermasalah sebab 
kehidupan telah terpecah akibat pemisahan esensial antara spirit 
dan materi. Paradigma sistem dari fungsionalisme terlalu memberi 
tempat bagi materi, melalui pengabaian atau bahkan pengebirian 
aspek ideasional kebudayaan dengan memanfaatkannya 
sebagai “satu sekrup” penguat mesin besar sistem. Hal ini yang 
bermasalah karena kebudayaan dan kehidupan merupakan 
kesatuan organis dari ekosistem yang tergerak dalam hubungan 
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harmonis, antara yang material dengan spiritual, bukan melalui 
pemanfaatan satu elemen atas elemen lain, melainkan dalam 
suatu gerak keseimbangan yang menempatkan nilai, ekonomi, 
politik, dan struktur sosial, dalam posisi mikro-kosmik yang 
menyempurnakan makro-kosmos. 
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BAB V A8 


Strukturalisme 


ersoalan yang mengemuka dalam kajian ini adalah struktur 
Pesisaa Ia mengacu pada dua hal. Pertama, struktur 
internal budaya yang pada satu titik terbentuk oleh dan 
dalam bahasa. Kedua, struktur eksternal budaya yang telah 
tergelut dalam struktur politik. Keduanya bermasalah karena 
menempatkan kebudayaan dalam struktur, berarti memasungnya 
dalam sistem, bangunan kaku, yang selalu merujuk pada stabilitas 
diri, dan karenanya tidak bisa tergerak dalam transformasi. 
Dalam lanskap ini, kita akan menggali dan mengurai struktur 
internal itu, yang secara spesifik, menempatkan kebudayaan 
terkhusus dalam pemikiran. Inilah yang melahirkan strukturalisme 
linguistik sebuah struktur tanda yang menempatkan makna, 
tertata dalam suatu sistem bahasa. Dalam geraknya, struktur 
sering tersanding dengan fungsi. Jika mempelajari struktur 
selayak mempelajari anatomi tubuh, maka mempelajari fungsi 
selayak mempelajari fisiologis satu jaringan fungsional yang 
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membuat struktur anatomi bekerja. Pada level masyarakat, 
struktur ini kemudian terpahami sebagai pola relasi sosial (4 
pattern of social relationship), sementara fungsi mengacu pada 
bagaimana pola sosial tersebut beroperasi sebagai sebuah sistem. 
Di sini strukturalisme kemudian menahbiskan pendekatan 
sinkronik isolatif,6' di mana penelitian budaya tidak berangkat 
dari pembentukan kesejarahan masa lalu (diakronik), tetapi pada 
pola baku (fixed pattern) nan lintas waktu (timeless). 

Memang, secara analitis terdapat ragam fungsi dalam 
strukturalisme. Fakta sosial Durkheim merujuk pada struktur 
sehingga mendedahkan dilema agen-struktur. Ini yang 
membuahkan determinisme struktur atas subjek, di mana 
konsensus moral mencipta imperatives of societal coordination 
sehingga subjek tidak berdaya di hadapan struktur. Struktur 
kemudian menjelmakan penguasaan “yang sakral” yang berada 
pada inti, batas, dan struktur masyarakat, atas individu yang 
terbentuk dalam pola sosial nan baku. Hal yang berbeda 
dengan Levi-Strauss yang lebih merasuk pada aras kognitif 
guna menemukan struktur pemikiran sebagai mekanisme 
ke(tidak)sadaran kolektif. 

Pada titik inilah, struktur memiliki beberapa karakter. 
Pertama, ia terdiri dari elemen yang saling terhubung, di 
mana perubahan satu elemen tidak akan terjadi tanpa melalui 
perubahan pada elemen lain: none of which can undergo changes 
without effecting changes in all the other elements. Dengan kata 
lain, struktur bisa diartikan sebagai sistem. Kedua, struktur 
menggerakkan perubahan dalam elemen-elemen yang berbeda, 


68. Philip Cassel (Ed.), “The Concept of Structure,” dalam The Giddens 
Reader, (California: Stanford University Press, 1993), hlm. 112— 
113. 
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tetapi perubahan-perbedaan tersebut tetap membentuk kesatuan 
sistem nan stabil. Ini terjadi karena perubahan dalam internal 
struktur tetap akan mengacu pada stabilisasi sistem yang bersifat 
menyatukan keragaman. Hal ini terjadi pada apa yang disebut 
homeo-stationer dalam logika fungsionalisme struktural, di 
mana perubahan atau dinamisasi struktur internal masyarakat, 
diarahkan demi tercipta dan terjaganya stabilitas sistem politik 
secara keseluruhan. Ketiga, struktur mampu memberikan 
kepastian prediktif, tentang bagaimana perubahan di satu elemen, 
bisa mengubah keseluruhan struktur secara umum. 

Dalam geraknya, dua domain, yakni struktur dan sistem 
ini kemudian mencipta pemilahan antara bentuk strukturalisme 
linguistik dengan struktural-fungsional. Melalui yang pertama, 
analisis struktural berangkat dari penempatan “yang sosial” 
sebagai “yang gramatikal”. Jadi, paradigmanya berangkat dari 
pembacaan atas aturan gramatika dalam ilmu bahasa, yang secara 
diskursif menstruktur dalam logika ke(tidak)sadaran kolektif. 
Ini yang membuat strukturalisme kemudian berusaha untuk 
menemukan “aturan gramatika” yang mendasari fenomena sosial 


sebagai pembentuk bagi tatanan dasar dari fenomena tersebut.” 


69. Anthony Giddens, “Structuralism and the Theory of the Subject,” 
dalam Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, (Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 1986), hlm. 19. 

70. Adaptasi ilmu sosial atas ilmu bahasa (Jinguistic turn) ini memang 
menjadi kecenderungan umum epistemologi pascamodern. 
Dalam kasus strukturalisme, ia merupa alternatif dari adaptasi atas 
biologi sebagai model bagi pembacaan sosial, meskipun pada kasus 
strukturalisme fungsional, adaptasi struktur bahasa masih termanifestasi 
dalam analogi organisme biologis. Hanya saja, di sisi lain, linguistic turn 
ini kemudian melahirkan narrative turn, yang menggeser penggunaan 
linguistik (ilmu gramatika) kepada teori sastra. Pergeseran ini terjadi 
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Pada domain ini, struktur tidak selalu mengacu pada fungsi, tetapi 


lebih pada aturan nalar atau hukum logis dari struktur pemikiran. 
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setelah teori sastra independen dari ilmu bahasa itu sendiri, yang 
telah mengalami dekonstruksi linguistik pascastrukturalisme. Pada 
titik inilah, kemungkinan ilmu sosial berbasis sastra tergerak sehingga 
hubungan antara keduanya bisa mencipta jembatan antara filsafat sosial 
(yang bertugas memeriksa asumsi epistemologis ilmu sosial) dengan 
puisi yang mendorong orang untuk kreatif, menggerakkan imajinasi 
sosial. Penggunaan narasi sebagai model bagi ilmu sosial ini bisa 
mencipta dua hal, lewat bentuk naratif, teori sosial lebih menyerupai 
biografi sosial sehingga bahasanya lebih imajinatif, dan lewat isi 
dalam narasi, tema sosial bisa diperluas secara tak terbatas, mengikuti 
kelompok yang diteliti. Hal ini terjadi semisal dalam persoalan tatanan 
sosial (social order). Sebelumnya, persoalan ini lebih dilihat dari sisi, 
bagaimana tatanan sosial terbentuk dan bagaimana menjaganya dari 
penyimpangan tindakan sosial? Durkheim mengajukan conscience 
collective, Weber dengan legitimate order, dan Parsons melalui 
pemanfaatan nilai demi integrasi sosial. Di sini “teori sosial narasi” 
memberikan perspektif lain, tatanan lebih dilihat sebagai kebutuhan 
orang atau kelompok untuk menciptakan identitas dengan jalan 
pengisahan cerita. Jadi, persoalan tatanan (order) menjadi persoalan 
penataan (ordering), sebagaimana struktur menjadi strukturasi. Dari 
sini terlihat bahwa keberadaan suatu tatanan tergantung pada kegiatan 
pengisahan (narration, strory-telling). Tatanan harus dilihat sebagai 
kemungkinan untuk menarasikan diri, sebagaimana yang terjadi pada 
penggunaan historiografi tradisional, semisal Babad Tanah Jawi, Serat 
Cebolek, atau dongeng dan sastra suluk yang menjadi ruang sejarah 
bagi masyarakat untuk menemukan makna historisnya. Dari pencarian 
atas ordering (bukan order) inilah, konstruk identitas tidak menjelma 
tatanan baku, tetapi sebuah proses pemaknaan yang cair, dinamis, dan 
penuh penekanan intuitif atas imajinasi sosial. Penggunaan analisis 
sosial naratif ini pun bisa menggerakkan pembacaan alternatif yang 
berangkat dari imaji maknawi kaum pinggiran karena narasi sering 
hadir untuk mewakili pandangan sub-altern yang terpinggirkan. ST 
Sunardi, “Ilmu Sosial Berbasis Sastra, Catatan Awal,” dalam Basis (No. 
11—12, Tahun Ke-51, November—Desember 2002), hlm. 8—15. 


Dari sinilah interpretivisme antropologi bisa masuk karena untuk 
menafsiri penafsiran (interpretation of interpretation) pelaku 
budaya atas makna budayanya, sang peneliti dapat menggunakan 
strukturalisme (Levi-Strauss) untuk menstrukturkan penafsiran 
tersebut. 

Sementara itu, bagi domain sistem, strukturalisme lebih 
merujuk pada bentuk dari struktur sosial sehingga struktur adalah 
logika internal yang berfungsi bagi pembentukan struktur sosial. 
Hal ini bisa kita lihat dalam bentuk masyarakat yang merupa 
sistem kompleks dan mewujud dalam struktur sosio-politik nan 
baku seperti struktur negara, sistem ekonomi, hingga jaringan 
transportasi. Di sini, masyarakat termaknai sebagai bentuk dari 
pola organisasi stabil yang merupa konsekuensi kausal atas particular 
causal mechanism dari struktur, baik struktur pemikiran maupun 
struktur sosial. Hal ini yang menahbiskan keberadaan struktur 
dalam unit sosial. Ia mengacu pada struktur sebagai sistem sosial 
lintas waktu yang memiliki independensi dari intervensi subjek 
manusia, dan karenanya mampu melakukan pemaksaan kepada 
sang aktor. Birokrasi misalnya, eksis tidak karena kuasa individu 
yang ada di dalamnya, ia telah mampu bergerak berdasarkan 
kompleksitas sistem yang sudah stabil. Ini yang akhirnya membuat 
segenap manusia yang masuk ke dalamnya, akan tersedot dalam 
jaringan aturan nan sistemik sehingga subjek tidak berdaya dalam 
cengkeraman struktur. Dari sini, kita pun mafhum kenapa struktur 
sosial termaknai sebagai sistem regulatif nan abadi yang mencipta 
kesempatan sekaligus pemaksaan, di mana tindakan individu 
terpandu, terinspirasi, tetapi sekaligus terbatasi.” 


71. Daniel Little, Functional and Structural Explanation, (USA: Westview 
Press, 1991), hlm. 102—105. 
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Ferdinand de Saussure-lah yang memulai gerak strukturalisme 
ini dalam studi mendalamnya tentang linguistik struktural. 
Di sini, Saussure terinspirasi oleh fakta sosial Durkheimian 
yang mampu menangkap suatu struktur sosial, terlepas dari 
subjektivitas individu. Fakta sosial ini menurut Saussure juga 
terdapat dalam bahasa, yang olehnya disebut sebagai struktur. 
Seluruh sistem bahasa dapat dilihat mekanismenya dalam 
struktur ini. Ia memediasi aktivitas berbahasa para penutur yang 
terlibat dalam aktivitas pemaknaan. Melalui struktur, individu 
dan masyarakat mengembangkan bahasa dalam bentuknya yang 
spesifik. Ini yang membuat struktur mampu menggeneralisasi 
perbedaan bahasa melalui penyatuan diferensialitas bahasa dalam 
struktur nan baku. 

Tentu selayak sistem, struktur merupakan tatanan yang di 
dalamnya ada stabilitas. Hanya, selain terciri dalam keutuhan 
dan pengaturan diri (self-regulation), struktur juga memiliki gerak 
transformatif. Di sini, struktur kemudian menjaga sistem bahasa 
dari erosi dan perkembangan bahasa yang terjadi akibat perjalanan 
waktu. Tegangan antara perkembangan dan stabilitas inilah yang 
selalu intrinsik dalam setiap struktur. Pada titik ini, bahasa tergulat 
sebagai khazanah tanda (lexicon ofsignification). Ta menjelmakan 
proses terbentuknya bahasa yang lahir dari pertemuan dua hal, 
sistem pemaknaan dan konvensi sosial. Lahirlah tanda (bahasa) 
itu, yang merupakan materialisasi simbolis dari mode makna yang 
terlembagakan oleh kesepakatan masyarakat. 

Dari sini, pendekatan struktural kemudian membagi semesta 
tanda menjadi tiga bentuk, langue, parole, dan langage. Langue 
adalah sistem tanda, di mana Saussure menyematkan struktur 
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bahasa di dalamnya. Ia merupakan kebiasaan yang diperoleh 
secara pasif dari sesama penutur bahasa, yang memungkinkan 
mereka untuk saling memahami dan menghasilkan makna 
yang bisa dipahami bersama. Ini yang membuat masing-masing 
penutur bisa saling memahami, meski mereka terpisah oleh 
waktu dan perbedaan budaya. Hal sama terjadi pada posisi 
langue sebagai abstraksi dari seluruh aktivitas berbahasa, di 
mana struktur terangkat dari konteks partikular praktik bahasa. 
Sementara itu, parole lebih merujuk kepada ujaran linguistik yang 
terbentuk di masyarakat yang sangat tergantung pada individu. 
Ini yang membuatnya lebih merupakan erosi atau perkembangan, 
dari struktur kepada peristiwa (event) yang oleh langue, harus 
dikembalikan kembali demi stabilitas sistem tanda. Jika parole 
betul sesuai dengan /angue, maka lahirlah langage, yakni ujaran 
partikular yang sesuai dengan sistem universal bahasa. 

Di sini, tanda kemudian terbentuk oleh dua hal: penanda 
(signifter/signifiant) dan tinanda (signifted/signifie). Penanda adalah 
citra akustik yang kemudian menjelma dalam huruf, bunyi, dan 
simbol material. Sementara tinanda adalah konsep dan makna 
yang terepresentasi oleh penanda tersebut. Pada titik ini, kesatuan 
penanda dan tinanda telah menjelmakan pemilahan Saussure 
atas konsep dan sound-image. Jadi, kesatuan linguistik baginya 
tidak terbentuk oleh nama dan benda, tetapi tinanda yang 
merupa konsep dan penanda yang merupa sound-image. Dalam 
hal ini, sound-image tidak dimaksudkan sebagai aspek material 
yang mewakili konsep. Sound-image dalam kaitan ini tertangkap 
sebagai jejak psikologis dari bunyi (the psychological imprint of the 
sound). Bentuk psikis dari penanda ini dapat dibuktikan melalui 
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pengucapan tanpa mulut, atau abstraksi pemikiran pada ranah 
akal tanpa menggunakan materialitas mulut.” 

Dalam kerjanya, kedua hal ini mesti terhubungkan oleh 
penandaan (signification), yakni asosiasi suatu bunyi dengan suatu 
konsep. Tanpa penandaan, maka penanda tidak akan memiliki 
makna. Hal ini terjadi semisal dalam kasus bunga. Sebuah bunga 
yang terletak sendiri, maka makna yang ada hanya untuk dirinya. 
Akan tetapi, serumpun bunga yang tertabur di sebuah makam, 
maka ia bermakna perkabungan. Hal sama terjadi pada hubungan 
referensial antara kata pasar, pasir, dan pusar, dengan jalinan pasar, 
mal, dan toko. Pada yang pertama, tidak ada hubungan semakna 
karena meski secara fonetis hampir sama, tetapi makna pasar dan 
pasir berbeda. Satu hal lain dengan pasar, toko, dan mal. Meski 
secara fonetis beda, ketiganya memiliki penandaan sama, yakni 
kompleks perbelanjaan. 

Pada titik inilah kita menemukan fonosentrisme dari 
konsepsi bahasa Saussure. Fonosentrisme merupa keyakinan akan 
kuasa bunyi (phone) dalam menyampaikan makna, dan karenanya 
menghadirkan penutur sebagai subjek kebenaran. Ini terjadi 
karena phone mengandaikan suatu archia yang transenden dalam 
tindak berbahasa. Di sini archia termakna sebagai kesatuan ideal 
antara suara (phone), penutur, dan kebenaran. Ketika penutur 
hendak menuturkan sesuatu, suatu konsep (tinanda) terbentuk 
dalam otak dan menimbulkan citra akustik. Inilah gejala psikis. 
Konsep tersebut kemudian membangkitkan impuls tertentu 
dalam tubuh (fisiologis), dan diteruskan dengan pembunyian 
dalam gelombang suara (fisik), yakni phone yang menjelmakan 
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penanda. Dari sini terlihat bahwa phone yang berada pada 
ranah empiris, dianggap memiliki kaitan substantif dengan 
psyche: makna, jiwa, dan kesadaran. Satu hal yang kemudian 
melahirkan logosentrisme, di mana strukturalisme kemudian 
mendedahkan “metafisika kehadiran”, suatu keyakinan akan 
hadirnya kebenaran, akibat sesuainya bahasa, phone, dan subjek 
penutur, yang kesemua itu menjadi representasi dari kebenaran 
konseptual nan transenden (logos). 

Fonosentrisme ini terjadi karena ia berangkat dari konsepsi 
Husserl tentang kesadaran fenomenologis. Bagi perspektif ini, 
kesadaran memiliki struktur ideal, selayak geometri: hubungan 
ruang yang membentuk koherensi. Struktur ini terbentuk 
dari tiga hal, makna (noema), objek (noetik), dan bahasa, yang 
memungkinkan terjadinya pemaknaan terhadap dunia. Proses 
pemaknaan ini terjadi dalam kesadaran intensional, yakni 
sebuah kesadaran intuitif yang mencipta tindakan maknawi 
guna memaknai fenomena konkret yang telah tersetubuhi makna 
(sinnebelebten).” Jadi di sini, terdapat objek ideal berupa makna 
dengan objek fisik yang menjadi materialitas makna tersebut. 
Pemaknaan harus berlangsung secara intensional karena ketika 
salah satu dari jalinan tersebut hilang, maka ia berada dalam 
krisis makna. 

Di sini, Husserl kemudian menahbiskan penuh kehadiran 
ego (full-presence) sebagai cara untuk menanggulangi krisis 
makna tersebut. Artinya, di antara objek ideal, objek empiris, 
dan kesadaran intuitif, maka Husserl menekankan terjadinya 
kehadiran, jika proses pemaknaan tidak mencapai kesadaran ideal. 


73. Rudolf Bernet, “On Derridas Introduction to Husser's Origin of 
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Dalam hal ini, kehadiran dilihat sebagai bentuk kesadaran uniter 
yang secara terus-menerus memaknai dunia dan menempatkannya 
pada saat ini dan di sini. Kehadiran kemudian termakna sebagai 
proses mengabsolutkan identitas-diri (the absolute proximity of self- 
identity), yang berawal dari asal usul subjektif (the subjective origin) 
berupa “aku” yang mengenali dirinya dalam dimensi kekinian 
(temporal present). Kontekstualisasi dalam ruang-waktu subjek 
menjadi vital karena tanpa memaknai untuk saat ini dan di sini, 
maka segenap masa lalu dan mendatang akan tiada makna. 

Pada titik ini, Husserl menggerakkan fenomenologi 
kesadaran demi pulihnya kesadaran transendental melalui dua 
macam komunikasi. Selayak Saussure, komunikasi menjadi 
urgen sebab tindak bahasa yang utama tidak terletak pada aksara 
(gramma), tetapi ujaran (speech) karena elemen utama dalam bahasa 
merujuk pada phone bukan tulisan. Berkaitan dengan komunikasi 
pertama merujuk pada kolokui (golloguy), yakni komunikasi 
timbal balik di antara dua individu dengan menggunakan suara 
sebagai penanda. Dalam praktik ini, kehadiran akan terasa karena 
individu berbicara dan mendengarkan suara tanpa perantara apa 
pun. Ia mampu mencipta auto-affection, ketika saya berbicara, 
maka saya hadir, dan kehadiran saya meyakinkan diri bahwa 
saya benar-benar hadir. Kehadiran saya menanamkan pengaruh 
(affection) dalam diri saya dan dengan demikian saya berarti 
menjadi subjek (kebenaran). 

Sementara itu, model komunikasi kedua merujuk pada 
solilokui (soliloguy), yakni sebuah komunikasi dalam struktur 
terpendam yang membentuk struktur internal kesadaran. 
Solilokui di sini mengacu pada suara tak terdengar di telinga 
karena ia terasa dalam dunia batin yang paling subjektif dalam 
kedalaman diri. Ia adalah diam fenomenologis (phenomenological 
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silence), yang mereduksi the other dan segala bentuk ungkapan 
eksternal dari makna (Bedeutung), ke dalam “subjektivitas diriku”. 
Sebuah diam yang mereduksi eksterioritas menjadi pemaknaan 
yang sepenuhnya berbasis pada subjektivitas dan sama sekali 
tidak memiliki makna objektif (obtective sense). Inilah yang 
membentuk struktur internal kesadaran pra-phone dan parole. Ia 
menjelmakan kesadaran transendental nan ideal yang semakin 
menetapkan kehadiran (kebenaran) subjek secara absolut. Satu 
hal yang kemudian ditarik Saussure sebagai logosentrisme, di 
mana pijak filsafat selalu berangkat dari kuasa subjek Pencerahan, 
yang mendaulat pemikiran (logos) sebagai pemegang kebenaran 
adikodrati. 

Pada level antropologis, Levi-Strauss kemudian 
mengembangkan strukturalisme linguistik ini. Ia terpengaruh 
oleh studi tentang fonem yang dikembangkan oleh Roman 
Jacobson yang menciptakan distinctive forms: ciri pembedaan 
dalam fonem kata, semisal € pada kutuk yang berarti nama ikan, 
dengan th pada kuthuk, yang bermakna nama anak ayam dalam 
masyarakat Jawa. Distinctive forms ini hanya bisa terjadi dalam 
konteks tertentu dan ia terjadi ketika diletakkan dalam sistem 
relasi (system of relation), antara kutuk dengan kuthuk. 

Pembedaan makna terkecil dari kata ini yang menjadikan 
Strauss menemukan struktur maknawi dari pelarangan terhadap 
insests kawin dengan wanita dari suku lain. Strauss kemudian 
membuat analogi: fonem tergulat dalam nature dan culture. Nature 
karena ia terdapat dalam segenap dasar masyarakat, dan culture 
karena ia ikut membentuk kultur masyarakat. Pelarangan insest, 
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ia lihat sebagai kondisi alamiah suatu suku. Namun, ia juga telah 
menciptakan kultur baru, yakni barter wanita antar-suku: seorang 
keluarga baru bisa mengawinkan anak perempuannya ketika 
suku lain melakukan hal yang sama. Interaksi atau komunikasi 
inilah yang akhirnya membentuk kultur, dan tentunya sebuah 
masyarakat. ” Strauss juga terpengaruh oleh de Saussure dalam 
pemetaan antara signified, signifier, langue, dan parole. Kata 
adalah penanda dari konsep yang menjadi tinandanya. Kata tidak 
bermakna selama kita tidak masuk dalam human mind yang ada 
di dalamnya. Dari sinilah, strukturalisme kemudian mampu 
merasuk ke dalam mitos dan tradisi untuk mengonstruk struktur 
berpikir di dalam sesuatu yang dianggap irasional tersebut. Di 
sini, strukturalisme mengizinkan kita untuk memilah apa yang 
kemudian disebut sebagai “realitas fundamental dan objektif 
yang terdiri atas sistem relasi yang merupakan produk dari proses 
pemikiran bawah sadar”. 

Pada level paradigmatik, terlihat pendekatan ini lebih 
mengasumsikan keunggulan intelek atau kultur, di mana 
masyarakat dilihat sebagai kolektivitas holistik. Ini yang 
membuatnya meyakini bahwa fenomena budaya dapat dipahami 
jika ia dilihat sebagai sistem komunikasi sehingga antropologi 
berarti semiologi, yang menganggap gagasan tentang makna 
sebagai unsur utama, di mana “representasi kolektif” dan 
tatanan pemikiran (thought of) menjadi ruang utama kajian 
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budaya. Dalam perspektif ini, antropologi memiliki tugas sebagai 
penggali struktur pemikiran yang inheren dalam data kultural, 
mitos, agama, dan simbol totem, atau sebaliknya menemukan 
cara bagaimana alam bawah sadar memunculkan data empiris. 
Dengan demikian, Strauss tidak meragukan infrastruktur sosial, 
tetapi ia menjadikan operasi pikiran bawah sadar sebagai mediator 
antara praksis (institusi primer) dan kepercayaan suatu praktik 
budaya. Hal yang perlu dilakukan antropolog kemudian adalah 
menetapkan hubungan antara cara masyarakat memahami 
aturan-aturannya, yakni thought of agama dan mite dengan cara 
mengatur situasi riil (Jived-in). 

Dari sinilah kita mafhum bahwa strukturalisme Levi-Strauss 
tengah menggerakkan kebudayaan sebagai bahasa. Hal ini terjadi 
karena bagi Strauss, hubungan bahasa dan kebudayaan bukanlah 
hubungan kausal, bahasa bukanlah refleksi dari kebudayaan, 
juga bukan bagian dari kebudayaan. Melampaui itu, bahasa 
merupakan kondisi bagi kebudayaan, yang pada satu titik 
memiliki dua konsekuensi. Pertama, dalam artian diakronis. 
Artinya, bahasa mendahului kebudayaan karena melalui 
bahasalah manusia mengetahui budaya masyarakatnya, kita 
mengenal budaya suatu masyarakat melalui bahasa mereka. Di 
sini, bahasa merupakan conditio sine gua none bagi terbentuknya 
kebudayaan, kita berpikir melalui bahasa, menulis melalui bahasa, 
dan mengungkapkan pemikiran melalui bahasa. Kedua, karena 
pembentuk material dari bahasa dan kebudayaan merupa materi 
yang sama. Apa itu? “Tamu tak diundang” (uninvited guest), yakni 
nalar manusia (human mind). Nalar disebut “tamu tak diundang” 
karena keberadaannya sering tidak disadari oleh manusia. Satu 
hal yang nanti akan melahirkan struktur dalam, dalam pemikiran 
manusia yang menjadi konsen dari Strauss. Dari nalar inilah, baik 
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bahasa maupun kebudayaan terbentuk melalui proses relasi logis, 
oposisi fonetik, atau korelasi konseptual. 

Pada titik inilah, strukturalisme antropologi kemudian 
melakukan kerja selayak linguistik struktural. Yakni, menyusun 
a structure with constituent units, sebuah struktur dengan satuan- 
satuan pembentuknya. Oleh karenanya, titik bidik strukturalisme 
Strauss sama dengan titik bidik Saussure, yakni pada aspek langue 
dari sistem (struktur) budaya yang lintas waktu, ia menembak 
pada domain struktur, bukan pengulangan yang terjadi pada 
tingkat perilaku. Kata Levi-Strauss, “..10 conclusions can be drawn 
Jrom the repetition of the signs in the field of behavior and repetition, 
let us say, of the phonemes of the language, or the grammatical 
structure of the language.” 

Hal ini terjadi karena Strauss konsen pada transformasi 
dari struktur luar (surface structure) yang tetap menjaga keajegan 
struktur dalam (deep structure). Apa itu struktur luar dan struktur 
dalam, dan apa pula transformasi dari keduanya? Persoalan inilah 
yang menjadi inti dari strukturalisme Levi-Strauss. Bagi cara 
pandang ini, seluruh kebudayaan memiliki dua level struktur, 
struktur luar yang merupakan relasi antar-unsur berdasarkan ciri- 
ciri empiris, sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu 
yang membangun struktur luar. Sering struktur dalam ini tak 
tersadari oleh manusia karena yang tergerak adalah penampakan 
struktur luar. Dari sini transformasi terjadi. Dalam kaitan ini, 
transformasi tidak merujuk pada arti perubahan (change), tetapi 
suatu alih-kode: perubahan pada struktur luar, sedang pada 
tataran struktur dalam tidak mengalami perubahan. 

Proses transformasi model ini bisa terpahami dalam kasus 
musik. Suatu musik yang indah dapat ditulis dalam bentuk 
not-not balok yang bisa dibaca. Seorang pemusik yang mampu 
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membaca not ini akan memainkan musik yang ditulis tersebut. 
Proses transformasi terjadi ketika si musisi menerjemahkan not- 
not balok yang tertulis di atas kertas menjadi gerakan jari di atas 
tuts piano dan gerakan kaki yang menginjak pedal bawah. Dari 
gerak jari di tuts piano ini lahirlah suara bernada yang merupakan 
musik yang terdengar di telinga. Nada-nada piano ini kemudian 
terekam di pita kaset atau compact disk. Peralihan dari not balok 
yang ditulis, menjadi gerak jari di tuts piano, menjadi musik 
yang keluar dari piano, menjadi guratan berpola pada pita kaset 
atau piringan cd, dan kemudian menjadi musik piano yang 
keluar dari cd player, kesemua perubahan inilah yang disebut 
sebagai alih-kode dari transformasi Straussian. Suatu alih-kode 
dari struktur permukaan, yang bahkan menjadi isi maknawi dari 
struktur dalam.” 


e Struktur-Agensi 


Jika linguistik struktural dan strukturalisme Levi-Strauss 
mempersoalkan struktur dalam domain internalnya, yakni aspek 
sistemik dari pembentuk struktur, maka lain lagi dengan aras 
sosiologis yang mempersoalkan struktur dalam kaitannya dengan 
agensi. Artinya, penahbisan Saussure dan Levi-Strauss atas struktur 
sebagai sebuah sistem sinkronik yang terlepas dari praktik sosial- 
diakronik, telah melahirkan suatu determinisme struktur atas 
agen (manusia) karena struktur yang baku, kemudian memiliki 
kekuasaan untuk menentukan realitas, lintas ruang-waktu. 
Hal inilah yang melahirkan kritik dari kaum pos-strukturalis, 


pembakuan struktur pemikiran dalam /langue Saussurian 


77. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya 
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melahirkan dekonstruksi Derrida yang membebaskan makna 
dari belenggu sistem tanda serta pembongkaran relasi kuasa dari 
struktur makna yang (seakan) berada di balik semua fenomena 
budaya oleh Foucault, yang mencurigai adanya kepentingan 
politik di balik pembakuan makna dalam Straussian. 

Di sini, persoalan struktur-agensi merupakan persoalan 
praksis, ketika struktur pemikiran menubuh dalam struktur 
kesadaran manusia untuk kemudian tergelut dari struktur sosial. 
Ini terjadi karena persoalan struktur tidak hanya terhenti pada 
proses pemaknaan, tetapi terlebih dalam tindakan sosial yang 
tentunya mengacu pada pergulatan antara agen sosial dengan 
struktur masyarakat. Struktur dan agensi kemudian menahbiskan 
fakta beda, misalnya dengan fungsionalisme struktural yang 
menempatkan struktur sebagai fakta sosial yang memaksa subjek 
hanya sebagai boneka. Senyata, dalam praktik sosial, hubungan 
antara struktur dan subjek sering bersifat mutual-interdependensi 
sehingga struktur tidak akan terbentuk tanpa subjek dan subjek 
tak akan menjadi tanpa struktur. 

Inilah strukturasi itu yang digerakkan oleh Anthony Giddens. 
Tesis Giddens berangkat dari kepercayaan bahwa subjek atau 
agen memiliki kekuasaan untuk menghadapi, merombak, dan 
mereproduksi struktur sosial. Hal ini berangkat dari #nowledeeable 
agents, kemampuan agen untuk memahami tindakannya sendiri. 
Mereka bukan hanya lapisan budaya (cultural dopes) atau 
penopang struktur sosial belaka, melainkan aktor yang memiliki 
pengetahuan tentang dunia yang tergeluti. 

Dalam hal ini, tindakan (action) agen selalu tergulat dalam 
suatu jaringan psikososial yang interdependensi. Yakni, elemen 
tindakan yang meliputi pemantauan tidak sengaja (reflexive 
monitoring), di mana agen mampu menjelaskan kenapa dan 
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untuk apa ia bertindak. Ini yang melahirkan rasionalisasi tindakan 
(razionalization of action) yang berangkat dari motivasi tindakan 
(motivation ofaction), baik sadar maupun bawah sadar. Elemen ini 
yang kemudian menggerakkan simpul sosial, yakni konsekuensi 
tindakan yang tidak disengaja (unintended conseguences ofaction) 
atau kondisi tindakan yang tidak diketahui (unacknowledged 
conditions of action). Signifikansi konsekuensi tindakan yang 
tidak disengaja ini merujuk pada fungsi laten (latent function), di 
mana tindakan sosial (secara tidak langsung) berpengaruh dalam 
memelihara institusi atau bahkan membentuk sistem sosial itu 
sendiri. 

Pada titik ini, makna struktur tetap selayak strukturalisme. 
Hal ini tertahbis selayak bahasa yang dibedakan dengan 
ucapan. Sebagai proses sosial, bahasa bersifat swbject-less: tidak 
mengandung subjek. Artinya, ia tidak merupa produk subjek 
tertentu, tidak pula diorientasikan pada subjek tertentu. Bahasa 
selayak strukturalisme, betul-betul berada di luar kurungan 
ruang dan waktu. Hanya, penempatan bahasa sebagai misal, bagi 
struktur ini ditujukan untuk membedakannya dengan interaksi 
yang pada kasus ini ternisbatkan dalam ucapan. Di sini, interaksi 
terbentuk melalui aktivitas para agen sementara struktur memiliki 
satu eksistensi nyata: ia terdiri dari aturan dan sumber daya yang 
terimplementasi dalam interaksi sehingga struktur kemudian 
mengalami pengembangan (reproduced). 

Hanya memang karena fokus tesis ini adalah tindakan atau 
praktik sosial, maka struktur tidak semata dimaknai sebagai fakta 
sosial yang terpisah dari agen. Inilah yang menjadikan pergeseran 
dari agen kepada agensi (tindakan agen) menjadi penting. Pada 
level ini, tindakan agen tidak semata tergulat dalam kesadaran 
diskursif, tetapi lebih kepada kesadaran praktis, yakni kesadaran 
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yang terbentuk dan membentuk tindakan sosial. Dalam kaitan 
ini, Giddens memang mengacu pada dampak tak dikehendaki 
dari tindak sosial tersebut, yang olehnya dilihat sebagai penyebab 
terbentuknya sistem sosial. Dari sini, struktur bahkan tidak 
memiliki entitas tersendiri, selayak struktur bahasa atau struktur 
politik dalam fungsionalisme. Struktur menurut Giddens 
didefinisikan sebagai “properti-properti (aturan dan sumber daya) 
yang berstruktur, properti yang memungkinkan praktik sosial 
terulang dan eksis dalam sepanjang ruang-waktu dan akhirnya 
membakukannya dalam bentuk sistem sosial”. Di sini, struktur 
hanya akan terwujud karena adanya aturan dan sumber daya yang 
membentuk struktur tersebut, melalui apa yang ia sebut sebagai 
modalitas (modality). Tentu, modalitas terposisi sebagai mediasi 
yang menjembatani struktur dan interaksi, sebagaimana bagan 
2, berikut: 


INTERACTION communication power sanction 
(MODALITY) interpretative scheme Jacility norm 
STRUCTURE signification domination — legitimation 


Bagan 2. Jembatan Struktur dan Interaksi. 


Dalam komunikasi makna yang terdapat dalam suatu 
interaksi, para agen menggunakan modalitas pola interpretatif, 
yang pada level struktur dibentuk oleh aturan semantik. 
Demikian juga ketika agen menetapkan sanksi pada level interaksi 


78. George Ritzer dan Douglas JG, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: 
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sosial, maka mereka menggunakan modalitas norma yang pada 
level struktur terbentuk aturan moral (legitimasi). Hal yang 
sama terjadi pada penggunaan kekuasaan dalam interaksi, yang 
meliputi penggunaan fasilitas, dan pada level struktur menjadi 
sumber bagi dominasi. Dalam kaitan ini, Giddens menyatakan: 


If signification is fundamentally structured in and 
through language, language at the same time expresses 
aspects of domination, and the codes that are involved 
in signification have normative force. Authorisation and 
allocation are only mobilised in conjuction with sienifying 
and normative elements: and finally, legitimation 
necessarily involves signification as well as playing a major 
part in co-ordinating forms of domination. "' 


Jadi, di sini terlihat bahwa signifikasi (pemaknaan) yang 
terbentuk melalui bahasa, bisa menjadi alat bagi praktik dominasi. 
Ini terjadi karena sebagai sistem makna, ia memiliki kekuatan 
normatif. Hal serupa terjadi dalam otoritas dan alokasi (ekonomi) 
yang hanya bisa tergerak melalui signifikasi dan norma, misalnya 
melalui kesucian norma kemajuan dalam modernitas. Satu hal 
yang juga dialami oleh legitimasi yang tentu membutuhkan 
signifikasi sebagai simpul koordinatif bagi bentuk-bentuk 
dominasi. 

Pada satu titik, aturan dan sumber yang membentuk struktur 
kemudian tertahbis sebagai sistem sosial. Di sini, sistem sosial 
adalah bentuk interaksi yang teratur yang terdapat dalam individu 
maupun kelompok. Sistem sosial bukanlah struktur itu sendiri, 
melainkan ia memiliki struktur, artinya sistem sosial tersebut 


80. Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory Action, Structure 
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terstruktur berdasarkan aturan-aturan dan sumber-sumber. 
Ketika sistem sosial tersebut telah melintasi dekade dan wilayah 
sehingga ia kemudian mengendap dalam lapis ruang-waktu, 
maka ia kemudian menjelma institusi. Institusi di sini termaknai 
sebagai kumpulan praktik yang membentuk sistem sosial, yang 
bisa dibedakan berdasar modalitas sebagai sentral pembentukan 
strukturasinya. Hal ini terlihat dalam bagan 3, berikut:"! 


S-D-L symbolic orders/modes of discourse 
Dauth)-S-L political institutions 
Dlalloc)-S-L economic institutions 

L-D-S lawimodes of sanction 


Bagan 3. Sentral Pembentukan Strukturasi. 


Huruf-huruf di bagian kiri mengacu pada aspek-aspek 
struktur yang terpisah (S-Signification, D-Domination, 
L-Legitimation): huruf pertama pada masing-masing urutan 
menunjukkan aspek pokok strukturasi institusi. Ketika kita 
mempelajari lembaga resmi (legal institution), kita harus 
memerhatikan aspek legitimatifnya, sekalipun di sana terdapat 
juga aspek dominasi dan signifikasi. Sementara itu, perbedaan 
lembaga politik dan ekonomi terdapat dalam pembedaan dua tipe 
sumber, otorisasi mengacu pada kemampuan memerintah orang, 
sedangkan alokasi merujuk pada kemampuan untuk mengontrol 
setiap subjek. 

Dari sini terlihat bahwa definisi struktur yang secara 
konvensional dimaknai sebagai fakta sosial nan determinis, justru 
terlihat dalam konsepsi Giddens tentang sistem sosial. Ini terjadi 


81. Disadur dari John B. Thompson, Teori Strukturasi Anthony Giddens, 
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karena struktur tidak dapat memunculkan dirinya sendiri dalam 
ruang-waktu, tetapi ia menjelma dalam sistem sosial, dalam 
praktik sosial yang direproduksi. Struktur atau ciri-ciri struktural 
selayak cara pemaknaan, norma, dan dominasi, kemudian 
mencipta strukturasi, ia menjelma medium untuk mencipta 
sistem, sekaligus sebagai hasil dari praktik sosial yang membentuk 
sistem tersebut. Hal ini terjadi misalnya selayak bagan 2: proses 
reproduksi agensi dalam pemaknaan, akan mencipta reproduksi 
dalam praktik sosial (penciptaan norma dominatif, legitimasi 
legal, dan manipulasi politik). Inilah strukturasi itu yang meliputi 
dualitas struktur (the duality of structure), which relates to the 
Jundamentally recursive character of social life, and expresses the 
mutual dependence of'structure and agency” Karakter keberulangan 
dan saling ketergantungan antara struktur dan agensi inilah yang 
menempatkan struktur tidak sebagai rintangan bagi tindakan 
sosial, tetapi secara esensial terlibat dalam proses reproduksi 
struktur itu sendiri. 

Pada satu titik, perspektif integratif antara agen-struktur 
ini juga tergelut dalam apa yang oleh Pierre Bourdieu sebut 
sebagai strukturalisme konstruktivis (constructivist structuralism). 
Dengan strukturalisme atau strukturalis, kita berhadapan dengan 
struktur objektif yang tidak melulu tergulat dalam bahasa, tetapi 
juga realitas objektif yang independen dari kesadaran manusia 
dan memiliki kekuatan untuk membentuk tindakan. Dengan 
konstruktivisme, kita berhadapan dengan pola persepsi, pikiran, 
dan tindakan agen yang akan membentuk ulang struktur objektif 


di luar diri manusia itu. 
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Integrasi antara agen-struktur ini merupakan kritik atas 
dua domain sekaligus. Yakni, strukturalisme sejak Saussure, 
Levi-Strauss, struktural Marxis, dan fakta sosial Durkheim yang 
terlalu objektivis. Agen dalam hal ini tidak memiliki kuasa atas 
tindakannya karena ia hanya merupa boneka dari struktur objektif, 
entah struktur pemikiran, ekonomi, maupun sistem sosial. Hal 
sama juga terjadi pada subjektivisme semisal eksistensialisme 
Sartre yang terlalu menekankan kuasa agen dengan mengabaikan 
struktur. Melampaui kedua hal tersebut, hubungan integratif 
agen-struktur kemudian bisa tergerak secara dialektis. Analisis 
terhadap struktur objektif tidak dapat dipisahkan dari analisis asal 
usul struktur mental agen yang hingga taraf tertentu merupakan 
produk dari penggabungan struktur sosial. Pun, tidak dapat 
dipisahkan dari analisis asal usul struktur sosial itu sendiri, di 
mana ruang sosial serta kelompok yang menempatinya merupa 
produk dari perjuangan historis: agen berpartisipasi sesuai dengan 
posisi mereka dalam ruang sosial serta sesuai dengan struktur 
mental yang menyebabkan agen dapat memahami ruang sosial 
tersebut. Dari sini, terlihat bahwa struktur objektif itu berada 
di luar kesadaran dan kemauan agen, meskipun agensi tetap 
memiliki kemampuan konstruktif untuk menyerap dan mengatur 
ulang struktur tersebut. Hanya saja konstruktivisme itu tidak 
berjalan secara otonom karena ia tetap terbentuk oleh struktur, 
baik struktur mental maupun struktur objektif yang berada di 
ranah sosial. 

Dialektika antara agen-struktur ini oleh Bourdieu tertahbis 
dalam konsepsinya mengenai habitus. Habitus merupakan usaha 
Bourdieu untuk menempatkan dialektika ini pada aras praktik 
sebagai langkah solutif untuk melampaui kebuntuan objektivisme 
struktural dan subjektivisme eksistensial. Dari sini, habitus 
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kemudian terdefinisi sebagai, the mental structures through which 
they apprehend the social world, are essentially the product of an 
internalization of the structures of the social world, Dengan definisi 
ini, kita akan mafhum bahwa hubungan agen-struktur tentu 
saling memengaruhi karena setiap manusia memiliki habitus 
yang tercipta dari internalisasi struktur objektif, dan akhirnya 
akan membentuk ulang struktur tersebut. Habitus juga termaknai 
sebagai skema dan prinsip klasifikasi, yang membuat manusia 
mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara 
bernilai dan tak bernilai. 

Pada titik ini, ia kemudian terciri dalam beberapa hal. 
Pertama, habitus mencakup dimensi kognitif dan afektif yang 
terejawantah dalam sistem disposisi. Di sini istilah disposisi 
merujuk pada tiga makna berbeda, (1) disposisi sebagai hasil 
dari tindakan yang mengatur, (2) disposisi sebagai cara mengada 
(a way of being) dan merupakan kondisi habitual (4 habitual 
state), dan (3) disposisi sebagai pre-disposisi, tendensi, niat, atau 
kecenderungan. Disposisi terbentuk melalui praktik individu 
dengan pengalaman personalnya, interaksi individu dengan orang 
lain, dan dengan struktur objektif. Berbagai kecenderungan ini 
kemudian dipupuk dalam posisi-posisi sosial suatu ranah dan 
memberikan kerangka penyesuaian subjektif terhadap posisi 
sosial tersebut. Kedua, habitus merupakan struktur-struktur 
yang terbentuk (structured structure) dan struktur-struktur yang 
membentuk (structuring structure). Di satu sisi, habitus berperan 
sebagai sebuah struktur yang membentuk kehidupan. Sementara 
di sisi lain, habitus dipandang sebagai struktur yang dibentuk 
oleh kehidupan. Dari sinilah habitus kemudian termaknai 
sebagai dialektika antara internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi 
internalitas. 
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Ketiga, karena sebagai produk sejarah, habitus bekerja 
di bawah aras kesadaran dan bahasa, melampaui jangkauan 
pengamatan introspektif atau kontrol dari aktor. Disebabkan 
mengarahkan praktik secara praktis, skema-skema habitus 
menyatu pada apa yang disebut nilai-nilai dalam gerak-gerak 
(gestures) tubuh yang paling otomatis seperti cara bicara seniman 
berbeda dengan cara bicara pengusaha. Inilah yang disebut sebagai 
polythetic (logika tindakan) yang dibedakan dengan rasionalisme 
murni. Melalui logika ini, habitus tidak merupakan struktur 
tetap, tak dapat berubah, dan determinis. Ia lebih merupakan 
proses adaptasi individu yang secara konstan bisa berubah di 
hadapan situasi yang saling bertentangan. 

Satu bentuk dari struktur objektif, di mana habitus 
beroperasi adalah ranah (j7e/d) sosial yang menurut Bourdieu 
terbentuk secara relasional ketimbang struktural. Ranah adalah 
jaringan hubungan antar-posisi objektif yang berada di dalamnya. 
Keberadaan hubungan ini bersifat objektif karena ia terlepas 
dari kesadaran dan kemauan individu. Di sini ranah bukanlah 
produk interaksi intersubjektif antara individu. Penghuni posisi 
dalam ranah, mungkin agen individul, kelompok, atau lembaga. 
Masing-masing agen ini dikendalikan oleh struktur ranah 
tersebut. Ini yang membuahkan berbagai ranah semi-otonom: 
kesenian, keagamaan, politik, pendidikan, serta ekonomi, 
kesemuanya memiliki logika khusus masing-masing sehingga 
membuat para agen harus merumuskan strategi demi keberhasilan 
perjuangannya. 

Hal ini terjadi karena ranah merupakan arena pertarungan 
dan perjuangan. Struktur ranahlah yang menyiapkan dan 
membimbing strategi agen guna melindungi atau meningkatkan 


posisi mereka demi tercapainya perjuangan sosialnya. Dari sini 
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terlihat bahwa ranah adalah sejenis pasar kompetisi di mana 
berbagai jenis modal, modal ekonomi, modal kultural (berupa 
legitimasi pengetahuan nan sah), modal sosial (berupa jaringan 
sosial strategis), dan modal simbolik (berupa kehormatan, prestise, 
dan otoritas), saling dipergunakan demi kontestasi.$ Hanya yang 
memiliki modal simboliklah, yakni modal akumulatif dari sekian 
macam modal, yang mampu menguasai dan memainkan struktur 
dari ranah tersebut. 

Pada domain simbolik inilah, konsepsi Bourdieu menemu 
pada ruang bahasa. Kenapa? Disebabkan “yang simbolik” yang 
merupakan modal dan tentunya berasal dari struktur habitus, 
terlebih memang terbentuk oleh penggunaan politik bahasa. Satu 
hal yang nanti akan menambatkan kritisismenya pada praktik 
kekerasan simbolik. Politik bahasa ini, Bourdieu gerakkan melalui 
kritiknya atas strukturalisme Saussure yang mencari kekuasaan 
kata dalam kata itu sendiri. Ini terjadi karena strukturalisme 
menjadikan bahasa sebagai objek otonom yang telah memisahkan 
ilmu bahasa (the science of language) dengan ilmu bahasa secara 
sosial (the science of the social uses of language). Satu hal yang wajar 
sebab sejak awal, Saussure telah membuat pemisahan antara 
langue dan parole, dengan pendaulatan langue sebagai otoritas 
bagi sistem tanda. Parole, sebagai praktik bahasa pada tataran 
masyarakat, tidak dilihat oleh strukturalisme, padahal dalam 
ranah inilah, kekuasaan bahasa terletak secara riil. 

Hal sama terjadi pada pembedaan Noam Chomsky atas 
competence dan performance. Lewat competence, Chomsky 
menambahkan kemampuan penutur dalam menyusun kaidah 
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gramatikal. Dengan competence, penutur dianugerahi kapasitas 
untuk menyimpulkan rentetan kalimat secara gramatikal. Kaidah 
ini abstrak dan tersimpan dalam benak penutur. Disebabkan 
kaidah ini masih abstrak, maka ia perlu termanifestasi dalam 
kapasitas penggunaan bahasa secara praksis (performance). Di 
sini penutur tidak cukup hanya memiliki kompetensi linguistik, 
tetapi juga memerlukan kompetensi praktis agar bahasa dapat 
tergunakan secara strategis. 

Melampaui dua pendekatan ini, Bourdieu kemudian 
memaknai bahasa sebagai praktik sosial (social practice). Tugas 
utamanya terletak pada sosiologi struktural bahasa yang 
menghubungkan antara sistem yang terstruktur dari perbedaan 
bahasa, dengan sistem yang terstruktur dari perbedaan sosial. 
8 Melalui praktik sosial, Bourdieu hendak menggambarkan 
pergulatan bahasa pada ranah praksis, yang merupakan dialektika 
antara habitus linguistik dengan pasar bahasa (Jinguistic 
market. 

Pada titik ini, habitus linguistik kemudian tercakup 
dalam kecenderungan budaya untuk mengatakan hal tertentu 
(the cultural propensity to say particular things). Ia merupakan 
kompetensi linguistik spesifik dan kapasitas sosial untuk 
menggunakan kompetensi tersebut secara tepat. Sebagai sistem 
disposisi yang bertahan lama, habitus linguistik tertera dalam 
tubuh penutur, baik yang berhubungan dengan kecenderungan 
fisik, persepsi, maupun logika bahasa. Melalui habitus linguistik 
ini, kapasitas bahasa terbentuk untuk kemudian memengaruhi 


praktik kebahasaan. 
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Pada ranah praksis, praktik bahasa ini kemudian tergelut 
dalam pasar bahasa. Yakni, sebuah ranah yang terkarakterisasi 
melalui distribusi modal spesifik dan oleh apa yang disebut sebagai 
aturan formasi harga (price formation). Di sinilah Bourdieu terlihat 
menggunakan logika ekonomi untuk menganalisis pergulatan 
budaya, di mana bahasa memiliki dimensi ekonomis yang dapat 
diperjualbelikan (linguistic exchange) sebagaimana pertukaran 
ekonomi (economic exchange). Artinya, bahasa kemudian menjadi 
modal simbolik (symbolic capital) yang mampu memaksimalkan 
keuntungan material dan kultural." Di sini, setiap pasar bahasa 
memiliki aturan main sehingga praktik bahasa (komunikasi) bisa 
disebut sebagai permainan bahasa (language games). Setiap pelaku 
bahasa harus memahami permainan ini karena masing-masing 
ranah memiliki aturan main sendiri-sendiri. Dari sini, tertarik 
kesimpulan bahwa praktik bahasa terjadi dalam ranah permainan 
yang berkaitan dengan konteks sosial (pasar linguistik), dan 
efektivitasnya ditentukan oleh modal (habitus) linguistik serta 
kemampuan memahami aturan main. 

Pada aras ini, lahirlah doxa itu, yakni kemampuan suatu 
wacana dalam menempatkan kebenarannya secara dominatif. 
Dekat dengan pengertian ideologi, doxa dapat dimengerti 
sebagai tatanan sosial dalam diri individu yang stabil serta terikat 
pada tradisi dan didukung oleh kekuasaan yang sepenuhnya 
ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Ia menjelma sebagai 
kesadaran kolektif yang dianggap hadir begitu saja tanpa 
dipertimbangkan lagi. Tentu kemampuan dominatif ini terbarengi 
oleh gerak pendefinisian “yang lain” (the others) yang terbungkam, 
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bukan melalui represi, melainkan koersi. Wacana liyan ini 
disebut sebagai heterodoxa yang selalu melakukan subversi untuk 
melawan doxa. Sayang, karena minim modal, maka heterodoxa 
harus menelan pil pahit karena akan selalu berhadapan dengan 
orthodoxa, satu wacana, institusi, dan kuasa politik yang berada di 
sebalik, demi penjagaan doxa. Gerak orthodoxa ini menggunakan 
strategi defensif dan pelestarian (conversation) guna membungkam 
heterodoxa, sering melalui kekerasan simbolik (symbolic violence). 
Inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan simbolik (symbolic 
power): sebuah kekuasaan pembentuk kebenaran melalui 
pemaknaan yang paling otoritatif. Dalam kaitan ini, Bourdieu 
maktub: 


It is as structured and structuring instruments of 
communication and knowledge that symbolic system' 
Julfill their political function, as instruments which help 
to ensure that one class dominates another (symbolic 
violence) by bringing their own distinctive power to bear 
on the relations of power which underlie them and thus by 
contributing to the domestication of the dominated'" 


Di sini, bahasa sebagai sistem simbolik tidak hanya berperan 
sebagai alat komunikasi dan mengetahui realitas, tetapi terlebih 
sebagai instrumen untuk penjinakan dominatif atas kelompok 
sub-ordinat. Tentu, ini merupakan fungsi politik dari bahasa yang 
terkait dengan modal simbolik dan pergulatan yang ada di ranah. 
Bagi Bourdieu, habitus x modal 4 ranah - praktik. Bahasa yang 
merupakan habitus linguistik telah menjelma modal simbolik. 


86. Pierre Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, (Cambridge University 
Press, 1977), hlm. 159—170. 

87. Pierre Bourdieu, Language & Symbolic Power, (Harvard University 
Press, 1991), hlm. 167. 
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Ketika modal ini tergerak melalui strategi investasi simbolik 
pada ranah —baik mempertahankan kekuatan maupun merebut 
otoritas— maka, praktik bahasa telah tertahbis menjadi praktik 
kekuasaan simbolik. 

Pada aras struktural, kekuasaan simbolik yang merupa kuasa 
konstruksi realitas melalui tatanan gnoseological, yakni pemaknaan 
paling dekat mengenai dunia sosial, sering melahirkan kekerasan 
simbolik. Sebuah kekerasan yang lembut (4 gentle violence) dan 
tak kasatmata (imperceprible and visible). Praktik ini terjadi 
melalui strategi simbolik yang luar biasa sehingga meskipun ia 
diakui secara salah (misrecognized), ia tetap diakui (recognized) 
sebagai sesuatu yang sah (legitimate). Ada dua cara dalam praktik 
kekerasan ini. Pertama, melalui eufemisasi (euphemization), yakni 
menjadikan kekerasan simbolik tidak terlihat, berlangsung secara 
lembut, serta mendorong orang untuk menerima apa adanya. 
Ini dilakukan melalui pelembutan ekspresi, wacana, atau bahasa 
ke dalam bentuk filosofis nan abstrak. Kedua, mekanisme 
sensorisasi (cencorship). Mekanisme ini beroperasi bukan hanya 
dalam produksi oral sehari-hari, melainkan pula produksi wacana 
ilmiah yang terbangun dalam teks. Tujuannya adalah menentukan 
apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dalam teks, demi 
pelestarian “nilai-nilai utam2”. "$ 

Demikianlah, melalui gelaran di atas, kita menjadi mafhum 
bahwa studi tentang kebudayaan pada awalnya merupa studi 
tentang struktur. Posisi bahasa menjadi vital di sini karena kaum 
strukturalis memang menjadikan model struktur bahasa untuk 
diterapkan dalam struktur masyarakat. Melalui pendekatan ini, 


88. Fauzi Fashri, Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran 
Pierre Bourdieu, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hlm. 88—132. 
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sering kebudayaan terlihat memiliki esensi, bukan berbentuk 
entitas baku tak terubah, melainkan suatu mekanisme kausal 
yang melandasi rasionalitas. 

Hal ini misalnya terjadi pada corak politik kaum tradisionalis 
Islam di negeri kita. Bagi kelompok ini, gerak politik merupakan 
praksis sosial dari komitmen terhadap struktur pemikiran 
yang secara diskursif menjadi bagian mekanis dari sistem 
kebudayaannya. Kita bisa menemukannya melalui penggunaan 
kaidah hukum Islam (gawa'idul figh) dalam praktik politik. Kaidah 
semisal ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu, apa yang tidak 
bisa diambil semua, jangan ditinggalkan prinsip dasarnya, telah 
menjadi alas pemikiran bagi penerimaan bentuk negara-bangsa 
di negeri Muslim ini. Jika konstitusi Islam tidak bisa ditegakkan, 
maka akomodasi terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam 
Kementerian Agama (sub-sistem politik) telah membuat Muslim 
tradisional tidak kehilangan prinsip dasar kehidupan masyarakat 
(Sunni)-nya. Ini terjadi karena lanskap kebudayaan ini, di satu sisi 
tetap mengacu pada struktur pemikiran, yakni rasionalitas ushul 
Jigh yang menjadi dasar metodologis bagi pensikapan yuridis 
atas realitas. Dari sinilah kita bisa melihat konsistensi antara 
struktur tersebut dengan tindakan sosial karena struktur itu telah 
menubuh dalam struktur masyarakat, baik melalui pembentukan 
struktur mazhab, pelembagaan pemikiran (pesantren), hingga 
institusionalisasi kultur dalam bentuk ormas Islam. 

Hanya memang, selayak Bourdieu, strukturalisme telah 
mati, bukan karena irasionalitas struktur tersebut, melainkan 
karena sifat politisnya. Artinya, meskipun dalam satu titik, 
struktur itu masih ada dan masih kuat mencengkeram tindakan 
sosial, ia terbukti bermasalah, secara internal, pengikatan 
makna oleh sistem tanda tertantang oleh ambiguitas tanda yang 
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akhirnya melahirkan banyak ragam makna lain, sedangkan secara 
eksternal, struktur tersebut sering dimanfaatkan demi tujuan 
politik. Ini tergerak dalam usaha menjadikan klaim strukturalis, 
semisal identitas bangsa, yang termanfaatkan oleh negara demi 
melegitimasikan diri melalui politik makna. Kebudayaan 
kemudian menjadi politik karena dengan adanya struktur tersebut, 
kekuasaan bisa mengikat tunduk-kesadaran masyarakat pada 
suatu konsensus kolektif. 

Penempatan Giddens dan Bourdieu dalam lanskap 
strukturalisme ini menjadi penanda bahwa model baku struktural 
dalam studi kebudayaan telah mengalami pergeseran, dari 
pengadaptasian kajian bahasa dalam kajian budaya, kepada 
kritisisme atas model kekuasaan yang mengadaptasikan diri 
melalui dan dalam bentuk bahasa. Inilah yang kemudian 
menganulir struktur Islam tradisional di atas karena setelah 
mampu menerapkan struktur gawa'idul figh dalam persoalan 
politik simbolis: konstitusi, syariat, penerimaan Pancasila, dan 
sebagainya, maka kini ia mengalami kemandulan. Proses ini 
terjadi, baik karena lahirnya ragam tafsir baru atas Islam, politisasi 
agama hingga peran legitimatif atas kekuasaan. Kaum tradisionalis 
Islam saat ini tidak mampu menempatkan politik figh sebagai 
pembongkar atas kekerasan simbolik, yang dilakukan kekuasaan, 
justru karena tidak ada dekonstruksi yang mampu memperbarui 
bentuk struktur yang sudah baku. 

Persoalan inilah yang menggeret kritik bahasa dari 
strukturalisme kepada kritik ideologi pada domain politik. 
Suatu pergeseran yang menempatkan studi politik melalui 
penggerakan kritik struktural, terlebih pada aras negara yang pada 
satu titik menggelarkan pascastrukturalisme. Tentu, tak selayak 
fungsionalisme yang menempatkan kebudayaan sebagai legitimasi 
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nilai atas proyek modernisasi atau strukturalisme yang menyisipkan 
pembacaan budaya dalam cara baca bahasa. Pascastrukturalisme 
lebih menekankan pada peran kekuasaan dalam memanfaatkan 
nilai, bahasa, pengetahuan, dan kebudayaan, sebagai mekanisme 
terbaru dari operasi politik. 
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BAB VI RO 


Pascastrukturalisme 


alam strukturalisme, kebudayaan terlihat memiliki 
D struktur makna yang terdapat dalam sistem pemikiran 

(bahasa). Ini yang melahirkan sistem nilai baku, 
integratif, dan seolah mampu memberikan pijak kognitif bagi 
perilaku budaya. Dari sini, kebudayaan bersifat geo-kultural 
sehingga secara denominatif, kita bisa menyematkan ciri maknawi 
dalam budaya suatu masyarakat, Jawa mistis, Timur spiritual, 
dan Barat rasional. 

Sementara itu, dalam struktural-fungsional, kita menemukan 
struktur politik, baik dalam internal tubuh kebudayaan, maupun 
penempatan budaya sebagai sub-sistem dari struktur politik. 
Model ini telah membentuk bangunan kebudayaan yang 
termodel melalui analogi organik: ia memiliki jaringan sel yang 
saling menstruktur sehingga membentuk sistem integratif. Model 
struktur inilah yang terkritik oleh pasca-strukturalisme, yang 
tidak berangkat dari perspektif integrasi, tetapi kecurigaan atas 
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mekanisme reproduktif yang digerakkan oleh struktur budaya 
tersebut yang tergelut dalam reproduksi kekuasaan. 

Dalam logika ini, keinginan struktural-fungsional untuk 
mengatur kebudayaan sebagai sistem integratif, terlihat sarat 
kepentingan. Jadi, ia tidak dengan sendirinya bebas nilai. Hal 
ini terjadi pada penugasan budaya guna menjaga nilai demi 
perekatan integrasi sosial. Tentu, di sini kita mafhum bahwa 
tugas tersebut merupakan syarat-rukun dari tercapainya tujuan 
politik yang berkelindan dengan orientasi ekonomi. Inilah yang 
oleh banyak orang disebut sebagai hegemoni karena apa yang 
disebut sebagai pembangunan ekonomi, misalnya, ternyata 
digerakkan melalui rekayasa dan sering mengacu pada reproduksi 
kekuasaan gua negara. Pembangunan tidak selalu merujuk pada 
penunaian kewajiban pemimpin demi kesejahteraan rakyat, 
tetapi lebih kepada mekanisme self organizing untuk memperkuat 
dan menstabilkan struktur kekuasaan. Pada titik inilah, strategi 
kebudayaan, di mana negara menempatkan kebudayaan secara 
komponensial untuk dibongkar-pasang sesuai dengan sistem 
politik menemu ruang ideologis. Artinya, segenap nilai seperti 
pembangunanisme itu sendiri serta proyek kebudayaan yang 
merupakan turunan politik darinya, kebudayaan nasional, jati diri 
bangsa, etos kerja modern, birokratisasi kebudayaan, sekularisasi 
partai agama, dan sebagainya, lebih merupakan agenda ideologis 
daripada agenda kebudayaan. 

Dari sini posmodernitas tergerak, yakni dalam aplikasi 
metode interpretif atas praktik kekuasaan. Satu hal yang menjadi 
gaya utama dalam studi budaya kontemporer, ketika kekuasaan 
menjadi terma sentral dalam kebudayaan. Ini terjadi karena 
pendekatan antropologis—yang menjadi disiplin utama studi 
kebudayaan— sering dilihat datang bersama kolonialisme guna 
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melakukan identifikasi serta penguasaan objek kolonial, satu hal 
yang dibalik oleh cultural studies yang digunakan masyarakat 
terjajah untuk membongkar mode penguasaan tersebut.” Jadi, 
di sini terlihat bahwa membincang kebudayaan bukan an sich 
membincang apa itu kebudayaan, melainkan pembincangan 
(penulisan) kebudayaan itu sendiri, tengah menjadi masalah 
karena di dalamnya tergerak praktik penguasaan pengetahuan. 
Poin ini seperti kita tahu, terjadi dalam pergeseran dari 
strukturalisme kepada pascastrukturalisme. Satu titik, kedua 
perspektif ini setuju dalam satu hal: kematian subjek (the death 
of subject). Dari sini, bahasa (Jinguistic) dan model tekstual 
menjadi bentuk dari kebudayaan, di mana penanda (sign), 
mitos, narasi, dan simbolisme menjelmakan kebudayaan dalam 
ruang otonomi relatif. Artinya, kebudayaan sebagai sistem nilai 
memiliki ruang otonom (dalam sistem pemikiran) sehingga 
ia relatif independen dari praktik sosio-politik. Satu hal yang 
tidak terjadi pada marxisme karena kebudayaan hanya dilihat 
melalui determinisme ekonomi sehingga ia hanya bias dari 
pantulan infrastruktur materi. Pun, segenap pemikiran budaya 
tak independen sebab ia hanya variabel dependen dari struktur 
ekonomi yang membentuk pemikiran masyarakat. Di sini, warta 
“kematian subjek” kemudian menggeret kebudayaan sebagai 
diskursus (discourse) melalui peminggiran subjek (decentering 
the subject), yang oleh Renaisans terdaulat sebagai pencipta 
pengetahuan. Humanisme dan eksistensialisme diserang karena 


subjek (terlihat) tidak lagi otonom dalam melahirkan kebudayaan, 


89. Gayatri Chakravorty Spivak, “Culture Alive, Theory,” dalam Culture 
& Society 23 (2—3), hlm. 359—360. 


tetapi sebaliknya, ia hanya satu simpul dari jejaring relasi kuasa 
yang tercipta oleh politik pengetahuan. 

Hanya saja, persamaan ini kemudian tergelut dalam 
pergeseran ranah dan episteme yang membuat kedua perspektif 
ini berbeda dalam beberapa hal. Pertama, strukturalisme ortodoks 
selayak Levi-Strauss tetap bekerja dengan model peneliti sebagai 
pengamat yang bebas nilai dan terpisah dari objek penelitian. 
Dari sini, tugas peneliti adalah mengungkap kebenaran tunggal 
dan mendalam dari suatu budaya sehingga menjelmakan 
kebudayaan objektif dan universal sering melalui pendekatan 
ilmiah. Hal ini ditolak oleh pascastrukturalisme yang bahkan 
lebih mempermasalahkan konstruksi historis dari teori peneliti 
sehingga yang terpenting bukannya menerapkan teori pada 
suatu lapangan budaya, melainkan penggalian atas kondisi sosial 
yang melahirkan teori serta dampak dari klaim pengetahuan 
dan kebenaran dalam setting sosial tersebut. Artinya, daripada 
mengamini tesis Geertz tentang santri Jawa yang pedagang-pesisir 
misalnya, pascastrukturalisme lebih melakukan pencurigaan atas 
paradigma modernis, yang membuat Geertz memaknai santri 


sebagai pedagang-pesisir.” 


90. Hal ini dilakukan oleh Woodward yang mengkritik konsepsi Geertz 
tentang santri Jawa. Bagi Geertz, terma santri yang dibedakan dengan 
abangan dan priyayi merupakan tipe Muslim pedagang yang berletak 
pada geo-kultural Jawa pesisir. Kultur pesisir menjadi pembentuk 
watak rasional-dagang karena letak pantai yang menjadi silang 
layar-perdagangan. Ini yang membuat terma santri identik dengan 
kemampuan etos kerja modern, di mana rasionalitas keagamaan, 
terbentuk oleh rasionalitas-dagang. Santri pedagang ini kemudian 
menjadi pembeda dengan Muslim pedalaman yang masih ternodai 
oleh kultur Hindu-Buddha sehingga oleh Geertz, mereka tidak dapat 
disebut santri, tetapi abangan. Oleh Woodward, tipologi strukturalis 


212 


Kedua, ranah kebudayaan. Oleh kaum strukturalis, 
kebudayaan dilihat sebagai bentukan ketidaksadaran kolektif 
yang lahir dari rahim masyarakat dan menjelma secara bebas nilai. 
Hal yang dicari kemudian adalah kesesuaian epistemik antara 
struktur ketidaksadaran tersebut dengan struktur simbolik yang 
merepresentasikannya. Sementara menurut pascastrukturalisme, 
kebudayaan lebih merupakan hasil dari relasi kuasa antara 
rezim kebenaran dan sejarah, yang telah membentuk diskursus 
tertentu. Risikonya, kebudayaan terbaca bukan sebagai variabel 
independen, melainkan ia bersifat relasional, di mana makna yang 
ada di dalamnya selalu tertenun dalam hasrat kekuasaan.” 

Di sini, pendekatan sinkronik yang menempatkan struktur 
terlepas dari waktu, telah mengabaikan fakta bahwa struktur 
tercipta oleh bentukan sejarah yang terkonstruk dalam suatu relasi 
kuasa. Pada titik ini, kekuasaan telah merupa kuasa/pengetahuan 
pada level supra-struktur, yang telah menubuh dalam institusi 
sosial dan struktur kesadaran kolektif.” Pascastrukturalisme juga 


ini terkritik karena Geertz terjebak dalam modernisme Weberian. 
Paradigma modernis inilah yang membuahkan bisa rasionalis dalam 
melihat budaya keagamaan sehingga Islam yang benar adalah Islam 
yang rasional, minus praktik mistik Jawa. Bias ini kemudian berakibat 
fatal karena tidak mampu menangkap rasionalitas santri abangan yang 
juga memiliki rasionalitas sendiri, ketika mereka menyetubuhkan 
sistem nilai Islam dan Hindu-Buddha. Dari sinilah Woodward 
mengajukan tipologi baru, yakni santri tradisional yang bergelut dalam 
kultur lokal Jawa (pesantren-NU), dengan santri modernis yang beretos 
dagang (Muhammadiyah). Mark Woodward, Islam Jawa, Kesalehan 
Normatif versus Kebatinan, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 81—86. 

91. Michael M.J. Fischer, “Culture and Cultural Analysis,” dalam Theory, 
Culture & Society, 2006: 23, hlm. 361—363. 

92. Henry L. Ruf, “Postmodernism as Poststructuralism”, dalam Postmodern 
Rationality Social Criticism, and Religion, (ST. Paul: Paragon House, 
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berargumen bahwa kebudayaan dan teks bisa ditafsirkan melalui 
aneka ragam pembacaan berbeda, bahkan saling bertentangan. 
Ini terjadi karena kualitas kebudayaan dilihat tidak sebagai sistem 
matematis yang kering, tetapi juga memasukkan faktor hasrat, 
kesenangan, dan tubuh. Inilah yang menjadi sudut pergeseran 
tersebut, yang mana kebudayaan bukan lagi sesuatu agung terlahir 
dari manusia, melainkan lebih merupakan proses difference, 
penangguhan dan instabilitas makna karena kebudayaan telah 
tertemu dalam bahasa sementara bahasa menyediakan potensi 
destabilisasi struktur makna. Meaning in culture, as in language, 
became a matter of difference, demikian tandas perspektif ini.” 
Instabilitas makna dalam bahasa memang merupakan titik 
geser, dari strukturalisme kepada pascastrukturalisme. Ia menjadi 
penanda atas ketidakpercayaan pada stabilitas struktur tanda dan 
kebenaran makna yang melembaga dalam logosentrisme. Ini 
terjadi karena struktur makna yang terdapat dalam sistem bahasa, 
sebenarnya bersifat tiruan (simulacra), sebuah struktur bawah 
sadar (unconscious infrastructure) yang menjadi basis dari sistem 
pemikiran dan karenanya akan tergerak dari kebawahsadaran 
kepada kesadaran, infra-rasional kepada rasionalitas. Struktur 
simulakra ini kemudian menjelmakan objek fenomenal berupa 
phone dan aksara, yang terbentuk oleh relasi struktur dalam 
suatu aturan umum (general laws) nan baku. Ini yang membuat 
strukturalisme, terkhusus Saussurian, menelikung usahanya 
sendiri dalam melakukan pembebasan bahasa dari beban subjek 
karena ia masih terjebak dalam “metafisika kehadiran.” Jika pada 
filsafat Barat Pencerahan, subjek merujuk pada kekuatan logos 


2005), hlm. 112—113. 
93. Chris Jenks, Culture, (London and New York: Routledge, 1993), hlm. 
141. 
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(akal), sedangkan pada strukturalisme, subjek mengacu pada 
absolutisme kebenaran yang terjaga oleh struktur tanda yang 
Jixed. 

Hal inilah yang dikritik oleh pascastrukturalisme, yakni 
sebuah asumsi yang menempatkan struktur bawah sadar sebagai 
penentu makna dari struktur bahasa. Satu hal yang dikritik 
Derrida karena meskipun struktur simulakra tersebut telah 
melangkah dari ranah transenden, ia tidak sepenuhnya bersifat 
empiris. Kenapa? Disebabkan bentuk fenomenalnya terletak 
dalam suara. Bagi Derrida, suara memang mematerialkan 
kesadaran-makna, tetapi ia tidak sepenuhnya menjadi bagian dari 
wilayah ideal maupun fenomenal. Keberadaannya mengambang 
di perbatasan kedua dunia tersebut. Ketika suara terlontar, ia 
tidak hidup di luar diri penutur karena tidak ada jarak antara 
suara dengan kesadaran. Namun, suara juga tidak sepenuhnya 
berada di dunia ideal non-empiris karena sifat materialnya yang 
dapat ditangkap oleh indra. Pengukuhan suara (phone) inilah yang 
membuat strukturalisme Saussurian bersikap anti-teks. Baginya, 
teks dan tulisan telah mengacak-acak stabilitas struktur tanda 
yang berfungsi untuk menjaga kehadiran penutur sebagai subjek 
kebenaran. Tulisan telah mematikan subjek, dengan membiarkan 
teks hidup sendiri, beserta segenap keterbukaan interpretasi yang 
memungkinkan pembaca menawarkan makna lain melampaui 
subjek pengarang. 

Pada titik inilah dekonstruksi itu terjadi. Ia berangkat dari 
postulat bahwa bukannya struktur bahasa tercetak dari struktur 
bawah sadar kesadaran. Sebaliknya, bahkan struktur bawah sadar 
itulah yang harus dibebaskan untuk membongkar struktur bahasa 
guna memperlihatkan sekaligus merayakan ambiguitas tanda. 


215 


“Gerak ini lahir dari penekanan terhadap diferensiasi tanda yang 


94. 


216 


Praktik dekonstruksi dalam sastra kita telah digerakkan oleh Sutardji 
Calzoum Bachri. Ini terjadi melalui pembebasan kata dari beban 
makna melalui puisi. Ya, puisi menjelma pembebasan penanda dari 
tinanda yang sering terbentuk baik oleh internal sistem bahasa: 
semantik-sintaksis, konvensi sosial, kepentingan politik, dan hegemoni 
norma. Oleh Sutardji, kata dalam puisi kemudian dibebaskan melalui 
pengembalian kekuatan fonetik non-leksikal sehingga menjelma 
mantra. Mantra inilah yang kemudian mengamini dekonstruksi 
Derrida karena ia tertahbis sebagai the other side of language (sisi lain 
dari bahasa), yang tanpa pembebanan makna, rasionalisme Alisjahbana- 
Chairil Anwar atau ideologi Marxian LEKRA, mampu menggerakkan 
tanda bukan sebagai makna mengada (being), melainkan sebagai 
kemungkinan penandaan yang terus menjadi (becoming). Hal ini 
dilakukan misalnya melalui peniadaan aturan bahwa sampiran dalam 
pantun, harus selaras maknawi dengan isi pantun. Pantun yang 
berbunyi: Kalau ada sumur di ladang) bolehlah saya menumpang mandi. 
Kalau ada umurku panjang bolehlah kita bertemu lagi. Oleh Sutardji 
pantun ini diubah, Zuku zangga tukali tangtangl zegeze geze papali podi. 
Kalau ada umurku panjang) bolehlah kita bertemu lagi. Melalui gerak 
ini, Sutardji tengah menyatukan antara sense dan non-sense, makna 
dan non-makna dalam karya sastra sehingga ia menimbulkan kontras 
maknawi, selayak cahaya yang bersinar hanya ketika dalam gelap. Hal 
sama terjadi pada penerobosan semantik: keterkaitan kata dengan 
makna, yang dihilangkan melalui penggunaan kata-kata non-leksikal 
tanpa makna, meskipun pada titik akhir puisi, ia tetap melabuhkan 
mantra tersebut pada kata bermakna. Ini terlihat dalam petikan 
sajak: hai Kau dengar manteraku/ kau dengar kucing memanggilMu/ 
izukalizul mapakazaba itazatali/ tutlital papaliko arukabazaku kodega 
zuzukalibu... ku zangga zegezegeze aahh...! Nama nama kalian bebas! 
carilah tuhan semaumu. Di sini terlihat, bahwa pentahbisan kata 
menjadi mantra tanpa makna, ternyata mewakili sebuah gelisah 
mabuk mistik yang bagi Sutardji memang hanya bisa diwakili oleh 
kata non-leksikal tersebut, justru untuk semakin meneguhkan tujuan 
esoteris yang terdapat dalam kalimat terakhir, nama nama kalian bebas/ 
carilah tuhan semaumu. Ignas Kleden, “Puisi dan Dekonstruksi: Perihal 


tidak memungkinkan terbentuknya struktur makna yang tunggal. 
Ketika strukturalisme hendak menegaskan “metafisika kehadiran” 
melalui penunggalan makna absolut, ia telah terbentur oleh 
intervensi tanda yang meniscayakan tiada ketunggalan makna. 
Ini terjadi karena bahasa merupakan medan di mana makna dan 
tanda saling berebut untuk tampil ke permukaan teks. Makna 
merupa simbol dari kehadiran dan kesadaran. Ia adalah esensi, 
pusat, atau totalitas yang melambangkan status ontologis teks, 
dalam kaitannya dengan subjek, pengarang, ego transendental, 
dan kebenaran. Sementara itu, berbeda dengan makna, tanda 
menyimbolkan absensi, ketidakhadiran, dan kebawahsadaran. 
Tanda menangguhkan kehadiran dengan mempermainkan 
logika biner absensi atau kehadiran. Ketika makna dipahami 
sebagai kehadiran sang subjek: Ada (Being), kesadaran, ruh, dan 
rasio (/ogos). Maka di ujung seberang, tanda bukanlah apa-apa, 
selain representasi dari makna yang tidak dapat berdiri sendiri 
dan terpisah dari kehadiran subjek yang membentuknya. Tanda 
dengan kata lain, bermain pada level permukaan elementer dan 
bukan merupa fondasi dari bangunan teks. 

Ketidakpercayaan terhadap struktur tunggal dari bahasa ini, 
terpijak dari posisi teks yang berwatak terbuka dan jalin-menjalin. 
Teks berakar dari kata Latin, textus yang berarti kain (rissu), dan 
texere yang berarti rajutan (tisser). Dengan demikian, sebuah teks 
selalu bersifat intertekstual dan berjalin-kelindan dengan teks- 
teks lain yang tidak pernah selesai berproses, ad infinitum. Dari 
proses tanpa akhir ini, teleologi terpahami bukan sebagai hukum 
determinis tentang kebenaran absolut, melainkan sebuah telos 


Sutardji Calzoum Bachri,” dalam Bentara, Kompas, 4 Agustus 2007, 
hlm. 39—40. 
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yang mengarah pada masa depan tak terbatas dan tak mungkin 
terealisasi sepenuhnya, saat ini-di sini. Ini terjadi karena sifat teks 
yang merujuk pada the impossible possibility, kemungkinan yang 
tidak mungkin diakhiri dengan sebuah konklusi atau pengertian 
akhir. 

Di sini, kemustahilan menangkap makna tunggal, tidak 
berarti menganggap makna sama sekali tak ada. Makna tetap 
ada, tetapi kehadirannya selalu tertunda oleh permainan tanda. 
Makna dipermainkan dengan menyodorkan paradoks-paradoks 
yang tertimbun di balik teks atau kontradiksi-kontradiksi 
yang tidak disadari atau sengaja disingkirkan karena dianggap 
mengganggu stabilitas teks. Satu hal juga terjadi pada terma 
kematian subjek yang tidak merujuk pada terhapusnya posisi 
manusia dalam pengetahuan. Warta kematian subjek lebih 
merujuk pada penundaan kehadiran subjek, akibat intervensi 
tanda dan diferensialitas sistem bahasa yang memustahilkan 
makna tunggal. Teks semacam ini juga memiliki struktur yang 
mengacu pada structure ofa becoming, struktur yang mewadahi 
kemungkinan baru dan membuka diri bagi pemaknaan nan 
terbuka dan tak berbatas.” 

Pemencaran makna menuju penafsiran tak berbatas ini 
merupakan kritik atas bangunan filsafat Barat yang mengacu 
pada /logos. Kebenaran pada titik ini terposisi secara transenden 
di luar bahasa (ekstralinguistik). Tugas manusia selanjutnya 
adalah menemukan kebenaran yang transenden tersebut. Satu 
proses yang kemudian lebih memprioritaskan kesatuan daripada 
keragaman, mengada daripada menjadi, ketetapan daripada 


95. Al-Fayyadl, “Pos-strukturalisme dan Matinya Subjek,” dalam Derrida, 
(Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 61—70. 
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perubahan serta kemutlakan daripada relativitas. Ini yang telah 
melahirkan metafisika Hegelian yang berbasis pada kehadiran. 
Di sini /ogos identik dengan Ruh Absolut yang dikonsepsikan 
sebagai kesadaran yang mengenali dirinya. Manusia memahami 
dirinya sebagai subjek yang melakukan dialektika dengan sejarah 
hingga akhirnya mencapai kesempurnaan yang berpuncak pada 
kesadaran diri menyeluruh. Hal sama terjadi pada pasca-Hegel 
yang mengganti Ruh Absolut dengan konsep-konsep pusat atau 
origin: Aletheia (penyingkapan sang Ada oleh Heidegger), eidos 
(esensi atau struktur eidetik kesadaran Husserl), phone (wicara 
bunyi pada linguistik Saussure), arche, telos, energeia Aristoteles, 
Tuhan, diri, manusia, transendentalitas, kesadaran (consciousness), 
dan kesadaran-diri (conscience). Segenap pusat kebenaran ini 
kemudian menjadi objektif, dan karenanya universal. Hal ini 
digerakkan melalui penciptaan kategori atas berbagai fenomena, 
kesatuan makna dari berbagai ragam hal (craving for generality) 
serta penunggalan atas kemajemukan (craving for unity). 

Pada titik inilah kita mengenal diktum, “tidak ada apa-apa di 
luar teks” (il ny a pas de hors-texte). Hal ini terjadi sebab Derrida 
telah membaca realitas dari teks dan sebagai teks. Artinya, segenap 
kebenaran yang oleh filsafat Pencerahan dan metafisika, tertahbis 
dalam /ogos, oleh Derrida diletakkan dalam dan sebagai teks. Teks 
yang dipahami sebagai tenunan dari mata rantai penanda (the 
chain of signifiers), tidak hanya mengacu pada runtutan kalimat 
dalam sebuah literatur. Akan tetapi melebihi itu, teks termaknai 
sebagai gerak pembebasan terhadap logika dan kategori metafisika 
yang hierarkis dan oposisional. Teks merupakan perlawanan 
terhadap pusat yang secara ontologis diyakini sebagai makna 
atau kebenaran yang intrinsik dalam suatu hal. Teks kemudian 
menetralkan pusat penandaan (makna) melalui diferensialitas 
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tanda. Lantaran aspek diferensialnya, operasi dan kerja teks 
bersifat diseminatif karena tanda-tanda yang termuat dalam 
sebuah teks menyebar dan berhubungan dengan teks-teks lain. 

Dalam rangkaian intertekstualitas inilah, tidak ada lagi 
kebenaran atau makna yang otonom. Inilah yang menggerakkan 
proses decentering, penyebaran atau desentralisasi pusat makna 
ke segala arah, membiak dan mereproduksi tanda-tanda yang 
membangun teksnya sendiri. Ini terjadi melalui dissemination, 
penyebaran tanda-tanda secara produktif, di mana kita tidak 
mungkin menangkap makna kecuali jika kita benar-benar 
memanfaatkan teks sebagai arena permainan yang terus-menerus 
ditransformasi dengan mensubstitusi penanda-penanda lama 
dengan penanda baru. Dengan mempermainkan tanda, maka 
tinanda, referensi atau makna yang hendak disimpulkan dari teks, 
otomatis akan tertunda sehingga kemungkinan bagi kelahiran 
makna baru tak berbatas, bisa terjadi. 

Hal ini yang melahirkan dekonstruksi itu. Sebagai strategi 
mengurai teks, dekonstruksi lebih dekat dengan pengertian 
etimologis dari kata analisis, yang berarti mengurai, melepaskan, 
dan membuka (to undo), ketimbang pengertian destruksi 
(menghancurkan). Di sini, tujuan dekonstrusi adalah mengurai 
oposisi hierarkis yang implisit dalam teks. Oleh sebab itu, jika 
sebuah teks didekonstruksi, yang dihancurkan bukanlah makna, 
melainkan klaim bahwa pemaknaan terhadap teks lebih benar 
daripada pemaknaan yang lain. Secara tidak langsung, hal ini 
kemudian membuyarkan dikotomi antara teks filsafat atau 
kerja rasionalitas matematis dengan teks sastra. Satu pemilahan 
yang menekankan pada dominasi kausalitas logis, di mana satu 
akibat dipastikan lebih unggul daripada akibat lain. Pembacaan 
sebuah teks melalui pembacaan sastrawi akan mengembalikan 
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watak pemaknaan yang intertekstual dan keterbukaan terhadap 
penafsiran baru tak terbatas. 


# Pascahegemoni 


Poin pasca-strukturalisme di sini mengacu pada kritik atas dua 
tipe struktur dalam diskursus kebudayaan. Kritik pertama, yakni 
dekonstruksi merujuk pada pelampauan atas strukturalisme 
Saussurian. Seperti termaktub di atas, dekonstruksi menawarkan 
pembuyaran atas ketunggalan makna dalam strukturalisme melalui 
penangguhan (kepastian) makna sehingga keragaman penafsiran 
bisa membuka jalan bagi kebenaran yang terus menjadi. Hal ini 
penting sebab kebenaran yang sudah menjadi, dengan mudah 
akan mem-benda dan akhirnya bisa dijadikan alat bagi praktik 
kekuasaan. Dengan memberikan ruang yang terus menjadi, maka 
kebenaran akan terus melakukan kritik, baik atas pembentukan 
dirinya sendiri maupun atas pemanfaatan kekuasaan yang 
menjadikan kebenaran sebagai stempel legitimatif. 

Gerak dekonstruktif ini terjadi misalnya pada apa yang 
disebut sebagai negara Islam. Bagi “kalangan kanan” kebenaran 
negara Islam telah (selesai) menjadi. Islam huwa al-din wa 
al-dawlah (Islam adalah agama sekaligus negara). Keyakinan 
ini dibentuk oleh satu fakta politik, bahwa sejak Nabi Saw., 
khulafa al-rasyidin, hingga segenap Dinasti Umayyah, Abbasiyah, 
Fatimiyah, dan Turki Ustmani, Islam telah menjelma negara 
dalam bentuk kekhalifahan. Hanya terdapat perbedaan antara 
negara dalam Islam dengan negara-bangsa. Jika yang pertama 
mengacu pada bentuk kerajaan dengan pemimpin puncak 
khalifah dan membawahi segenap negara-negara Islam lokal 
di wilayah kesatuan Muslim. Maka, yang kedua merujuk pada 
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bentuk pemerintahan konstitusional dengan batas teritorial jelas 
sehingga satu negara tidak bisa menguasai negara lain, kecuali 
dalam praktik kolonialisme. 

Hal inilah yang dikritik oleh “kubu kiri”. Mengacu pada 
dekonstruksi, maka kata dawlah yang dirujukkan pada terma 
negara, sebenarnya bermasalah. Dalam Al-Guran terma dawlah 
tidak berarti negara, tetapi suatu perputaran atau giliran: agar harta 
itu tidak beredar di antara kalian saja (kai la yakuuna duulatan 
bain a-aghniyai minkum, OS Al-Hasyr (591), dan tentang perang: 
itulah hari-hari yang kami gilirkan di antara manusia (wa tilka 
al-ayyam nudawiluhu bain al-nas, 9S Ali Imran (3): 140). Istilah 
dawlah digunakan dalam makna politik, hanya terjadi setelah 
keberhasilan revolusi Abbasiyah sehingga muncullah kalimat 
“ini giliran kami” (hadzihi dawlatuna). Dari terma inilah, maka 
para sejarawan memunculkan terma Dawlah Umayyah (giliran 
Umayyah), Dawlah Mu awiyah (giliran Mw awiyah), atau Dawlah 
Harun al-Rasyid.”S Terma dawlah yang bukan berarti negara ini 
telah membuktikan bahwa dalam pemikiran dan sejarahnya, Islam 
tidak memiliki “konsepsi menjadi” tentang sistem negara. Adanya 
hanya praktik pemerintahan Muslim, yang secara struktural (sejak 
Dinasti Umayyah) diadopsi dari sistem pemerintahan Persia, 
atau mengacu pada pola kerajaan murni. Ketiadaan konsep baku 
tentang negara inilah, yang membuat “kebenaran politik Islam”, 
menjadi suatu proses ijtihadi yang terus menjadi. Islam pada 
titik ini tidak menjadi sistem, tetapi sebuah nilai cair yang bisa 
mengaliri sistem politik modern dan menawarkan segenap gerak 
alternatif dari kebakuan sistem modern itu sendiri. 


96. Muhammad Abid al-Jabiri, Agama, Negara, dan Penerapan Syariah, 
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 15—16. 
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Kritik kedua merujuk pada fungsionalisme struktural. 
Dalam kritik ini, pascastrukturalisme —selayak tergerak oleh 
Gramsci, Foucault, dan Althusser— telah menggerakkan kritik 
diskursif atas fungsi latensi dalam fungsionalisme. Artinya, 
segenap nilai baku —yang pada level epistemologis dibentuk oleh 
strukturalisme— yang digerakkan demi rekayasa budaya tertentu, 
kini dikritik karena perannya sebagai “mesin simbolik” untuk 
memuluskan jalannya suatu agenda politik. Pascastrukturalisme 
pada titik ini tidak lagi berhasrat untuk mengikat masyarakat 
melalui satu ikatan nilai bersama, tetapi justru hendak 
membongkar ikatan tersebut karena secara ideologis, ia memiliki 
gerak politis. 

Dari sinilah pascastrukturalisme berangkat dari tilikan 
kritis atas praktik hegemoni. Yakni, pada domain rekayasa 
budaya dari kekuasaan demi penciptaan persetujuan dari 
masyarakat atas kebijakan negara. Ya, apa yang sering disebut 
pembangunan misalnya, oleh kritik hegemoni terlihat sebagai 
usaha negara untuk meyakinkan rakyat agar menerima agenda 
politik pemerintah karena ia bersifat “membangun”. Terma 
“membangun” ini kemudian diidentikkan dengan pembangunan 
ekonomi yang secara langsung terkait dengan hajat hidup orang 
banyak, sesuai maktub UUD 45. 

Di sini jelas bahwa orientasi ekonomi dalam pembangunan 
adalah hegemoni karena ia dengan sengaja menciptakan self 
referential yang mengacu pada kebutuhan praktis manusia, 
dan karenanya memungkinkan untuk disetujui (acceptable). 
Pascastrukturalisme mengkritik hal ini karena segenap “proyek 
kemajuan” yang terderivasi dari pembangunan, lebih merupakan 
penguasaan koersif tanpa persetujuan kritis. Artinya, letak 
hegemonik dari kebijakan ini terdapat pada ketiadaan permintaan 
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persetujuan kepada masyarakat secara kritis, melalui perumusan 
public policy secara partisipatif. Hal yang terjadi sebaliknya, yakni 
penentuan kebijakan politik dari atas (top down), melalui citra 
kebijakan “atas nama rakyat”, “atas nama pembangunan”, yang 
secara manipulatif tersuntik dalam kesadaran palsu masyarakat. 
Inilah pascastrukturalisme itu, yang pada satu titik bertolak 
dari hegemoni Gramscian. Titik ini merupakan satu dari sekian 
titik tolak yang kesemuanya merujuk pada kritisisme atas 
praktik kekuasaan yang mereproduksi diri melalui kebudayaan. 
Jadi, kita nanti akan menemukan beberapa tikungan yang lahir 
dari perubahan dan kesinambungan (change and continuity). 
Satu titik berangkat dari aras hegemoni, yang mana kekuasaan 
bersifat tunggal (negara), dengan politisasi budaya yang bersifat 
simbolik: dari manipulasi ideologi hingga penggerakan kebenaran 
negara agar masyarakat setuju dengan agenda politiknya. Titik 
lain berangkat dari domain kebudayaan yang mikro-politik, 
produktif, dengan manipulasi budaya yang bersifat institusional, 
selayak diskursus Foucault tentang regulasi kesehatan psikis 
pada rumah sakit jiwa. Dari sini terlihat bahwa titik tembak 
pascastrukturalisme adalah pembongkaran politis atas bangunan 
pengetahuan atau kebudayaan, yang oleh strukturalisme 
tertahbis sebagai kebenaran kebudayaan yang baku, tunggal, 
dan hegemonik. Pada aras ini, masing-masing perspektif telah 
menggerakkan perubahan analisis atas operasi kekuasaan yang 
berbeda-beda, dengan tetap berpijak pada kesinambungan 
kritisisme atas reproduksi budaya dalam domain kekuasaan. 
Pada titik inilah kita mengenal konsepsi hegemoni itu. 
Konsepsi ini merupakan tafsiran Gramsci atas sisi humanis 
dari marxisme, melalui kritik atas teleologi ekonomis Marx, di 
mana gerak revolusi sosialis, konon akan ditolong oleh hukum 
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kontradiksi imanen dalam sistem kapitalisme. Pada level ini, Marx 
telah salah dalam melihat kontradiksi tersebut, di mana nilai 
surplus (surplus value) diprediksi akan meledakkan kapitalisme, 
baik karena membanjirnya produk tanpa keseimbangan daya beli 
konsumen, maupun letusan revolusi ketika kaum buruh tidak 
tahan lagi dalam penindasan. 

Inilah yang bermasalah menurut Gramsci. Dia mengkritik 
materialisme historis, karena terlalu deterministik dalam 
memperkirakan adanya perubahan, seolah ia terpasang dalam 
(built into) sejarah. Pendekatan seperti ini tentu menganggap 
sejarah sebagai alam yang mengasumsikan bahwa hukum 
sejarah dapat ditemukan dan tergerak secara otomatis sehingga 
independen dari maksud manusia. Dari sini Gramsci kemudian 
menawarkan pembacaan lain atas marxisme. Ia mengambil “isi 
aktif” dari materalisme dialektis, di mana manusia sebagai subjek, 
juga mampu melakukan perubahan, meski dengan pembatasan 
historis yang sarwa melingkupi. Gramsci bisa sampai titik ini 
karena sejak awal, ia memahami perjuangan Marx, terlebih 
merupa pembebasan potensi otentik manusia. Satu hal yang 
ditolak Althusser karena marxisme humanis dilihatnya terlalu 
idealis Hegelian, dan karenanya pra-ilmiah. Bagi Gramsci, 
penindasan kapitalisme tidak sebatas penindasan material, tetapi 
terlebih perusakan serta pembatasan potensi manusiawi, baik 
oleh spesialisasi kerja impersonal maupun ketiadaan kreativitas 
individual. Gramsci melihat marxisme lebih pada tataran problem 
alienatif manusia, meski pada satu titik, ia tidak terjebak dalam 
determinisme ekonomi dan memberikan kepercayaan penuh 
atas kesadaran subjek serta pergerakan budaya sebagai kuasa 
transformatif. 
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Pada titik inilah, Gramsci merumuskan hegemoni sebagai 
“filsafat praktis”, yakni sebuah bangunan moral dan filsafat 
politik yang memiliki wawasan dunia menyeluruh, tetapi bersifat 
praksis. Dalam artian, ia harus digerakkan melalui perjuangan 
populis, yang terdaulat pada partai. Ide ini terderivasi dari 
Lenin, yang mensyaratkan “kepemimpinan teoretis” agar kaum 
proletar mampu memperluas perjuangan tidak hanya di ruang 
ekonomi, tetapi terlebih budaya. Konsepsi ini juga terinspirasi 
dari “idealisme praktis” Benedetto Croce, filsuf Itali yang 
membumikan idealisme Hegel ke ranah perjuangan praksis. 

Dalam kaitan ini, tentu kita mmafhum bahwa terdapat dua 
macam pemikiran dalam ilmu sosial Marxian. Pertama, idealisme 
yang menyatakan bahwa ide atau kesadaran manusialah yang 
mampu mengubah sejarah. Sementara kedua, materialisme yang 
lebih mengedepankan pembentukan materialitas sosio-eko- 
politik sebagai pencetak kesadaran. Dalam keadaan ini, manusia 
tidak bisa berbuat apa-apa karena sejarah memiliki hukum gerak, 
statis, dan perubahannya sendiri secara deterministik. Bagi Croce, 
pandangan pertama yang dipilih karena ia melihat inti marxisme 
berada dalam domain falsafi, yakni potensi kesadaran manusia 
untuk mengubah dunia. Satu hal yang harus digerakkan tidak 
pada level ide atau “ruh absolut”, tetapi pergerakan praksis yang 
diuji oleh sejarah. Gramsci mengambil serta mengkritik aspek 
pragmatis dari Croce, dengan menyempurnakannya pada level 
koherensi teoretis dan wawasan menyeluruh atas bangunan 
moral dunia sehingga hegemoni baginya, bukan sebatas gerak 
perubahan politik, melainkan terlebih genggaman moral yang 
berada dalam bangunan filosofis. Keberhasilan perjuangan 
hegemoni dari masyarakat tidak hanya ketika negara hegemonik 
mampu digulingkan untuk kemudian diduduki, tetapi terlebih 
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pada tersedianya konsistensi internal pada level moral politik.” 
Dalam kaitan inilah Gramsci melihat globalisasi empirisisme dan 
positivisme AS, bukan hegemoni karena ia masih bersifat parsial, 
minus moralitas filosofis. 

Pada titik inilah Gramsci merumuskan konsep hegemoni 
sebagai perkembangan gerak kekuasaan, yang tidak lagi terpaku 
dalam produksi ekonomi, tetapi terlebih reproduksi budaya. 
Hegemoni dalam hal ini memang memiliki dua wajah. Satu sisi, 
ia digunakan Gramsci untuk melihat perubahan cara kapitalisme 
dalam meninabobokkan revolusionerisme buruh. Sementara sisi 
lain, hegemoni merupakan war of position atau “revolusi pasif” 
yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk mengeliminasi 
hegemoni penguasa. Tentu dari tiga wilayah, ekonomi, negara, 
dan masyarakat, Gramsci lebih concern dengan dua wilayah 
terakhir karena baginya, struktur kapitalisme saat itu tengah 
melakukan perluasan domain, yang tergerus dalam hubungan 
oposisional: negara versus masyarakat. 

Di sini terlihat tiga model analitis atas konsepsi hegemoni 
Gramsci. Model pertama, hegemoni dalam arti kepemimpinan 
moral dan budaya, diterapkan dalam masyarakat sipil, negara 
merupakan lokasi represif dalam bentuk polisi dan militer, 
ekonomi merupakan lokasi dari pelbagai pekerjaan (work 
disciplines), keterkaitan uang tunai (cash nexus), dan kontrol 
moneter. Hegemoni dalam artian ini benar-benar dijalankan 
dalam negara demokrasi borjuis Barat, di mana pemilihan umum 
merupakan usaha hegemonik untuk menegakkan demokrasi 
parlementer. Pada titik ini, hegemoni bersifat budaya, melalui 


97. Robert Bocock, Hegemoni, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 17— 
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penggunaan common goods dari masyarakat sebagai kekuatan 
filosofis guna menggerakkan masyarakat dalam kuasa counter 
hegemony. 

Artinya, jika negara dapat menggerakkan penguasaan 
hegemonik melalui aparatur represifnya, maka masyarakat pun 
dapat menjadikan “kearifan politik”, seperti persamaan hak, 
supremasi hukum, dan keadilan ekonomi, sebagai perjuangan 
hegemonik untuk melawan hegemoni negara. Seperti kita tahu, 
Gramsci memperluas domain filsafat bukan hanya sebatas disiplin 
ekslusif akademik, melainkan pula segenap cara pikir masyarakat 
awam, di mana dengan cara pikir tersebut, orang awam bisa 
menjelma menjadi filsuf selama ia mampu merumuskan persoalan 
hidupnya melalui pandangan bulat, historis, dan kritis.” Dari 
intelektualisme populis inilah, hegemoni mampu tergerak 
berdasarkan sumber daya kultural masyarakat, vis 4 vis hegemoni 
kekuasaan. 

Kedua, hegemoni dilihat sebagai manipulasi kekuasaan 
yang dijalankan dalam negara serta dalam masyarakat sipil. 
Gramsci melihat hal ini dalam lembaga pendidikan, pengadilan 
serta public policy. Semua mengacu pada aktivitas negara, bukan 
masyarakat. Ini yang disebutnya sebagai “negara etis”, yang 
berfungsi mengangkat massa besar ke suatu level moral dan 
budaya tertentu. Suatu level atau standar yang berhubungan 
dengan berbagai kebutuhan pengembangan kekuatan produksi 
dan dengan demikian juga kepentingan kelas. 

Model ketiga tidak membedakan antara negara dan 
masyarakat karena Gramsci terkadang memakai terma masyarakat 


98. Antonio Gramsci, “Culture and Ideological Hegemony,” dalam JC 
Alexander, Steven Seidman (Ed.), Culture and Society Contemporary 
Debates, (Cambridge University Press), hlm. 47—49. 
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politik plus masyarakat sipil. Situasi ini disebutnya sebagai 
“negara integral”, satu negara yang dikendalikan oleh hegemoni 
masyarakat sipil. Hanya, Gramsci mensyaratkan penguasaan sipil 
atas hegemoni, sebelum ia menguasai negara sehingga tidak terjadi 
“revolusi tercuri” (stolen revolution), selayak Revolusi Bolsyewik 
1917, di mana kaum revolusioner menjelma diktator baru setelah 
menjelma negara. 

Dalam perkembangannya, perspektif hegemoni kemudian 
mengalami pembuyaran setelah hadirnya cultural studies. Ia 
tidak lagi berangkat dari konflik kelas, dengan bentuk ideologi 
tunggal, hegemonik, melalui pengandaian supra-hegemoni 
versus subhegemoni. Dalam hal ini, pascastrukturalisme telah 
mengambil alih problem kebudayaan dalam bahasa, yakni 
bagaimana melakukan penelanjangan atas konstruk bahasa 
terhadap realitas. Hal ini melahirkan pendekatan anti-esensialis, 
di mana kebudayaan tidak dilihat memiliki inti, dan karenanya, ia 
merupa bentuk tunggal dari inti tersebut. Kebudayaan pada level 
ini telah dilihat sebagai konstruksi diskursif, sebuah pembentukan 
pengetahuan, yang tentunya terkait dengan siapa membentuk 
tentang apa, bagaimana, dan untuk apa? Dari sinilah problem 
baru bagi hegemoni, muncul. Jika pada Gramsci, problem utama 
mengacu pada pertarungan antara negara dengan masyarakat 
sipil, di mana masing-masing pihak saling menggunakan 
kekuatan simbolik untuk memperebutkan hegemoni. Sekarang, 
setelah lahirnya pascastrukturalisme, problem hegemoni lebih 
terkonstruk pada pembuyaran atas klaim homogenitas hegemoni 
itu sendiri sehingga apa yang oleh Gramsci disebut sebagai 
totalitas moral dalam gerakan hegemonik, menuai kritik. 

Pada titik ini konsep “totalitas masyarakat” menemu tanya, 
setidaknya oleh Enersto Laclau dan Chantal Mouffe. Masyarakat 
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yang oleh Gramsci dilihat memiliki satu pusat hegemonik, 
yang dijalin, “dijahit” atau dipintal —yang seolah merupakan 
suatu totalitas— harus ditinggalkan. Hal ini berangkat dari 
konsepsi masyarakat yang lebih merupakan bentukan artikulasi 
dari konstruksi konseptual-sosial, dan karenanya tidak dapat 
memperoleh prioritas ontologis tertentu. Realitas sosial dan 
ekonomi adalah konstruksi yang dilahirkan oleh praktik 
artikulatif. Praktik ini kemudian membentuk identitas berbagai 
unsur sosial secara relasional sehingga melahirkan ketiadaan 
esensi. 

Hal ini terjadi karena Laclau-Mouffe lebih melihat 
masyarakat pada level identitas sosial yang tentunya terbentuk oleh 
suatu konstruksi diskursif. Satu hal yang berbeda dengan Gramsci 
yang menempatkan masyarakat sebagai satu entitas, di seberang 
entitas lain: negara. Laclau-Moufte konsen pada pembentukan 
masyarakat serta pada segenap wacana pergerakan sipil yang 
dibentuk oleh praktik artikulatif. Sementara Gramsci melampaui 
proses pembentukan itu, untuk kemudian menghadapkan 
masyarakat dengan negara. Risikonya, terma “ideologi” dalam 
hegemoni Gramscian, digeser menjadi “simbolik”, meskipun 
“yang simbolik” dalam kaitan ini tidak murni linguistik, juga 
melibatkan berbagai praktik material, ritual, dan lembaga yang 
menopang simbol tersebut yang pada satu titik sama dengan 
definisi ideologi. Hanya jika ideologi seolah meniscayakan 
“ketertutupan politik”, sedangkan “simbolik” lebih meniscayakan 
kecairan karena ia merupakan proses politik pengetahuan yang 
dirajut-jalin oleh sistem tanda tidak baku. 

Totalitas masyarakat yang menyebabkan Gramssci bisa 
menemukan kekuatan hegemonik guna melawan hegemoni 


negara, terevisi karena masyarakat sendiri terbentuk dalam 
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over-determinasi. Konsep ini merujuk pada posisi subjek yang 
berada dalam tataran simbolik, di mana manusia, masyarakat, 
dan kebenaran terbentuk oleh sistem bahasa. Tentu, selayak 
psikoanalisis Lacan, subjek pada titik ini tidak memiliki esensi 
karena eksistensi ada hanya ketika berada dalam bentukan 
diskursif perbedaan sistem tanda.” Over-determinasi kemudian 


99. Menurut perspektif ini, manusia hidup melalui tiga tahap perkembangan 

yang sudah pasti, yakni fase cermin, permainan fort-da, dan Oedipus 
complex. Pada momen ketercukupan mistis, tidak ada pembedaan 
yang jelas antara subjek dan objek. Kesatuan manusia dengan ibu 
begitu sempurna dan lengkap. Keadaan ini diikuti oleh periode yang 
dialami sebagai satu fragmentasi, melampaui kepuasan terus-menerus 
terhadap rahim, kini tergantung pada kepuasan sebentar-sebentar 
pada payudara. Pemahaman terhadap diri untuk menentang 
pengalaman fragmentasi dan berjanji mengontrol kebutuhan sendiri, 
muncul selama fase cermin. Memandang cermin, manusia mulai 
mengonstruksi pemahaman akan diri. Fase cermin merupakan momen 
ketika kita pertama kali mengenali diri sendiri melalui cermin. Atas 
dasar pengenalan ini atau lebih tepatnya kesalahan mengenali diri, 
kita mulai melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, yakni kita 
melihat diri sebagai individu yang terpisah, lebih tersatukan ketimbang 
perkembangan fisik kita yang sebenarnya terpampang. Fase cermin 
menahbiskan pintu masuk ke dalam suatu tatanan subjektivitas yang 
Lacan sebut sebagai sifat imajiner. 
Di sini, sifat merupa imaji-imaji yang di dalamnya kita membuat 
identifikasi, tetapi dalam tindakan tersebut menghasilkan 
kesalahpahaman dan salah mengenali diri. Ketika seorang anak 
tumbuh, ia akan terus membuat identifikasi-identifikasi imajiner 
dengan objek-objek tersebut, dan ini adalah cara bagaimana ego 
dibangun. Bagi Lacan, ego hanyalah proses narsistik yang dengan jalan 
itu kita menopang pemahaman fiktif akan kedirian yang utuh dengan 
menemukan sesuatu di dunia, yang dengannya kita bisa melakukan 
identifikasi. Bersama setiap imaji baru, kita akan mencoba kembali 
pada masa sebelum kekurangan untuk menemukan diri dalam apa 
yang bukan diri kita: dan setiap saat kita akan menemui kegagalan. 
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Tahap perkembangan kedua adalah permainan fort-da, sebagaimana 
diistilahkan oleh Freud setelah menyaksikan anaknya melemparkan 
kumparan kapas (pergi) dan selanjutnya menariknya kembali (di sini), 
dengan memakai benang yang diikatkan. Hal ini tertahbis sebagai cara 
anak-anak menerima ketidakhadiran sang ibu (kumparan yang secara 
simbolik merepresentasikan ibu) yang terhadapnya, anak mengerahkan 
segenap kemampuan guna mendapatkan keutuhan. Lacan membaca 
kembali hal ini sebagai representasi dari pengenalan manusia terhadap 
bahasa. Melalui bahasa, kita memasuki sifat simbolik yang merupakan 
suatu orde budaya. Di sinilah kiranya kita mendapatkan subjektivitas 
manusiawi kita. Bahasa memungkinkan kita berkomunikasi satu sama 
lain, tetapi bahasa juga memperkuat pengalaman kita akan kekurangan. 
Tuntutan-tuntutan kita ini bisa diartikulasikan melalui bahasa, tetapi 
tuntutan itu tidak bisa memperbaiki pengalaman kita akan kekurangan 
bahkan memperkuatnya. 

Jalan masuk kita menuju bahasa dan sifat simbolik membuka celah 
antara kebutuhan kita akan momen keutuhan, bersamaan dengan 
bakat sekaligus kegagalan bahasa, dalam celah inilah hasrat muncul. Di 
dalam dan melalui bahasa, subjek menjadi subjek: subjek dalam, subjek 
dari, dan subjek bagi bahasa. Saya hanya bisa menjadi “saya” di dalam 
dan melalui bahasa. Namun, lagi-lagi ada harga yang harus dibayar: 
Lacan membedakan antara subjek pengucapan dengan subjek yang 
diucapkan. Tatkala “saya” berbicara, saya senantiasa berbeda dengan 
“saya” yang terhadapnya saya berbicara, senantiasa tergelincir dalam 
perbedaan dan kekalahan. Ketika subjek muncul di mana saja sebagai 
makna, ia ditampakkan di lain tempat sebagai kepudaran, sebagai 
kelenyapan. Subjektivitas selanjutnya dihasilkan dari proses bahasa itu 
sendiri, dibentuk, dan dibentuk kembali dalam pola dan artikulasinya 
sehingga ia bukan suatu esensi yang diberikan sebelumnya sebagai 
dinyatakan oleh subjek rasional. Tatanan simbolik adalah sesuatu 
yang ada sebelum subjek, ia telah ada dan menunggu subjektivitas 
kita untuk mengambil tempat. Tatanan simbolik menghasilkan 
subjektivitas kita sendiri, tetapi ia senantiasa di luar sense of being kita. 
Akibat yang muncul dari sini adalah rapuhnya identitas yang selama 
ini terlihat memiliki esensi utuh. Dengan kata lain, tidak ada entitas 
apa pun sebagai diri yang esensial. Tidak hanya bahwa bahasa yang kita 


meniadakan esensi masyarakat sehingga tidak ada lagi dua dataran 


gunakan menghasilkan subjektivitas kita, tetapi kita juga merupakan 
subjek dari proses struktural bahasa. Bahkan, Lacan menegaskan bahwa 
alam bawah sadar kita juga terkonstruksi lantaran persentuhan kita 
dengan bahasa. 

Tahap perkembangan ketiga adalah Oedipus complex: perjumpaan 
dengan perbedaan seksual. Dengan gaya strukturalis klasik, Lacan 
menggerakkan Oedipus complex dalam kaitannya dengan bahasa. 
Bawah sadar itu sendiri terstruktur seperti bahasa. Apa yang 
membuat hal ini melampaui strukturalisme adalah penggambarannya 
tentang hasrat. Pergerakan oedipal dari imajiner menuju simbolik 
memungkinkan sang anak bergerak dari satu penanda ke penanda lain. 
Hasrat itu sendiri adalah proses atau pencarian terhadap petanda baku 
(yakni yang lin, yang nyata), yang senantiasa menjadi penanda lain, 
ketergelinciran petanda dalam penanda yang tiada putusnya. Hasrat 
adalah kemustahilan menutup celah antara diri dan orang lain untuk 
menutupi kekurangan kita. 

Di sini terlihat bahwa pelajaran tentang Oedipus complex adalah 
bahwa sang anak kini tidak pernah bisa memiliki akses langsung 
terhadap realitas, khususnya terhadap tubuh sang ibu yang terlarang. Ia 
terlempar dari kepemilikan penuh dan imajiner menuju dunia bahasa 
yang kosong, dunia cermin metaforis telah menghasilkan lahan bagi 
dunia bahasa yang metonimik. Gerakan dari penanda ke penanda lain 
yang secara potensial tidak berujung ini adalah apa yang termaksud 
sebagai hasrat. Semua hasrat bersemi dari sebuah kekurangan yang terus 
berupaya untuk memenuhi. Pada titik inilah proses memasuki bahasa 
berarti proses terputus dari “yang nyata”. Ketika kita terputus dari 
tubuh sang ibu, setelah krisis oedipus, kita tak akan pernah mencapai 
objek mulia ini, kendati pun kita akan menghabiskan hidup untuk 
memburunya. Malahan kita harus mencukupi dengan objek-objek 
substitusi (pengganti), yang dengan itu kita mencoba dengan sia-sia 
untuk menutupi celah di pusat eksistensi kita sendiri. Kita berpindah 
di antara substitusi demi substitusi, metafor demi metafor, yang tidak 
pernah memulihkan identitas-diri dan kelengkapan diri sejati yang 
kita ketahui dalam sifat imajiner. Ini terjadi karena objek orisinal yang 
hilanglah (tubuh ibu) yang mengemudikan narasi kehidupan kita dan 
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realitas, esensi (essence) yang berada di dalam masyarakat dan 


penampakan (appearance) yang berada di permukaan realitas 


. . . . . Ca ay . 
serta menutupi esensi. Ini terjadi karena konsep tentang Isl asli, 


yang terbedakan dengan “kulit” palsu, sebenarnya merupakan 


bentukan dari “yang simbolik” tersebut. 


Hal ini diperkuat oleh watak suatu formasi sosial yang lebih 


mengacu pada “esensi negatif” dari tatanan sosial. Esensi model 


inilah yang menetapkan sifat keterbukaan masyarakat karena 
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mendorong kita untuk mengejar substitusi bagi surga yang hilang, 
dalam suatu gerakan hasrat metonimik tiada akhir. 

Dari sini terlihat bahwa kita terlahir dalam kondisi kekurangan, 
kemudian menghabiskan seluruh hidup kita untuk mengatasi kondisi 
ini. Kekurangan dialami dengan cara yang berbeda, tetapi senantiasa 
merupakan ekspresi non-representatif dari kondisi kekurangan yang 
fundamental. Ketika kita bergerak ke depan, kita dikendalikan 
oleh hasrat untuk mengatasi kondisi. Ketika kita memandang ke 
belakang, kita terus meyakini bahwa kesatuan dengan ibu adalah 
momen ketercukupan sebelum jatuh dalam kekurangan. Hasilnya 
adalah sebuah pencermatan terhadap momen ketercukupan yang 
dibayangkan. Lacan membayangkan hal ini sebagai pencarian atas apa 
yang ia sebut, Tobjet petit as pencarian tak berujung terhadap objek 
yang tidak ada (non-existent object), yang pada akhirnya menandakan 
momen imajiner. Inilah yang meniscayakan over-determinasi itu 
sebab ketika kebenaran yang dicari ternyata adalah kebenaran 
imajiner yang terbentuk oleh bahasa, maka segenap gerak manusia 
tidak memiliki landasan atau isi esensial. Semuanya berada dalam 
konstruksi simbolik yang menyisakan hasrat tak pernah tercukupi atas 
pemenuhan keutuhan. Selayak pascastrukturalisme, bahasa memang 
telah memisahkan manusia dari realitas melalui pembentukan realitas 
simbolik dalam sistem tanda. John Storey, “Post-strukturalisme,” dalam 
Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, (Bandung: Jalasutra, 2007), 
hlm. 75—80. Lihat juga Malcolm Bowie, “Jacgues Lacan,” dalam John 
Sturrock (Ed.), Strukturalisme dan Post-strukturalisme, (Surabaya: Jawa 
Pos Press, 2004), hlm. 187—245. 


“isi negatif ”-nya yang merujuk pada ketidakmampuan untuk 
menjinakkan medan perbedaan. Jadi, inilah pergeseran bentuk 
yang disebabkan oleh kompleksitas masyarakat. Meningkatnya 
kompleksitas ini bukan dari sudut pandang keabadian (sub specie 
aeternitatis), di mana masyarakat sekarang lebih kompleks dari 
masyarakat dahulu. Kompleksitas ini lebih mengacu pada watak 
relasi sosial yang terbangun di seputar asimetri fundamental, yakni 
sebuah asimetri yang ada karena berlimpahnya perbedaan sosial 
karena adanya surplus perbedaan pada ranah sosial. 

Dari sinilah lahir pergeseran definisi artikulasi yang 
oleh Gramsci dimaknai sebagai penciptaan isu dan problem 
intelektual, ketika gerakan sosial hendak membentuk “blok 
historis” yang mewadahi segenap kepentingan berbagai kelas. 
Oleh pascastrukturalisme, model politik ini lebih dirujukkan pada 
differance: politik penangguhan makna, di mana produksi makna 
terus-menerus ditangguhkan, dilawankan, atau ditambahkan 
untuk membongkar makna tunggal yang sudah stabil. Hal ini 
terjadi karena diskursus secara potensial merupakan semiois 
makna yang tiada akhir, maka segala perasaan diri, identitas, dan 
komunitas identifikasi, bangsa, etnisitas, seksualitas, dan kelas 
serta politik yang mengalir dari identitas tersebut merupakan 
fiksi yang menandai suatu makna temporer, parsial, dan tidak 
abadi. Hanya saja, instabilitas bahasa dalam pendefinisian ulang 
maknanya ini, harus menuju suatu akhir temporer makna agar 
pemaknaan ulang tersebut dapat menggerakkan suatu tindakan 
sosial. Demikianlah, suatu gerakan sosial bisa memaknai ulang 
identitasnya dalam ranah yang tidak stabil, tetapi harus tetap 
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menemu titik akhir pemaknaan untuk menciptakan identitas 
dan gerak politik baru.' 

Pada domain epistemik, artikulasi merupakan praktik 
diskursif atas elemen-elemen yang telah terdiferensiasi. Risikonya, 
elemen ini tertahbis sebagai fragmen-fragmen terpisah yang 
memencar dari suatu kebersatuan kosmik yang kini telah lenyap. 
Ini yang membuat praktik artikulasi bersifat artifisial, berbeda 
dengan kesatuan organik yang alami, yang khas dalam budaya 
tradisional. Seperti kita tahu, fragmentasi ini merupakan proses 
pergeseran diskursif dari dua macam organisasi masyarakat. 
Pertama, mengacu pada kondisi tradisional, di mana terdapat 
kesederhanaan tertinggi yang menyatukan masing-masing 
kebutuhan kita, selaras satu sama lain, selaras dengan segala 
hal yang berelasi dengan kita, melalui organisasi alam, tanpa 
ada peran dari diri kita. Kedua, merujuk pada kondisi budaya 
modern, di mana kebutuhan kita selaras dengan kekuatan sosial 
yang terdiferensiasi dan tercipta lewat organisasi sosial, yang mana 
kita terlibat di dalamnya. Praktik artikulasi terjadi pada model 
organisasi kedua karena diferensiasi sosial telah terjadi secara 
artifisial sehingga segenap artikulasi yang terjadi pun artifisial. 

Sifat artifisial ini terjadi karena diferensiasi sosial yang 
merupa praktik khas modernisasi tergerak melalui rekayasa. 
Inilah pemisahan antara nilai dan institusi melalui logika 
fungsional-instrumental. Dalam praktik ini, segenap nilai tidak 
ada untuk dirinya, di mana tindakan manusia tergerak, diarahkan 
menuju nilai tersebut. Nilai pada titik ini hanya menjadi alat 
untuk kemudian dibentuk dalam sistem institusional. Terjadilah 


100. Nicholas Thoburn, “Patterns of Production, Cultural Studies after 
Hegemony,” dalam Theory, Culture & Society 2007, (London: SAGE, 
Vol. 24(3)), hlm.79—82. 
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pemilahan nilai sosial sehingga kebenaran tidak lagi tunggal, 
tetapi terdiferensiasi secara institusional, lembaga agama, 
departemen pendidikan, otoritas politik, dan birokrasi budaya. 
Segenap praktik inilah yang membuat artikulasi, yakni suatu 
praktik pengekspresian kebenaran, kepentingan, dan hak-hak 
sosial menjadi tidak esensial. Dalam situasi ini, kebenaran tidak 
lagi memiliki isi tunggal nan menjadi, tetapi sebuah penundaan 
dari pencarian makna yang mustahil berhenti pada satu bentuk 
kebenaran final. 

Hal ini pulalah yang membuat identitas tidak mungkin 
memiliki esensi warisan yang baku. Ia selalu berada dalam proses 
pembentukan over-determinasi, dan karenanya mustahil berhenti 
pada satu kemenjadian. Selayak strukturalisme Saussure, makna 
(petanda) dari identitas, kebenaran, dan masyarakat (penanda) 
tidak bersifat ada (being). Ia terbentuk oleh relasi perbedaan 
dari sistem tanda. Dari sini terpahami bahwa setiap praktik 
sosial bersifat artikulatoris. Disebabkan praktik sosial bukan 
merupakan momen internal dari suatu totalitas yang terbentuk- 
dengan-sendirinya, maka praktik itu tidak mungkin merupa 
ekspresi dari esensi yang telah ada sebelumnya. Praktik sosial 
oleh karenanya tak mengikuti prinsip repetisi. Alih-alih, ia selalu 
berisikan konstruksi pembedaan-pembedaan yang baru. Ranah 
sosial (the social) berarti artikulasi karena masyarakat tidak pernah 
sepenuhnya ada, tetapi terbentuk oleh artikulasi itu sendiri." 

Hanya saja, konstruk pendekatan ini dilihat telah terjebak 
dalam gerak simbolik, tanpa usaha pembongkaran struktural 
pada aras ekonomi politik. Memang pada titik ini, “penangguhan 


101. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemoni dan Strategi Sosialis, 
(Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 135—168. 
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makna” dari dekonstruksi telah mampu menyediakan ruang counter 
hegemoni, ketika identitas the other mengalami peminggiran. 
Meminjam konsep Turner, kaum pinggiran semisal gay, lesbian, 
perempuan, punk, kulit hitam, dan sebagainya, telah bergerak 
dari titik liminitas: ketakaturan (disorder) yang merupakan 
perlawanan simbolik bagi tata aturan (order) guna membentuk 
suatu komunitas baru. Artinya, segenap identitas yang selama ini 
tidak dianggap bagian dari masyarakat Durkhemian karena tidak 
taat terhadap aturan the sacred dari struktur masyarakat, telah 
mampu membentuk identitas sendiri dalam suatu komunitas 
lain.'02 Inilah titik hasil dari politik pembedaan budaya, yang 
tidak melulu mengandaikan adanya pertarungan ideologi 
hegemonik atas ideologi sub-hegemonik, tetapi lebih kepada 
mediasi, suatu perlawanan simbolik guna membedakan diri dari 
konstruk supra-simbolik. 


102. Liminalitas mengacu pada pembacaan Victor Turner, antropolog Levi- 
Straussian yang menyempurnakan konsep masyarakat Durkhemian, 
dari perspektif struktur kepada dinamika subjek budaya. Menurutnya, 
subjek tidak melulu dapat terkurung dalam jaringan struktur 
masyarakat yang oleh Durkheim dilihat sebagai “yang sakral” (the 
sacred). Subjek selalu memiliki status ambigu, ia berada pada posisi 
terjepit antara keteraturan dan ketidakaturan. Inilah fase liminal 
yang membebaskan subjek dari struktur hierarki kepada posisi 
setara dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, liminalitas ini 
bahkan mampu terinstitusionalisasi dalam suatu komunitas baru. 
Menyempurnakan Durkheim, liminalitas kemudian berfungsi untuk 
memperlunak struktur masyarakat yang dapat terjebak dalam status 
guo kepada gerak dinamis bagi sebuah pembaruan budaya karena 
esensi masyarakat tidak dilihat sebagai “yang statis”, tetapi titik tegang 
antara order dan disorder yang dinamis. Victor Turner, “Liminality 
and Community”, dalam Jeffrey C. Alexander, Steven Sidman (Ed.), 
Culture and Society, Contemporary Debates, (Cambridge University 
Press), hlm. 147—150. 
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Hanya saja, hal ini yang membuat politik artikulasi, pada 
satu titik, tidak mampu melakukan pembongkaran ekonomi- 
politik karena abai terhadap reproduksi politik dalam reproduksi 
budaya. Harus diajukan pendekatan multi-perspektif yang 
membuat kritik budaya dapat membongkar konstruk ekonomi. 
Hal ini yang membuat Tony Bennett menghadirkan “sirkuit 
budaya”, di mana cultural studies tidak hanya bergelut dalam 
domain epistemologis, tetapi terlebih praktik institusional dari 
kebijakan budaya.'8 Jadi, tesis awalnya adalah reproduksi budaya 
oleh kekuasaan tidak hanya mewujud dalam politisasi simbolik, 
tetapi terlebih melembaga dalam kebijakan mikro-politik, yang 
menyatukan policy pemerintah dengan policy budaya. 


e Politik Diskursif 


Pada titik inilah pertautan antara kebudayaan dan ideologi 
terjadi, dalam sebuah pergeseran terma ideologi dari konflik kelas 
kepada hegemoni wacana atau diskursus. Kenapa? Disebabkan 
praktik hegemoni yang oleh Gramsci masih dilekatkan pada 
ideologi simbolik, berupa keyakinan politik atau platform kelas, 
telah terdekonstruksi oleh politik pengetahuan. Artinya, gerak 
ideologi hegemonik tidak lagi mengacu pada “kerangkeng baja” 
dari bentuk kuasa negara nan tunggal, tetapi sudah merasuk 
pada aras mikro-politik dengan bentuk hegemoni yang sudah 
menggunakan ilmu pengetahuan sebagai teknologi sosial. 

Dari sini, ideologi tidak lagi menjelma kepalsuan kesadaran, 
di mana marxisme membedakannya dengan kebenaran atau 


persepsi yang benar tentang realitas. Ideologi dalam langgam ini 


103. Tony Bennett, The Work of Culture, (London: Sage Publication, 2007), 
hlm. 71—75. 
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lebih dimaknai sebagai reproduksi kekuasaan melalui reproduksi 
sistem politik berbasis pengetahuan. Inilah pasca-strukturalisme 
(politik) itu, yang berbeda dengan pasca-struktur bahasa. Jika 
yang terakhir membuyarkan struktur makna demi penghargaan 
terhadap keragaman tafsir, beserta gerak pemaknaan tanpa batas 
yang berdampak pada gerakan (identitas) sosial baru. Maka, 
yang pertama lebih menekankan pada pembongkaran relasi- 
kuasa antara otoritas politik, regulasi nilai, institusi sosial, arah 
ekonomis, dan pembentukan kebenaran yang dilakukan oleh 
politik bahasa. 

Di sini ideologi kemudian teruang dalam beberapa ranah. 
Pertama, sebagai orientasi tindakan (action-oriented), berisi 
kepercayaan yang diorganisasi dalam satu sistem koheren. Di 
dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terelasi, deskripsi 
faktual dan analisis situasi, melalui preskripsi moral tentang 
apa yang benar dan baik serta pertimbangan teknis efisiensi. Ini 
adalah campuran aneh yang berisi fakta (yang hendak diubah) 
dan komitmen moral yang membuat ideologi memiliki daya 
tarik untuk membimbing tindakan politik. Peran “pembimbing 
tindakan” dari ideologi kemudian digerakkan melalui implemen 
(implements), yakni aturan-aturan yang memberikan cara dan 
alat untuk merealisasikan komitmen sekaligus menyesuaikannya 
dengan keadaan faktual. Gerak ini kemudian dilengkapi dengan 
elemen lain, yakni penolakan (rejection) yang memperlihatkan 
bahwa ideologi selalu didefinisikan dalam oposisinya dengan yang 
lain (the other). Jadi, di sini terlihat bahwa ideologi merupakan 
pertemuan antara penolakan dan komitmen terhadap preskripsi 
nilai tertentu, semisal pemisahan kekuasaan dalam demokrasi 
konstitusional merupakan penolakan ideologis atas hak sakral 
para raja. 
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Hal ini yang kemudian mencipta beda antara ideologi dengan 
politik. Seluruh tindakan politik pada akhirnya diorientasikan 
pada perlindungan, reformasi, destruksi, atau rekonstruksi 
tatanan sosial. Oleh karena itu, tindakan politik membutuhkan 
tuntunan sistem ideologi. Sayangnya, hal ini yang kemudian 
mencipta pembelahan, yakni antara ideologi fundamental dengan 
ideologi operatif. Hal yang pertama merujuk pada prinsip dasar, 
tujuan akhir, dan pandangan besar dengan preskripsi moral 
sebagai titik sentral. Sementara yang kedua, lebih mengacu pada 
penggunaan ideologi untuk menjustifikasi kebijakan sehari-hari 
sehingga yang menjadi pertimbangan adalah kehati-hatian dan 
efisiensi. Gerak inilah yang akan mereduksi prinsip nilai sehingga 
melahirkan hukum besi oligarki. Ya, tentu kita bisa melihat 
hal ini di segenap kebijakan politik negara, partai, korporasi 
ekonomi, hingga praktik pendampingan masyarakat gaya LSM. 
Sering, sistem ideologi yang dibangun pada aras normatif, harus 
diperlunak oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan 
realitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan preskripsi moral. 
Satu hal yang memang menjadi ciri khas ideologi karena pijak dan 
tembak akhir, bukanlah nilai itu sendiri, melainkan penguasaan 
dan kekuasaan berdasar nilai tersebut. 

Ranah kedua menempatkan ideologi sebagai proses 
detradisionalisasi budaya. Ia melakukan peminggiran tradisi dan 
agama sebagai konsekuensi dari modernisasi sistem komunikasi 
dan budaya literasi. Di sini, ideologi tidak lagi menyandarkan 
klaim kebenaran pada masa lalu, the What Has Been. Tidak juga 
membutuhkan otoritas primordial guna melegitimasi otoritas 
kebenaran. Ideologi terujuk pada tata bahasa rasionalitas modern 
yang terejawantah dalam wilayah publik. Ia kemudian tergelut 
dalam situasi janggal antara detradisionalisasi budaya, di mana 
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industri budaya, media massa, televisi, radio, dan budaya menulis, 
telah mencerabut otoritas pemimpin tradisional sebagai pemegang 
hegemoni makna. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh elite 
politik yang tidak memiliki akar budaya guna penyematan 
manipulasi makna. Ideologi di sini kemudian tertahbis sebagai 
simulakra: pembentukan nilai pada ranah publik (media massa) 
sebagai usaha kampanye manipulatif elite politik yang sebenarnya 
tak memiliki akar tradisi dan basis massa." 

Ranah ketiga merujuk pada ideologi Althusserian. Pada 
titik ini, ideologi tidak dimaknai sebagai representasi distorsif 
dari suatu relasi yang riil, tetapi lebih sebagai relasi riil itu sendiri. 
Artinya, konsepsi ini hendak menganulir perspektif abstrak yang 
menempatkan ideologi sebagai sistem makna, di mana ideologi, 
keyakinan, dan makna terlihat sebagai sesuatu yang mengapung 
dan lahir dari kesadaran. Di sini ideologi dianggap mencerminkan 
realitas dan dibentuk dalam kesadaran, baik kesadaran yang benar 
maupun salah. Perspektif ini tentu menjauhkan ideologi dari 
pergulatan politik yang mereproduksinya. Ini yang membuat 
Althusser membalikkan konsepsi tersebut melalui postulat 
bahwa kesadaranlah yang dibentuk oleh ideologi melalui segenap 
aparatur negara, satu jaringan aparat yang tersambung dalam 
pertentangan kelas. 

Tesis ini berangkat dari satu kondisi produksi, yang berjalin 
kelindan dengan kekuatan produksi, bangunan dan mesin serta 
proses produksi, di mana tenaga buruh tereksploitasi dalam 
relasi produksi nan reproduktif. Ideologi Althusser merujuk pada 
reproduksi atas produksi, suatu relasi produksi yang didukung 


104. John B. Thompson, Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-Ideologi 
Dunia, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 131—143. 
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oleh aparat ideologis. Ini bisa kita lihat dalam pendidikan yang 
mencipta aturan, bagi pelatih ketenagakerjaan diajarkan cara 
untuk menundukkan buruh dalam aturan produksi: bagi buruh 
diajarkan aturan ketertundukan atas produksi, tanpa tersadari. 
Dalam kaitan ini, proses penundukan ideologis tergerak, misalnya 
melalui pendidikan teknis, di mana masyarakat hanya diajarkan 
pengetahuan instrumental dari teknik produksi (pendidikan 
komputer, manajemen, administrasi, teknik mesin, dan 
sebagainya) sehingga mereka tak menyadari akan kepentingan 
supra-ideologi yang ada di balik proses reproduksi kapitalisme. 
Inilah yang membuat Althusser, eksponen neo-marxis itu 
menahbiskan suatu “aparat negara ideologis” (ideological state 
apparatuses) atau ISA. Aparat model ini tertuju pada segenap 
kekuatan negara dalam pemeradaban struktur dan masyarakatnya. 
Agennya meliputi sekolah, keluarga, lembaga agama, sistem legal, 
partai politik, persatuan dagang, dan jaringan komunikasi. Satu 
hal yang terbeda dengan “aparat negara represif” yang mencakup 
pemerintah, tentara, polisi, pengadilan, dan penjara. Jika aparat 
represif bergerak melalui kekerasan, maka ISA beroperasi dalam 
ideologi. Bentuk aparat ideologis inilah yang membuat ideologi 
memiliki eksistensi material yang terbentuk dalam suatu relasi 
dan eksistensi imajiner yang dilakukan oleh subjek. Hal ini 
terkait dengan kemampuan ideologi dalam menginterpelasi 
subjek, “Berlutut, gerakkan bibirmu dalam doa, dan Anda akan 
percay2”.' Demikian, selayak ritual pengakuan dosa di gereja. 
Proses ini yang membuat subjek mengimaji dirinya dalam kuasa 
ideologis seorang beriman yakin bahwa dirinya dipanggil oleh 


105. Diane Macdonell, Teori-Teori Diskursus, Kematian Strukturalisme 
dan Kelahiran Posstrukturalisme, (Jakarta: Teraju Mizan, 2005), hlm. 
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kewajiban mengakui dosa dan ia melakukannya melalui eksistensi 
material dari aparat ideologis, sejak pendeta, gereja, hingga 
doktrin penebusan dosa. 

Dari sinilah konsep Governmentality Foucault menemu 
laras guna melakukan pembongkaran atas detail kebijakan 
budaya. Kebijakan ini mengacu pada operasi teknologi sosial 
berupa penyebaran politik pengetahuan pada segenap aras 
hidup masyarakat sehingga kekuasaan tidak tunggal dari atas 
ke bawah (power over), tetapi menyebar di tengah masyarakat 
melalui pendisiplinan sehingga manusia mendisiplinkan diri 
(power from within). Ini yang kemudian mengalihkan bentuk 
kekuasaan budaya, dari kuasa simbolik politik artikulasi kepada 
politik diskursif yang merupa kesatuan power/knowledge. Dalam 
hal ini, kuasa budaya dimaknai sebagai diskursus (discourse), 
sebuah konstruk pengetahuan yang terbentuk dari disiplin 
keilmuan, profesionalitas, dan institusi, yang akhirnya menjelma 
“undang-undang sosial”. Pendisiplinan tubuh (biopolitics) inilah 
yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi bersifat represif, 
tidak juga pemenangan kesepakatan hegemonik, tetapi sebuah 
produktivitas “situasi kompleks strategis” .!99 Kuasa budaya adalah 
kebenaran, moral, kesehatan, kewarasan jiwa, masa depan, dan 
sebagainya yang digerakkan oleh mesin governmentalitas, di 
mana aparat mikro-negara, telah menyetubuh dalam regulasi 
sosial melalui regulasi pengetahuan.'” 


106. Scott Lash, “Power after Hegemony, Cultural Studies in Mutation?” 
dalam Theory, Culture & Society 2007, (London: SAGE, Vol. 24(3)), 
hlm. 55. 

107. Michel Foucault, “Governmentality”, dalam Graham Burchell (Ed.), 
The Foucault Effect Studies in Governmentality, (The University of 
Chicago Press, 1991), hlm. 91. Lihat juga Paul Rabinaow, Nikolas 
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Dari sini terlihat bahwa praktik Governmentality merupakan 
jaringan relasi kuasa antara pengetahuan, mikro-negara, dan nilai 
di tengah masyarakat, yang membuat unsur politis tidak hanya 
berada pada the political, tetapi di segenap “tubuh sosial”. Hal ini 
terjadi karena praktik governmentalitas terutama mengacu pada 
keterpaduan yang dibentuk oleh institusi, prosedur, analisis dan 
refleksi, kalkukasi dan taktik, yang memungkinkan dijalankannya 
bentuk kekuasaan spesifik, tetapi kompleks, di mana masyarakat 
menjelma target. Pada titik ini bentuk pengetahuan prinsipiilnya 
adalah ekonomi politik sementara sarana teknis esensialnya adalah 
aparatur keamanan. Gerak ini mengacu pada kecenderungan di 
Barat yang secara perlahan mengarah pada dominasi terhadap 
segala bentuk jenis kekuasaan yang kemudian disebut pemerintah. 
Arah ini kemudian menghasilkan bangunan aparat pemerintah 
secara spesifik, di satu sisi serta perkembangan keseluruhan 
pengetahuan (savoir), di sisi lain. 

Pada ranah epistemik, gerak ini merupakan pergeseran 
dari ruang konvensional filsafat kepada kesadaran atas aspek 
material dari pengetahuan. Pergeseran ini mengacu pada kritik 
atas orientasi epistemologi yang hanya berkutat pada dirinya 
sendiri, bagaimana subjek mendapatkan pengetahuan? Apakah 
melalui akal (rasionalisme) atau melalui indra (empirisisme)), 
sifat apa yang membentuk pengetahuan? Kesadaran (idealisme) 
ataukah materi (materialisme). Pada prinsipnya, hal ini kemudian 
menahbiskan epistemologi dan logika sebagai otoritas pembawa 
“hawa kebenaran” antara teori dengan realitas, di mana teori 
tersebut bersifat netral. Gerak ilmu pengetahuan kemudian 


Rose (Ed.), “Structuralism and Post-Structuralism,” dalam The 
Essential Foucault, (New York: The New Press, 2003), hlm. 81—491. 
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berkutat dalam jalur liniernya, yakni manusia sebagai subjek dan 
sumber kebenaran, bangunan teori, fakta, dan kuasa kebenaran 
teoretis atas kebenaran yang ada pada realitas." 

Melampaui hal ini, maka diskursus lebih menekankan pada 
satu postulat bahwa prosedur pengetahuan berubah serta datang di 
sekitar materi tertentu dan kondisi tertentu. Artinya, yang dicari 
oleh diskursus bukanlah kesinambungan antara teori, kebenaran, 
dan realitas. Melampaui kebenaran, ia lebih tertarik pada praktik 
kekuasaan yang terbentuk melalui dan di dalam pengetahuan 
yang secara material digerakkan oleh segenap institusi sosial serta 
regulasi politik. Ini terjadi misalnya dalam ilmu kedokteran yang 
telah menjadikan manusia sebagai objek ilmiah. Penempatan 
manusia sebagai objek ini bermasalah karena ilmu kedokteran 
tidak lagi menjadi otoritas pengetahuan, tetapi telah menjelma 
otoritas kebenaran dan moral. Satu hal yang oleh Foucault 
dikatakan terjadi melalui praktik tatapan (gazing) dokter kepada 
pasien di dalam klinik. Melalui gaze, Foucault menemukan 
struktur “bahasa tanpa kata” dokter melihat, memeriksa, meraba, 
dan memutuskan penyakit apa yang diderita oleh pasien. Dalam 
perkembangannya, regulasi biologis ini kemudian terkembang 
dalam regulasi psikis melalui psikologi dan psikiatri, di mana 
dokter psikis kemudian berhak menetapkan batas antara 
kewarasan dan kegilaan. 

Dari pengaturan kesehatan inilah, pendisiplinan masyarakat 
tergerak. Hal ini terjadi melalui pergeseran dari regulasi fisik 
kepada regulasi sosial. Inilah yang terjadi pada pembentukan 
hukuman penjara yang menjadi pengganti bagi hukuman 
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penyiksaan fisik. Melalui penjara, bukan hanya kriminalitas 
yang dihukum dan dicegah, melainkan masyarakat itu sendiri 
yang berusaha untuk didisiplinkan. Kenapa? Disebabkan penjara 
sebagai kurungan fisik merupakan materialitas hukuman dari 
regulasi moral yang termaktub dalam undang-undang. 

Namun, kecanggihan kekuasaan ini tidak hanya terhenti 
pada regulasi normatif, tetapi sistem penjara itu sendiri telah 
memainkan perannya dalam pendisiplinan masyarakat. 
Foucault menyebutnya sebagai carceral system, perluasan pranata 
hukum pidana kepada keseluruhan tubuh masyarakat. “Apakah 
mengherankan jika pabrik, sekolah, barak-militer, dan rumah 
sakit, menyerupai penjara?” Keserupaan ini masuk akal sebab 
dalam kesemua sistem tersebut terdapat mekanisme pendisiplinan 
yang sama. Yakni, observasi berjenjang (hierarchical observation) 
dari guru, penjaga penjara, dokter, dan mandor pabrik, dalam 
melakukan pemeriksaan (examination) guna memberikan 
pertimbangan normal (normalizing judgment) sehingga hukuman 
atas pelanggar normalitas bisa dijatuhkan. Bahkan lebih jauh lagi, 
pendisiplinan model penjara ini kemudian tercanggihkan melalui 
panopticon, menara tinggi pengawasan, di mana narapidana selalu 
merasa terawasi, meskipun pengawas tidak ada dalam menara 
tersebut. Inilah biopolitics itu karena kekuasaan atau pengetahuan 
telah mampu menciptakan regulasi sosial yang membuat manusia 
mengatur dirinya sendiri, tanpa harus diawasi oleh polisi, negara, 
atau penjaga penjara.'” Pada titik inilah, apa yang ada dalam 
kesadaran individu, sejalan dengan kehendak masyarakat, yang 
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sebenarnya sering merupa regulasi sosio-politik dari suatu regulasi 
otoritas pengetahuan. 

Pada titik inilah pembandingan antara governmentalitas 
Foucaultian dengan hegemoni Gramsci yang terpusat pada 
ideologi, kesadaran, dan pemenangan konsensus menjadi 
penting. Cultural studies Gramscian revisionis yang mengacu 
pada “politik artikulasi”, terlalu berkarakter diskursif, dengan 
gerak yang beroperasi pada level bahasa dan ideologi. Hal ini 
berbeda dengan Foucault yang menempatkan tatanan relasi antara 
berbagai praktik kuasa dalam domain materialitas yang padat. 
Bagi Gramsci, konseptualisasi ideologi yang mengalir ke bawah: 
hegemoni, mengarah pada usaha untuk mengorganisasikan 
perjuangan kontra-hegemoni guna melawan sumber kekuasaan 
yang tunggal. Satu hal yang ditolak oleh Foucault karena baginya 
kekuasaan tidak bersumber dari asal tunggal, tetapi tersebar 
dan konfliktual yang merupakan ciri khas kawasan budaya dan 
teknologi sosial tertentu. Ini yang menyebabkan tradisi Gramscian 
tidak banyak memberikan perhatian pada ciri spesifik institusi 
budaya, teknologi dan aparat karena terlalu berkutat pada analisis 
tekstual dan penghargaan atas gaya etis tertentu yang sayangnya 
menonjolkan klaim marginalitas. 

Dari sinilah Foucault terlihat menghendaki adanya “politik 
rincian” agar mampu menyadari mesin budaya yang digerakkan 
oleh teknologi pemerintah dan kebijakan budaya. Cultural studies 
Gramscian menghendaki agar intelektual organik dengan peran 
kuncinya dalam gudang senjata intelektual dan koordinasi politik 
gerakan sosial, masuk dalam blok historis kontra-hegemoni. Visi 
semacam ini diragukan oleh Foucault karena lokasi diskursif 
perguruan tinggi mengartikan bahwa intelektual yang ada di 
dalamnya merupakan kepanjangan tangan governmentalitas. 
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Konsep governmentalitas kemudian menggiring kaum intelektual 
untuk masuk dalam jejaring teknologi pemerintah sehingga ia 
minim kesadaran akan perubahan sosial dan lebih cenderung 
untuk melakukan modifikasi fungsi budaya melalui penyesuaian 
teknis atas agenda pemerintah. Pada titik inilah, kebudayaan benar- 
benar menjadi politik karena ia secara langsung terjebak dalam 
politisasi kekuasaan. Ini terjadi bukan hanya karena kebudayaan, 
yang merupakan aspek esoteris dari cita-cita normatif telah 
terpisah dari bentuk materialnya, yakni sistem sosial, melainkan 
karena sistem tersebut telah menjadi kebudayaan tersendiri. 
Tepat di jantung inilah kebudayaan menjadi kebudayaan politik 
sehingga membincang kebudayaan pastilah membincang 
kekuasaan, selayak konsen cultural studies. 
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BAB VII AG 


Refilosofi Kebudayaan: 
Kritik Atas Pascastrukturalisme 


efilosofi kebudayaan merupakan usaha penulis untuk 
Pessemssa kebudayaan pada aras filosofisnya. 
akni, aras normatif yang menempatkan kebudayaan 
sebagai gerak pemanusiaan manusia melalui pemanusiaan 
kehidupan. Kebutuhan ini niscaya, melampaui segenap 
pergeseran cara-baca atas kebudayaan, baik pada ranah 
antropologis, sosiologis, maupun politik. Senyata, di dalam setiap 
lekuk medan praksis tersebut, kebudayaan memang harus tetap 
berada dalam domain filosofisnya karena hanya domain tersebut 
yang menempatkan kebudayaan sebagai gerak penghormatan 
terhadap kemanusiaan. 
Penulis sengaja tidak menggunakan terma prosesual 
refilosofisasi. Kenapa? Disebabkan yang penulis kehendaki 
bukanlah menfilsafatkan kembali kebudayaan. Jika seperti ini 
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kita akan terjebak pada idealisme Hegelian yang hendak me-ruh- 
absolutkan-kan realitas. Seperti kita tahu, Hegel mengacu pada 
cita ini, yakni gerak idealisasi realitas sehingga puncak peradaban 
yang sejati adalah ketika yang real adalah yang ideal, dan yang 
ideal adalah yang real. Refilosofisasi kebudayaan akan terjebak 
pada idealisme metafisis ini karena ia hendak menfilsafatkan 
kembali realitas kebudayaan. Satu usaha normativisasi realitas 
yang tentunya memiliki kelemahan cara-pandang, tidak melihat 
hambatan dan kontradiksi struktural yang ada di realitas, yang 
membuat refilosofisasi tersebut sebatas idealisme utopis. 

Hal yang penulis maksud dengan refilosofi kebudayaan 
adalah mengembalikan kebudayaan pada aras filosofisnya. Hal 
ini juga normatif seperti yang terjadi pada terma refilosofisasi. 
Akan tetapi, terma ini lebih meniscayakan kritisisme daripada 
idealisme an sich. Artinya, ketika kebudayaan dikembalikan 
pada aras filosofisnya, maka secara otomatis ia melakukan kritik 
atas penyimpangan pemikiran dan praktik kebudayaan dari aras 
tersebut. 

Pada titik ini, terma refilosofi memang janggal. Kenapa? 
Disebabkan kata re yang bersifat prosesual disandingkan dengan 
kata f7losofi yang merupakan padanan kata benda filsafat. Filosofi 
adalah alih bahasa Indonesia dari kata philosophia atau philosophy 
yang artinya filsafat. Jadi, kata kerja bersandingkan kata benda. 
Namun, penyandingan janggal ini tidak serta-merta meluruhkan 
kebermaknaan arti dan fungsinya. Dengan demikian, refilosofi 
kemudian penulis maksudkan sebagai menfilsafatkan kembali. 
Persis seperti terma refilosofisasi. Hanya saja, pemilihan terma 
refilosofi dibandingkan dengan refilosofisasi memiliki argumen 
seperti di atas. Yakni, ketidakmauan penulis untuk terjebak pada 
idealisme prosesual yang hendak menfilsafatkan kembali seluruh 
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batang tubuh kebudayaan, baik level pemikiran, artefak, hingga 
praktik. Maka, proposisi mengembalikan kebudayaan pada 
aras filosofisnya lebih penulis pilih karena ia bukanlah suatu 
proses langkah maju, selayak terma modernisasi yang hendak 
memodernkan kehidupan. Gerak langkah maju ini akhirnya 
sering bersifat artifisial, selayak modernisasi yang membutuhkan 
rekayasa sosial untuk keberhasilan agendanya. Di sini, refilosofi 
kebudayaan lebih bersifat titik balik kebudayaan, melalui langkah 
mundur untuk melakukan refleksi ke belakang, yakni refleksi 
kritis untuk mengembalikan kebudayaan pada pijak awalnya: 
filsafat. 

Pada titik ini, penulis akan mendedahkan apa yang disebut 
sebagai filsafat kebudayaan, sebelum menggelar apa yang penulis 
sebut, refilosofi kebudayaan. Tentu, filsafat kebudayaan sudah 
terbahas di lembaran awal buku ini. Dalam bab ini, penulis 
hanya merangkumnya dalam jalinan epistemologis sehingga kita 
tahu bagaimana proses metodologis dari filsafat kebudayaan itu, 
terbentuk. 

Filsafat kebudayaan berangkat dari epistemologi idealis, 
yakni sebuah cara-mengetahui yang meyakini ada ide di balik 
materi dan ide itu pula yang membentuk serta menggerakkan 
materi. Epistemologi model ini tentu berbeda dengan positivisme 
yang menempatkan yang empirik sebagai realitas. Ya, positivisme 
memang berangkat dari suatu ontologi yang empirik, karena ia 
meyakini bahwa hanya materi yang ada di kehidupan ini. Dari 
sini positivisme kemudian mengarahkan pendekatan penelitian 
objektivis karena antara peneliti dan materi bisa berhubungan 
secara berjarak. Maka dengan penjarakan tersebut, tujuan 
penelitian adalah mengurai dan menjelaskan relasi materi, baik 


antar-unsur internal materi, maupun antara materi satu dengan 
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materi lainnya. Dari eksplanasi (erklaren) inilah materi yang telah 
diketahui hukum-hukumnya, kemudian dikuasai, direkayasa 
untuk diciptakan kembali sehingga melahirkan teknologi. 
Pada level epistemik, segenap runutan keyakinan ini kemudian 
menjelmakan saintisme, yakni suatu keyakinan ontologis bahwa 
positivismelah satu-satunya cara-mengetahui yang valid. 

Di sini filsafat kebudayaan menggambarkan satu tesis bahwa 
penelitian kebudayaan tidak bisa didekati dengan positivisme. 
Kenapa? Disebabkan kebudayaan bukan hanya materi, melainkan 
pula ide. Ini terlihat dalam definisi hakikat kebudayaan Bakkerian 
yang merujuk pada pemanusiaan manusia melalui pemanusiaan 
kehidupan. Pada titik ini, akal budi manusia menjadi causa 
Jformalis, dan alam-kehidupan menjadi causa materialis. Antara 
ide dalam diri manusia dan materi yang ada di alam, selalu 
berelasi. Relasi saling memanusiawikan inilah yang Bakker sebut 
sebagai hakikat kebudayaan, yang merupakan domain filsafat 
kebudayaan. Lihat bagan 4: 


Memanusiawikan 


Manusia ——— Silim-Kehidupan 


Bagan 4. Hakikat Kebudayaan. 


Jadi, terlihat di sini bahwa pemanusiaan manusia bisa terjadi, 
hanya ketika manusia memanusiawikan alam-kehidupan. Tentu 
alam di sini tidak semata alam biologis, tetapi juga kehidupan. 
Namun dalam definisi Bakker, alam tertahbis menjadi causa 
materialis, artinya alam adalah objek material bagi budi manusia. 
Pada titik inilah terma culture dalam bahasa Inggris yang 
bermakna pengolahan (cultivation) menemu ruangnya. Artinya, 
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manusia dengan akal budi telah melakukan pengolahan terhadap 
alam menuju alam yang manusiawi. Hanya dengan pengolahan 
akal-budilah, alam material ini menjadi manusiawi. Inilah yang 
penulis sebut sebagai relasi saling-manusiawi antara manusia dan 
alam yang menjadi gerak dari hakikat kebudayaan. 

Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba saja hakikat kebudayaan 
dimaknai sebagai pemanusiaan manusia melalui pemanusiaan 
kehidupan? Dari mana definisi ini? Ini pertanyaan logika yang 
perlu dijawab di sini. 

Pertama, pendefinisian nominalis. Definisi ini bisa didekati 
secara etimologis. Di kosakata kita, kebudayaan berasal dari 
kata budaya, yang merupakan gabungan dari ”daya-budi”. Jadi, 
budaya adalah daya dari budi. Daya di sini bisa diartikan sebagai 
”kekuatan”, ”praksis”, atau "gerak”. Sementara itu, budi adalah 
”kearifan”, "kebijaksaan”. Dalam alam pemikiran Jawa, budhi 
adalah sinar akal yang tercerahi Arma (Ruh). Di sini terlihat 
bahwa budi bukan hanya akal menurut rasionalisme, melainkan 
pula akal yang telah tercerahi oleh spiritualitas. Maka, budi sering 
dilekatkan dengan kata pekerti: budi-pekerti yang berarti perilaku 
etis yang dipandu oleh kearifan pengetahuan. Dari sini terlihat 
bahwa daya-budi adalah kekuatan, praksis, dan gerak dari budi. 
Jadi, budaya karenanya mensyaratkan adanya perbedaan spesifik 
(differentia specifica) yang mengacu pada keharusan adanya budi. 
Jika suatu daya, kekuatan, praktik, dan perilaku hidup tidak 
didasarkan pada budi, maka ia bukanlah budaya. Hal sama terjadi 
pada terma culture yang bermuara pada civilization. Culture 
adalah usaha pengolahan (culrivation) alam-kehidupan sehingga 
melahirkan peradaban (civilization). Di sini pengolahan alam 
ditujukan agar kehidupan manusia beradab. Apa artinya beradab? 
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Yakni, suatu titik puncak evolusi hidup yang menempatkan 
manusia di titik derajat kemanusiaannya. 

Pada titik ini terlihat bahwa terma kebudayaan selalu 
bersanding dengan kemanusiaan. Maka, definisi kebudayaan 
juga terkait dengan pendefinisian manusia. Apakah yang disebut 
manusia? Pada titik manakah manusia layak disebut manusia? 
Dari sini kita sampai pada cara pendefinisian kedua, yakni definisi 
esensial. Jika mengacu pada pola definisi ini, maka terciptalah 
rangkaian premis yang membentuk satu proposisi, manusia 
adalah spesies (species) dari jenis umum (genus) hewan. Di sini, 
Aristoteles kemudian menahbiskan akal-budi sebagai pembeda 
spesifik (differentia specifica), yang membedakan manusia sebagai 
spesies dari hewan sebagai jenis umum. Maka, perbedaan manusia 
dengan hewan secara umum adalah akal-budi. Manusia disebut 
manusia, ketika ia berakal-budi. Tentu, definisi ini sudah menjadi 
kebenaran umum yang tidak lagi perlu dipertanyakan. 

Dari definisi manusia sebagai hewan berbudi inilah, maka 
definisi kebudayaan bertemu. Jadi, jika esensi manusia adalah 
budi, maka budaya, daya dari budi adalah juga hal esensial 
dalam kehidupan manusia. Kenapa? Disebabkan budaya adalah 
pendayaan budi. Dalam budaya, manusia merealisasikan 
budi kepada objek alam-kehidupan, tentu agar alam tersebut 
sesuai dengan hakikat manusia, yakni budi. Pada titik ini 
bertemulah definisi hakikat kebudayaan, yakni karena hakikat 
manusia (jika dibandingkan dengan hewan) adalah budi, maka 
praktik kehidupan tentulah kehidupan berbudi. Budi yang 
merupakan esensi ontologis manusia berusaha dipraktikkan 
dalam kehidupannya, di mana manusia berhadapan dengan 
alam-kehidupan secara berbudi. 
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Inilah hakikat kehidupan itu, yang kemudian dibahasakan 
menjadi budaya, pendayaan budi. Dari sini terlihat bahwa budi 
adalah kategori normatif, sedangkan budaya adalah kategori 
praksis dari norma tersebut. Budi adalah nilai sementara budaya 
adalah perealisasian nilai itu. Inilah hakikat kebudayaan itu, yang 
merupakan hakikat kehidupan manusia yang lahir dari hakikat 
manusia. Pada titik ini, bukan hanya hakikat manusia merupakan 
hakikat kebudayaan, melainkan pula kebudayaan itulah hakikat 
kemanusiaan. Kenapa? Disebabkan melalui kebudayaan, manusia 
berusaha merealisasikan hakikat kemanusiaannya. Proposisi ini 
bisa dibahasakan dalam runutan silogisme, berikut: 


Budi adalah hakikat manusia 
Budaya adalah daya dari budi 
Maka budaya adalah hakikat kemanusiaan 


Pada titik ini, hakikat kemanusiaan bersifat praksis, 
yakni perealisasian budi. Apa itu? Meminjam bahasa Bakker: 
pemanusiaan manusia melalui pemanusiaan kehidupan. Disebabkan 
yang membedakan manusia dari hewan adalah perjuangan untuk 
menjadi manusia, yakni membudikan diri, maka kehidupan 
manusia adalah pembudian hidup. Lahirlah relasi saling- 
manusiawi itu, manusia memanusiawikan dirinya melalui 
pemanusiaan kehidupan. Kenapa? Disebabkan manusia sebagai 
subjek, tentu membutuhkan objek. Objek dari manusia tentulah 
alam-kehidupan ini, yang tidak akan manusiawi, tanpa disentuh 
oleh manusia. Baru ketika tersentuh oleh manusia, maka alam- 
kehidupan kemudian bersifat manusiawi. Demikian juga halnya 
dengan manusia. Disebabkan hakikat manusia, yakni budi masih 
merupakan kategori normatif, yang belum teruji, maka budi 
tersebut butuh diujikan dalam objek kehidupan. Maka, manusia 
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belum disebut berbudi (yang merupakan hakikat manusia) ketika 
ia belum merealisasikan budi tersebut kepada alam-kehidupan. 
Baru ketika terealisasikan (terdayakan), maka alam-kehidupan 
yang telah terbudikan tersebut membudikan manusia. 

Berangkat dari definisi ini, maka penelitian tentang 
kebudayaan mestilah berangkat dari idealisme. Kenapa? 
Disebabkan dalam kebudayaan, materi berusaha diidealkan: 
dibudikan agar ia bersifat manusiawi. Hal inilah yang menahbiskan 
objek dari filsafat kebudayaan pada objek metafisik, bukan objek 
fisik. Hanya saja meski terfokus pada ide, penelitian ini bisa 
berangkat dari yang empirik. Ini terjadi karena ide telah mewujud 
dalam empirisitasnya, baik berupa wujud verbal (ucapan dan 
teks), maupun non-verbal: kinetis (perilaku manusia) dan artefak 
(benda, teks). Akan tetapi, karena idealisme, maka penelitian 
kebudayaan tidak terhenti pada wujud empirik, tetapi ide yang 
melatarinya. 

Sebut saja perilaku kinetis. Dalam perspektif idealisme, 
perilaku kita pastilah dipandu oleh suatu peta makna. Peta ini 
tidak hanya personal, tetapi publik. Artinya, terdapat peta makna 
kolektif, yang memandu langkah kita secara bersama. Dari sinilah 
lahir terma budaya Islam, budaya modern, budaya Jawa, budaya 
rasional, budaya mitis, dan sebagainya. Peta makna kolektif 
inilah yang membuktikan bahwa kebudayaan itu ada dan bersifat 
objektif. Ini terjadi karena budaya adalah objektivasi mental, suatu 
realisasi nilai sehingga menjelma kenyataan objektif. Objektivasi 
mental ini kemudian diwujudkan dan disimpan dalam simbol 
kolektif, baik berupa bahasa, artefak seni, simbol pakaian, hingga 
pola interaksi tertentu. Disebabkan dijaga oleh simbol bersama, 
maka nilai tersebut menjadi objektif dan bisa dipahami secara 


bersama. 
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Inilah yang disebut sebagai tradisi itu. Artinya, tradisi 
(kebiasaan) adalah pelembagaan simbolik atas nilai-nilai yang 
diwariskan oleh generasi terdahulu sehingga generasi sekarang 
dan akan datang, bisa memahaminya dan hidup dalam peta nilai 
yang dijaga oleh tradisi tersebut. Ini terjadi karena ada suatu 
kategori makna. Kategori ini, yang oleh Dilthey dilihat sebagai 
unsur khas kebudayaan merupakan usaha internalisasi nilai 
kolektif ke dalam pemaknaan individual. Jadi, yang bermakna di 
dalam hidup ini adalah yang bermakna bagiku. Artinya, individu 
melakukan internalisasi nilai sehingga ia menjadi bagian dari nilai 
kolektif. Pada titik ini, nilai atau budaya tidak bersifat personal, 
tetapi objektif kolektif. Kenapa? Disebabkan ia telah disimpan 
dalam struktur simbolik yang disepakati secara bersama. Struktur 
simbolik itu telah menjadi medium komunikasi sehingga ia tidak 
lagi personal, tetapi publik. 

Misalnya, nilai manusia sebagai hewan berakal di atas. 
Bahkan, sebelum nilai itu didefinisikan hingga sekarang ketika 
nilai itu diwariskan secara definitif, kita telah memaklumi bahwa 
nilai manusia berada pada akal-budinya. Ini terjadi karena terma 
akal-budi telah menjadi kesepakatan normatif di dalam akal-sehat 
sehingga tanpa pikir panjang, kita bisa menyetujuinya. Terma 
manusia sebagai hewan berakal ini telah dijaga oleh kata definitif, 
manusia adalah hewan berakal sehingga kita pun bisa memilikinya, 
secara kolektif. Ketika nilai manusia tersebut merupakan daya dari 
budi atau usaha manusia untuk memanusiakan dirinya, maka 
nilai tersebut adalah kebudayaan. Di sini kebudayaan akhirnya 
bukan kategori personal yang relatif, melainkan kategori kolektif 
yang objektif. Meminjam terma fakta sosial Durkheimian, telah 
terjelmakan suatu fakta kebudayaan yang ada secara objektif dan 
keberadaannya tidak tergantung pada relativisme individualis. 
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Bangunan budaya tidak lahir dari bentukan orang per orang, 
tetapi telah menubuh sebagai fakta objektif yang dijaga oleh 
struktur simbolik yang dimiliki secara kolektif. Di sini penelitian 
terhadap perilaku kinetis, meniscayakan penelitian terhadap 
wujud verbal, baik ucapan maupun teks karena di dalamnya 
makna tersimpan. 

Hal sama terjadi pada wujud artefak yang menyimpan 
selaksa nilai. Penelitian kebudayaan tidak terhenti pada empirik 
artefak tersebut, tetapi struktur nilai yang ada di dalamnya. Inilah 
yang meniscayakan tiadanya jarak antara subjek peneliti dengan 
objek tineliti (emik). Kenapa? Disebabkan yang diteliti adalah 
struktur makna. Melalui struktur makna, peneliti pun terlibat 
dalam pemaknaan itu karena tujuan penelitian kebudayaan 
bukan penjelasan, melainkan pemahaman (verstehen). Maka, 
tidak heran jika Geertz menekankan pentingnya interpretasi 
atas interpretasi dalam penelitian budaya karena dua hal. 
Pertama, artefak empirik bukan semata materi alam yang mati, 
melainkan pula ia merupakan simbol yang merepresentasikan 
suatu nilai. Jadi, wujud empirik tidak memiliki dirinya sendiri. 
Ia hanya kulit luar dari substansi yang ada di dalamnya. Kedua, 
guna merogoh makna tersebut, maka yang dibutuhkan adalah 
penafsiran. Artinya, peneliti berusaha memaknai dan memahami 
nilai yang ada di balik simbol tersebut. Ketika simbol itu telah 
dimaknai oleh masyarakat sekitarnya, maka tugas peneliti adalah 
menafsiri penafsiran masyarakat tersebut atas sang simbol. Maka, 
dari realitas umum kebudayaan, penelitian terfokus pada objek 
simbolik, dengan penempatan masyarakat penafsir sebagai data 
petunjuk atas makna simbol tersebut. 

Dari bangunan proposisi filsafat kebudayaan, kita kemudian 
menukik pada hubungan relasional antara kebudayaan pada 
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ranah filosofis, dengan praksisnya pada level antropologis dan 
sosio-politik. Artinya, nilai pemanusiaan manusia yang menjadi 
hakikat kebudayaan, tentulah juga berada di ruang praksisnya, 
baik di ranah antropologis maupun sosio-politik. 

Hal ini sekaligus menggerakkan suatu pembagian logika 
(tagshim) guna melakukan pemilahan, mana aspek hakiki dari 
kebudayaan dan mana yang bukan. Dalam hal ini, taksonomi 
tersebut bisa dipilah melalui pembedaan antara perspektif 
idealisme dan positivisme dalam melihat kebudayaan. Menurut 
idealisme, kebudayaan terlebih adalah persoalan idea. Kebudayaan 
karenanya merupa pengejaran atas totalitas kesempurnaan (4 
pursuit of total perfection). Kenapa? Disebabkan sebagai manusia, 
makhluk berbudi ini hanya layak disebut manusia ketika ia 
memperjuangkan “menjadi manusi2”. Jadi, perjuangan manusia 
adalah perjuangan “menjadi manusia”. Hanya dalam perjuangan 
itulah, kesempurnaan manusia terdedah. Perjuangan menuju 
kesempuraan inilah yang disebut kebudayaan karena ia merupakan 
penggerakan atau perwujudan dari budi. Kesempurnaan manusia 
bersifat potensial, yakni di dalam budi. Maka, ia butuh diaktivasi 
melalui pendayaan budi. 

Inilah yang di dalam antropologi disebut sebagai pendekatan 
ideasional atas kebudayaan. Artinya, kebudayaan terlebih adalah 
persoalan bagaimana manusia mengarahkan hidupnya menuju 
idealitas kemanusiaan. Perjuangannya terletak pada, bagaimana 
manusia bisa disebut manusia? Hal ini berbeda dengan perspektif 
positivis yang hanya melihat “yang tampak”. Faktor tampak inilah 
yang membuat perspektif ini menempatkan kebutuhan biologis 
sebagai karakter utama manusia. Kehidupan adalah persoalan 
bagaimana manusia bisa hidup. Ini yang melahirkan pendekatan 
adaptif atas kebudayaan, di mana kebudayaan terposisi sebagai 
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alat adaptasi manusia dengan alam, demi pemenuhan kebutuhan 
jasmaniah. 

Hal ini terjadi dalam evolusionisme antropologi yang 
menahbiskan kebudayaan sebagai evolusi cara hidup manusia 
dalam berhadapan dengan alam. Kebudayaan karenanya hanya 
merupa pernak-pernik manusia membuat alat ekonomis: dari 
tombak penusuk ikan, kerbau pengolah sawah, hingga traktor 
modern. Evolusionisme ini yang menfokuskan diri kepada 
tahapan penemuan alat-hidup, akhirnya terjebak pada paradigma 
alat sehingga traktor pastilah lebih baik dari kerbau dan kerbau 
pastilah lebih berbudaya dari tombak primitif. Disebabkan 
prioritasnya alat, maka cara-pandang ini tidak berhasrat untuk 
menemukan makna di setiap tahapan evolutif yang sekaligus 
menyediakan peta-makna bagi konteks masyarakat pengguna 
alat tersebut. 

Pendekatan adaptif inilah yang pada level sosiologis 
melahirkan struktural-fungsional. Disebabkan budaya terposisi 
sebagai medium pemenuhan kebutuhan manusia, maka pada level 
struktural, ia terposisi sebagai /atensi. Yakni, aspek normatif yang 
berfungsi sebagai sekrup, penguat integrasi sistem sosio-politik. 
Jadi, budaya pada titik ini tidak lagi diposisikan hanya sebagai 
alat cari-makan, tetapi ia dijadikan sekrup perekat integrasi sosial 
yang bermanfaat bagi terbangunnya integrasi politik. Nilai-nilai 
Pancasila misalnya, adalah “yang budaya” itu, yang dijadikan 
sekrup integrasi sosial. Dalam kaitan ini, penggunaan Pancasila 
sebagai latensi, tentu dibarengi dengan pemaksaan tafsir tunggal 
Pancasila oleh kekuasaan. Jadi, pada era Orde Baru misalnya, 
terma pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen, telah 
menjadi pembatas bagi kemungkinan penafsiran subversif, yang 
secara kelembagaan dituduhkan pada komunisme dan Islamisme. 


262 


Pembatasan penafsiran inilah latensi itu karena dengannya, 
struktur politik Orde Baru yang merujuk pada stabilitas ekonomi 
tetap terjaga. Disebabkan pembangunan mensyaratkan tata-hidup 
yang tenang-aman, maka nilai kemurnian Pancasila kemudian 
menjadi sekrup normatif untuk merekatkan ketenangan sosial 
tersebut. 

Cara-pandang ini tentu dikritik oleh interpretivisme 
simbolik, yang menekankan pada pemahaman makna di balik 
artefak dan kinetis kebudayaan. Penelitian kebudayaan oleh 
karenanya diarahkan pada penafsiran atas penafsiran masyarakat 
tineliti. Perspektif interpretif ini pula yang menggerakkan 
suatu kritik kebudayaan pada domain cultural studies. Hal ini 
terjadi melalui penggeseran terma simbol di dalam antropologi, 
dengan terma kekerasan simbolik yang ada pada teori-teori sosial 
kontemporer. Kritik Foucault, Bourdieu, dan Gramsci terletak 
di sini karena mereka telah menembakkan kritik sosialnya 
atas manipulasi pengetahuan oleh kekuasaan. Tentu pada titik 
ini, segenap cara-pandang interpretif termasuk dalam gelaran 
metodologis idealisme karena pada level episteme, mengamini 
adanya ide sebagai faktor penggerak kebudayaan. Idealisme 
epistemologis inilah yang menambatkan perspektif ini dalam 
domain filsafat kebudayaan karena ia hendak memperjuangkan 
perlakuan adil atas kemanusiaan. Segenap konsepsi ini bisa dilihat 


dalam bagan 5: 
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Idealisme ———» Kebudayaan ——— Positivisme 


| V 


Ideasional Adaptif 
(Makna kemanusiaan) (Kebutuhan manusia) 
Objektivasi mental Alat ekonomis 
Struktur simbolik Latensi 
(Bahasa, artefak, tradisi) (Perekat integratif) 
Fakta kebudayaan Fungsionalisme struktural 


! 


Hermeneutik-reflektif 


| 


Kritik kebudayaan ————— Politisasi kebudayaan 


| 


Refilosofi kebudayaan 
Bagan 5. Dialektika Kebudayaan. 


Dalam bagan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan 
antara idealisme dan positivisme dalam memandang kebudayaan. 
Idealisme menekankan cita ideal berupa makna kemanusiaan. 
Artinya, berkebudayaan adalah berkemanusiaan. Seluruh proses 
kehidupan diarahkan pada konsistensi dalam menjaga dan 
merealisasikan makna kemanusiaan. Inilah yang melahirkan 
otosentrisitas dalam kebudayaan. Dalam domain ini, kebudayaan 
memiliki “ruang inti”, yakni pemanusiaan manusia sehingga 
segenap praktik kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, 
maupun keagamaan, mestilah merujuk pada “ruang inti” tersebut. 
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Kebudayaan oleh karenanya menjelma lingkaran besar, di mana 
sub-lingkaran kehidupan berada di dalamnya dan tunduk 
kepadanya. 

Sementara itu, positivisme melihat kebudayaan dari “yang 
empirik”. Empirisisme inilah yang melihat perilaku manusia 
hanya sebagai gerak adaptif terhadap alam dalam pemenuhan 
kebutuhan biologis. Artinya, karena positivisme hanya melihat 
kepada “yang tampak”, maka ia hanya melihat “hubungan 
luar” antara manusia dan alam, yang merujuk pada adaptasi 
ekonomis. Dari sini fungsionalisme antropologi lahir, yang pada 
level sosiologis menggerakkan fungsionalisme struktural. Dalam 
domain teori Parson ini, kebudayaan diposisikan sebagai atensi, 
nilai perekat integrasi demi menjaga keseimbangan sistem sosial. 
Ketika kebudayaan hanya dilihat sebagai cara manusia memenuhi 
kebutuhan hidup, maka pemenuhan kebutuhan itu telah menjadi 
nilai. Nilai ini yang dijadikan “sekrup perekat” bagi stabilitas 
sistem, yang dalam pandangan modernisasi merujuk pada 
pencapaian ekonomi-politik. Ketika kebudayaan ditahbiskan 
sebagai nilai ekonomis dan ia dijadikan sebagai “sekrup sistem”, 
maka pada saat itulah, ia telah dipolitisasi. Kebudayaan akhirnya 
dijadikan norma legitimatif untuk mengabsahkan agenda 
kekuasaan, baik politik praktis maupun rekayasa sosial selayak 
modernisasi. 

Pada titik inilah refilosofi kebudayaan tergerak untuk 
melakukan kritik atas politisasi kebudayaan yang didedahkan oleh 
fungsionalisme struktural. Kritik ini lahir dari perspektif idealis 
dalam melihat kebudayaan yang melahirkan metode interpretif. 
Disebabkan kebudayaan adalah idea, maka pendekatan yang 
valid adalah pemahaman. Dalam pemahaman inilah penafsiran 
dibutuhkan guna menggali makna yang ada di balik simbol. Pada 
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level struktural, simbolisme dalam domain kultur ini kemudian 
terpolitisasi pada ranah politik. Maka, terjadilah pergeseran 
diskursif, dari simbol sebagai artefak budaya kepada kekerasan 
simbolik yang digerakkan oleh politik pengetahuan. 

Di titik inilah cara-baca hermeneutis kemudian 
menggerakkan refleksi kebudayaan yang akhirnya melahirkan 
kritik kebudayaan. Disebabkan refleksi memang meniscayakan 
kritisisme, maka ia pun mendedahkan kritik atas politisasi 
kebudayaan dalam domain struktur kekuasaan. Ini terjadi 
misalnya pada pergeseran penafsiran dalam kasus Pancasila. Pada 
level simbol budaya, nilai Pancasila bisa didekati melalui tafsir 
kebudayaan guna menemukan makna historis dan filosofis dari 
tiap nilainya. Kemudian, ketika nilai-nilai luhur itu dimanfaatkan 
oleh penguasa guna melegitimasi kekuasaannya, maka tafsir 
kebudayaan bertransformasi menjadi kritik kebudayaan. Dalam 
kaitan ini kritik atas politisasi Pancasila tidak akan terjadi tanpa 
penggalian makna Pancasila karena untuk melakukan kritik, ia 
mesti berpijak dari akar persoalan tersebut. 

Berpijak dari gelaran ini, maka refilosofi kebudayaan 
bermakna dalam beberapa hal. Pertama, suatu gerak 
mengembalikan kebudayaan pada aras hakikinya, yakni 
sebagai usaha memanusiakan manusia melalui pemanusiaan 
kehidupan. Hal ini urgen sebab kebudayaan saat ini hanya 
dimaknai sebagai artefak sejarah tanpa penggalian makna, 
produk seni yang menjelma komoditas hiburan, serta suatu 
kebiasaan di masyarakat. Tidak adanya kesadaran akan filsafat 
kebudayaan, telah menghilangkan makna dari artefak, seni, dan 
tradisi masyarakat, yang jika digali akan memunculkan tujuan 
satu, pemanusiaan manusia. Gerak ini kemudian melahirkan 


makna kedua, yakni kritik kebudayaan. Ketika kebudayaan 
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telah dimaknai sebagai produk, maka ia pun dengan mudah 
terpolitisasi. Hal ini bisa terjadi karena aspek budaya seperti 
nilai-nilai luhur sangat strategis bagi landasan normatif suatu 
kebijakan politik. Dengan mendasarkan pada nilai budaya, maka 
penguasa bisa mendasarkan diri pada keluhuran sehingga ia patut 
ditaati. Kritik kebudayaan inilah yang menjadi gerak esensial 
dari kebudayaan karena melalui kritik, praktik kebudayaan bisa 
dikembalikan pada norma kebudayaan. Cabang-ranting budaya 
yang centang-perenang, bisa diselaraskan kembali dengan akar 


nilainya. 


e Pergeseran Pascastruktural 


Problem utama yang ingin diangkat teks ini adalah persoalan yang 
dihadapi kebudayaan, di tengah bergesernya struktur kebudayaan. 
Persoalan ini mengacu pada perlunya diangkat kembali filsafat 
kebudayaan ketika wacana tentang kebudayaan mengalami 
perubahan. Perubahan wacana ini yang mengakibatkan 
perubahan posisi kebudayaan, dari “perengkuh moral” menjadi 
alat legitimatif kekuasaan. Jadi, di tengah pergeseran struktur 
kebudayaan, dari strukturalisme ke pascastrukturalisme, filsafat 
kebudayaan perlu diangkat kembali untuk mengembalikan 
kebudayaan pada aras hakiki. Satu aras etik, yang menggerakkan 
kritik kebudayaan. 

Struktur kebudayaan kini memang menemu tanya, terkhusus 
dengan bergesernya strukturalisme ke pascastrukturalisme. Di 
sini, struktur tidak lagi dimaknai sebagai kesatuan unsur integratif 
yang membentuk dan menggeret kebudayaan pada satu tuju nan 
determinis. Sebaliknya, struktur kini dimaknai sebagai kuasa 
bahasa, di mana makna lebih merupa reproduksi kekuasaan, 
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bukan produk internal sistem tanda. Dari sini terlihat bahwa 
kebudayaan bahkan menjadi rahim kekuasaan dengan bentuk 
struktur yang tidak tunggal, tetapi tergerus dalam kontestasi 
pertarungan makna. 

Seperti diketahui, struktur kebudayaan pertama kali 
digagas oleh filsafat kebudayaan. Di sini struktur diposisikan 
sebagai bangunan budaya yang merangkum segenap unsur 
kebudayaan, sains, agama, seni, ekonomi, dan politik: membentuk 
konfigurasi integratif yang akhirnya mengikat ketunggalan makna. 
Kebudayaan menjelma das Umgreifende meminjam Karl Jaspers. 
Yakni, nilai yang didukung organ sosial, di atas landasan material 
yang sesuai dengan nilai tersebut sehingga membentuk kerangka 
besar, tempat sektor mikro mendapatkan arah. Kebudayaan 
berdiri sebagai super-sektor yang terbentuk dan melingkupi 
segenap sektor kehidupan. Sektor ini mengacu pada struktur 
sosial (keluarga, pendidikan, lembaga agama), yang berbasis 
pada infrastruktur ekonomi sehingga membentuk suprastruktur 
politik. Kebudayaan, menjelma pijak nilai dan kognisi yang 
memberikan arah sekaligus pengikat segenap struktur ke dalam 
satuan integratif nan teratur. 

Dari sini lahirlah struktural-fungsional itu, di mana 
kebudayaan tidak lagi menjadi landas nilai, tetapi hanya sub- 
sistem dari struktur sosial. Pada aras psikobiologis, ia menjelma 
conditioning, tempat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pada aras struktural, ia menjelma legitimasi dan “pengondisian 
kultura?” bagi suksesnya agenda politik. Inilah arah adaptif dari 
logika kebudayaan karena manusia menjadikan nilai, makna, dan 
kebenaran sebagai alat bagi pemenuhan kebutuhan psikobiologis. 
Dua rezim terlama kita melakukan hal ini, Soekarno dengan 
“kepribadian nasional”, dan Soeharto dengan “jati diri bangsa”. 
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Dengan klaim identitas ini, negara terekspresi sebagai kebudayaan, 
di mana nilai lokal terdaulat menjadi sistem nasional. “Yang 
kultural” akhirnya tergeret menjadi “yang politik”. Risiko nyata: 
negara otoriter karena ia berdiri di atas legitimasi budaya. 

Sementara itu, pada level internal, struktur kebudayaan 
terbentuk dalam bahasa. Ia mendedahkan determinisme 
kebudayaan, di mana perilaku budaya selalu terbentuk oleh 
struktur pemikiran. Hal ini terjadi karena bahasa memiliki 
otonomi begitu kuat. Eksistensinya tidak berada dalam parole, 
ungkapan bahasa dalam konteks sosial, tetapi langue: struktur 
internal sistem tanda. Dari sini kebudayaan bisa dilihat melalui 
simbol linguistik karena di balik simbol tersebut, terdapat struktur 
makna yang merepresentasikan hakikat kebudayaan. Ini yang 
membuat kebudayaan tereduksi dalam human mind sehingga 
hanya dengan membaca konsep jagad gede dan jagad cilik misalnya, 
kita bisa menangkap universalitas makro-kosmos manusia Jawa. 
Tentu, yang bermasalah di sini adalah stabilitas makna dalam 
suatu tata sistem bahasa yang kemudian memosisikan subjek 
manusia sebagai “boneka” dari struktur terberi. Adanya labelisasi 
kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda, kebudayaan Islam, atau 
kebudayaan Nusantara dianggap bermasalah karena mengikat 
identitas kultural dalam tata nilai tunggal. 

Pada titik inilah pascastrukturalisme kemudian merombak 
segenap konsepsi di atas. Kesalahan utama yang terkritik ialah 
stabilitas makna dalam konsepsi tanda, yang membentuk 
fungsionalitas budaya dalam stabilitas sosial. Kedua stabilitas 
ini terkritik karena logosentrisme: klaim universalitas kebenaran 
telah mengarahkan kebudayaan pada homeo-stationer: gerak 
dinamis menuju keadaan statis. Artinya, strukturalisme telah 
bertanggung jawab atas terjadinya politisasi kebudayaan karena 
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dengan adanya pembentukan struktur tunggal dari nilai budaya, 
maka kebudayaan menjelma entitas, terbendakan, dan karenanya 
bisa menjadi objek politisasi. 

Dengan adanya klaim “jati diri bangsa” misalnya, maka 
Soeharto bisa melakukan penolakan atas berbagai pemikiran 
dan energi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan jati diri 
tersebut. Inilah legitimasi budaya atas praktik politik sehingga 
bukannya murni penyelamatan “jati diri bangsa”, melainkan 
proyek penjagaan stabilitas kekuasaanlah yang digerakkan 
oleh negara. Ketika struktur nilai bernama “jati diri bangsa” 
(di)ada(kan), maka kekuasaan bisa menjadikannya sebagai alat- 
fungsional guna menjaga legitimasi politiknya. Ini yang disebut 
sebagai fungsi latensi (penjagaan nilai laten) dari kebudayaan, 
yang tertahbis sebagai tali perekat struktur sosial, serta legitimasi 
nilai sehingga praktik kekuasaan terlihat memiliki pijak nilai dan 
arah normatif nan luhur. 

Hal ini juga terjadi pada developmentalisme. Oleh 
struktural-fungsional, kebudayaan dalam hal ini berarti 
rasionalisme dan sekularisasi. Kenapa? Disebabkan kedua hal 
tersebut merupakan bentuk ideal dari peradaban modern. Yang 
pertama merujuk pada usaha pembebasan nalar dari mitos, di 
mana manusia mampu menempatkan alam secara rasional, bukan 
memujanya sebagai “kepungan gaib”. Dengan akal, manusia 
mampu mengarahkan pemikiran, tidak demi kausalitas akhir 
Yinal causes) selayak kerja falsafi, tetapi technical know how, 
di mana persoalan utama adalah bagaimana memanfaatkan 
pengetahuan demi pengaturan kehidupan. Hal sama terjadi pada 
sekularisasi. Demi lancarnya pembangunan, maka nilai harus 
dipisahkan dari otoritas primordial karena ruang publik tidak 
memperkenankan terjadinya konflik sektarian yang bisa terjadi 
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akibat benturan antar-nilai. Pemisahan kultural ini dibarengi 
oleh diferensiasi struktural, di mana nilai terlembaga dalam 
birokratisasi sehingga bisa diatur dan dimanfaatkan. Di sinilah 
demokrasi menjadi alat terbaik sebab ia memberikan mekanisme 
dan ruang yang menjamin segenap nilai tidak bertubrukan, tetapi 
teralokasi, baik dalam parlemen, struktur negara, hingga public 
policy rasional. 

Hanya, bentuk struktur ini terkritik karena ia meniscayakan 
kekuasaan belaka pada level negara. Melampaui itu, 
pascastrukturalisme telah menemukan kekuasaan justru pada 
bahasa. Hal ini melahirkan dua risiko, di satu sisi kebudayaan tidak 
an sich milik “yang kultural”, tetapi terlebih mesin reproduktif 
bagi kekuasaan. Sisi lain, kekuasaan tidak lagi merupa represivitas 
dominatif selayak militerisme, tetapi sebuah diskursus, di mana 
pengetahuan telah menjelma kekuasaan. Diskursus mengacu 
pada penggerakan bahasa oleh pranata sosial sehingga mencipta 
regulasi nilai, sebuah bio-politics yang hendak mendisiplinkan 
tubuh (disciplinary). Di sini kekuatan bahasa tidak lagi terdapat 
dalam struktur internal sistem tanda, tetapi dalam materialitas 
pranata sosial yang mendistribusikan makna demi pendisiplinan 
masyarakat. 

Pancasila misalnya, memiliki kekuatan tidak dalam makna 
falsafinya, tetapi pada cara-tafsir kekuasaan yang membuat 
nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan represivitas diskursif. 
Hal ini bisa kita lihat pada usaha Soeharto untuk “memurnikan 
Pancasila”, yang tentunya memiliki dampak pada pemberangusan 
“penafsiran menyimpang” dari gerakan sosial subversif, anti-Orde 
Baru. Kekuatan Pancasila sebagai sistem makna kemudian tergulat 
dalam gerak relasi kuasa antara presiden, militer, dan birokrasi 
pengetahuan sehingga lahirlah Penataran, Penghayatan, dan 


271 


Pengamalan Pancasila (P4). Siapa saja yang tidak sesuai dengan 
“kemurnian Pancasila” tersebut, maka ia akan terepresi, baik oleh 
hukum pidana, penjara, hingga bedil militer. Inilah kekerasan 
simbolik (symbolic violence) itu, di mana masyarakat dipaksa 
setuju (recoannaissance) dalam ketidaksetujuan (meconnaissance) 
atas simbol suci, entah trilogi pembangunan, P4, hingga kata 
“Orde Baru” itu sendiri, yang menjadi domain final bagi gerak 
politik. 

Dari pergeseran ini, satu nyata: strukturalisme yang 
mengikat kebudayaan dalam ketunggalan makna, serta 
struktural-fungsional yang mengorbankan kebudayaan demi 
kemanfaatan politik telah terevisi. Kenapa? Disebabkan ia telah 
mencipta kesadaran palsu (false consciousness) dengan mendaulat 
negara sebagai pengembang dan penjamin kebudayaan. UUD 45 
mengamanatkannya dan ini salah kaprah. Kesalahan terletak pada 
sifat otosentris dari kebudayaan, yang berbeda dengan negara. 
Kebudayaan merupa kehidupan sosial manusiawi (human social 
life) dan karenanya menjadi arah serta “rem moral” dari gerak 
negara yang lebih merupa alat bagi tujuan tersebut. Bagaimana 
bisa terjadi, alat mengatur dan karenanya, memanfaatkan 
tujuan? Inilah yang melencengkan semua sehingga kebudayaan 
tergelut dalam kekuasaan melalui hubungan inter-reprodukiif. 
Di sini, pascastrukturalisme telah menahbis kritisisme sehingga 
yang mesti kita lakukan adalah “rincian politik” atas gerak 
governmentality. Pada titik ini, kebudayaan telah tergerak sebagai 
“teknologi pengetahuan”, tempat kekuasaan merasuk tidak hanya 
dalam dikotomi state-society, tetapi juga dalam praktik sosial, sejak 
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pendidikan, kebijakan ekonomi, covering media, hingga segenap 
pemaknaan atas arah kehidupan." 

Pada titik ini, strukturalisme memang sudah terlampaui, 
meskipun pada satu lekuk, ia tetap terpijaki. Artinya, 
pascastrukturalisme yang melakukan kritik atasnya, sebenarnya 
tidak serta-merta memisahkan diri dari bentukan struktural 
ini karena ia tetap merujuk pada konsepsi makna yang oleh 
strukturalisme dilihat sebagai bentuk. Seperti kita tahu, de 
Saussure menyatakan hal ini karena baginya, makna dan nilai 
bukan merupakan entitas, ia tidak memiliki esensi dalam dirinya 
sendiri, tetapi terbentuk dari sistem perbedaan tanda. Makna 
hewan berkaki empat dalam kata kucing, ada, ketika ia dibedakan 
dengan makna dan penanda kacang, kacung, atau kuncung. 

Dari konsepsi ini, maka lahirlah “paradigma bentuk” 
atas nilai, di mana linguistik struktural menahbiskan makna 
bahasa di dalam dan melalui bentuk strukturalnya. Meskipun 
hal ini malah melahirkan metafisika kehadiran dalam bentuk 
fonosentrisme: hadirnya kepastian kebenaran oleh archia, 
yakni kesatuan antara ucapan, penutur, dan kebenaran makna. 
Keinginan linguistik struktural untuk meminggirkan subjek telah 
tertelikung oleh kepastian makna fonosentris tersebut sehingga 
Derrida tetap melihat adanya “kehadiran subjek metafisik” dalam 
struktur bahasa de Saussure. Hanya saja, pascastrukturalisme 
sejak dekonstruksi Derrida, tahap simbolik Lacan, hingga 
over-determinasi dari Laclau-Mouffe, melakukan afirmasi 
terhadap konsepsi bentuk atas makna ini. Pada aras ini, nilai, 
makna, dan kebenaran, (hanya) merupakan bentukan diskursif 


110. Syaiful Arif, “Pasca-Struktur Kebudayaan,” dalam Seputar-Indonesia, 
8 Juni 2008. 
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dari sistem pengetahuan yang secara linguistik terbentuk oleh 
diferensialitas sistem tanda. Bahasa betul-betul memiliki kuasa 
absolut dalam menentukan produksi makna, kebenaran, tindakan 
sosial manusia, pembentukan identitas, kekerasan simbolik, 
hingga praktik mikro-politik dalam bentuk governmentality 
Foucaultian. Inilah linguistic turn itu, di mana mode of thought 
dari filsafat Barat, telah bergeser dari membincang makna pada 
aras /ogos (rasionalitas, metafisika, dan wahyu Tuhan), kepada 
pembentukan /ogos tersebut oleh sistem bahasa. 

Permasalahan muncul ketika pascastrukturalisme 
menempatkan kebudayaan hanya pada level politik bahasa. 
Hal ini bermasalah karena kebudayaan kemudian bersifat anti- 
esensi, mengingat keberadaannya yang terbentuk oleh kuasa 
diskursif (politik pengetahuan). Ketika kebudayaan hanya 
dilihat sebagai bentukan diskursif, maka ia tak memiliki dirinya 
sendiri. Risikonya, nilai tidak memiliki kuasa ontologis karena 
ia murni ciptaan politik bahasa yang terbentuk berdasarkan 
sistem diferensialitas tanda yang membuat makna tidak baku, 
tetapi selalu tergerak dalam pembaruan-perbedaan. Sifat anti- 
esensialisme dalam studi kebudayaan kontemporer (cultural 
studies) menyisa masalah karena menempatkan kebudayaan 
tidak sebagai aturan keseluruhan hidup, tetapi satu pergulatan 
makna dalam diferensialitas bahasa yang menyatu dengan gerak 
kekuasaan.''! Ini yang melahirkan determinisme politik atas 


111. Kontras dengan anti-esensialisme dari cultural studies adalah studi 
Anderson tentang konsep politik Jawa. Hal ini ia lakukan melalui 
perbandingan esensial dengan politik Barat. Bagi dia, dalam tradisi 
Barat, makna politik tertahbis dalam beberapa ciri: (1) kekuasaan 
adalah abstrak. Ia tergerak dalam hubungan kausa antara kekuatan 
perintah dengan ketundukan yang diperintah. Jadi, secara definitif, 
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ia tak ada. Kekuasaan adalah abstraksi dari bentuk interaksi sosial 
selayak kewenangan dan keabsahan. (2) Sumber kekuasaan bersifat 
heterogen. Ia merupakan akibat dari kepemilikan terhadap modal 
beragam, kekayaan, status sosial, jabatan formal, organisasi, senjata, 
dan sebagainya. Meskipun pada satu titik, kita bisa menemukan 
keragaman sumber ini dalam suatu akumulasi modal, pada tingkat 
analisis, ia tetap bisa diperlakukan sebagai variabel-variabel terpisah 
yang memengaruhi perilaku. (3) Penumpukan kekuasaan tak memiliki 
batas inheren. Disebabkan kekuasaan hanya dilihat sebagai bentuk 
relasi sosial, maka tidak ada batas yang melingkupinya sebab relasi 
sosial merupakan sebuah proses. Hal sama terjadi pada sumber 
kekuasaan yang beragam, yang membuat penumpukan kekuasaan, 
tentu sebesar penumpukan sumber tersebut. (4) Kekuasaan secara 
moral ambigu. Prinsip ini secara logis mengikuti konsep sekuler 
kekuasaan Barat yang merujuk pada bentuk relasi sosial. Disebabkan 
tidak ada legitimasi doktrinal (selayak kuasa Jawa), maka keabsahan 
politik hanya bisa terjadi melalui konsensus sosial yang selalu bisa 
dipertanyakan. Segenap karakter ini kemudian terbedakan dengan 
konsep politik Jawa yang bercirikan: (1) kekuasaan adalah konkret. 
Kekuasaan merupa sesuatu yang nyata ada, tidak bergantung pada 
pihak-pihak yang menggunakannya. Kekuasaan bukanlah postulat 
teoritis, melainkan suatu kenyataan eksistensial. Ini terjadi karena 
politik Jawa menahbiskan kekuasaan pada energi tak-tampak, 
misterius, dan bersifat ilahiah yang menghidupi semesta. Meski 
tak-tampak, ia telah menubuh dalam setiap elemen alam, batu, 
pohon, awan, manusia, api, dan terekspresikan paling asali dalam 
pusahan kehidupan, proses generasi dan regenerasi. Konsep inilah 
yang kemudian menghubungkan antara animisme pedesaan Jawa 
dan pantheisme metafisis tinggi di pusat kota, di mana tidak ada 
pemisahan wujudiyah antara manusia, alam, dan Tuhan. (2) Kekuasaan 
adalah homogen. Hal ini mengikuti konsepsi bahwa seluruh seluruh 
kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama: Semesta. 
(3) Besarnya kekuasaan di dalam semesta adalah konstan. Disebabkan 
kekuasaan tidak berasal dari organisasi, kekayaan atau senjata, kuantitas 
keseluruhannya tidaklah berubah, meskipun pendistribusiannya 
mungkin beragam. (4) Kekuasaan tidak mempertanyakan keabsahan. 
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kebudayaan, di mana makna dan nilai terposisi sebagai aparat 
dari kapital, negara, dan teknologi mikro-politik. Penglihatan 
kebudayaan melulu dari aras kekuasaan telah mencerabut 
kebudayaan dari aras kebudayaan itu sendiri karena ia mencipta 
reduksi politik atas status, sifat, dan gerak nilai. 

Satu hal yang berbeda dengan aras otosentris, yang 
menempatkan kebudayaan pada ruang asasinya. Yakni ruang 
filosofis yang secara diskursif mengacu pada logico-meaningful 
integration. Model integrasi bermakna ini bisa kita temukan 
misalnya dalam falsafah Jawa yang dianut oleh Ki Hadjar 
Dewantara, yakni suradira jayaningrat lebur dening pangestuti, 
kekerasan duniawi dapat lebur oleh penyatuan sujud kita kepada 


Disebabkan kekuasaan diturunkan dari sumber homogen nan absolut, 
maka ia mengatasi pertanyaan baik-buruk. Kekuasaan tidaklah absah 
atau tidak absah. Kekuasaan itu ada. Dalam geraknya, kedua model 
kekuasaan ini berbeda: bagi Barat persoalan utama adalah penerapan 
kekuasaan sementara bagi tradisi Jawa, persoalan utama terletak pada 
pelestarian kekuasaan melalui akumulasi tanda-tanda mistik, selayak 
penumpukan atau konsentrasi kuasa (kasekten) yang didapatkan 
melalui tapa-brata. Pembedaan Anderson ini memperlihatkan 
adanya esensi di antara dua tradisi Barat-Jawa yang berbeda. Sebuah 
perbedaan yang lahir dari tidak samanya titik tolak kebudayaan. Barat 
lahir dalam sekularisasi, Jawa tergerak dalam mistisisme. Jika dilihat 
dari sisi ini, maka esensialisme budaya bisa kita sepakati karena suatu 
titik tolak paradigmatik merupakan hasil dari rentang nilai kesejarahan 
yang telah menubuh dalam “nilai antropologis”. Hanya memang, 
terkhusus setelah hadirnya modernisasi politik, ketvunggalan makna 
ini mengalami pembuyaran ke arah keragaman nilai karena sebagian 
masyarakat Jawa telah mampu berdialog dengan nilai-nilai universal. 
Lihat studi ini dalam Benedict R. O'G. Anderson, Kuasa-Kata, Jelajah 
Budaya-Budaya Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), 
hlm. 43—49. 
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Tuhan." Tentu integrasi ini tidak mengacu pada fungsi integratif 
dari nilai ala fungsionalisme. Integrasi dalam kaitan ini lebih 
merujuk pada penyatuan spiritual, antara manusia, kehidupan, 
dan Tuhan, dengan orientasi hidup, minus rekayasa duniawi. 
Ya, ia memang merujuk pada asketisme. Satu hal yang membuat 
penulis menahbiskan gerakan kebudayaan pada Suatyagraha dari 
Ghandi. Kenapa? Disebabkan Sutyagraha yang termaknai sebagai 
kekuatan jiwa, pembuktian kebenaran melalui penerimaan 
penderitaan diri merupakan contoh tercerlang dari kekuatan 
asketisme dalam menaklukkan pergulatan dunia. Gerak ini tentu 
bukan berkehendak untuk menjadikan nilai-nilai asketis sebagai 


pengubah keadaan selayak asketisisme duniawi dari Calvinisme, 5 


112. DA Peransi, ”Retradisionalisasi dalam Kebudayaan,” dalam Jurnal 
Prisma 6, (1985), hlm. 716. 

113. Perbedaan antara asketisisme dan asketisisme duniawi (wordly 
asceticism) terletak pada jika asketisisme (murni) menjadikan 
kehidupan akhirat sebagai tujuan utama sehingga kekurangan 
materi bahkan menjadi jalan bagi kesempurnaan ruhani. Hal ini 
misalnya terjadi pada tradisi puasa sehari, tidak puasa sehari dari 
Kenabian Muhammad Saw. Bagi beliau, kekurangan makanan tidak 
menggugahkan semangat kerja untuk mencari makanan, tetapi malah 
digunakan untuk beribadah, yakni puasa. Tradisi ini nyata dalam 
praktik sufisme, selayak hikmah Al-Hikam karya Ibn Atha'illah yang 
berbunyi: Jitihaduka fima dlumina laka watagshiruka fima thuliba 
minka dalilun 'alan thimasil bashirati minka (kesungguhan mencari 
apa yang telah dijamin untukmu dan kelalaian atas apa yang dituntut 
darimu adalah pertanda bagi rabunnya mata batinmu). Menurut 
hikmah ini, yang diharapkan dari agama kepada seorang hamba 
adalah pencerahan spiritual sehingga rasa ketidakamanan material 
atau rezeki —satu hal yang telah dijamin oleh Tuhan- merupakan 
penghalang bagi pencerahan tersebut. Praktik ini tentu berbeda 
dengan asketisisme duniawi dari Calvinisme Protestan, yang bahkan 
menjadikan landasan teologis bagi penyulut semangat etos kerja 
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melainkan hendak menjadikan nilai sebagai alternatif bagi 
rekayasa politik. 

Hal sama terjadi pada epos penyaliban Kristus yang dengan 
bahagia memanggul salib, menaiki terjal bukit penyaliban, 
selayak pengantin baru yang tak sabar menuju malam pertama. 
Kebahagiaan Kristus menuju kematian merupakan kekuatan 
jiwa, demi membuktikan kebenaran risalah baru, ia rela dan 
menerima kematian sebagai kemenangan. Dua macam gerakan 
inilah yang khas kebudayaan karena keberhasilannya terletak pada 
dua dimensi sekaligus, pada level internal mencipta pencerahan 
Spiritual: pada aras eksternal, menggerakkan pembebasan 
politik. Ketika kesatuan antara kekuatan jiwa dan kekuatan 
sosial tidak terjadi, maka kebudayaan tak akan mampu berdaya 
guna menundukkan penyimpangan politik agar selaras kembali 
dengan standar nilai yang telah ditetapkan Yang Absolut sebagai 
hukum kehidupan. 

Inilah otosentrisitas kebudayaan itu, yang pada level diskursif 
melampaui strukturalisme dan pascastrukturalisme. Otosentrisitas 
kebudayaan merupakan poin meletakkan kebudayaan pada aras 
otonomnya: ia merupa lingkaran besar di mana praktik budaya 
terjelma lingkaran kecil, berada di dalam dan harus tunduk 
pada lingkaran besar tersebut. Kenapa? Disebabkan kebudayaan 
adalah standar kemanusiaan, di mana manusia termanusiakan 
melalui pemanusiaan kehidupan: man humanizes himself in 
humanizing the world around him. Posisi standar kemanusiaan 


duniawi. Disebabkan umat Protestan tak tahu nasibnya di akhirat, 
maka penumpukan harta kemudian menjadi investasi ibadah bagi 
kepastian nasib ukhrawi. Disebabkan logika inilah, Protestantisme 
menjadi pemicu bagi kapitalisme karena ia telah mensakralkan etos 
kerja modern yang sebenarnya bersifat profan. 
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inilah yang membuat kebudayaan menjelma lingkaran besar, 
tempat segenap praktik kehidupan tergerak di dalamnya, patuh 
dengan batasan lingkaran tersebut. Dari sini, kekuatan makna 
dan nilai tidak hilang ketika strukturalisme menahbiskannya 
bukan sebagai esensi, melainkan bentuk diferensialitas tanda- 
bahasa. Bahkan, Derrida pun menegaskan bahwa bukan makna 
yang hendak dihilangkan oleh dekonstruksi, melainkan klaim 
ketunggalan makna yang meniadakan makna lain. Dekonstruksi 
pascastrukturalisme bahkan bertujuan untuk menjaga agar makna 
tidak berhenti sehingga ia bisa tetap bergerak, hidup, dan selalu 
dalam proses menjadi (becoming) tiada akhir. 

Ini terjadi misalnya pada humanisme. Meskipun 
pascastrukturalisme menyatakan bahwa humanisme hanyalah 
produk jejaring struktur politik pengetahuan, cita kemanusiaan 
yang dibela oleh terma ini tidak bisa ditiadakan. Memang, secara 
diskursif sebagai paradigma, episteme, dan ideologi, humanisme 
sarat dengan kepentingan tertentu. Ia lahir dalam gelora anti- 
dogmatisme Gereja sehingga kuasa manusia pada titik ini 
bimakna sekularisme, pengembalian penanganan hidup-dunia 
kepada rasionalitas manusia sebagai ganti totalitarisme pejabat 
Gereja. Humanisme oleh karenanya memiliki bias borjuasi karena 
rasionalisme kemudian melahirkan industri dan kapitalisme. 
Dari sini, cita kemanusiaan tiada lagi bebas nilai. Kemanusiaan 
adalah manusia Eropa, sekuler, rasionalis, dan borjuis. Satu hal 
yang tentu berbeda dengan konsepsi kemanusiaan dalam Islam 
misalnya, yang bahkan tetap menundukkan manusia di bawah 
teks suci dari langit. Pada titik ini, kemanusiaan kemudian 
menjelma teks. Ia beragam, tergantung cara tafsir suatu corak 
budaya dalam menafsirkannya. Dus, kemanusiaan ternyata relatif 
sehingga ia tidak lagi memiliki nilai dalam dirinya sendiri. 


279 


Paradigma determinisme struktur, di mana subjek 
tidak lagi memiliki kuasa inilah yang mesti dikritik. Artinya, 
meskipun humanisme merupakan produk dari struktur politik 
pengetahuan, kemanusiaan sebagai kebutuhan dan keniscayaan 
manusiawi, tetap harus dipertahankan. Inilah yang membuat 
emansipasi itu ada sebab selain struktur yang merupa bentuk 
diskursif, nilai dari esensi yang berada di dalam struktur tersebut 
tetap ada. Hal ini semakin diperkukuh oleh posisi subjek manusia 
yang tetap memiliki kuasa. Ia tidak hanya boneka dari struktur 
terberi, tetapi suatu agensi yang menubuhkan struktur dalam 
strukturasi, di mana manusia mengolah ulang berbagai struktur 
pengetahuan dan struktur sosial, dalam struktur baru yang terus 
memperbarui diri. 

Poin inilah yang penulis sebut sebagai otosentrisitas 
kebudayaan. Artinya, meskipun proses kebudayaan seperti 
humanisme merupakan produk dari relasi kekuasaan/pengetahuan, 
ia tidak kemudian tak berarti dan bahkan tak ada. Di sini yang mesti 
kita lakukan adalah pemilahan antara kemanusiaan sebagai kodrat 
kehidupan (hukum hakiki) —suatu keniscayaan akal (dlarurah al- 


agli), di mana kebenarannya bisa diterima tanpa penalaran—'4 


114. Terma ini mengacu pada pemilahan hakikat kebaikan dan 
keburukan menurut Mutazilah, salah satu sekte teologis dalam 
Islam. Menurutnya, ada tiga macam. Pertama, dlaruratul agli, yakni 
kebaikan-keburukan yang bisa diterima tanpa penalaran lagi. Semisal 
manusia butuh makan, lelaki berbeda dengan perempuan, orang 
hidup pasti mati. Dalam kalam, inilah yang disebut sebagai kodrat, 
yakni hukum atau garis besar kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan. 
Kedua, nadharul agli, yakni kebaikan-keburukan yang bisa dipahami 
melalui rasionalisasi. Ketiga, nash, yakni kebaikan-keburukan 
menurut teks syariat. Menurut Murtazilah, ketiganya memiliki tempat 
masing-masing. Hanya saja, pada satu titik, kebaikan-keburukan 
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dengan kemanusiaan dalam praktik kesejarahannya. Sebagai nilai 
kodrati yang telah ditetapkan Tuhan atau hukum-kehidupan, 


pada aras dlaruratul agli bisa saja dianggap tak ada. Semisal kodrat 
bahwa pembunuhan manusia sudah pasti merupakan kejahatan. 
Hal ini bisa disangkal oleh nadharul agli karena jika yang dibunuh 
adalah perampok, maka ia bahkan menjadi kebaikan. Hal sama 
terjadi pada pembunuhan seorang Muslim militan dalam kasus 
terorisme. Berlandaskan penafsiran tekstual atas ayat Al-Guran, maka 
membunuh orang kafir (non-Muslim), bahkan merupakan praktik 
jihad yang mendapatkan pahala. Postulat inilah yang menurut penulis 
kurang tepat. Merujuk pada otosentrisitas dari nilai, maka meskipun 
dalam praktik tertentu, pembunuhan manusia “bisa dibenarkan” oleh 
sebagian pihak menurut cara pandang tertentu. Namun, pembunuhan 
manusia tetap saja merupakan kejahatan yang di dalam dirinya sudah 
bersifat jahat (dlaruratul agli). Hal ini terjadi sebab standar utama 
adalah hidup dan kemanusiaan itu sendiri. Dari sini nyata bahwa 
segenap peperangan atas nama apa pun tidak bisa dibenarkan karena 
ia mensubordinatkan kemanusiaan di bawah kekerasan politik. “Yang 
manusia” terberangus oleh “yang politik”. Hal ini searah dengan 
konsepsi Imam al-Ghazali yang menyamakan terma dlaruratul 
agli dengan “hukum asal”, yakni al-ashlu al-istihsan (hukum asal 
bersifat baik) dan al-ashlu al-istigbah (hukum asal bersifat buruk). 
Bagi al-Ghazali, kebaikan tidak dalam dirinya bersifat baik sehingga 
pemaknaan dlaruratul 'agli tidak bersifat esensialis, tetapi pada 
asalnya hukum sesuatu bersifat baik atau buruk. Semisal kebohongan, 
bukan di dalam dirinya (f7 dzatihi) bersifat buruk. Hukum asal 
kebohongan adalah buruk, tetapi pada saat lain ia bisa bersifat baik, 
semisal berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari 
kezaliman. Ini berarti, al-Ghazali tetap mengakui adanya “esensi” 
yang ia masukkan dalam terma “hukum asal”. Hanya saja, esensi al- 
Ghazali tidak bersifat esensialis karena ia tetap menyediakan ruang 
rasional bagi pembaruan dan perubahan isi atau dalam kasus ini, 
status hukum. Untuk pembahasan ini lihat kitab ushul figh beliau, 
Al-Mustashfa min TIlm al-Ushul. Ucap terima kasih penulis kepada 
Mahbbib Khoiron, koordinator pengajian ushul jigh bersama Gus Dur, 


Pesantren Ciganjur, Jakarta, atas diskusinya yang mencerahkan. 
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kemanusiaan ada, sebelum adanya berbagai praktik peradaban. 
Ia ada sebelum lahirnya humanisme Eropa. Berkaitan dengan 
perjalanan sejarah, setiap budaya kemudian memiliki perbedaan 
tafsir atas makna kemanusiaan yang membuat penafsiran tersebut 
sarat kepentingan, hal itu lain persoalan. Proses kesejarahan dari 
penafsiran atas kemanusiaan oleh Eropa inilah yang dikritik oleh 
pascastrukturalisme. Sayangnya, kritik atas praktik sejarah ini, 
kemudian berbuntut pada peniadaan nilai kodrati pada level 
ontologis dari praktik tersebut yang (seperti penulis tandaskan) 
telah ada sebelum tergeraknya praktik kesejarahan. 

Hal senada juga terjadi pada kritik struktural atas politisasi 
makna, baik dalam domain kekerasan simbolik, hegemoni, 
diskursus, hingga governmentality. Segenap pisau kritis tersebut, 
tidak semata hendak menahbiskan kematian makna gara- 
gara ia terlihat tak memiliki esensi. Kritik struktural dari 
pascastrukturalisme berangkat dari kesadaran real akan situasi 
politik yang mengangkangi kebudayaan sehingga terma kebudayaan 
tak memiliki esensi, termaksud sebagai kewaspadaan untuk tidak 
terjebak dalam politisasi makna. Dunia pascamodernitas memang 
menyisakan artifisialitas kehidupan yang serba-terekayasa. Akan 
tetapi, hal itu tidak kemudian meminggirkan kenyataan bahwa 
segenap domain klasik dari kebudayaan seperti tradisi, karisma, 
Spiritualitas, dan /ocal wisdom sudah tiada lagi. Ini terbukti 
melalui pembacaan atas rasionalitas politik masyarakat Dunia 
Ketiga yang mengacu pada traditional-religio-political-system, 
suatu sistem politik tradisional berdasar nilai keagamaan. Hal 
ini membuktikan bahwa dalam gerak politik modern, sebagian 
besar masyarakat terkhusus di negeri kita masih mengafiliasikan 
dirinya berdasar nilai-nilai tradisional. Berbagai standar moralitas 
masih mencetak perilaku sosial, yang berangkat dari acuan nilai, 


282 


baik berdasar agama, kebatinan, kultur lokal, hingga common 
goods rakyat atas nama keadilan, persamaan hak, dan kedaulatan 
hukum. 

Hal senada juga terjadi pada kebudayaan Islam. Mistisisme- 
lah yang membuat Islam mampu diterima oleh masyarakat 
Hindu-Buddha. Ini terjadi sebab di antara berbagai budaya 
tersebut, terdapat kesepahaman makna sehingga akulturasi 
antara Islam sebagai agama samawi, dengan mistik-Nusantara 
sebagai agama 'ardli bisa tercapai. Hal ini membuktikan bahwa 
kebudayaanlah yang mampu menjembatani, bukan hanya soal 
diterimanya satu keyakinan oleh keyakinan lain karena agama 
terlepas dari persoalan doktrin, ia terlebih merupakan pergulatan 
makna. Ketika seorang manusia beragama, maka ia tengah mencari 
dan menemukan makna dalam hidupnya. Kebermaknaan inilah 
yang hilang dalam modernitas justru ketika hukum aturan hidup 
telah ditemukan oleh rasionalitas sains. 

Hingga detik ini, ketika transcendental homelessness itu terjadi 
dalam keberagamaan, baik oleh formalisme ajaran maupun 
ideologisasi politik, aras kebudayaan tetap menjadi ruang otentik 
di mana kaum beragama menemukan makna transendennya. 
Kebudayaan ini yang oleh Prof. J.M. Romein disebut sebagai 
“pola umum peradaban dunia” (algemeen Menselijk Patroon) 
merupakan bentuk umum kebudayaan yang mengacu pada 
kebudayaan spiritual. Ia terjadi pada kisaran abad ke-5 sebelum 
Masehi, di Tiongkok terdapat Kon Fu-tse, di mana Lao Tse 
menulis Tuo Te Ching yang berisi ganun pikiran sehat dan 
perbuatan baik: di India terdapat Buddha dan kitab Upanisad, di 
Iran terdapat Zarathustra dengan konstruksi kehidupan sebagai 
medan perjuangan antara Ormuzi (yang baik) melawan Ahriman 
(yang jahat), dengan akhir kemenangan oleh “Yang Baik”, dan 
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di Palestina terdapat para rasul, Ilyas, Yahya, serta Yeremias 
yang nama-namanya tercatat dalam Injil." Bentuk kebudayaan 
Spiritual ini menjadi pola umum, di mana peradaban Fropa era 
Pencerahan terposisi sebagai penyimpangan dari pola umum 
tersebut. Ini terjadi karena rasionalisme, humanisme, teknokrasi, 
demokrasi, dan kapitalisme tidak terdapat dalam periode spiritual 
itu. Sebuah periode, tempat manusia menemukan dirinya sebagai 
bagian integral dari aturan kosmik melalui penundukan batiniah 
atas aturan Tuhan. Watak ini yang kemudian menggerakkan 
seluruh derap kebudayaan kepada pengutamaan prestasi spiritual, 
di atas segala prestasi kemajuan yang menjadi cita Renaisans. 

Jadi, dari sini terlihat jelas bahwa bahkan agama pun 
(religion) tidak bisa mewakili aras kebudayaan (religiusitas) 
itu. Artinya, agama sebagai institusi, telah banyak meniadakan 
Spiritualitas yang sebenarnya merupakan inti dari agama itu 
sendiri. Hal ini bisa terjadi sebab spiritualitas mengacu pada 
peniadaan (annihilation) sementara praktik keberagamaan sering 
mencipta penumpukan (accumulation) ego. Dalam spiritualitas, 
tujuan utama adalah penghilangan subjek dengan “5” kecil karena 
hanya ketika ia tiada, maka Subjek dengan “S” besar, berkenan 
hadir. Kesatuan mistis ini yang oleh tasawuf tersebut sebagai 
wahdatul wujud (kesatuan dzat), bukan karena manusia telah 
menjadi Tuhan, melainkan karena secara esensial, manusia dan 
segenap alam tiada sehingga yang Ada hanya Dia. 

Peniadaan diri inilah yang sebenarnya menjadi tujuan 
utama agama, karena di dalamnya, manusia dituntun untuk 


kembali pada fitrah: satu kondisi Ahadiyah, di mana sebelum 


115. J.M. Romein, Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan 
Pola Umum, (Bandung-Jakarta-Amsterdam: Ganaco N.V., 1959), 
hlm. 4—23. 
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tercipta segala makhluk, hanya Tuhan yang Ada, tak terjangkau, 
absolut. Dari sifat mistik inilah, lahir sikap asketik, karena ketika 
manusia mampu meniadakan ego, maka ia tak akan memiliki 
hasrat penguasaan eksploitatif atas kehidupan, selayak paradigma 
Descartes-Newtonian yang memosisikan alam sebagai perempuan 
cantik, tapi binal, sehingga harus ditaklukkan dan dieksploitasi. 
Kesatuan kesadaran antara diri (Diri) dan kehidupan inilah yang 
menjadi wujud kebudayaan. Satu gerak keseimbangan kosmik 
yang telah ditetapkan oleh Tuhan, baik dalam hukum alam, hak 
asasi manusia, filosofi politik, prinsip dasar kemasyarakatan, 
maupun kearifan spiritual. Tercerabutnya mikrokosmik dari 
makrokosmos, pencerahan jiwa dari perbaikan sosial merupakan 
satu sebab tercerabutnya segenap gerak sub-sistem sosio-ekonomi- 
politik dari aras kebudayaan yang seperti kita tahu, merujuk pada 
pemanusiaan manusia melalui pemanusiaan kehidupan. 


e Esensialisme 


Tepat di sinilah kita menemu kembali ruang filosofis dari 
kebudayaan. Seperti termaktub di depan, kebudayaan pada 
aras filosofis adalah kebudayaan pada ranah moral. Kenapa? 
Disebabkan ia berkaitan dengan tujuan pemanusiaan manusia. 
Persoalan pemanusiaan inilah yang menggeret persoalan inti 
kebudayaan pada soal keutamaan manusia, apa yang membuat 
manusia lebih utama dibandingkan dengan makhluk lain? Tentu 
di sini kita bertemu dengan etika, tepatnya otonomi etika. Satu 
hal yang telah tertahbis sejak Yunani Kuno, semisal penempatan 
kebahagiaan (eudaimonia) Aristotelian yang tertambat pada 
keutamaan kemanusiaan. Manusia bisa bahagia ketika ia 


menjalankan fungsinya secara penuh sebagai manusia. 
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Apa fungsi manusia yang khas atau utama? Jawabnya 
tentu pada akal budi. Akal budi, atau rasionalitaslah yang 
membedakan manusia dari unsur kehidupan lain sehingga ketika 
ia mampu bertindak berdasar rasionalitas, mengalahkan dorongan 
hasrat kesenangan, ia baru layak disebut manusia. Hanya saja, 
keutamaan rasional ini harus dibarengi oleh keutamaan moral, 
di mana berdasarkan keutamaan moral tersebut, rasionalitas 
melahirkan pilihan tindakan. Di sini Aristoteles kemudian 
menambatkan batas keutamaan moral pada keseimbangan antara 
“kurang” dan “terlalu banyak”. Sebuah batas keseimbangan yang 
mendapatkan standarnya dari universalisasi, semisal penahbisan 
bahwa orang kikir tidak bermoral, demikian juga pemboros. Sifat 
tidak kikir dan tidak pemboros adalah keutamaan moral karena ia 
disepakati (secara universal) sebagai keseimbangan yang merupa 
kebenaran umum. 

Pada titik inilah kita bertemu dengan otonomi etika, yang 
oleh Kant tertambat pada kehendak baik. Artinya, penahbisan etika 
Aristotelian yang mengacu pada kebahagiaan telah ditindaklanjuti 
oleh Kant melalui penggalian atas aspek intrinsik dari etika. 
Inilah gerak anti-utilitarianisme itu karena bagi Kant, orang tidak 
dianggap bermoral hanya melalui penglihatan terhadap perbuatan 
baiknya. Moralitas tidak berada pada tindakan yang terpublik, 
tetapi pada kehendak baik pada aras batin. Ini yang disebut Kant 
sebagai imperatif kategoris, di mana kebaikan menjadi baik 
karena ia baik dalam dirinya sendiri. Dari sini moralitas atau 
etika memiliki ruang otonom karena nilai ada untuk nilai itu 
sendiri. Satu hal yang berbeda dengan imperatif hipotetis'”, yang 


116. K. Bertens, Etika, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hlm. 242—244. 
117. Donny Gahral Adian, Percik Pemikiran Kontemporer, (Yogyakarta: 
Jalasutra, 2006), hlm. 119—124. 
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menempatkan kebaikan secara utilitarian: tindakan baik, demi 
tujuan fungsional yang ada di luar kebaikan itu, selayak politisasi 
moral demi peraupan suara pemilu. 

Pada aras diskursif, hal ini kemudian meniscayakan 
pemaduan kembali antara filsafat moral/politik dengan ilmu-ilmu 
sosial. Pemaduan ini urgen sebab positivisme telah melahirkan 
scientism, di mana hanya kebenaran yang dapat diverifikasi 
secara empiriklah yang bisa diambil sebagai objek ilmu. 
Segenap pertimbangan nilai (value judeements) dihindari sebab 
ia merupakan wacana filosofis non-empirik. Pemisahan antara 
filsafat moral dengan ilmu sosial inilah yang akhirnya melahirkan 
relativisme nilai. Hal ini terjadi karena nilai itu sendiri dianggap 
tak ada, tak bermakna, atau hanya bentukan sistem tanda. Jika 
nilai bersifat relatif, maka tak akan ada standar objektif, ilmiah, 
dan universal dari moralitas. 

Pada level ontologis, relativisme nilai ini kemudian 
melahirkan anti-humanisme teoretis, di mana manusia tidak lagi 
dianggap sebagai subjek (agensi) otonom yang mampu terbebas 
dan mengubah struktur sosial. Sikap anti-subjek inilah yang 
merupakan akar kausal dari anti-esensialisme cultural studies dan 
tradisi pasca-strukturalis, selayak Althusser yang menampik kerja 
“Marx muda” sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Sebagaimana kita 
tahu, “Marx muda” adalah representasi dari konsen marxisme 
terhadap ranah filosofis manusia yang kemudian melahirkan 
konsep tentang alienasi. Marx bisa sampai pada tesis ini karena 
ia memberangkatkan diri pada pemahaman akan esensi manusia 
yang ia tahbiskan dalam “potensialitas humanitas”, sebuah energi 
kreatif yang terberangus oleh mesinisasi produksi. Althusser 
menolak hal ini dan lebih memilih “Marx tua” yang melakukan 


pembongkaran materialitas penindasan ekonomi. Sesuatu 
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yang ia anggap sebagai sisi ilmiah dari marxisme. Tentu, hal ini 
bermasalah, selayak tandas Bocock ketika mengkritik pemisahan 
filsafat dan ilmu sosial dalam kerangka hegemoni Gramscian: 


Tanpa suatu pandangan tentang hakikat manusia yang 
mengandung dalil-dalil sosial dan biologis, telah diklaim 
bahwa tidak ada landasan objektif, universal, “ilmiah”, 
atau masuk akal yang mungkin untuk filsafat moral 
dan politik. Filsafat moral dan politik membutuhkan 
pandangan tentang hakikat manusia, pandangan “esensi” 
humanitas yang di dalamnya pemikiran tentang esensi 
dipahami sebagai berkisar pada seperangkat kebutuhan 
dan potensialitas spesies manusia sehingga hal ini dapat 
membentuk landasan bagi suatu teori politik dan sosial- 
ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan potensi 
manusia tersebut, lewat penerapan perubahan ekonomi, 
sosial, dan politik. Perubahan yang akan dibuat, akan 
memungkinkan manusia mampu mewujudkan potensi 
mereka sebagai makhluk sosial nan kreatif. "'$ 


Dari sini terlihat jelas, bahwa apa yang disebut sebagai 
esensi manusia, betul ada. Esensi itu secara nyata terlihat dalam 
kebutuhan mendasar manusia, sejak kebutuhan fisik, psikis, dan 
sosial.” Dari ketiga ranah ini, aspek psikislah yang menjadi 


118. Robert Bocock, Hegemoni, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 
66—155. 

119. Terma kebutuhan mendasar manusia ada dalam setiap lekuk tradisi, 
baik politik maupun agama. Dalam Islam misalnya, kebutuhan 
dasar ini dijadikan tujuan utama kemashlahatan (ghayatul mashlahat) 
sehingga setiap perumusan hukum Islam harus mengarah ke sana. 
Kebutuhan tersebut meliputi perlindungan terhadap kehidupan 
(bifdz al-nap), akal (hidz al-agl), kebebasan beragama (hifdz al- 
din), kepemilikan pribadi (hifdz al-maal), dan kesucian keluarga 
(bifdz al-nasl). Kelima kebutuhan dasar ini telah memiliki legitimasi 
legal-religius sehingga suatu keputusan syar'i bisa dianulir ketika 
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titik sentral dari esensi tersebut karena manusia adalah makhluk 
extra-somatic, ia hidup melampaui kebutuhan tubuh. Pelampauan 
tubuh ini yang membedakan manusia dengan binatang karena ia 
memiliki kekuatan jiwa, di mana potensi kreatif, sejak rasionalitas 
hingga intuisi spiritual, bertakhta, dan membutuhkan gerak 
kreatif. Letak ilmu sosial menjadi urgen, yakni guna melakukan 


bertentangan dengannya. Hal sama terjadi pada apa yang kita sebut 
sebagai hak asasi manusia. Dalam peradaban Eropa, hak asasi ini lahir 
dari penemuan akan hukum kodrat, sebuah tata aturan pasti yang 
diderivasi dari hukum alam. Jadi, hukum kodrat adalah hukum alam 
yang ada pada manusia. Lahirnya hukum kodrat yang berasal dari 
hukum alam, memberikan kepastian analitis atau bahkan kepastian 
esensial akan hukum tersebut. Ketika esensi alam adalah atom, 
maka esensi manusia adalah hukum kodrat tersebut, yakni hukum 
yang meniscayakan adanya hak pengangkatan martabat manusia di 
atas segala otoritas di luar dirinya. Meskipun dalam perjalanannya, 
hak asasi manusia ini mengalami pengembangan makna: dari hak 
republikan dalam meruntuhkan legitimasi monarki, hak terbebas dari 
fasisme, hak minoritas kulit hitam, hak menafsirkan kitab suci dalam 
Reformasi Gereja, hingga hak merdeka dari kolonialisme. Namun, 
justru adanya perkembangan isi dari hak asasi tersebut membuktikan 
bahwa esensi bukan entitas yang baku, tetapi prinsip dasar yang 
bias menyesuaikan diri dalam perubahan konteks. Kemampuan 
untuk mengaliri konteks inilah yang membuktikan bahwa esensi 
atau “yang asasi” atau “yang mendasar” itu ada. Bukankah hukum 
positif (ius humanis) yang ada dalam undang-undang dan konstitusi 
negara merupakan formalisasi dari hak asasi dalam hukum kodrat 
(ius naturalis) ini? Adanya kritik dan amandemen atas hukum positif 
bisa terjadi karena adanya hukum kodrat sehingga ketika formalisasi 
hukum tak lagi sejalan dengan hak asasi, maka positivisme tersebut 
wajib dibongkar ulang. Adanya formalisasi hukum juga membuktikan, 
bahwa masyarakat modern memiliki kesadaran untuk menjaga hukum 
asasi tersebut. Satu kesadaran yang berangkat dari esensialisme 
tentunya. Syaiful Arif, ”Refilosofi Kebudayaan, Persepsi Sunyi tentang 
Realitas,” dalam Harian Merdeka, 24—25 April 2009. 
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perumusan sekaligus pembongkaran diskursif atas segenap situasi 
sosio-politik, baik yang mendukung maupun menghambat 
pengembangan potensi kreatif tersebut. Hal ini yang menjadi 
konsen kritikus Mazhab Frankfurt, dan akhirnya melahirkan 
dualitas realitas: permukaan yang manipulatif, dan esensi potensial 
yang terkebiri. Hal ini pula yang memperkuat tesis kebudayaan 
sebagai human social life karena ketika sistem pendidikan telah 
menghambat pelajar dari mengetahui potensi diri, maka sistem 
tersebut wajib untuk dibongkar dan dirumuskan kembali. Tugas 
ilmu sosial sebagai sebuah sains terletak di sini dan hal ini bisa 
terjadi, hanya ketika ia berangkat dari pijak filosofis akan sifat 
otonom dari moralitas dan karenanya otonomi kebudayaan. 

Postulat inilah yang semakin meneguhkan fakta, tiada 
terpisahnya filsafat kebudayaan dengan domain ilmu sosial 
budaya. Filsafat merupakan ruang prinsipiil yang menempatkan 
“keberpihakan nilai” atas standar kemanusiaan sementara 
ilmu sosial selayak strukturalisme, pascastrukturalisme, dan 
cultural studies merupakan alat analitis untuk membongkar dan 
merumuskan ulang, realitas kebudayaan yang menghambat 
cita nilai dari kebudayaan. Di sini penulis tidak bicara soal 
teknis, seperti kritik terhadap filsafat oleh pascastrukturalisme 
yang lebih mengedepankan pembongkaran situasi sosial dari 
pembentukan filsafat sehingga yang paling penting bukan apa 
yang digali oleh filsafat, melainkan kepentingan pengetahuan 
apa yang melatarinya. 

Hal yang ingin penulis tandaskan adalah meskipun secara 
diskursif, ia terbentuk oleh sistem tanda sehingga sang filsuf atau 
sistem filsafat itu sendiri tidak independen, baik dari struktur 
(babitus) pemikiran, maupun struktur kekuasaan, nilai yang 
diperjuangkan dalam filsafat itu sendiri tetap ada. Nilai ini bukan 
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hanya karena ia lahir dari Pencerahan Eropa yang rasionalis, 
elitis, modernis, dan akhirnya kapitalis. Berangkat dari bumi 
peradaban manapun, nilai tetap ada dan memiliki dirinya sendiri. 
Apa yang diperjuangkan oleh Renaisans adalah pengutamaan 
manusia yang tidak akan terjadi selama dogmatisme Gereja 
memberangus kebebasan pemikiran. Apa yang diperjuangkan 
humanisme adalah penahbisan religius atas posisi keberpihakan 
terhadap kemanusiaan melampaui pengutamaan terhadap 
doktrin keagamaan nan politis. Meskipun akhirnya terjadi 
pelencengan, baik karena kepentingan politik atau karena 
kesalahan pada pijak paradigmatik, segenap nilai yang diangkat 
dan diperjuangkan itu telah membuktikan bahwa manusia 
secara universal mendambakan kehidupan yang lebih baik, yang 
bersandar pada apa yang baik dan apa yang buruk menurut standar 
umum kemanusiaan. 

Otonomi subjek kemudian tetap terjaga dan tergerak karena 
manusia, meskipun dalam aturan struktur (heteronomi), ia tetap 
bisa melakukan pilihan berdasarkan kesadaran rasional. Inilah yang 
membuat Gramsci mendaulat semua orang sebagai filsuf karena 
dalam segenap renung-pemikiran, setiap manusia yang berpikir 
tentu memiliki landas pemahanan tentang kebaikan (g0odness) 
yang ada sejak ia terlahir. Meminjam Hegel, kesadaran manusia 
(ruh subjektif) memang memiliki perbedaan pandangan tentang 
kebaikan-keburukan, yang sering terbentuk oleh partikularitas 
nilai kelompok (ruh objektif) yang berbeda. Perbenturan nilai 
antar-kelompok kemudian terjadi, tetapi bukan karena nilai 
itu sendiri, melainkan karena perbedaan cara pandang dalam 
melihat nilai, yang kemudian tertumpangi oleh kepentingan 
politik. Di sebalik ruh subjektif dan ruh objektif, terdapat ruh 
absolut atau ruh universal (Geist) yang sejak terciptanya alam telah 
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merumuskan prinsip-prinsip dasar kehidupan, di mana semua 
manusia bisa mengetahui hal ini baik dan hal itu buruk. 

Inilah yang dijaga oleh aras filosofis dari kebudayaan 
sehingga kita tidak terjebak dalam relativisme nilai gara-gara 
ilmu-ilmu sosial lebih berhasrat untuk melakukan pembongkaran 
struktural atas basis sosio-politik yang ikut membentuk nilai 
tersebut. Tanpa penjagaan atas filsafat kebudayaan, maka ia 
hanya akan menjadikan pembincangan kebudayaan sebagai satu 
hal yang bersifat metodologis an sich. Membincang kebudayaan 
bukan membincang metodologi, ia adalah pembincangan 
prinsipiil yang memiliki logika tersendiri untuk menggerakkan 
suatu daya dari budi. Inilah yang membedakan domain ontologiss 
kebudayaan berada dalam ruang spiritual, cultural studies, dan 
segenap ilmu sosial budaya posmodernis, berada pada ranah 
kekuasaan. Yang satu berangkat dari sikap moral, yang terakhir 
mengacu pada kritisisme politik." 


120. Pemilahan antara “yang budaya” dan “yang politik” ini bisa terjadi 
ketika politik tidak dilihat dari aras filosofis. Jika hal itu dilakukan, 
maka politik searah dengan kebudayaan. Ini terjadi misalnya pada 
pendefinisian Aristoteles atas manusia yang tertahbis sebagai makhluk 
politik (z0on politicon). Manusia memanusiakan dirinya justru melalui 
politik. Apa itu politik? Politik adalah pewujudan kebaikan bersama 
dalam suatu tindakan yang bersifat sosial. Dari sinilah muncul terma 
res publica (kepentingan bersama) atau politik yang terbedakan dengan 
res privata (kepentingan privat) atau ekonomi. Politik akhirnya 
mensyaratkan kebebasan terlebih kebebasan dari (freedom from) ruang 
privat agar mampu menggerakkan kebebasan untuk (freedom for) 
ruang publik. Jadi di sini, kebebasan bersifat inheren dalam politik. 
Bukan selayak logika demokrasi era otoritarian yang menempatkan 
politik sebagai musuh kebebasany jika ingin bebas, runtuhkanlah 
politik. Kebebasan ini adalah bentuk kebebasan negatif. Satu hal yang 
berbeda dengan kebebasan positif, yang tentunya lebih mengedepankan 
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Di sini, kekuatan kebudayaan atau daya dari budi tidak 
melulu tergerak dalam perubahan politik yang bersifat struktural 
selayak marxisme atau pembongkaran atas governmentality dari 
kuasa negara. Kebudayaan tidak memiliki teleologi struktural 
karena kerja dari nilai terlebih merupakan kerja pada aras spiritual. 
Kritik struktural akan terjadi karena ia merupakan konsekuensi 
logis dari pembongkaran serta pengembalian kepada nilai asasi. 
Inilah yang dilakukan Ghandi melalui Satyagraha itu, di mana 
dengan perlawanan anti-kekerasan, berbagai ajaran moral seperti 
cinta kasih, kesabaran, dan kejujuran, bisa menjadi senjata esensial 
untuk melawan struktur politik nan menindas. Tanpa adanya 
kesadaran filosofis akan kekuatan jiwa yang terpatri melalui 
praktik laku asketisme Hindu, Ghandi dan umatnya tentu tak 
bisa membuktikan bahwa melalui penderitaan (peniadaan diri), 


pada tindakan untuk aktif dalam suatu res publica. Wacana politik 
semacam ini ada dalam tradisi republikanisme klasik (civic humanism) 
yang lebih berhasrat untuk mengangkat kembali politik pada level 
ontologis. Bukan politik sebagai (sekadar) mekanisme rasional dalam 
ruang publik itu sendiri seperti tergerak dalam diskursus demokrasi 
yang “laku” dalam pasar politik kontemporer. Dalam tataran ini, 
demokrasi hanyalah “penanda kosong” (empthy signifer), sebuah 
ruang bebas nilai yang bisa diperebutkan dan diperalat sesuai dengan 
kepentingan sang pemenang. Tradisi republikan mengkritik hal ini 
dan mengembalikan wacana politik pada aras filosofis sehingga politik 
tak sebatas mekanisme legal-prosedural, tetapi suatu Ada (being) 
yang harus diperjuangkan di dalam ruang mekanistik tersebut. Di 
ranah inilah, politik searah dengan kebudayaan, di mana kebudayaan 
menyediakan pijakan dan cakupan totalitas kemanusiaan, yang 
dirumuskan dalam tindakan sosial dan kebijakan bersama oleh politik. 
Untuk tradisi republikanisme, lihat Robertus Robert, Republikanisme 
dan Keindonesiaan, Sebuah Pengantar, (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), 
hlm. 14—103. 
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manusia bisa menggerakkan kebenaran tanpa harus menggunakan 
kekerasan politik. 

Hal sama terjadi pada risalah Islam yang melalui tauhid, 
mampu melakukan pembongkaran atas hierarki sosial. 
Ketakutan kafir @uraisy tidak semata pada ajaran agama, 
tetapi ketika tauhid tersebut kemudian berdampak pada 
pembongkaran sistem ketuhanan yang selama zaman jahiliah 
telah membentuk struktur sosial nan timpang. Muhammad 
Saw. tiadalah (hanya) berkehendak untuk membongkar struktur 
sosial tersebut. Pembongkaran itu merupakan konsekuensi 
logis atas pembongkaran basis keagamaan (berhala) yang 
menjadi penghalang bagi tegaknya tauhid. Jadi, tujuan utama 
gerakan risalah Islam adalah spiritualitas (tauhid) sementara 
pembongkaran struktur politik nan menindas menjadi dampak 
logis dari spiritualitas tersebut. 

Kesadaran filosofi kebudayaan juga akan membentangkan 
tatanan keseluruhan hidup yang menahbiskan kesadaran manusia 
sebagai mikro dari makro-kosmos. Seperti yang termaktub dalam 
filsafat 7z0o, ketika manusia telah mampu memahami hukum 
kehidupan, maka yang harus dilakukan (hanyalah) hidup dalam 
gerak hukum tersebut. Ini yang dimaksud oleh wu wei, sikap 
non-aksi atau tidak bertindak menyalahi hukum alam sehingga 
gerak kehidupan tidak mengalami perusakan. Segenap patologi 
peradaban, sejak dominasi kapitalisme, ketidakmampuan 
parlemen sebagai media demokrasi, atau politisasi terhadap 
tradisi, bisa terjadi karena segenap gerak tersebut telah 
menyimpang dari aras filosofis, tempat semua pemikiran, sistem 
sosial, dan kebudayaan berangkat. Tanpa adanya pemahaman 
dan “pemegangan kuat” atas aras filosofis dari kebudayaan, maka 
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segenap sistem kemasyarakatan kita akan dan telah tercerabut dari 
kebutuhan mendasar yang menjadi cita-cita kemanusiaan.'” 

Pada satu titik, hal ini sebenarnya sudah terjadi pada apa 
yang Capra sebut sebagai titik balik peradaban. Dalam proses ini, 
peradaban kita sedang mengalami titik balik, dari arah kehidupan 
yang, menuju pada gerak penyempurnaan yin-yang. Seperti 
kita tahu, peradaban yang adalah cara hidup yang melihat alam 
dari perspektif Pencerahan. Ia mengamini konsepi mekanistik 
Newtonian yang menempatkan alam sebagai mesin, yang mana 
eksistensinya tertemu dalam balok-balok dasar material yang 
menyusun jaringan struktur mesin besar kosmik. Melihat alam 
sama dengan melihat mesin, terkhusus arloji. Sebagai sebuah 
mesin, alam tersusun dari partikel-partikel material yang memiliki 
hukumnya sendiri, terpisah dari interaksi dengan lingkungan, 
dan tentu bebas dari kuasa Tuhan. Hal sama terjadi pada manusia 
yang oleh Descartes tertahbis sebagai “hewan mesin” dengan 
komponen utama terletak pada akal. Kebenaran adalah apa yang 
tidak lagi diragukan akal. Cara pandang sarwa mesin melalui 
logika rasionalisme-material ini kemudian tergelut dalam hasrat 
menguasai Baconian yang melihat alam selayak perempuan 
cantik, tapi binal sehingga ia harus ditaklukkan dan dieksploitasi. 
Revolusi Industri lahir sebagai buah tercerlang dari peradaban 
mekanik dan kapitalisme menjelmakan kedigdayaan manusia 
atas alam, dengan hasrat ekonomis tak berbatas, melampaui 
keseimbangan alam, melampaui kemanusiaan. 

Paradigma inilah yang terkritik oleh perspektif yin. Sebuah 
kritik yang mengacu pada penahbisan manusia bukan sebagai 


121. Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key 
Philosophical Concepts, (Tokyo: Iwanami Shoten, Publishres, 1983), 
hlm. 375—393. 
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mesin, melainkan sebagai organisme yang berada dalam jaringan 
korelatif dengan organisme lain dalam kesatuan kosmik. Sebagai 
organisme, manusia dan alam tidak dilihat dalam kapasitasnya 
sebagai komponen terpisah. Selayak tubuh, ia lebih merupakan 
jaringan struktur yang menghubungkan satu organisme dengan 
organisme lain sehingga membentuk suatu sistem tertata. Di sini, 
penglihatan atas keseluruhan holistik lebih ditekankan daripada 
analisis atas elemen partikular yang terpisah. Berbeda dengan 
mesin yang menempatkan struktur sebagai entitas baku, maka 
organisme memosisikan struktur sebagai bentuk yang melindungi 
proses dinamis yang terjadi dalam struktur tersebut. Hal sama 
juga terjadi pada terpisahnya elemen mesin dengan lingkungan, 
selayak arloji yang hidup-matinya tergantung pada komponen 
mekanik internal, bukan pada lingkungan. Hal beda dengan 
organisme yang memiliki sistem terbuka serta bersifat interaktif 
dengan energi lingkungan. Inilah yang akhirnya menempatkan 
manusia sebagai bagian organik dari kesemestaan, di mana 
kerusakan dalam diri manusia, bisa menyebabkan keretakan di 
bumi kosmik. Satu hal yang menjadi ciri utama yin, yakni eco- 
action sehingga segenap perilaku manusia pastilah berdampak 
terhadap ekosistem di sekelilingnya. '?? 

Pada titik inilah, apa yang disebut sebagai aras filosofis dari 
kebudayaan menemu ruang. Yakni, pada suatu ruang, di mana 
kebudayaan berada dan tergerak dalam aras filsafat. Ya, seperti 
kita tahu, filsafat (philosophy) berakar pada kata philos dan shopis, 
yang bermakna cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta pada 
kebenaran, maka ia akan menemukan kebijaksanaan (wisdom). 


122. Syaiful Arif, "Titik Balik Kebudayaan,” dalam Seputar-Indonesia, 4 
Januari 2009. 
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Dari arah inilah, kebijaksanaan tertahbis sebagai 4 practical 
knowledge based on reflection and judgment concerned with the 
art of living (pengetahuan praktis yang didasari oleh refleksi dan 
penilaian, disertai dengan kepedulian terhadap seni kehidupan). 
Ini yang membuat pencarian kebijaksanaan mesti meniscayakan 
dua hal, pengetahuan tentang kebaikan tertinggi (knowledge of the 
highest good) serta tindakan untuk mencapai kebaikan tertinggi 
(action for the highest good). Pencarian atas kebaikan tertinggi, 
disertai dengan tindakan untuk mencapainya, telah membedakan 
filsafat dengan sains. Hal ini niscaya sebab pencarian filosofis 
menekankan pada hakikat sesuatu, mengalahkan kepentingan 
fungsional dari sesuatu tersebut. Gerak filosofis tidak berkehendak 
untuk memanfaatkan nilai demi legitimasi pembangunan, selayak 
fungsionalisme struktural, tetapi penggalian dan penegakan nilai 
tersebut di atas kebaikan dirinya sendiri. 

Pola pemikiran ini dengan tepat kita temukan pada apa 
yang sering disebut sebagai filsafat Timur, selayak Hinduisme, 
Buddhisme, Confusianisme, Tao, dan bahkan mistik Nusantara. 
Tradisi Timur merupakan kesatuan antara filsafat dan spiritualitas 
karena ia telah melakukan penggalian kebaikan tertinggi, yang 
tidak melulu melalui rasionalisme, tetapi juga laku spiritual. 
Kesatuan antara keduanya, akhirnya melahirkan pola pemikiran 
yang menyatukan antara gerak kebaikan diri, yang hanya bisa 
terjadi ketika manusia selaras dengan alam dan Tuhan. 

Ini terjadi misalnya pada Hinduisme. Secara asali, kebaikan 
tertinggi menurut Hindu adalah selaras dengan alam dan 
menemukan Yang Tak Terbatas. Inilah yang disebut sebagai 
moksha, di mana manusia telah terbebas dari ikatan duniawi. Bagi 
Hindu, keselarasan antara manusia-alam-Tuhan, merupa niscaya 


karena sifat alam berada dalam sifat manusia. Alam memiliki 
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udara, manusia memiliki napas. Alam memiliki bumi, manusia 
punya tubuh untuk tumbuh. Kesatuan sifat ini yang membuat 
Hindu menemukan kesamaan esensial dari inti manusia dan alam. 
Jika inti manusia adalah ruh (Atman), maka inti alam adalah 
Brahman, satu kekuatan spiritual Yang Absolut. Dari sini yang 
harus dilakukan manusia adalah menemukan Arman, melalui 
pengelupasan lapisan penghalang manusiawinya: tubuh, napas, 
budi, dan gnosis. Empat lapisan inilah yang menutupi Arman 
sehingga ketika manusia mampu mengelupas lapisan tersebut, 
ia akan menemukan inti diri-Nya. Dari penemuan atas Arman 
inilah, manusia akan menemukan inti alam (Brahman) yang 
akhirnya akan mempertemukan manusia dengan Tuhan. 

Gerak monisme (asas Satu Ada) ini kemudian terejawantah 
dalam terma dosa atau kejahatan, yang oleh Hindu dirujukkan 
pada keterjebakan manusia atas “yang maya”. Ini terjadi karena 
kekeliruan indrawi (avidya) yang membuat manusia melihat 
keragaman ciptaan dan akhirnya melahirkan ahangkara, prinsip 
keakuan. Jadi, di sini terlihat bahwa terma kejahatan dalam 
Hinduisme terletak pada keterjebakan manusia atas keragaman 
yang saling-memisah antara “satu aku” dengan “aku yang lain” 
sehingga membentuk egoisme. Keterjebakan atas keragaman ini 
dilahirkan oleh kekeliruan indrawi, akibat tidak mampunya indra 
menemukan kesatuan wujud, antara manusia, alam, dan Tuhan. 
Ahangkara inilah yang akhirnya menciptakan karma, di mana 
manusia tergulat dalam hukum sebab-akibat duniawi. 

Di sini karma merujuk pada keterbelengguan manusia atas 
tindakannya, jika bertindak buruk, akan menuai hasil buruk. 
Karma ini yang akhirnya melahirkan prinsip reinkarnasi karena 
selama manusia tak bisa terbebas dari lingkarannya, ia akan 
selalu lahir dan lahir kembali untuk mempertanggungjawabkan 
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tindakannya (samsara). Lingkaran karma ini akan hilang hanya 
ketika manusia mampu membebaskan diri dari ikatan duniawi 
(moksha). Satu hal yang akan melahirkan pencerahan, di mana tak 
ada lagi abdi dan Tuhan karena yang ada hanya Brahman. Inilah 
yang menahbiskan Succidananda, sat (Ada yang sesungguhnya), 
yang baka (chit), dan kebahagiaan sempurna (ananda). Sebuah 
kesadaran mengenai Tuhan sebagai Tuhan dalam Tuhan yang 
menjadi puncak spiritualitas Hindu, di mana tak ada lagi batas 
pembeda antara manusia, alam, dan Tuhan. 

Hal sama terjadi pada Buddhisme. Filsafat Buddha 
memberangkatkan keprihatinannya pada penderitaan. Bagi 
Buddha, semua yang melekat di dunia ini adalah penderitaan, 
sakit, tua, mati, perpisahan, tidak mencapai apa yang diinginkan, 
dan terutama tak mampu mengalami pencerahan. Inilah yang 
disebut dukha, di mana manusia mengalami penderitaan karena 
ia terjebak dalam dislokasi, manusia sebenarnya bisa tercerahkan, 
tetapi karena terjebak dalam duniawi, maka ia tak tercerahkan. 
Ini terjadi karena manusia masih memiliki tanha, yakni suatu 
keinginan demi pemenuhan diri, terikat pada diri sendiri, dan 
terpisah dari yang lain. Keinginan model inilah yang akhirnya 
melahirkan penderitaan karena ia berkutat pada egoisme, minus 
kesadaran akan kesatuan dengan yang liyan. Jika sudah seperti 
ini, maka manusia harus menghilangkan keinginan, bila ia tak 
mau mengalami penderitaan. 

Arah ini bisa tergerak, hanya ketika manusia menyadari 
akan tiga hal. Pertama, bahwa segala sesuatu bersifat fana, semu, 
dan berubah. Panta rei, segala sesuatu mengalir, meminjam 
istilah Heraclitus. Segala sesuatu berubah, tetapi manusia 
menginginkannya bersifat tetap. Inilah yang melahirkan 
penderitaan. Kedua, segala sesuatu mengandung penderitaan. 
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Hal ini terjadi karena keterjebakan indrawi pada benda-benda. 
Semua hal yang tertangkap oleh indra, pasti memiliki potensi 
penderitaan. Ketiga, segala sesuatu tak memiliki ego. Buddhisme 
meyakini bahwa bahkan jiwa pun, manusia tak berhak 
memilikinya. Jiwa yang merupakan satu-satunya esensi yang tak 
bisa rusak, ternyata bukan miliki manusia. Ia hanya pinjaman 
dari kesemestaan, dari Realitas Yang Satu. Jika jiwa pun manusia 
tak memilikinya, lalu bagaimana manusia memiliki ego yang 
akhirnya melahirkan keinginan? 

Dari keadaan seperti inilah, manusia harus mampu 
menjemput cerah spiritualnya. Satu hal yang hanya bisa terjadi, 
ketika ia mampu meluruskan kembali pengertiannya tentang 
realitas sejati karena keinginan yang menyebabkan penderitaan, 
tergerak oleh kesalahan indra dalam melihat “yang maya”. 
Selayak Hindu, Buddha juga menahbiskan sumber penderitaan 
pada kekeliruan indrawi sehingga manusia terjebak dalam ilusi. 
Kenyataan hidup yang terpahami adalah kenyataan ilutif, bukan 
hakiki. Pada titik inilah buddhisme kemudian menawarkan solusi 
bagi karma yang oleh Hindu, bisa ditiadakan, hanya melalui 
reinkarnasi. Buddha konsen dengan hal ini, yakni bagaimana 
manusia bisa terbebas dari karma tanpa melalui proses samsara? 

Secara esensial buddhisme kemudian menawarkan dua 
langkah. Pertama, jika karma terkait dengan hukum sebab- 
akibat yang bersifat jasmaniah, maka untuk terbebas darinya, 
manusia harus melampaui segala “yang fisik”, untuk bersatu 
dengan “yang spiritual”. Segenap pertimbangan manusiawi yang 
menempatkan manusia sebatas “hewan nafsu” mesti ditinggalkan 
guna meleburkan diri dengan Yang Maha Pengasih. Pelompatan 
transendental inilah yang akhirnya akan membuat manusia 
terbebas dari motivasi, kepentingan, kegelisahan, kepedihan, 
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kesenangan, dan penderitaan karma. Kedua, kesadaran akan 
kesatuan manusia dengan alam." Melalui penyadaran tiada beda 
antara manusia dengan alam, manusia dengan semut, manusia 
dengan rumput, maka kerusakan bumi tak akan terjadi. Segenap 
makhluk yang ada di bawah rembulan ini akan hidup saling 
menghormati, melalui penonjolan eco-action dan menundukkan 
ego-action. Tradisi inilah yang melahirkan vegetarianisme dalam 
Buddha, karena binatang pun memiliki hak untuk hidup.“ 

Hal senada terjadi pada filsafat Jawa yang pada satu 
titik, menahbiskan keseimbangan kosmik dalam sosok Semar. 
Alkisah, Sang Hyang Taya (Yang Maha Kosong) memerintahkan 
Batara Guru dan Semar untuk menelan bumi. Semar yang 
berhasil, tetapi sang bumi tersebut tidak bisa dikeluarkan 
lagi dari perut sehingga Semar akhirnya mengandung bumi: 
penjaga kesemestaan. Senada dengan Semar, ialah Gunungan, 
yakni sebuah gunung pusat kosmos (Meru) yang merupakan 
penggambaran atas semesta itu sendiri. Dalam perjalanannya, 
setiap kali semesta mengalami bencana (gara-gara), maka Semar 
selalu hadir untuk mengembalikan keseimbangan alam sehingga 
kehidupan berjalan dengan baik. Gara-gara ini bisa terjadi ketika 
manusia dan segenap unsur alam bertindak menyimpang dari 
posisi kosmiknya sehingga untuk mengembalikan keseimbangan 
alam, Semar (hanya) mengembalikan setiap makhluk sesuai 
dengan tempat dan fungsinya dalam kosmos. 

Satu gerak yang juga terjadi pada etika Confusianisme yang 
mengembalikan nama kepada maknanya. Menurut Confusius, 
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nama memiliki makna alamiah yang terkait langsung dengan 
hukum alam-kehidupan. Jika nama-nama telah disimpangkan 
dari maknanya, maka hukum alam pun rusak dari tata 
kosmiknya. Ini terjadi semisal pada makna pemimpin yang 
seharusnya memimpin, bukan menguasai. Jika pemimpin 
lebih berhasrat untuk menguasai, maka ia bukan pemimpin, 
melainkan penguasa. Pengembalian makna pemimpin kepada 
kepemimpinan menjadi satu gerak pengembalian praktik 
pemimpin kepada hakikat kepemimpinan, yang tentunya akan 
menentukan baik-buruknya kehidupan di masyarakat. Inilah 
sekali lagi urgensi esensi dalam suatu nama, bahasa, konsep, nilai, 
dan budaya, yang tidak boleh hilang, meski secara diskursif ia 
dibentuk oleh sistem tanda strukturalis. 

Dari sini, gerak keseimbangan kosmik Jawa kemudian 
terpraksis dalam prinsip etika yang mengacu pada tiga terma, 
sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan mamayu hayuning bawono. 
Terma sepi ing pamrih merujuk pada sikap tidak dikendalikan 
oleh hasrat keuntungan pribadi. Ia termaksud untuk mengontrol 
nafsu sebab nafsu mencegah ketenangan (tata tentrem). Dari 
sudut pandang kejawen, diri, raga, dan ambisi pribadi harus 
diatasi. Jika hal ini berhasil, yang akan muncul adalah sifat 
kasih kepada umat manusia. Hanya saja, sifat kasih ini merupa 
konsekuensi bukan tujuan dari sepi ing pamrih. Artinya, saat 
manusia berjuang memperbaiki diri, maka secara bersamaan, ia 
juga menyempurnakan kondisi duniawi. Sementara itu, tujuan 
Jawanisme sendiri ialah membangun hubungan harmonis dengan 
Tuhan, tanpa memandang konsekuensi duniawi. Oleh sebab itu, 
layak dipertanyakan, ketika terma rame ing gawe diterjemahkan 
sebagai “aktif melakukan perbuatan baik untuk kemaslahatan 
semua orang”. Memang, kata rame bisa diartikan sebagai aktif 


302 


atau semangat, tetapi gawe menunjuk kata kerja, yang dalam 
kejawen lebih dimaknai sebagai persinggahan dalam kehidupan. 

Dengan demikian, terma itu berarti “menjadi abdi yang 
baik”, dengan setia dan aktif melakukan tugas dalam hierarki 
kosmik. Inilah pelaksanaan tugas kewajiban seseorang di tempat 
yang sudah ditakdirkan oleh Langit. Itulah sebabnya, terma rame 
ing gawe kemudian termaknai sebagai “pelaksanaan dengan tekun, 
kewajiban seseorang di tempat yang telah ditakdirkan dengan 
tidak menekankan pada inisiatif personal, tetapi mementingkan 
ketulusan menerima tempat dalam tatanan kehidupan”. Dari 
sinilah urgensi terma mamayu hayuning bawono yang diartikan 
sebagai “menghias dunia”. Makna ini terlihat lebih pas daripada 
artian, “aktif memperjuangkan kesejahteraan dunia pada 
umumnya”. Memakai pengertian ini sama saja dengan tunduk 
pada pemikiran tentang pembangunanisme dan modernisasi 
yang cenderung melenyapkan sisi kebatinan. Di sini peran 
memperbaiki dunia hanyalah konsekuensi sosial dari pergulatan 
individual, di mana mistisisme lebih merujukkan diri kepada 
penyatuan dengan Tuhan dan “Hidup”? 

Pada titik ini, gerak pemikiran Timur telah menciptakan 
pembeda dari gerak peradaban Barat, setidaknya dalam dua 
hal. Pertama, pandangan tentang realitas. Bagi filsafat Timur, 
realitas bukanlah realitas indrawi yang oleh empirisisme Barat 
tertahbis sebagai satu-satunya realitas. Satu realitas yang oleh 
Buddha dan Hindu diposisikan sebagai realitas ilusif (naya) 
yang menghalangi manusia dari pengetahuan benar akan realitas 
sejati. Bagi buddhisme, realitas empirik-material bahkan satu hal 
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yang mencipta penderitaan karena realitas semacam itu telah 
menggumpalkan keinginan egoistik (tanha). Hal sama bagi 
Hindu, yang menyatakan bahwa realitas indrawi telah membuat 
manusia melihat keragaman (“vidya) sehingga manusia tak mampu 
menemukan kesatuan wujud dari alam-manusia-Tuhan. Di sini, 
pandangan ilusif akan realitas indrawi tidak hendak menyatakan 
bahwa realitas tersebut tidak bernilai (valueless). Ia hanya hendak 
menyatakan bahwa realitas indrawi ilusif karena ia merupakan 
refleksi simbolik atas sesuatu yang sebenar-nyata (being a symbolic 
reflection of something truly real), selayak maktub Ibn “Arabi."$ 
Artinya, segenap peristiwa, materi, tindakan, keinginan, struktur 
sosial, atau lembaga politik, sebenarnya merupakan simbol yang 
harus direfleksikan manusia agar ia mampu mereguk kebenaran 
sejati yang ada di balik simbol tersebut. Tentu sikap ini tidak 
akan melahirkan apatisme atau eskapisme, lari dari realitas. Ia 
bahkan akan membuat manusia masuk ke dalam realitas, tetapi 
dengan kesadaran penggalian terhadap hakikat yang ada di balik 
realitas tersebut. 

Pandangan akan realitas model ini terkait dengan pokok 
kedua dari pemikiran Timur, yakni tujuan pencerahan. Memang, 
Barat setelah Renaisans pun mengacu pada Pencerahan, tetapi 
keduanya berbeda. Pencerahan Timur mengacu pada pencerahan 
spiritual, yang tentunya tak bisa hanya mengandalkan akal. 
Pencerahan spiritual merupakan kesatuan antara penggalian 
intuitif akan hukum kehidupan, yang akhirnya berdampak pada 
penggalian hukum ruhani dari manusia. Hindu menemukan hal 
ini dalam penemuannya atas kesamaan inti manusia (Arman) 
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dengan inti alam (Brahman) yang sama-sama merujuk pada ruh. 
Ketika Hinduisme mampu menggali dan merumuskan hukum 
alam, maka rumusan itu kemudian dipraktikkan sebagai laku 
Spiritual karena memang hukum yang tertemu mengacu pada 
hukum spiritual kesatuan antara alam dan Tuhan. 

Hal ini berbeda dengan Pencerahan Fropa yang sejak awal 
terpengaruh oleh dua hal. Pertama, trauma akan pemberangusan 
akal oleh politik Gereja. Kedua, aplikasi keberhasilan ilmu alam 
dalam menyingkap hukum alam yang akhirnya menginspirasikan 
penggunaan metode ilmu alam (sains) guna menyingkap hukum 
sosial-politik. Dua pengaruh ini tentu berdampak: satu sisi 
Pencerahan Barat hendak mengembalikan supremasi akal di atas 
otoritas Gereja, yang sayangnya direpresentasikan sebagai simbol 
Tuhan. Agama dan Tuhan akhirnya ditiadakan dalam proses 
perumusan hukum alam, satu hal yang sebenarnya salah kaprah 
sebab Gereja lebih merupakan lembaga politik keagamaan, bukan 
isi spiritual ketuhanan. Trauma akan kesewenangan “wakil Tuhan” 
di Gereja kemudian melahirkan corak rasionalisme empirik yang 
hanya melihat “yang material”, sebagai satu-satunya realitas, 
meniadakan “yang spiritual”, yang secara salah dinisbatkan kepada 
lembaga Gereja.'” Dari sini Pencerahan Barat kemudian merupa 
gelombang rasionalisme deterministik, karena semuanya bersifat 
material, maka ketika manusia mampu menemukan hukum 
sebab-akibat dari materi tersebut, manusia mampu mencipta 
ulang proses penciptaan alam. Tuhan diganti oleh akal, di mana 
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manusia menjadi pusat kehidupan dengan satu tujuan, yakni 
reproduksi alam demi kesejahteraan sosio-ekonomi-politik.'” 

Ini yang membuat terma Pencerahan (renaissance) dalam 
peradaban Barat mengacu pada spirit kemajuan (the idea of 
progress) yang menjadi gerak utama dari modernisasi. Satu hal 
beda dengan pencerahan Timur yang mengacu pada pencerahan 
spiritual yang lebih merujuk pada pemijakan hidup berdasar 
tradisi. Dalam perkembangannya, modernisasi akhirnya memiliki 
sifat internal, yakni meniadakan tradisi dan sempurnalah benturan 
antara Barat-Timur sebagai dua corak kehidupan yang beda arah. 
Satu hal yang pada level keagamaan (Islam) telah melahirkan 
benturan antar-peradaban (clash of civilization) melalui isu 
teorisme atas nama Islam. Satu gerak yang berbeda dengan tradisi 
Timur Buddha-Hindu dan terkhusus Tao, yang bahkan dijadikan 
sebagai alternatif paradigmatik oleh ilmuwan Barat demi mengisi 
kekosongan spiritual dari saintisme Barat, selayak kerja Fritjof 
Capra. Dua gerak yang berbeda ini merupa niscaya karena Islam 
sebagai “agama hukum” sering disalahpahami oleh umatnya dan 
akhirnya menjebak umat Muslim dalam formalisme agama, minus 
kesadaran spiritual. Inilah yang melahirkan ideologisasi Islam 
(politik) sehingga kapitalisme misalnya dilawan dengan ekonomi 
syariah, demokrasi dilawan oleh utopia khilafah, dan sebagainya. 
Satu hal yang sebenarnya tidak harus terjadi ketika umat Muslim 
(politik) tersebut mampu menggali kekayaan spiritual dari Islam, 
yang sudah sejak lama membuat Barat terpesona. 
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BAB VIII AG 


Konteks Problematik 
di Indonesia 


ari segenap gelaran di atas, sampailah kita pada konteks 
De yang ternyata bersifat problematis. 

Artinya, apa yang penulis maksud sebagai refilosofi 
kebudayaan, di negeri ini telah lama menemu hambat. Hal 
ini terjadi karena kebudayaan lebih dimaknai sebagai produk 
sehingga ia hanya dilihat sebagai warisan artefak atau barang seni. 
Jika pun termaknai sebagai konsep, maka kebudayaan bahkan 
terposisi sebagai konsepsi pembenar bagi legitimasi kekuasaan. 
Inilah yang bermasalah, yang terjadi akibat penyatuan antara 
kebudayaan dan negara. 

Seperti termaktub di gelaran sebelumnya, konsep kebudayaan 
yang telah teraplikasi di Indonesia lebih kepada konsepsi 
antropologis daripada filosofis. Artinya, praktik kebudayaan 
kita tidak diarahkan kepada cita kemanusiaan, tetapi bagaimana 
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merekayasa nilai demi suatu kepentingan politik. Tentu tesis 
ini lahir dari cara pandang struktural, di mana proses budaya 
sering digerakkan dari aras kekuasaan, baik kuasa pengetahuan 
maupun negara. Di sinilah lekuk antropologis menjadi vital sebab 
rekayasa budaya meniscayakan bongkar-pasang nilai pada level 
perilaku masyarakat. Pada titik inilah kita bersentuhan dengan 
evolusionisme dan fungsionalisme yang merupa perspektif 
materialis dari kebudayaan. Pada level kultur, kita pun pernah 
merasakan berbagai usaha tipologisasi karakter budaya, baik 
melalui strukturalisme maupun interpretivisme, seperti yang 
dilakukan Niels Mulder dalam studi etika Jawa dan Clifford 
Geertz dalam pemilahan tiga agama Jawa. 

Dalam kamus kita, perspektif evolusi kemudian menjadi 
otoritas definitif, di mana kebudayaan dimaknai sebagai hasil 
cipta-rasa-karsa manusia. Disebabkan hasil, maka pembincangan 
kebudayaan adalah pembincangan seberapa canggih hasil 
budaya suatu masyarakat. Memang, cara pandang ini valid sebab 
bagaimana pun kebudayaan adalah proses interaksi antara manusia 
dengan kehidupan. Bahkan, perspektif filsafat pun menempatkan 
gerak pengolahan alam sebagai medium bagi pengolahan nilai. 
Dari sini, kebudayaan sebagai hasil cipta-rasa-karsa kemudian 
menjadi standar material, seberapa kreatif manusia mengolah 
alam demi pengolahan nilai kemanusiaan. 

Hanya saja, perspektif hasil kemudian meniadakan hakikat 
kebudayaan yang berada pada aras ontologis. Ini terjadi karena 
cara pandang hasil telah terjebak dalam bagaimana proses budaya 
berjalan sehingga meniadakan genggaman ideal, apa hakikat 
kebudayaan. Hal ini yang menyebabkan terjebaknya masyarakat 
kita pada proses praktis dari budaya, tanpa mempertanyakan 
apakah proses tersebut sesuai dengan hakikat kebudayaan. 
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Disebabkan paradigma proses inilah, maka fungsionalisme 
digunakan di negeri kita, di mana pembangunanisme Orde Baru, 
telah menahbiskan kebudayaan sebagai penjaga nilai laten (Jatensi) 
demi lancarnya percepatan ekonomi. Segenap cara pandang ini 
bermasalah dan akhirnya melahirkan defilosofi kebudayaan, 
yang terkonstruk dalam domain penyatuan antara negara dan 
kebudayaan. 

Sebelum merasuk dalam konteks problematis dari gerak 
refilosofi kebudayaan di negeri ini, perlu kiranya kita menelaah 
apa yang disebut sebagai problem kebudayaan. Hal ini urgen 
sebab problem kebudayaan berbeda dengan problem lain, semisal 
politik. Yang pertama mengacu pada pergelutan antara nilai 
dengan struktur sosial yang melingkupinya sementara yang kedua 
lebih bicara soal pergulatan kekuasaan pada level struktural. 

Seperti diketahui, problem kebudayaan mengacu pada 
persoalan yang tergelut dalam ruang kebudayaan itu sendiri. Hal 
ini berbeda dengan persoalan kebudayaan yang tergerak dalam 
domain studi kebudayaan. Dalam ruang kebudayaan, persoalan 
yang muncul adalah bagaimana kebudayaan itu bisa tetap 
lestari, terdaya, dan mampu berdansa-gengsi dengan persoalan 
masyarakat. Sementara pada domain studi budaya, persoalan 
lebih mengacu pada pergulatan cara pandang tentang kebudayaan 
yang semakin hari semakin tak tunggal. 

Inilah yang akhirnya melahirkan kegelisahan filosofis atas 
nasib kebudayaan. Sebuah gelisah yang berangkat dari pijak 
normatif atas kemampuan kebudayaan dalam menerapkan nilai 
asasinya. Di sini, kebudayaan terbeda dengan politik, aras sosial, 
bahkan praktik budaya itu sendiri. Kebudayaan kemudian patut 
dibedakan dengan “buday2”. Jika yang pertama merujuk pada 
hukum-hukum kehidupan (sunnatullah) pada aras makro, maka 
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yang kedua mengacu pada praksis hukum universal tersebut di 
setiap lekuk partikular masyarakat yang berbeda-beda. 

Dari persoalan inilah, maka studi kebudayaan kemudian 
tersebar di segenap lini, yang seharusnya memiliki inter- 
dependensi. Pada satu sisi, kebutuhan untuk mengembalikan 
praktik nilai masyarakat kepada pijak nilai hakiki, telah melahirkan 
pendekatan filosofis atas kebudayaan. Satu hal yang memiliki 
otonomi relatif, ketika dibandingkan dengan praktik antropologis 
di masyarakat. Praktik inilah yang oleh sosiologi kemudian 
tergelut dalam modernitas, ia menggeser letak nilai yang oleh 
antropologi klasik hanya tertera dalam simbol tradisional kepada 
manipulasi simbolik oleh teknologi pengetahuan. Cultural studies 
lahir di sini, di mana persoalan kebudayaan tidak lagi ada untuk 
dirinya sendiri, tetapi tergelut dalam kekuasaan. Kebudayaan 
tidak lagi memiliki otonomi, selayak pendekatan filosofis. Ia 
hanya representasi dari relasi kuasa yang tergerak di antara modal 
ekonomi, otoritas politik, serta kecanggihan teknologi citra 
dengan segenap aparat kebenarannya. 

Pada titik inilah problem kebudayaan tergulat dalam apa 
yang oleh Georg Simmel sebut sebagai “perimbangan antagonistik” 
antara kekuatan penciptaan (creative forces) dengan kebudayaan 
sebagai sistem (cultural system). Pergulatan ini mengacu pada 
posisi subjek manusia yang tertahbis sebagai pencipta (kreator) 
budaya, sedangkan kebudayaan terposisi sebagai sistem sosial. 
Kehidupan di sini kemudian termaknai sebagai potensi kreatif 
(creative potential) baik pada tingkat individu maupun pada 
tingkat kolektif, di mana hidup menjelma kekuatan penggerak 
bagi produktivitas kebudayaan. 

Di sini, “perimbangan antagonistik” mengacu pada 


hubungan antara kreativitas dan sistem budaya yang terlekat 
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dalam titik tegang: mutual-interdependensi nan antagonistik. 
Ia selayak dua sisi mata uang yang terpisah sekaligus tersatukan. 
Artinya, apa yang disebut kebudayaan produktif adalah siklus 
dialektis antara penciptaan kreatif pada level idealitas individual 
yang hanya bisa mewujud dalam “kedok lawannya”, yakni 
bentuk sistemik. Keduanya antagonistik karena sisi kreatif 
bersifat cair, prosesual, dan membongkar sementara bentuk 
merupakan perwujudan faktual yang bersifat menjadi, baku, 
stabil, institusional, dan tentunya cenderung anti-perubahan. 
Hanya saja meski antagonis, keduanya juga saling tergantung 
sebab daya kreatif membutuhkan perwujudan material sementara 
bentuk materi membutuhkan kritik pengubah agar dirinya tidak 
membatu sehingga produktivitas kehidupan tetap tergerak. Inilah 
dialektika kebudayaan itu yang tertahbis dalam proses death and 
rebirth: kematian dan kelahiran kembali. 

Pada langgam inilah malaise kebudayaan (a general 
kulturnot) terjadi. Yakni, pada sebuah kebangkrutan budaya 
yang disebabkan oleh keterputusan antara kreativitas budaya 
dengan sistem/institusi kebudayaan. Situasi ini tergerak, ketika 
kebudayaan telah mengalami reifikasi. Di sini, reifikasi mengacu 
pada kekeliruan menempatkan abstraksi-ideal sebagai materi 
yang berdaya sendiri dan secara ontologis mendahului prinsip 
dasar yang membentuknya.'? Secara bertahap, hal ini tergerak 


129. Menarik kiranya ketika persoalan ini dilihat dari perspektif Tao. Dalam 
filsafat China ini, gerak perimbangan antagonistik kebudayaan bisa 
tergerak dalam keseimbangan yin dan yang. Yin mengacu pada sikap 
integrasi, intuitif, dingin, penarikan diri, dan segenap kesadaran eco- 
action, tindakan yang berada dalam kesadaran eko-sistem sehingga 
kecenderungannya lebih kepada penjagaan atas keharmonisan utuh 
alam. Sementara yang mengacu pada ego-action, yakni tindakan 
berdasar ego, penonjolan diri, rasional, panas, dan semangat untuk 
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dalam beberapa proses. Pertama, muatan ideal dalam hidup, 
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memajukan hidup. Yang pertama merujuk pada spiritualitas dengan 
pengedepanan sikap sadar ekologi dan pengutamaan kepentingan 
umumj satu bentuk kehidupan organik. Yang kedua merujuk pada 
materialitas dengan penonjolan individualisme dan pemetaan 
alam-masyarakat secara mekanistik sehingga bisa dikuasai secara 
teknologis. Yin merupakan peradaban spiritual yang memberikan 
tempat terhormat bagi Tuhan, ruh manusia, dan etika, dengan 
pengutamaan terhadap terjaganya keutuhan sistemik kosmos. Yang 
merupakan peradaban rasional-modern yang menjadikan kemajuan 
tekno-ekonomi sebagai tolok ukur keadaban manusia. Menariknya, 
kebaikan bukan ada di salah satu model tersebut. Kebaikan bukanlah 
Spirit dan keburukan bukanlah materi atau sebaliknya. Yang disebut 
kebaikan oleh Tao adalah ketika yin-yang bergerak dalam hukum 
keseimbangan. Inilah yang akhirnya menggerakkan titik balik 
kebudayaan, di mana peradaban yin ketika sudah sampai puncak, ia 
akan mundur untuk memberikan jalan bagi naiknya yang. Ini terjadi 
sejak enam abad sebelum masehi dan Abad Pertengahan Eropa 
ketika tradisi spiritual Timur, Buddha, Konfusianisme, Zarathusta, 
dan sebagainya, serta kesatuan mistik antara Aristotelianisme dan 
teologi-etis Aguinas menjadi lambaran peradaban Gereja. Sejak abad 
ke-16 hingga ke-19, peradaban yin ini mundur untuk memberi jalan 
bagi rasionalitas Pencerahan, Revolusi Industri, dan demokrasi. Pada 
abad kini, ketika peradaban yang mulai menampak kemerosotan: 
sains melahirkan perang nuklir, rasionalisme melahirkan tubuh tanpa 
jiwa, konsumerisme menempatkan perawatan anjing lebih mahal 
daripada biaya kanak-kanak busung lapar. Berbagai kemerosotan yang 
inilah, yang kini mulai memberikan ruang bagi tergeraknya kembali 
kebudayaan yin, kesadaran ekologis akan global warming, kerinduan 
akan spiritualitas di tengah kerja kantor, dan lahirnya berbagai 
perspektif baru fisika dan biologi yang menempatkan spiritualitas dan 
pandangan keutuhan alam sebagai pembentuk ilmu baru kedokteran, 
teori alam, serta sistem politik berkebudayaan. Untuk penguraian ini 
lihat Fritjof Capra, The Turning Point, Titik Balik Peradaban, Sains, 
Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan, (Yogyakarta: Penerbit Jejak, 
2007), hlm. 3—372. 


seperti cita ilmiah, politik, moral, agama, dan estetis, dinyatakan 
dalam artefak atau benda budaya. Kedua, benda-benda ini 
menjadi entitas yang relatif independen, memuat dirinya 
sendiri, mengekalkan diri, dan berkembang menurut prinsip 
imanennya sendiri. Ketiga, sebagai hasilnya, hal ini menjadikan 
benda atau sistem budaya, semakin jauh dari daya kreatif yang 
semula mewujudkannya. Keempat, perkembangan bentuk ini 
melebihi (outstrips) kemampuan individu untuk menguasai dan 
mengontrolnya. 

Ketika reifikasi terjadi, maka mencengkeramlah berbagai 
institusi budaya yang abai, memberangus, sekaligus menutup 
kemungkinan kreatif manusia untuk mengubahnya. Inilah yang 
akhirnya melahirkan retreatism kebudayaan, di mana responsi 
atas cengkeraman sistem tersebut menjelma dalam gempuran 
ekstrem individualistik (unrelated idiosyncratic acts). Hal ini 
terjadi karena materialisasi budaya yang merupakan karakteristik 
utama modernitas, telah melahirkan patologinya sendiri, 
yakni munculnya individualisasi akibat ketidakpercayaan pada 
institusionalisme pada satu sisi, dan lahirnya subjek rasional 
modern di sisi lain. Manusia modern adalah subjek rasional yang 
otonom dari sekat institusional, dan karenanya tergerak untuk 
memperjuangkan kuasa individu di atas belenggu sistem. 

Proses ini yang disebut sebagai malaise kebudayaan itu, 
karena artefak budaya menjadi tak bernyawa, akibat ketiadaan 
suntikan kreatif dari individu ke dalam sistem, padahal gerak 
produktif kebudayaan mengacu pada “perimbangan antagonistik” 
antara “membatu dan mengubah”. Gerak devitalisasi bentuk 
budaya, di mana benda, institusi, dan sistem kebudayaan telah 
kehilangan prinsip serta daya kreatifnya ini, terbarengi oleh suatu 
individualisasi kebudayaan. Di sinilah kesulitan mengidentifikasi 
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pola sosial dari laku budaya individu, terjadi. Artinya, kebudayaan 
individu tidak terbentuk secara sosial, lantaran ekspresi yang 
sangat ekstrem dalam individualisme. Dari sini bisa dipastikan, 
peningkatan individualisme, tidak hanya merusak institusi 
kebudayaan sebagai suatu sistem produktif, tetapi juga merusak 
kebudayaan individu yang seharusnya terpahami sebagai 
fenomena makro (macrophenomenon). Inilah yang akhirnya 
menciptakan penghancuran diri (self destruction) baik atas sistem 
budaya maupun laku individu, berikut karakteristik kehidupan 
sosialnya. 

Dampak negatifnya segera terlihat, yakni dalam 
ketiadamampuan kebudayaan untuk mengerak tujuan utamanya: 
pengolahan atau pemekaran (cultivation). Artinya, kebudayaan 
sebenarnya berangkat dari arah dan cita pemekaran. Sebuah 
kondisi ketika budaya subjektif (subjective culture) terbentuk 
melalui internalisasi budaya objektif (objective culture). Inilah 
yang tersebut sebagai subjektivasi budaya objektif dan objektivasi 
budaya subjektif, di mana budaya objektif dianggap bernilai dan 
berguna bagi penyempurnaan diri manusia (human self-perfection). 
Budaya objektif kemudian menjadi alat dan stasiun perantara, 
tempat manusia yang belum terolah, memekarkan diri. 

Tepat pada titik inilah kebudayaan tertahbis sebagai 
jalan yang menuntun manusia dari kesatuan tertutup (closed 
unity), melewati dan menginternalisasi keserbaragaman nan 
membentang (unfolding multiplicity) guna menuju pada kesatuan 
terbuka (the unfolded unity). Tentu, selayak identitas manusia 
sebagai “hewan simbolik”, maka proses pemekaran kebudayaan 
ini mengacu pada gerak produktif, dari sekadar hidup adaptif 
menuju pada eksistensi “lebih dari sekadar hidup” (more than 
life). Fungsi pemekaran kesempurnaan manusia inilah, yang telah 
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terberangus oleh reifikasi kebudayaan karena di tengah begitu 
otonom dan kompleksnya sistem material kebudayaan, manusia 
menjadi asing serta tak mampu menyerapnya menjadi energi 
kemanusiaan yang produktif. Inilah yang akhirnya melahirkan 
tragedi kebudayaan" karena sebagai pencipta karya kebudayaan, 
manusia bahkan telah terkuasai oleh karya tersebut sehingga 
cita kemanusiaan yang menjadi prinsip dan arah kebudayaan, 
terhambat, dan terkebiri. 

Dari pergulatan konsepsional inilah, persoalan kebudayaan 
di Indonesia menemu ruang. Yakni, dalam pertautan antara 
kebudayaan sebagai cita ideal dengan penubuhannya dalam 
realitas, baik dalam negara, struktur sosial, maupun geliat 
kesenian. Ketiga hal ini merupakan bentuk material yang 
seringnya menempatkan prinsip dasar kebudayaan, bahkan 
pada titik krisisnya. Ini terjadi karena logika ideal dari daya 
kreatif budaya sering berbeda dengan berbagai hukum besi 
sosial, baik pada ranah politik, struktur masyarakat, maupun 
market. Di negeri kita, sejarah kebudayaan selalu tergelut dalam 
cengkeraman bentuk-bentuk ini, mendedahkan kontestasi yang 
sering menambat pada gerak involutif dari malaise kebudayaan. 

Ini terjadi sejak pertautan kebudayaan dengan negara. 
Bagi negara, kebudayaan tentu terpegang sebagai legitimasi 
agar program politik bersifat reasonable (dan karena itu tidak 
menimbulkan kontradiksi) serta acceptable, dan karenanya 
tidak perlu menimbulkan resistensi, apalagi oposisi. Ini tentu 
kontradiktif sebab perwujudan negara sebenarnya berasal 
dari kehendak filosofis yang berangkat dari aras kebudayaan, 


130. AB. Widyanta, Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi 
Kebudayaan Georg Simmel, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka, 2002), 
hlm. 122—151. 
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bagaimana mengatur kontrak sosial berdasar hak dasariah 
kemanusiaan. Sayangnya, ketika kehendak tersebut menjelmakan 
sistem politik bernama negara, maka kebudayaan bukan menjadi 
rem filosofis, melainkan sekadar pembenar kognitif dan normatif, 
tak jarang melalui perogohan romantisisme sejarah yang tentu 
merujuk pada hasrat kesatuan, hasrat menguasai. Inilah dilema 
itu karena kesadaran kebudayaan kita lebih mengikuti kesadaran 
negara-bangsa pasca-kolonialisme. Disebabkan yang lahir adalah 
cita negara kesatuan, maka terma kebudayaan pun digerakkan 
demi persatuan sarwa nasional. Hal ini terjadi karena pasca- 
kolonialisme yang tergerak hanya “pemindahan kekuasaan 
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, minus pemindahan 
kebudayaan yang tentu tak bisa sesingkat-singkatnya. Risiko 
terlihat dari seringnya kebudayaan termanfaat sebagai argumen 
politik sehingga untuk Indonesia, kebudayaan politik (political 
culture) ditandai oleh usaha pemerintah untuk menangani politik 
kebudayaan (cultural politics). 

Ini terjadi misalnya dengan agenda kebudayaan nasional 
dan kepribadian bangsa yang merupakan derivasi dari kebutuhan 
negara untuk mencipta integritas nasional: pada Orde Lama 
menjelma gempita nation building atau integrasi politik yang 
pada Orde Baru merujuk pada kebutuhan stabilitas politik. 
Dari sini politisasi tergerak, ketika kebijakan politik tidak 
mempermasalahkan, maka suatu kebijakan budaya akan berjalan 
lancar. Sebaliknya, jika ada yang tidak setuju dengan agenda 
pemerintah, maka negara sering menjadikan budaya sebagai 
penampik penolakan tersebut, misalnya dengan argumen tidak 
sesuai dengan jati diri bangsa. Inilah yang terjadi dan melahirkan 
otoritarianisme karena negara berdiri di atas legitimitas kebenaran 
kebudayaan. 
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Dalam aplikasi, hal ini menimbulkan masalah yang merujuk 
pada pergulatan antara kebudayaan nasional dengan dua kutub: 
daerah dan global. Yang pertama, bisa berbentuk integrasi karena 
UUD 45 mengamanatkan puncak kebudayaan daerah pada 
kebudayaan nasional. Satu hal yang problematis karena sering local 
genius harus terberangus oleh kebutuhan homogenisasi. Pluralitas 
budaya akhirnya diikat oleh logika politik yang memuncak pada 
kehendak menguasai (will to power) dari negara. Sementara itu, 
ketika berhadapan dengan globalitas, kebudayaan nasional sering 
bersifat defensif, baik melalui jargon jati diri bangsa, demokrasi 
Pancasila, ekonomi Pancasila, yang oleh Kleden terlihat bukan 
sebagai konsep, melainkan sebatas counter-concept. Jati diri bangsa 
adalah yang bukan Barat, demokrasi Pancasila adalah yang 
bukan liberal, ekonomi Pancasila adalah yang bukan komunis. 
Ketidakjelasan konseptual ini yang akhirnya menjerujikan 
kebudayaan dalam politisasi penguasa. 

Dalam kaitan ini menarik rumusan Ki Hadjar Dewantara 
yang memilah pergelutan di atas melalui “tri-kon”, konsentrisitas, 
kontinuitas, dan konvergensi. Konsentrisitas merujuk pada 
inti (sentrum) kebudayaan, di mana budaya bergerak dari dan 
kembali ke titik tersebut. Kontinuitas mengacu pada dimensi 
waktu, di mana kebudayaan bergerak dari lampau, kini, dan 
masa depan. Sementara konvergensi teruang dalam pergulatan 
kebudayaan, baik nasional-daerah, maupun nasional-universal, 
menuju kebudayaan semua manusia. Problem ini mengacu pada 
hubungan antara konsentrisitas dan konvergensi, kebudayaan 
nasional dan global. Tanya yang muncul adalah apakah kita 
hendak memperkuat kebudayaan nasional sehingga perlu 
melakukan seleksi dan internalisasi budaya global, atau sebaliknya: 
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hendak mengangkat kebudayaan nasional agar seirama dengan 
globalitas? 

Dari sini kita mafhum kenapa Surat Kepercayaan Gelanggang 
lahir. Deklarasi kaum seniman pada 23 Oktober 1950 itu hendak 
menandaskan kovergensi karena mereka menyebut diri sebagai 
“ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia”. Keindonesiaan 
terkata tidak ditentukan oleh ciri etnik atau warisan budaya 
masa lampau yang dilap-lap, tetapi oleh “kesatuan berbagai-bagai 
rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan 
dari segala sudut dunia dan yang dilontarkan kembali dalam 
bentuk suara sendiri.” Satu hal yang kemudian bergeser ke arah 
konsentrisitas, di mana Manifes Kebudayaan 1963 mendaulat 
“pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional, yang 
hendak mempertahankan dan mengembangkan martabat diri, 
sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa.” 

Hal sama terjadi pada konsentrisitas dan divergensi, di 
mana klaim kebudayaan nasional kemudian menggerus diversitas 
budaya lokal, bisa dalam “berangus baja” kesatuan politik Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan risiko represivitas militer 
versus separatisme, simbolisme non-filosofis Bhinneka Tunggal Ika, 
atau pencitraan semu pariwisata selayak miniatur kemajemukan 
budaya Taman Mini Indonesia Indah. Demikian juga pergulatan 
antara konsentrisitas dan kontinuitas. Yang pertama merujuk pada 
penekanan masa kini, mengalahkan lampau dan hari depan. Yang 
kedua mengacu pada keterbukaan masa kini untuk menerima 
kritik atas nama sejarah-tradisi, demi hari depan lebih baik. Hal 
ini terjadi dan memengaruhi kebijakan pembangunan, apakah 
ia menambat pada program jangka pendek berupa ekonomisme 
ataukah susah payah mewaspadai hak kemanusiaan dalam 
pembangunan yang sarwa kini-di sini. 
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Hal sama terjadi pada penubuhan kebudayaan dalam 
struktur sosial. Ta mendedahkan pergulatan antara pembaruan 
kognitif pada cita ideal, dengan kebutuhan rekonstruksi sistem 
sosial sehingga kelahiran kembali (rebirth) budaya baru, bisa 
selaras dengan pengondisian struktural pada aras sistem sosial. 
Inilah pergulatan yang terjadi ketika kuasa kreatif kebudayaan, 
hendak melakukan pembongkaran ulang bentuk material 
kebudayaan, yang sudah lama membaku (death) dalam struktur 
masyarakat. Pada titik inilah, kebudayaan tergelut dalam ilmu 
sosial, di mana ia, terutama dilihat sebagai kata benda. Artinya, 
kebudayaan dalam domain ini tertangkap, setelah ia menjadi 
produk. Hal ini terkait dengan gerak ilmu sosial yang bagaimana 
pun tetap sebagai ilmu. Ia menyelidiki apa yang sudah ada: 
suatu realitas, what is and what is not. Dengan demikian, ketika 
membahas kebudayaan, ilmu sosial akan menukik pada sikap 
sama: kebudayaan adalah realitas, sesuatu yang sudah tercipta, 
sudah dihasilkan, sudah terbentuk, dan terlembaga. Bahkan pun 
ketika yang diamati adalah proses, perubahan kebudayaan. Maka, 
yang tertelaah adalah perubahan de facto, bagaimana ia terjadi 
dan apa saja yang berubah. 

Di sini ilmu sosial (antropologi) sering memilah kebudayaan 
menjadi tiga bentuk, ide, tingkah laku, dan benda material. Ide 
terkait dengan posisinya sebagai kognisi atau sistem pengetahuan 
yang melahirkan sistem makna (system of meaning) serta sebagai 
norma yang melahirkan sistem nilai (value system). Sementara itu, 
tingkah laku merujuk pada perilaku behavioristik yang terbentuk 
oleh hasrat psikis maupun tindakan sosial yang terpatri oleh 
determinisme struktur. Hal sama terjadi pada benda budaya, 
baik merupa produk material dari suatu gagasan, maupun benda 
simbolik yang menjadi media komunikasi-interpretif dalam 
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interaksi sosial. Kesemua pemilahan ini kemudian tergerak 
di antara tegangan perubahan dan pertahanan. Kebudayaan 
memang membutuhkan tradisi untuk mempertahankan identitas, 
tetapi juga meniscaya perubahan demi perkembangan diri. 

Pada praktiknya, situasi ini kemudian tergelut dalam posisi 
subjek yang berperan ganda, menjadi pasien sekaligus agen 
kebudayaan. Hal ini terjadi sebab kebudayaan, selain ranah 
objektif untuk dihadapi, ternyata terjelma sebagai paradigma 
kebudayaan (cultural paradigm). Ta, yang hendak diubah ternyata 
merupakan cara berpikir dari subjek yang hendak mengubah. 
Inilah dilema itu, yang meniscayakan kesadaran akan krisis, jika 
subjek (pasien-agen) hendak melakukan kritik kebudayaan. Ketika 
pasien kebudayaan tidak merasakan krisis dalam kebudayaannya, 
maka ia akan anti terhadap pembaruan. Hanya karena kesadaran 
akan krisislah, seorang pasien akan bertransformasi menjadi 
agen kebudayaan, yang menjarak dan melakukan perbaikan atas 
kebudayaan. 

Di sisi lain, kondisi objektif juga mensyaratkan beberapa hal, 
yakni kesesuaian antara integrasi nilai dan orientasi pemikiran, 
dengan organisasi sosial serta landasan material kebudayaan. 
Artinya, suatu perubahan atau pembaruan kebudayaan akan 
berhasil, ketika integrasi nilai mampu menyadarkan diri akan 
terjadinya disintegrasi yang pada akhirnya melahirkan reintegrasi. 
Demikian juga pembaruan pemikiran akan mentransformasikan 
orientasi kepada hilangnya orientasi (disintegrasi) karena 
kebimbangan terhadap ide lama akibat hadirnya ide baru 
untuk mencapai reorientasi, di mana ide lama dan baru saling 
bersetubuh dalam seleksi dialektis. 

Proses tergeraknya reintegrasi dan reorientasi kepada 
reorganisasi sosial dan landasan materi inilah yang disebut 


320 


sebagai transisi kebudayaan. Jika reintegrasi dan reorientasi 
mampu mencipta reorganisasi sosial dan penyesuaian atas 
kondisi material kehidupan, maka transisi tersebut berhasil dan 
pembaruan kebudayaan lahir sebagai pencerahan. Namun, jika 
hal tersebut gagal, maka yang terjadi adalah involusi, yang mana 
terjadi perumitan pada struktur dalam tanpa pembaruan kualitatif 
pada keseluruhan bentuk. Involusi adalah gerak jalan di tempat 
yang gagap dalam menghadapi paksaan perubahan dari aras 
luar, ia mengalami kemandegan kreativitas, akhirnya terlembaga 
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dalam formalisme selayak birokratisasi. 
kebudayaan ini terjadi misalnya dalam gempita kampanye 
liberalisme di Indonesia. Sebagai usaha reorientasi dan reintegrasi, 
maka liberalisme kurang berhasil karena ia bertentangan dengan 


organisasi sosial yang masih merujuk pada patrimonialisme, 


131. Proses involusi ini bisa terjadi karena pada domain struktural, 
kebudayaan masih ditangani oleh negara. Ini yang problematis di 
negeri kita sehingga melahirkan kebudayaan sebagai policy politik 
selayak sub-sektor lainnya. Hal ini yang kemudian melahirkan 
determinisme politik atas kebudayaan karena langgam makna tertangani 
sebagai operasi yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Logika 
negara kontradiktif dengan rasionalitas kebudayaan karena yang satu 
menggunakan otoritas sementara yang kedua menggunakan nilai 
sebagai pijak dan rem moral. Hal sama terjadi pada level ilmu sosial 
yang masih terjebak dalam dua ranah, ilmu alam dan hermeneutis. 
Bagi ilmu alam, kebudayaan tertahbis sebagai teknik, sedangkan 
bagi hermeneutika, kebudayaan terlebih persoalan penafsiran atas 
penafsiran (interpretation of interpretation). Memang empatik, tetapi ia 
belum mampu menggali potensi kritis dari kebudayaan sebagai kuasa 
simbolik bagi gerak transformasi. Hal ini diperparah oleh terpisahnya 
kesenian dari krisis kebudayaan karena ia hanya menjelmakan “pentas 
panggung sendiri”, tanpa tergulat dalam carut buruk libido politik. 
Syaiful Arif, “Involusi Kebudayaan,” dalam Seputar-Indonesia, 3 
Agustus 2008. 
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serta landasan material masyarakat yang menjadikan tradisi 
sebagai pijak normatif. Hal ini melahirkan penolakan karena 
sebagai orientasi-nilai, liberalisme dianggap mengancam identitas 
normatif masyarakat yang mengandalkan sandaran transendental, 
sering bersifat tekstualisme keagamaan. 

Satu persoalan juga terdapat dalam hubungan kesenian 
dengan kebudayaan. Ini terjadi pada “kemenduaan referensialitas” 
atau “prasyarat normatif ganda” yang harus digerakkan oleh 
individu guna membentuk subjektivitas sosial. Individu dalam 
hal ini tertahbis sebagai pelaku, yakni konsumen benda-benda 
kebudayaan yang menghitung dan mengelola secara strategis 
gaya hidupnya. Jadi, selain menjadi konsumen budaya, individu 
juga menjadi pelaku aktif dalam menjalin hubungan dengan 
unsur-unsur dalam lingkungan kebudayaannya. Pada domain ini, 
kebudayaan tidak semata terposisi sebagai struktur atau sistem 
sosial yang mengkerangkeng individu, tetapi ia lebih sebagai 
wilayah pasar (market-place), di mana proses pertukaran budaya 
berlangsung. 

Di sinilah seni menjadi ruang tegang “kemenduaan 
referensialitas” tersebut. Di satu sisi, individu harus tetap menjaga 
otentisitas kreatifnya yang tentu tidak mesti terkait dengan 
kepentingan serta tuntutan nilai-nilai umum. Ruang otentik 
inilah yang menjadi ruang estetisasi (westheticization) yang terpisah 
dengan hasrat pragmatis karena ia memiliki hukum keindahan 
sendiri, mengacu pada gelisah internal sang seniman.'? Ini 
terjadi karena dalam kerja budayanya, seniman tergelut dalam 
gelisah akan suatu “krisis serta kemandegan kebudayaan”, dan 


132. Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 
1988), hlm. 176—182. 
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karenanya tergerak untuk mewujudkan “daya cipta budaya.” Bagi 
kalangan ini, kebudayaan bukanlah warisan (Gabe), melainkan 
tugas (Aufeabe). Risiko nyata. Dalam menghadapi bentuk 
kebudayaan sebagai ide, perilaku, dan benda misalnya, seniman 
tidak melihatnya sebagai produk, tetapi bahan untuk mencipta 
kembali kebudayaan. Bagaimana ide dirumuskan kembali, 
perilaku disesuaikan kembali, dan benda diolah kembali. 
Menariknya, tugas ini tergerak bukan karena komitmen 
intelektual atau kebutuhan programatik, melainkan lebih kepada 
dorongan spiritualitas esoterik yang tak terumuskan. Dalam 
Spiritualitas ini, tanggung jawab pertama-tama bukanlah suatu 
pengertian moral-sosial, melainkan personal yang terwujud 
dalam kejujuran karya, yakni kesesuaian antara intuisi kreatif dan 
ekspresi. Risikonya, option kesenian bukanlah untuk membatasi 
kemungkinan demi suatu operasionalisasi. Ia adalah opus yang 
tidak berhubungan dengan operasi, tetapi hanya bisa dijelaskan 
dalam kreasi. Operasionalisasi adalah usaha pragmatis untuk 
mengorganisasi kemungkinan dan memanfaatkannya, selayak 
penanganan pemerintah atas kebudayaan. Sementara kreasi adalah 
usaha eksistensial untuk menjelmakan diri dalam kemungkinan 
terjauh sehingga sang seniman lahir kembali di dalamnya. Ya, 
dalam karya seni, proses kreasi sekaligus rekreasi. Seni khususnya 
dan kebudayaan pada umumnya adalah penciptaan diri melalui 
penciptaan karya sekaligus penyempurnaan karya melalui 
penyempurnaan diri. Di sini, proses kreatif merupa perwujudan 
revelasi pengalaman manusia secara eksistensial, serta wujud 
keindahan sebagai hasil dari usaha untuk mendekati Keindahan 
Mutlak. Pada titik inilah kesenian menjadi iman sekuler bagi sang 
seniman, yang mentahbiskan diri pada Keindahan transendenzal, 
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yang sempurna, tersembunyi, meminjam syair Amir Hamzah, 
“pelik menarik ingin/serupa dara di balik tirai”. 

Titik inilah yang berbeda dengan ruang kedua, di mana 
proses kerja budaya lebih mengacu pada stilisasi (stylisation). 
Pada ruang ini, pekerjaan kreatif tidak lahir dari kebutuhan akan 
otentisitas karya, tetapi lebih kepada pemenuhan atas tuntutan 
prinsip generalitas dari pasar. Gaya (style) menjadi lebih dominan 
dibandingkan seni (art). Tentu, karena sifat karya yang mewujud 
dalam objek keahlian (Kunstgewerbe), ia secara langsung terkait 
dengan kebutuhan pragmatis dari masyarakat, kursi untuk 
duduk, gelas untuk menuang anggur, perhiasan untuk dandanan. 
Jika stilisasi bisa direproduksi dalam jumlah massal melalui 
industri budaya, maka sebaliknya seni akan kehilangan aura dan 
keunikannya bila tereproduksi. Problem inilah yang terjadi pada 
era posmodernitas ini, yakni pada reproduksi massal atas karya 
seni dengan orientasi stilisasi. Artinya, seni yang seharusnya 
menjadi kutub individualitas kreatif, telah terberangus menjelma 
komoditas stilisasi yang hanya memiliki guna pragmatis. Ini 
terjadi karena kapitalisme memang menjadikan estetika sebagai 
bungkus citra bagi persebaran komoditas ekonomi sehingga seni 
tidak lagi memiliki ruang sakral spiritual, ia hanya pencitraan gaya 
demi terjualnya produk industrial. 

Hanya saja melampaui persoalan pasar, kebudayaan pada 
satu titik, bukan hanya milik estetika. Satu hal yang sayangnya 
terjadi dalam sejarah kebudayaan di Indonesia yang telah 
mengalami proses estetitasi. Artinya, ketika estetisasi dibutuhkan 
demi pengembalian aura seni yang telah terberangus oleh pasar, 
maka pada ranah kebudayaan, estetika justru harus “dikecilkan 
tubuhnya”, demi kelangsungan kebudayaan itu sendiri. Ini 


324 


terjadi karena dalam sejarah kita, lapangan seni sering menjelma 
lambaran utama bagi pergulatan kebudayaan. 

Hal ini yang terjadi dalam sejarah kesenian kita, terkhusus 
sastra. Sejak dekade 1920, sastra kita telah memperlihatkan 
gejolak ideologis yang pada saat itu tertembak pada tradisionalitas. 
Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli memperlihatkan satu 
protes terhadap tradisi yang dilihat tak sehat. Sikap ini yang 
kemudian dikritik enam tahun sesudahnya oleh Abdul Muis 
dalam Salah Asuhan, yang mengingatkan bahwa pemberontakan 
semacam itu hanya akan membawa malapetaka. Pendidikan 
dan adat kebiasaan Barat dari si tokoh, penolakannya pada 
kebudayaan bumiputra, perusakan terhadap keharmonisan 
keluarga, hanya akan meninggalkan penyesalan serta keterasingan 
tipikal. Hal sama terjadi pada Polemik Kebudayaan dekade 1930, 
ketika pentahbisan sastra sebagai pembentuk “manusia baru”, 
harus berhadapan dengan oposisinya, yang tetap kukuh dalam 
menggenggam romantisme Timur. 

Pada Angkatan 45, gelora ini menemu kembali, melalui 
individualisme Chairil Anwar yang memang mengacu pada 
filosofi eksistensial. Chairil yang mengecam seni improvisasi, 
telah begitu mengagungkan kekuatan konsepsi rasional sebagai 
muatan maknawi dari karya sastra. Tanpa kognisi, seni hanya 
menjadi kelangenan rasa yang tidak mampu terlibat dalam 
pembentukan kebudayaan modern. Selayak gerak modernisme 
sebelumnya, generasi Kepercayaan Gelanggang ini kemudian 
menahbiskan revolusi sebagai penempatan nilai-nilai baru atas 
nilai-nilai lama yang harus dihancurkan. Sikap ini yang terkritik 
oleh oposannya, yakni Sitor Situmorang yang mengingatkan, “... 
kenyataan tetap tunggal bahwa akhirnya, daerah puisi Chairil 
Anwar itu, yang kosmopolistis dan individualistis, berada di 
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tengah-tengah daerah luas yang asing dari padanya.” Kritik inilah 
yang akhirnya melahirkan angkatan terbaru sastrawan Indonesia 
pada 1950-an, yang mengecam Angkatan 45 sebagai kelompok 
yang secara ruhaniah, lahir dari tanah air Belanda-Eropa, dengan 
penahbisan diri angkatan terbaru itu sebagai generasi yang 
tumbuh secara wajar dan berakar di bumi tanah air. Dari sinilah 
lahir romantisisme nasionalistik dengan penekanan setting sejarah 
berdasarkan keunikan lingkungan sendiri, selayak Balada Orang- 
orang Tertjinta karya Rendra. 

Kecenderungan nasionalistik dan anti terhadap rasionalisme 
Barat ini semakin menemu ruang revolusionernya pada rezim 
Soekarno. Pada era inilah, perdebatan kesenian betul-betul 
menjadi perdebatan ideologis: seni untuk seni versus seni untuk 
rakyat menemu ruang. Dari sini, pelembagaan organ kebudayaan 
di bawah patronase partai politik pun terjadi. Lahirlah Lembaga 
Kebudayaan Rakyat (LEKRA) di bawah Partai Komunis 
Indonesia (PKI), Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) di 
bawah PNI, dan Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin 
(LESBUMI) di bawah NU. Gerak ini memang niscaya dan 
tergulat dalam tradisi politik komunisme yang memberikan ruang 
sungguh bagi peran kesenian dalam politik. Terciptalah benturan 
antara dua pemikiran, kubu Manifes Kebudayaan (1963) yang 
mendapatkan tradisi intelektualnya dari Chairil Anwar, Albert 
Camus, Sartre, dan Boris Pasternak yang menekankan the politics 
of the unpolitical, berhadapan dengan kubu realisme sosialis yang 
menemu spirit ideologis dari Lenin dan Mao Tse-Tung. Keduanya 
berbenturan karena yang pertama mengedepankan kebebasan 
kreatif melampaui segala pengutamaan satu elemen kebudayaan 
di atas elemen lain, sedangkan yang kedua mengedepankan politik 
sebagai panglima kebudayaan. Benturan pemikiran ini akhirnya 
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terselesaikan secara politik melalui pelarangan Soekarno atas 
Manikebu pada 8 Mei 1964, karena Sang Panglima ini melihat 
semangat humanisme universal sebagai gerak “kontra-revolusi”. 

Dari episode berdarah inilah, lahir Angkatan 66 yang oleh 
wali penjaga kesusastraan Indonesia modern, H.B. Jassin tertahbis 
sebagai angkatan pembela Pancasila dan pencegah kehadiran 
kembali pemerintahan tirani. Tentu, gerak ini merupa arus balik 
kubu Manikebu yang gantian memiliki ruang sejarah dan politik. 
Mengamini kebebasan kreatif, mereka kemudian menggerakkan 
pro-estetik total di masa Orde Baru sebagai counter sejarah atas 
proletarisasi kesenian ala realisme-sosialis.? Seni di masa ini 
terbebaskan dari tanggung jawab membentuk kebudayaan baru 
atau keberpihakan kerakyatan atas keindahan (sastra) kontekstual. 
Ia menggelinding dalam happy-go-lucky-attitude. Lahirlah puisi 
metafisis Goenawan Mohammad yang menyiratkan anti- 
pragmatisme, teater mini kata Rendra yang seakan anti-verbal, 
puisi mantra Sutardji yang anti-konsepsi, serta cerita Putu Wijaya 
yang anti-plot. Kesemuanya mengacu pada pembebasan estetika 
dari debat rasional kebudayaan pada level sosio-politik, yang pada 
masa sebelumnya tetap menjadikan kesenian sebagai domain 
diskursifnya. Gerak kesusastraan pada lembar sejarah ini tidak lagi 
tergelut dalam debat pemikiran dan ideologi mengenai hal-hal 
besar kebudayaan. Ia bahkan tengah tergerak dalam semangat 
humanisme abstrak yang mengedepankan otonomi kesenian, 
melampaui keberpihakan politik dan tugas rasional yang pada 


133. Goenawan Mohamad, “Kesusastraan Indonesia dan Kebimbangan,” 
dalam Seks, Sastra, Kita, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), 
hlm. 15—35. 
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dekade 1930 dan 1945, dibebankan oleh Takdir Alisjahbana serta 
Chairil Anwar. 84 

Pada titik inilah aras filosofis dari kebudayaan kian menemu 
ruang. Kenapa? Disebabkan persoalan kebudayaan tidak 
semata persoalan metodologis. Kebudayaan selalu merupakan 
pergulatan antara nilai filosofis, dengan gerak sejarah yang 
mengikutsertakan segenap kepentingan, baik kepentingan 
produktif dari kemanusiaan, maupun kepentingan manipulatif 
dari negara. Aras otosentris kemudian menahbsikan satu fakta 
bahwa di luar persoalan bagaimana memaknai pemaknaan 
masyarakat atas makna budayanya, kebudayaan ternyata 


134. Pada era kini, situasi pasca-ideologi dalam sastra telah mendedahkan 
polemik kesenian yang tergulat dalam perdebatan moral. Ini terjadi 
khususnya sejak debat “Sastra Madzhab Selangkangan”, “Fiksi Alat 
Kelamin”, atau “gerakan syahwat merdeka”, yang mengelarkan 
seksualitas dalam sastra. Lahirlah Memo Indonesia (2007) yang 
menolak setiap upaya atas dasar moral, nilai-nilai atau kekuasaan yang 
hendak membelenggu, yang menghambat, dan menjauhkan manusia 
dari kemajuan dan kebebasannya. Satu hal yang menggerakkan kubu 
moralis untuk mengharamkan “sastra selangkangan” tersebut atas 
nama kesenian yang lebih bermoral. Pidato Kebudayaan Taufik Ismail, 
bertajuk “Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdek2”, di 
Akademi Jakarta, Desember 2006, menggambarkan “godam moral” 
bagi perkembangan “sastra tubuh”. Ini yang kemudian menyulut 
polemik panjang dengan beberapa aktivis “syahwat merdeka”, yang 
mencoba mengklarifikasi pengadilan moral tersebut. Pertanyaannya, 
kondusifkah polemik ini bagi perkembangan kesenian khususnya 
sastra? Ataukah ia merupa pertarungan ideologis sehingga pergulatan 
sastra hanya menjadi kulit dari egoisme sesungguhnya? Tidakkah ini 
merupakan langkah mundur, jika ditilik dari perdebatan sastra sejak 
dekade 45 hingga 1980-an, di mana polemik sastra terkonstruk dalam 
tanya falsafi: apa standar sastra disebut sastra dan di ruang mana 
kontekstualisasinya? 
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tengah berada dalam situasi distortif atau bahkan destruktif 
akibat negara. Inilah yang terjadi di Indonesia, yakni suatu 
ketidaksadaran kolektif yang memosisikan kebudayaan sebagai 
produk sehingga ia secara birokratis ditangani melalui logika 
kebijakan politik. Kebudayaan akhirnya menjadi policy dan 
para penggerak kebudayaan akhirnya para pejabat. Ini situasi 
tragis karena energi kreatif yang menjadi dinamisator bangsa 
dan kebudayaan itu sendiri, terbonsai dalam jeruji institusional 
yang anti-kebudayaan. Sifat anti-kebudayaan dalam departemen 
kebudayaan ini memang niscaya karena logika departemen yang 
lebih merujuk pada logika fungsionalisme-struktural, di mana 
kebudayaan, bahkan dijadikan legitimasi bagi stabilitas sistem. 
Dalam situasi ini, mustahil kiranya mengharapkan adanya 
pergerakan kebudayaan karena departemen kebudayaan telah 
mengebiri hakikat dan energi kreatif dari kebudayaan. 

Hal sama terjadi pada hubungan kesenian dan kebudayaan. 
Seharusnyalah, kesenian menjadi medium utama bagi gerak 
kebudayaan karena melalui seni, aspek intuitif dari nilai mampu 
terelaborasi dengan maksimal. Hanya saja, saat ini keduanya 
cenderung terpisah, doktrin seni untuk seni telah memisah 
kesenian dari kebudayaan. Ini terjadi karena absennya kritisisme 
politik dari gerak kesenian sehingga ia hanya memotret budaya 
dalam ruang estetika, minus penggalian paradoks kebudayaan 
dalam realitas. Inilah realisme sosialis itu, di mana kesenian 
harus berangkat dari realitas untuk membongkar realitas, demi 
menggerakkan cita utama sosialisme, yakni kebebasan potensi 
kreatif manusia. 

Di negeri ini, kebanyakan seniman asyik-masyuk di 
panggung pertunjukan, minus kepekaan atas pergulatan politik 
dalam kebudayaan, yang tidak hanya menambat budaya dalam 
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kreasi estetik, tetapi penahbisan kebudayaan sebagai totalitas nilai 
manusiawi yang menyeluruh. Bicara kebudayaan adalah bicara 
kehidupan, ia tak bisa dibonsai, baik dalam jeruji departemen 
kebudayaan maupun panggung pertunjukan. Pada titik inilah, 
cultural studies memberi kemanfaatan karena meletakkan 
kebudayaan tepat pada domain pergulatan politik. Di sini 
kesenian tidak diartikan sebagai pemotretan keindahan untuk 
keindahan, tetapi perogohan kepentingan yang melatari potret 
keindahan tersebut. Hanya saja, kurangnya “rasa kebudayaan” 
dalam cultural studies akhirnya mencipta kelemahan, yakni 
pemosisian kebudayaan murni dalam domain politik. Hal ini 
bermasalah sebab kebudayaan sebagai gerak nilai, memiliki logika 
dan ruang epistemik tersendiri, yang oleh penulis ditahbiskan 
sebagai sifat otosentris kebudayaan. Sifat ini, yang merupakan 
sifat otonom kebudayaan —salah satunya dalam simbolisme 
seni— memiliki tujuan yang bersifat spiritual sehingga secara 
kasar, ia tak bisa tertahbis sebagai “yang politik”. 

Situasi serupa terjadi pada kebutuhan untuk merumuskan 
suatu kebudayaan Indonesia. Hal ini tak mustahil sebab selayak 
strukturalisme, kebudayaan bisa dirumuskan berdasarkan 
struktur nalar yang tersembunyi dalam segenap simbol budaya. 
Di sini strukturalisme antropologi kemudian meniscayakan satu 
kerja budaya yang mampu mengelupas “kulit kultural” hasil 
akulturasi antara nilai awal di Nusantara, dengan nilai budaya 
lain. Perumusan inilah yang akan membuahkan pembedaan 


paradigmatik antara kebudayaan Indonesia sebagai bagian 


135. Syaiful Arif, “Kebudayaan Pascapemikiran,” dalam Seputar-Indonesia, 
14 Juni 2009. 
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dari kebudayaan Timur, dengan kebudayaan Islam Arab dan 
modernitas Eropa. 

Jika Timur diidentikkan dengan spiritualisme, Barat 
identik dengan rasionalisme, Islam identik dengan nalar hukum, 
maka Indonesia yang memiliki juluran tradisi panjang dengan 
nilai-nilai luhur Nusantara, pastilah memiliki rumusan nilai 
kebudayaan tersendiri. Suatu rumus nilai yang tidak hendak 
dibonsai untuk ditarungkan dengan nilai lain, tetapi sebagai 
sebuah titik pijak untuk menentukan ke mana arah kehidupan 
dari manusia Indonesia, yang tak selalu sama dengan gerak 
globalisasi. Sayangnya, masyarakat budaya kita belum menjadikan 
perumusan nilai ini sebagai agenda utama kebudayaan. Hal ini 
terjadi karena keterjebakan dalam produk-produk kebudayaan, 
terkhusus hegemoni negara yang telah menanamkan nilainya ke 
setiap relung kesadaran. Kebudayaan di negeri ini tak lain adalah 
kebudayaan negara karena ia menjadi satu-satunya ruang publik 
yang dipercaya mampu memperbaiki taraf hidup orang banyak. 
Satu hal yang tentu meniadakan kebudayaan dalam praktik 
politik itu sendiri. 

Lalu, apakah sebenarnya kebudayaan Indonesia itu? Bisakah 
kita tunggalkan satu makna di tengah pluralitas nilai dan suku 
yang ada di negeri ini? Pada titik ini, menarik jika tanya tersebut 
kita tolehkan pada falsafah bangsa kita yang berbicara kesatuan 
dalam keragaman, yakni bhinneka tunggal Ika tanhana Darma 
mangwra (meskipun berbeda tetapi tetap Satu karena tak ada 
Kebenaran yang mendua). Dari sini, terlihat bahwa yang disebut 
satu dalam “kesatuan kebudayaan” adalah Kebenaran, yang dalam 
kasus bhinneka tunggal Ika, mengacu pada dualisme tunggal antara 
Shiwa-Buddha. Jadi pada saat itu, meskipun agama Nusantara 
kita Hindu dan Buddha, Kebenaran Ilahiah, tetap Satu. 


Nah, di sinilah letak kebudayaan Indonesia itu. Yaitu, pada 
apa yang oleh Umar Kayam sebut sebagai “perintah historis”, 
suatu kesadaran kultural yang menggerakkan pribumisasi budaya. 
Terma bhinneka tunggal Ika menjadi bukti bahwa telah terjadi 
pribumisasi nilai, di mana budaya Nusantara mampu berdialog 
dengan budaya-agama dari Hindu-Buddha. Keberhasilan inilah 
yang membuahkan megah Borobudur (Buddha Mahayana) dan 
Candi Prambanan (Hindu) abad ke-8. Pada era itu, apa yang kita 
sebut nilai asli Nusantara, bahkan mampu “memaksa” segenap 
nilai luar untuk menyesuaikan diri. 

Apakah nilai asli kita itu? Yakni sebuah pola umum budaya 
yang mengacu pada karakter (kondisi) ruhaniah pra-Hindu- 
Buddha. Pada saat itu, masyarakat kita telah terkonstruk dalam 
kesadaran uniter: sebuah kesadaran akan kesatuan mistik antara 
Dunia Atas Ulahi) yang sakral, Dunia Bawah (lelembut) yang 
gaib, dan Dunia Tengah (manusia) yang profan. Maka, jika 
manusia —yang berasal dari Atas— hendak kembali suci, ia harus 
naik, mentransendenkan dunia profannya. 8 

Dari sini kita mafhum, kenapa rumah ibadah, sejak candi 
Hindu, Buddha, dan Islam mengacu pada bentuk Gunungan. 
Oleh Walisongo, atap susun candi kemudian dilanjutkan oleh 
tiga susun atap masjid, iman, Islam, ihsan. Segenap keberhasilan 
pribumisasi ini menandakan adanya struktur pemikiran yang 
saling bertemu karena budaya luar tentu akan tertolak, jika ia tak 
menggunakan “nilai asali” suatu masyarakat sebagai pangkalan 
kulturalnya. Inilah yang menjawab, kenapa watak Islam sufistik 
yang diterima oleh masyarakat kita, sejak islamisasi awal (abad 
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ke-13). Hal sama terjadi pada penyatuan antara Hindu-Buddha 
di negeri ini karena bagi masyarakat kita, meski bentuk berbeda, 
semuanya berasal dan berisi Satu Kebenaran. 

Pada aras teoretis, bentuk kebudayaan Indonesia bisa 
terpegang karena dalam kebudayaan terdapat struktur. Struktur 
ini —yang bersifat simbolis— merupa bentuk dari objektivasi 
mental. Ya, kebudayaan adalah realisasi mental yang terekspresi 
melalui simbol. Simbol inilah yang menjaga makna, tertata dalam 
suatu struktur sehingga generasi sesudah, bisa memahami dan 
hidup dalam struktur makna generasi sebelumnya. Keseharian 
budaya selalu mengacu pada pola ini, yakni proses mengalami 
makna melalui penafsiran atas ekspresi simbolis. 

Pada titik ini, budaya tidak an sich bersifat privat, tetapi 
publik karena makna telah terjaga dalam tradisi, bahasa, pranata 
sosial, dan pola kultural. Hal ini yang mencipta “perintah historis” 
di atas, di mana struktur nilai masyarakat Nusantara, menjelma 
struktur dalam (deep structure) yang mentransformasikan struktur 
luar (surface structure) agar searah dengan struktur nilai tersebut. 
Inilah yang melahirkan pribumisasi, di mana aspek mistik dari 
agama-agama besar, diterima oleh lambaran dasar budaya kita. 

Hanya saja, pola ini memiliki kelemahan karena pribumisasi 
bisa terjadi via nilai gua nilai. Artinya, yang mencipta keberhasilan 
akulturasi budaya-agama hingga abad ke-16 adalah bertemunya 
genius lokal dengan nilai-nilai universal. Pada titik inilah nilai 
budaya kita mampu menggerakkan “perintah historis”. Hal ini 
tidak terjadi ketika masyarakat kita bertemu dengan peradaban 
Eropa via Belanda. Pertemuan ini tidak menghasilkan dialog karena 
modernitas hadir bersama kolonialisme. Fakta ini diperparah 
dengan birokratisasi kebudayaan melalui beambtenstaat, yang 
menahbiskan perselingkuhan tidak elok antara birokrasi kolonial 
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dengan etos feodal.'” Sejak itulah, kebudayaan kita bergeser dari 
pijak-arah spiritual, menjadi politisasi nilai nan birokratis. 

Gerak ini yang akhirnya melahirkan kolonialisasi politik atas 
kebudayaan. Ini terjadi karena negara-bangsa kita adalah negara 
pasca-kolonial. Dalam situasi ini, kita hanya bisa melakukan 
pemindahan kekuasaan dalam tempo sesingkat-singkatnya, tetapi tak 
bisa menggerakkan pemindahan kebudayaan yang tentu tak bisa 
dalam waktu secepatnya. Dari sini, logika kebudayaan kita lahir 
dari logika kepentingan negara. Ketika Soekarno membutuhkan 
revolusionerisme, maka kebudayaan menjadi aparat bagi panglima 
politik. Ketika Soeharto hendak menstabilkan politik, maka 
kebudayaan diintegrasikan secara nasional. Kini, ketika pluralisme 
politik menjamur dalam kebebasan partisipatif, kebudayaan 
pun terkomoditi dalam logika market. Jika PK menahbiskan 
birokratisasi kebudayaan melalui birokratisasi pendidikan, maka 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menempatkan budaya 
sebagai barang seni untuk dipajang, diperjual-belikan. 

Dari sini, tiba-tiba saja kebudayaan terkonstruk dalam 
sistem. Lahirlah politisasi nilai, yang mana “yang kultural” terposisi 
sebagai penjaga normatif (latent pattern maintenance) sehingga 
struktur sosial terintegrasi, demi langgengnya stabilitas politik. 
Ini terjadi sejak Soekarno yang menjadikan Bhinneka Tunggal 
Ika sebagai alat “persatean nasional” melalui imaji keterpimpinan 
politik khas budaya Indonesia. Hal yang sama pada Soeharto 
yang menggerakkan tafsir monolitik atas pelaksanaan Pancasila 
secara murni dan konsekuen. Pada titik ini, Pancasila sebagai 
falsafah kultural bangsa, telah tertahbis sebagai aparat normatif 
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agar pembangunan ekonomi reasonable dan acceptable. Pancasila 
karenanya menjadi penunggalan nilai keindonesiaan sehingga 
segenap nilai menyimpang, marxisme-Islamisme, dianggap 
bertentangan dan mengancam arah pembangunan bangsa. 

Fakta inilah yang menjelma tragik kebudayaan. Di negeri 
ini, kebudayaan tidak lagi termaknai sebagai usaha pemanusiaan 
manusia. Ia hanya menjelma barang, yang jika tak dirawat 
(artefak), dijual (seni), maka diatur dalam terali birokrasi demi 
legitimasi politik. Kita adalah masyarakat yang tercerabut dari 
pola budaya yang terputus oleh kolonialisme sehingga energi 
kreatif yang sampai abad ke-16, mampu mencipta mozaik 
hidup berlandas budaya-keagamaan, kini terpolitisasi demi 
libido partai. Tentu partai kita akan tetap meraup jutaan massa 
primordial karena logika masyarakat kita yang tak bisa lepas dari 
akar tradisi. Pada titik inilah kita telah terpisah dari kebudayaan 
karena nilai tak menjadi pijak-tujuan, ia terkomoditisasi dalam 
logika ekonomis, siapa memanfaatkan apa?' 
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tudi tentang filsafat kebudayaan, seperti yang telah 
S dilakukan Syaiful Arif ini perlu ditindaklanjuti. Hal ini 

urgen, mengingat pendekatan filosofis atas kebudayaan 
memerlukan perluasan domain, khususnya guna mengimbangi 
perkembangan ilmu sosial kontemporer. 

Tentu, suatu filsafat kebudayaan tidak an sich milik 
filsafat. Sebagai sebuah studi tentang nilai, ruang ini tak hanya 
berhenti pada aras normatif, tetapi juga pergulatannya pada 
tataran antropologis dan politik. Tepat di jantung problem 
inilah, strukturalisme dan pasca-strukturalisme lahir. Jika filsafat 
menempatkan nilai pada ruang ontologis, kedua pemikiran 
terakhir mempermasalahkan nilai pada domain reproduksinya, 
baik level linguistik maupun politik. 

Hanya memang, studi filsafat kebudayaan yang termaksud 
di sini lebih mengacu pada studi “internal kebudayaan”, bukan 
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domain reproduksi pada aras eksternal-politik. Dikatakan 
internal, karena studi ini mengisi kekosongan intelektual atas 
pergulatan kebudayaan pada level tradisional. Satu hal yang 
menggerakkan studi budaya pada ruang asali, semisal pendekatan 
filologis atas kebudayaan di negeri ini. Jika dikatakan bahwa 
terma kebudayaan kita lebih mengacu pada istilah Abyudaya 
yang merupa khazanah teks Hindu-Buddha, maka pendefinisian 
tentang kebudayaan yang murni Nusantara, bisa dilakukan. Di 
sinilah strukturalisme bermanfaat, karena melaluinya, kita bisa 
memetakan model struktur pemikiran yang menjadi isi dari 
bentuk linguistik Sanskerta tersebut. 

Kebudayaan di Nusantara kemudian tak sesederhana 
Pencerahan Eropa yang telah mengalami rasionalisasi. Sebagai 
studi partikular di suatu kesejarahan masyarakat, ia tentu 
memiliki keunikan tersendiri, yang berbeda dengan kebudayaan 
modern, yang dikritik oleh pasca-strukturalisme itu. Jika kita 
terlalu tergesa untuk hanya menggunakan dekonstruksi post- 
modernis, maka pendekatan tradisional tentang budaya klasik di 
bumi kita akan terabaikan. Karena selain kebutuhan mengetahui 
kepentingan kekuasaan di balik reproduksi makna, model 
historiografi tradisional kita tetap memiliki genre tersendiri yang 
bersifat mistik. 

Hal ini yang membuat sejarah klasik Nusantara sering 
berbentuk sastra, dan sastra klasik tersebut sering merupakan teks 
sejarah. Kesatuan antara sastra-sejarah menjadi penanda, bahwa 
berbagai tradisi historiografi tradisional, babad, suluk, dan segenap 
serat, bersifat sakral, sehingga model penulisan ilmiah matematis 
tidak bisa mewakili rasa spiritual masyarakat. Pemahaman tentang 
rasa inilah, yang membutuhkan pendekatan “filsafat kebudayaan”, 
di samping perluasan diskursif pada domain kritik reproduktif 
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ala cultural studies. Ini terjadi karena membincang kebudayaan 
adalah membincang nilai, plus penggalian kekuatan dari nilai itu, 
di tengah pergulatan politik yang melingkupinya. 

Hal ini sekaligus tidak menafikan sama sekali strukturalisme, 
khususnya Straussian. Ini terjadi karena melaluinya, kita bisa 
memetakan imaji sosial dari gelaran struktur pemikiran yang 
ada dalam setiap nafas local wisdom kita. Adalah strukturalisme 
yang akan mengikat struktur makna dari bentukan diskursif 
keunikan nilai. Hal ini bisa dilakukan semisal pada struktur 
pemikiran dari sistem mazhab Islam tradisional di kalangan 
pesantren. Apa yang disebut sebagai sistem mazhab ahlussunnah 
wal jamaah, merupakan adaptasi epistemik atas manhaj al-fikr 
yang telah terkodifikasi sejak abad ke-2 H. Jadi, di sini terlihat 
betapa pemikiran Islam Sunni di Indonesia, murni mengacu pada 
struktur pemikiran Sunni era salaf-saleh. Apa yang disebut sebagai 
metodologi pemikiran tak lain adalah giyas, analogi pengambilan 
hukum dari nash umum kepada persoalan furu di realitas, sering 
melalui sub-ordinasi teks suci atas akal. 

Struktur pemikiran ini kemudian menjadi pembeda dengan 
kalangan rasionalis liberal yang tidak mengacu pada otoritas 
teks, maupun dengan kaum puritan yang hanya merujuk pada 
Ouran-hadis, tetapi minus metode pengambilan hukum yang 
tersedia dalam ushul figh. Bagi kalangan mazhabi ini, rasionalitas 
Islam tetap tersedia, tetapi tidak secara radikal tergeret dalam 
rasionalisme Pencerahan. Hal sama terjadi pada corak tasawuf 
yang lebih mengacu pada pembersihan hati (azkiyah al-nafs) 
Ghazalian. Satu hal yang melahirkan model sufisme akhlagi, bukan 
pencapaian mistik-filosofis ala wahdatul wujud dari kalangan 
Syi'ah. Kedua bentuk pemikiran ini, yakni rasionalisme figh 
dan moralitas tasawuf, telah membentuk struktur keberislaman 
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yang sering disebut sebagai 7igh-sufistik. Bentuk keberislaman 
ini bisa diikat oleh strukturalisme, karena secara real ia telah 
terikat, baik dalam sistem mazhab, institusionalisme pesantren, 
hingga praktik politik kalangan nahdliyyin. Strukturalisme oleh 
karenanya tetap bisa termanfaat, mengingat lekuk tradisi Muslim 
yang masih tergulat dalam esensialisme nilai, bukan relativitas 
makna pasca-strukturalisme. 

Tentu, analisis pasca-struktural tetap bisa berdaya, karena 
proses pembentukan struktur tersebut tak lepas dari pergulatan 
kekuasaan. Apa yang dinamakan Sunni, merupakan titik 
dikotomik dengan mazhab lain semisal Syi'ah, Murtazilah, 
dan Khawarij. Segenap struktur mazhab itu pun memang 
merupakan proses kontestasi pemaknaan, di mana satu pihak 
berusaha menangguhkan pemaknaan pihak lain, untuk 
kemudian mengukuhkan otoritas maknanya. Hal sama terjadi 
pada kalangan nahdliyyin, yang secara institusional menetapkan 
mana model tarekat yang mutabaroh, dan mana yang ghairu 
mu'tabaroh. Menurut pembatasan ini, praktik mistik yang tidak 
berada dalam struktur figh, maka ia dianggap menyimpang dari 
garis besar syariat Islam. Pada titik ini, pasca-strukturalisme 
merupakan kesatuan diskursif atas bentukan strukturalisme, 
karena proses pembentukan struktur selalu mengikutsertakan 
pembatasan, pemberangusan, manipulasi, dan pemaksaan politik 
pengetahuan. 

Demikian juga dengan struktural-fungsional yang di negeri 
kita bahkan terpatri dalam suatu birokratisasi kebudayaan. Inilah 
warisan Orde Baru yang akan tetap abadi, mengingat pelembagaan 
yang sudah mapan, sistemik, dan telah menjelma kesadaran palsu. 
Ya, sebuah kesadaran yang menyerahkan persoalan kebudayaan 
pada kaum birokrat melalui Departemen Kebudayaan dan 
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Pariwisata. Sekali lagi, hal ini merupakan contradictio in terminis. 
Kenapa? Karena apa yang disebut sebagai sistem budaya, lebih 
merupakan birokratisasi, di mana nilai kebudayaan terbonsai 
dalam fungsionalisme birokratik, menjelma aparat negara yang 
tentu mengamini sistem politik secara keseluruhan. Sebuah 
common sense yang mendaulat kebudayaan dalam domain nilai- 
nilai luhur pendidikan, memang bisa dipahami. Tetapi, ketika hal 
itu digerakkan melalui formalisme institusional, dengan segenap 
atribut kebangsaan simbolis, maka pendidikan kebudayaan tak 
lebih hanya nostalgia masa lalu yang kering akan kesadaran 
filosofis. Akhirnya, jika kebudayaan tidak terpolitisasi oleh negara, 
ia menjadi klangenan hipokrit, tempat sebagian kecil manusia 
Indonesia menampilkan keluhuran budaya dalam pentas seni, 
karawitan, dan jualan pariwisata. 

Pada titik inilah, pengkajian kebudayaan menemu pada dua 
ruang. Pertama, penempataan ruang otonom dari kebudayaan, 
yang berbeda dengan politik, khususnya negara. Ini yang 
dilakukan oleh Leslie White melalui kulturologi, sebagaimana 
dijelaskan penulis buku ini. Disebabkan kebudayaan merupakan 
suatu tatanan fenomena tersendiri, yang memiliki bangunan 
sistemiknya, maka selayak disiplin keilmuan lainnya, ia harus 
diletakkan sebagai bidang studi otonom yang tidak bisa direduksi 
oleh pendekatan lain, semisal psikologi atau sosiologi. Hal ini 
yang kemudian menembakkan kritik pada cultural studies, atas 
kecenderungan diskursifnya yang mengambil aspek political dari 
fenomena budaya. Kebudayaan oleh karenanya, tidak bisa hanya 
dijadikan pintu masuk bagi kajian politik, karena melampaui 
kekuasaan, ia terlebih adalah persoalan nilai yang berada dalam 
domain spiritual. Pengkajian kebudayaan tidak lagi hanya 
mencari kepentingan kekuasaan di balik reproduksi makna, tetapi 
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menggali kekuatan makna itu, yang secara esensial tergerak dalam 
katarsis politik. Sebuah katarsis tentu tidak bisa dilihat dari sudut 
pandang siapa mengalahkan siapa, mendapat keuntungan apa? 
Katarsis adalah gerak pencerahan yang lahir dari kekuatan makna, 
karena makna tersebut memiliki dirinya sendiri, bukan semata 
bentukan kepentingan pengetahuan. 

Dari sini pembedahan masuk ke ruang kedua, yakni studi 
struktur internal filsafat kebudayaan. Hal ini bisa dilakukan 
melalui penggalian nilai-nilai kultural yang tidak melulu mengacu 
pada Pencerahan Eropa. Apa yang disebut Timur bukan sekadar 
“geografi imajinatif” yang dilahirkan untuk me-liyan-kan 
masyarakat non-Barat, sebagai yang terbelakang, tak beradab, dan 
oleh karenanya perlu dimodernisasi. Setiap masyarakat memiliki 
energi dan mekanisme modernitasnya sendiri, yang lahir dari 
kekuatan local wisdom, khas kesejarahannya. Keunikan nilai 
ini merupakan world view, cara hidup, yang pada aras civilitas 
mampu membangun peradabannya sendiri, sehingga tak semata 
mencerminkan diri pada modernisme universal. Penggalian 
tentang nilai lokal yang secara epistemik terbedakan dengan nilai 
mainstream, akan semakin mengukuhkan “kuasa kebudayaar”, 
karena ia mampu menggelarkan kekayaan nilai spiritual yang ada 
di setiap lekuk kebudayaan masyarakat. 

Inilah yang oleh penulis buku ini sebut sebagai “pemegang- 
kuatan etis”, karena menulis kebudayaan bukanlah menulis fakta 
di mana penulis berada di luar fakta tersebut. Melampaui itu, 
menulis kebudayaan adalah menggerakkan kebudayaan, karena 
selain sebagai pengamat, sang penulis juga pelaku yang berada di 
dalam lingkaran kebudayaan. Jika kebudayaan adalah lingkaran 
besar, di mana segenap sub-sektor kehidupan harus tunduk pada 
lingkaran itu, maka penulis kebudayaan juga musti melakukan 
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hal sama: tunduk pada pijak filosofis dari kebudayaan. Inilah 
perbedaan antara studi kebudayaan sebagai sebuah metodologi, 
dengan kajian kebudayaan sebagai sebuah nilai. Nilai tidak 
hanya menjelma objek kajian bebas nilai. Ia terlebih adalah 
sikap etis yang berpijak dari suatu kesadaran filosofis, baik dari 
relung kesunyian kognitif, hingga pembongkaran atas keramaian 
manipulatif yang menutup kesunyian tersebut dalam rekayasa 


politik, atas nama nilai, atas nama kebudayaan. 
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